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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Kuasa atas selesainya buku berjudul Pengelolaan Pesisir dan Laut 
Berbasis Ekosistem ini, yang kami susun secara bersama-sama.

Buku ini merupakan ungkapan penuangan kerinduan, sekali-
gus wujud rasa tanggung jawab kami melihat realitas masih terba-
tasnya referensi dan bacaan tentang pesisir dan laut, sementara 
dinamika dan perkembangan program pembangunan kelautan ter-
lihat begitu masif dan signifi kan.

Tak dapat dipungkiri, negeri kita tercinta Indonesia, dengan 
keanekaragaman hayati laut yang terbentang di perairan seluas 
3.257.483 km2, memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. 
Bukankah potensi itu merupakan sumber daya yang pasti mampu 
mendukung pewujudan masyarakat yang lebih sejahtera, meng-
ingat potensi yang terkandung di dalamnya bukan hanya ikan, na-
mun juga energi dan mineral? 

Laut juga menjadi ruang untuk kebutuhan transportasi 
yang sangat penting dan strategis, sehingga tak berlebihan jika 
dikatakan bahwa kekayaan laut menjadi berkah bagi Indonesia 
sebagai bangsa bahari.

Adanya 17.508 pulau dan panjang garis pantai kurang lebih 
81.000 km juga harus dilihat sebagai potensi besar kawasan pesi-
sir, yang tentu menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat 
Indonesia. 
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Kawasan pesisir sama pentingnya dengan laut, sehingga kita 
tidak bisa memisah-misahkannya begitu saja dalam melakukan 
kajian. Secara umum, wilayah pesisir dapat didefenisikan sebagai 
wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan 
ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan 
yang rentan (Beatly et al, 2002).

Meningkatnya jumlah penduduk di kawasan pesisir, dan ke-
giatan pembangunan untuk berbagai peruntukan, menyebabkan 
kemunculan tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya 
pesisir dan laut kita. Keadaan tersebut tentunya dapat mengan-
cam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pe-
sisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang ada.

Dengan antara lain latar belakang pemikiran itulah, kami 
merasa terpanggil untuk secara bersama-sama melakukan kajian 
yang komprehensif atas laut dan pesisir dengan basis pemahaman 
ekosistem.

Pada kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 
telah membantu penerbitan buku ini, khususnya kepada pengelola 
Undip Press. Semoga budi baik dan ketulusan hati Bapak, Ibu, dan 
semua pihak mendapat rida dan balasan pahala yang berlipat gan-
da dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirul kalam, kami sangat mengharapkan saran, kritik, dan 
masukan untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini berman-
faat bagi siapa pun yang memerlukannya. Amin y a Rabbal Alamin.

Semarang, Februari 2019
Tim Penulis

Sri Puryono, Sutrisno Anggoro, 
Suryanti, Irwan S. Anwar
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 Ekosistem adalah suatu unit fungsional dari berbagai ukuran 
yang tersusun dari bagian komponen dan sistem secara keseluruh-
an berfungsi berdasarkan suatu urutan kegiatan yang menyangkut 
materi dan energi serta pemindahan energi. Fungsi tersebut disu-
sun oleh suatu keterkaitan antara komponen penyusun ekosistem, 
yaitu komponen  biotik (  organisme) dan komponen  abiotik (fi sika-
kimia) yang bersama-sama membentuk suatu sistem dalam men-
jaga keseimbangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, kedua 
komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dan akan saling penga-
ruh mempengaruhi. Apabila terjadi perubahan komponen  abiotik 
maka akan mempengaruhi karakter  habitat dan kehidupan   organ-
isme akuatik Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah   organisme 
yang hidup dalam suatu ekosistem terkurangi secara besar-besaran 
maka akan mempengaruhi  siklus hidup   organisme yang lain dan 
menyebabkan perubahan karakter  habitat perairan. 

 Ekosistem lautan  merupakan sistem akuatik yang terbesar 
di planet bumi, yaitu lebih dari 2/3 permukaan bumi, atau sekitar 
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70% dari luas permukaan bumi. Ukuran dan kerumitannya sulit 
untuk dapat dibahas secara utuh sebagai suatu kesatuan sehingga 
diperlukan zonasi. Zonasi ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip 
 ekologi yang selanjutnya menentukan kemampuan  adaptasi   organis-
me dari suatu komunitas yang hidup di dalamnya. Lautan secara 
sistematik terbagi menjadi dua bagian, yaitu   zona  neritik dan   zona 
 oseanik. Kedua  zona mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 
termasuk jenis   organisme yang dapat hidup pada setiap  zona.  Zona 
Neritik atau  zona yang paling dekat dengan  pantai mempunyai 
karakteristik yang dangkal dan berada di sepanjang  pantai. Zona 
 neritik mempunyai kedalaman 200 m, Sedangkan  Zona Oseanik 
merupakan  zona lautan terbuka yang dibagi menjadi  zona basial, 
abisal, dan hadal. Zona basial mempunyai kedalaman 200-4000 m.

Banyak hal yang perlu dikaji pada ekosistem laut, terutama 
pada komponen  biotik yang merupakan satu unit kehidupan yang 
alami, serta zonasi ekosistem laut yang menunjang kehidupan 
  organisme laut. Dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai ekosis-
tem laut dangkal dan laut dalam beserta zonasinya dan komponen 
ekosistemnya.Lautan merupakan  habitat terbesar di bumi. Dibalik 
selubung kebiruannya, masih tersimpan banyak rahasia yang belum 
terungkap. Hingga kini sebagian besar kehidupan di laut dalam 
belum benar-benar diketahui. Secara umum, wilayah perairan laut 
yang luas ini dikelompokkan dalam lima bagian. Samudra Pasifi k, 
Samudra Atlantik, Samudra India, Laut Selatan, dan Laut Arktika. 
Karena itu tipelogi kehidupan laut berdasarkan pembagian areanya 
dikelompokkan dalam lima bagian ini

Laut dalam (deep sea) adalah bagian dari laut yang sangat 
gelap. Hingga saat ini, laut dalam masih merupakan misteri bagi 
ma nusia. Penelitian di laut dalam sendiri hingga saat ini masih 
sangat terbatas. Kondisi lingkungan laut dalam sangat ekstrem, 
mu lai dari tekanan tinggi (dapat mencapai 1.000 kali tekanan 
atmosfer), suhu yang sedikit di atas titik beku air, dasar laut yang 
berlumpur, sampai kegelapannya yang sepanjang masa.

Segala bentuk kehidupan yang ada di permukaan bumi 
sangat tergantung kepada aktivitas Matahari. Manusia dan hewan 
memanfaatkan energi matahari yang disimpan oleh tumbuhan, 
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alias memanfaatkan energi secara tak langsung.  Sementara tum-
buh an langsung menyerap energi matahari untuk melancarkan 
proses  fotosintesis yang menjadi bagian vital dalam kehidupannya. 
Tetapi jauh di tengah samudera dengan kedalaman ribuan meter 
dan sinar matahari tak sanggup menembus ke dasar samudera, 
terdapat sebuah ekosistem kehidupan yang sama sekali tidak 
membutuhkan sinar matahari. 

Terkait dengan fenomena tersebut, acuannya ada di ayat 
kauliyah, sebagaimana difi rmankan Allah dalam Al-Qur’an surat 
An-Nur ayat 40, yang artinya:

Atau seperti gelap gulita di lautan dalam, yang diliputi oleh om-
bak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap 
gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, 
tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada 
diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai 
cahaya sedikitpun“.

Luas perairan dangkal yang berbatasan dengan benua dan 
pulau hanya 10 persen dari luas semua samudera, sedangkan bagian 
atas samudra yang dapat diterangi sinar matahari merupakan 
bagian yang lebih kecil lagi dari seluruh volume samudra yang dapat 
dihuni berbagai   organisme. Jadi dari 70 % permukaan bumi yang 
tertutup air, mungkin 85 % dari luasnya dan 90 % dari volumenya 
merupakan suatu wilayah yang gelap dan dingin yang dinamakan 
dengan laut dalam.
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Gambar 1 .  Gumpalan Asap Hitam yang Mengandung Senyawa 
Lo gam Sulfi da yang dilepaskan  dari Dasar Laut di 
Se kitar Punggungan Tengah Samudera Hindia, Pe-
tun juk Adanya Aktivitas Hidrotermal Laut Dalam 
(sumber: Woods Hole Oceanographic Institution, 
1998)

Walaupun  habitat yang dinamakan laut dalam ini merupakan 
 habitat terbesar di bumi, tetapi segi biologisnya paling sedikit 
diketahui dan diteliti. Hal ini terutama disebabkan oleh kesulitan 
yang dihadapi untuk menangkap dan mengumpulkan   organisme dari 
 habitat ini. Lagi pula pada masa lalu manusia boleh dikatakan tidak 
mungkin memasuki  habitat ini. Namun, dewasa ini, tersedianya 
kapal yang selam mampu menyelam cukup dalam, memungkinkan 
setidaknya sebagian dari  habitat ini dapat diamati oleh para ilmuwan.

Pembagian Mintakat (Zona) Pesisir dan Laut

 Ekosistem laut dangkal dan dalam dibagi menjadi beberapa 
  mintakat ( zona) terutama di dasarkan atas tingkat daya tembus 
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cahaya matahari. Secara sistematik perairan laut dibagi menjadi 
dua  zona utama yaitu   mintakat  neritik dan   mintakat  oseanik.

Mintakat  neritik
Mintakat  neritik atau  zona laut dangkal (perairan  pe-

sisir), biasanya terletak di sepanjang  pantai dan dangkal. 
Lebar   mintakat  neritik kira-kira 16-240 km. Mintakat  neri-
tik yang berbatasan dengan daratan  pantai dikenal sebagai 
ekosistem litoral, yaitu merupakan  zona di antara batas pas-
ang tinggi dan surut rendah. Dasar perairan di bagian bawah 
  mintakat  neritik dikenal sebagai   mintakat  sublitoral, berada 
pada kedalaman antara nol sampai 200 meter, dihitung dari 
batas surut terendah.

Mintakat  Oseanik
Merupakan bagian laut terbuka. Mintakat  oseanik 

dibagi menjadi  zona batial, abisal, dan hadal. Zona batial 
terletak pada kedalaman 200-4000 meter. Abisal dan hadal 
merupakan bagian yang lebih dalam sampai dasar lautan. 
Berdasarkan penembusan cahaya terdapat dua  zona yang 
berbeda, yaitu :
Pertama,  zona fotik atau  zona eufotik. Zona ini mulai dari 
permukaan laut sampai kedalaman kira-kira 150 meter. Pada 
 zona ini cahaya matahari masih bisa menembus sehingga 
menunjukkan adanya aktivitas  fotosintesis. Kedua,  zona 
afotik. Merupakan bagian yang tidak mendapatkan cahaya 
matahari, meliputi  zona batial, abisal dan hadal. 

Menurut stratifi kasi  zona atau jalur kedalamannya, 
laut dapat dibedakan menjadi beberapa  zona sebagai beri-
kut ini.
Pertama, Zona litoral atau jalur pasang, yaitu bagian 
cekung an lautan yang terletak di antara pasang naik dan pa-
sang surut atau daerah yang berbatasan dengan darat.
Kedua, Zona epineritik, yaitu bagian cekungan lautan di an-
tara garis-garis surut dan tempat paling dalam yang masih 
dapat dicapai oleh daya sinar matahari
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Ketiga, Zona  Neritik, yaitu bagian cekungan lautan /daerah 
yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai bagian 
dasar dalamnya ± 300 meter sehingga wilayah ini paling ba-
nyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun 
tumbuhan-tumbuhan, contoh Laut Jawa Laut Natuna, Selat 
Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau.
Keempat, Zona Batial (wilayah laut dalam), yaitu bagian 
cekungan lautan yang dalamnya antara 200-2.000. Wilayah 
ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu ke-
hidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di   zona 
 neritik.
Kelima, Zona Abisal (wilayah laut sangat dalam), yaitu bagian 
cekungan lautan yang dalamnya lebih dalam dari 2.000m. Di 
wilayah ini suhu sangat dingin, tidak ada tumbuhan, dan je-
nis hewan yang berada pada lingkungan ini sangat terbatas.

Gambar 2.  Zonasi  Ekosistem Laut (Sumber: Nybaken, 1992) 

Menurut stratifi kasi wilayah permukaan secara horizontal (  zo-
na  oseanik), berturut-turut dari tepi laut semakin ke tengah,   min-
takat laut dibedakan sebagaimana uraian berikut ini (Gambar 2). 
Pertama, Epipelagik merupakan daerah antara permukaan dengan 
kedalaman air sekitar 200 m. Kedua, Mesopelagik merupakan 
daerah dibawah epipelagik dengan kedalaman 200 1000 m. Ketiga, 
Batipelagik merupakan daerah lereng benua dengan kedalaman 200-
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2.500 m. Keempat, Abiso pelagik merupakan daerah dengan keda-
laman mencapai 4.000m; tidak terdapat tumbuhan tetapi hewan 
masih ada. Sinar matahari tidak mampu menembus daerah ini.
Kelima, Hado pelagik merupakan bagian laut terdalam (dasar). 
Kedalaman lebih dari 6.000 m. Di bagian ini biasanya dihuni biota 
laut dalam yang dapat mengeluarkan pendar cahaya. Sebagai 
produsen di tempat ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan 
karang tertentu.

Profi l Mintakat  Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut 

Wilayah Pesisir adalah ruang wilayah ekoton (peralihan) 
antara daratan dan perairan laut. Dengan batas-batas ekologis, 
ke arah laut – merupakan wilayah perairan paparan benua 
(continental shelf), sampai batas terjauh pengaruh proses-proses 
alami di daratan ke laut (sedimen, aliran air tawar/lidah banjir) 
dihitung dari garis  pantai pada saat surut terendah, serta daerah-
daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia 
di daratan. Sedangkan ke arah darat, wilayah  pesisir mencakup 
wilayah daratan yang masih terkena pengaruh hidroklimat laut 
(pasang-surut, intrusi air asin, angin laut).

Secara umum ada kesepakatan internasional, bahwa 
wilayah  pesisir adalah suatu wilayah peralihan (ekoton=interface 
area) antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. Apabila 
ditinjau dari garis  pantai (coastline), maka suatu wilayah  pesisir 
memiliki dua (2) kategori batas (boundaries), yaitu: batas yang 
sejajar garis  pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap 
garis  pantai (crosshore).

Diketahui bahwa lingkungan  pesisir dan laut terdiri dari: 
(a) bagian bawah berupa dasar perairan  pesisir & laut, dan (b) 
bagian atas berupa kolom air di atas dasar perairan. Oleh karena 
itu, lingkungan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu: 
Pertama, Bagian Atas dikenal dengan   Zona Pelagik: meliputi 
seluruh kolom air dimana biota akuatik (baik jasad nabati maupun 
hewani) berenang atau mengapung serta beruaya (bergerak 
secara vertikal dan atau horizontal). Kedua, Bagian Bawah dikenal 
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dengan   Zona Benthik: meliputi seluruh lingkungan dasar perairan 
 pesisir & laut dimana biota akuatik hidup melata, membenamkan 
diri di lumpur/substrat dasar, meliang, dan atau bergerak secara 
terbatas di atas dasar perairan. Zonasi (pemintakatan) lingkungan 
 pesisir dan laut dapat ditinjau baik secara mendatar (horizontal) 
maupun secara vertikal (menegak) (Gambar 3). 

Gambar 3.  Diagram Zonasi Lingkungan Pesisir dan Laut 
 (Davis, 1986)

Mintakat Bagian Atas: Lingkungan Pelagik

Lingkungan ini mencakup kolom air nulai dari permukaan 
dasar laut sampai paras (permukaan) laut. Lingkungan pelagik 
mempunyai batas wilayah atau   mintakat ( zona) yang meluas 
mulai dari garis  pantai sampai wilayah laut terjeluk (terdalam). 
Dalam pemintakatan lingkungan pelagik, dasar yang dipakai 
untuk membagi-bagi lagi  zona (  mintakat) yang lebih kecil adalah 
kejelukan (berdasar kedalaman). Tetapi ada juga pembagian 
zonasi yang didasarkan pada kondisi fi siografi , terdiri dari: (a) 
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  mintakat Neritik, yaitu wilayah lingkungan perairan yang letaknya 
di atas landas benua (kontinen), serta (b)   mintakat Oseanik yang 
posisinya di atas dasar laut yang terletak di luar landas benua. 
Semua biota  pesisir dan laut yang hidup di lingkungan perairan 
(lapisan atas) dan tidak menghuni dasar perairan dinamakan 
Biota Pelagik. Lingkungan hidup di mana biota ini hidup disebut 
lingkungan pelagik. Secara horizontal  zona pelagik dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu  Zona Neritik dan  Zona Oseanik. Sedangkan 
secara vertikal,  zona pelagik dapat dibagi berdasarkan daya tembus 
cahaya matahari ke dalam kolom perairan  pesisir dan laut, yaitu:

• Zona Fotik atau Eufotik: merupakan lingkungan perairan 
pelagik yang kaya cahaya matahari. Batas  zona ini sangat 
bergantung kepada batas kedalaman daya tembus cahaya 
(sangat bervariasi dan bergantung pada tingkat kecerahan 
air). Umumnya batas bawah  zona ini berada pada kedalaman 
100 – 150 meter. Karena kaya cahaya matahari maka  zona ini 
merupakan lingkungan perairan  pesisir yang didominasi oleh 
berlangsungnya fotosintasis atau produksi primer (primary 
productivity).

• Zona Afotik: merupakan lingkungan perairan yang sulit atau 
tidak dapat ditembus cahaya (miskin cahaya matahari), 
selalu dalam kondisi remang-remang atau gelap, posisinya 
berada di bawah  zona Fotik.

Mintakat Neritik
Mintakat ini berada di daerah paparan benua (conti-

nental shelf) dan dihuni oleh komunitas biota yang didomi-
nasi produsen primer serta konsumen primer dan sekunder, 
di samping kaya akan redusen (dekomposer atau perombak). 
Mintakat ini memiliki produktivitas (atau sebaliknya: pence-
maran) yang tinggi, dikarenakan sifat-sifatnya sebagai beri-
kut: (a) Kaya cahaya matahari dan kandungan zat hara, (b) 
Proses  fotosintesis lebih menonjol dari proses dekomposisi 
atau reduksi, (c) Produsen primer (terutama Fitoplankton) 
melimpah, (d) Distribusi nutrien (hara) dan unsur pencemar 
lebih mudah karena adanya proses percampuran dan pem-
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balikan massa air akibat pengaruh Pasang surut, gelombang, 
arus, serta pengadukan di perairan dangkal, di dsampngi 
adanya masukan hara dari estuaria (sungai) atau daratan.

Mintakat Oseanik
Lingkungan perairan di   mintakat Oseanik dapat dibagi 

menjadi 4 lapisan perairan. Masing-masing lapisan dapat di-
anggap sebagai satu lingkungan perairan dan luas wilayahnya 
sebagai satu   mintakat. Keempat   mintakat atau lingkungan 
perairan tersebut adalah:
Pertama, Zona Epipelagik atau   zona  oseanik atas yang me-
luas dari permukaan laut sampai kejelukan (kedalaman air) 
200 meter. Zona epipelagik ini berimpitan dengan  zona eu-
fotik, yang ketebalannya mencapai batas daya tembus caha-
ya matahari efektif untuk mendukung proses  fotosintesis. Di 
tempat-tempat tertentu, umumnya  zona epipelagik meluas 
ke perairan Neritik. Zona epipelagik dapat dibagi menjadi 3 
bagian, yaitu: (1)   mintakat pada & dekat permukaan, yaitu 
tempat terjadinya penyinaran matahari pada siang hari di 
atas optimal atau bahkan dapat menyebabkan gangguan (ke-
matian) bagi fi toplankton dan zooplankton (terutama tipe 
teduh (dark type plankton), (2)   mintakat bawah permukaan, 
yang letaknya di bawah   mintakat dekat permukaan, di sini 
terjadi proses pertumbuhan aktif dari plankton (terutama 
fi toplankton tipe teduh), serta (3)   mintakat sub bawah per-
mukaan (terbawah), merupakan  habitat dimana zooplankton 
beruaya (bergerak) secara vertikal (diurnal movement) ke 
permukaan pada malam hari dan berada di lapisan bawah 
pada siang hari. 
Kedua, Zona Mesopelagik: letaknya berada di bawah  zona 
epipelagik. Zona ini meluas sampai kedalaman 1000 meter, 
sehingga lingkungan ini berada antara kejelukan 200 m sam-
pai 1000 m. Lingkungan perairan ini bertepatan dengan  zona 
terjadinya gradien suhu dan atau salinitas yang tajam (gra-
dien thermohalin) sehingga sering terjadi  termoklin (lapisan 
massa air yang timbul karena adanya gradien suhu dan/atau 
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salinitas yang drastis). Karena letaknya berada di bawah 
 zona fotik, maka pada  zona ini tidak terjadi proses  fotosin-
tesis. Zona ini dihuni dan didominasi oleh kelompok biota 
tipe konsumen primer (primary consumer) yang memanfaa-
tkan detritus (detritus feeder atau detritovora).
Ketiga, Zona Batipelagik: merupakan daerah/lingkungan 
yang terletak pada kedalaman 1000 sampai 4000 meter de-
ngan suhu perairan berkisar antara 4 sampai 100 C. Kehidu-
pan pada  zona ini didominasi oleh biota laut tipe heterotrop 
atau detritovora. Pada  zona ini sangat miskin cahaya dan 
miskin oksigen terlarut, namun kegiatan dekomposisi oleh 
mikroba redusen lebih menonjol.
Keempat, Zona Abisopelagik, merupakan daerah atau lin-
gkungan perairan yang terletak antara 4000 sampai 6000 
meter. Zona ini biasanya juga dikenal dengan palung laut 
dalam. Wilayah laut ini sangat gelap dan misking oksigen 
terlarut. Biota laut yang hidup dan menghuni  zona ini dido-
minasi oleh ikan atau makhluk yang memiliki kemampuan 
pendar cahaya (Biolumenesensi). Fenomena biolumene-
sensi ini dapat terjadi karena kemampuan biota laut dalam 
menghasilkan zat Lusiferin dan enzim Lusiferase yang akan 
mengahsilkan pendar cahaya melalui reaksi langsung dan./
atau berantai. Kemampuan biolumenesensi ini diperlukan 
biota untuk keperluan: (1) mengindera  habitat, (2) menge-
nali sesama jenis atau lawan kawin (sex sensory), (3) mem-
beri tanda kalau ada bahaya, (4) menarik mangsa (pakan 
alami), (5) memberi tanda saat berahi untuk menarik pejan-
tan atau betinanya, (6) menakut-nakuti musuh atau peman-
gsanya, (7) memberi aba-aba atau sinyal untuk melakukan 
migrasi (ruaya). 
Kelima, Zona Hadopelagis (Hadal Pelagis): merupakan lin-
gkungan perairan terbuka yang berada pada palung laut da-
lam dengan kedalaman 6000 sampai di atas 10.000 meter. 
Karakteristik biogeofi sik pada lingkungan ini sama dengan 
 zona abisopelagik. 
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Mintakat Laut Bagian Bawah :  Ekosistem Benthik

Mintakat benthik dapat dibagi menjadi lima  zona. Pertama, 
Zona Litoral atau  zona intertidal yang letaknya meluas mulai dari 
garis pasang tertinggi sampai ke pinggir paparan benua (contenental 
shelf). Zona ini berada di antara kawasan pasang tertinggi sampai 
surut terendah. Zona ini merupakan daerah peralihan antara 
kondisi lautan ke kondisi daratan sehingga kawasan ini kaya akan 
biota (baik jenis maupun jumlahnya).
Kedua, Zona Sublitoral, yaitu lingkungan dasar perairan  pesisir 
yang terletak di bawah   zona  neritik. Zona ini dihuni oleh berbagai 
jenis biota laut dan terdiri dari berbagai komunitas atau ekosistem 
khas dan vital, antara lain:  terumbu karang (coral reefs), padang 
lamun (seagrass beds), rumput laut (seaweeds)
Ketiga, Zona Batial: adalah lingkungan dasar perairan mulai batas 
akhir lereng benua sampai kedalaman 4000 meter.
Keempat, Zona Abisal: adalah lingkungan dasar perairan palung 
laut yang terletak pada kedalaman 4000 sampai 6000 meter.
Kelima, Zona Hadal: adalah lingkungan dasar palung laut yang 
terletak pada kedalaman antara 6000 sampai 10.000 meter atau 
lebih.

Karena kekhasan lingkungan benthik, berikut ini disajikan 
uraian tentang  habitat yang spesifi k yaitu  zona bentho-litoral dan 
 zona bentho-abisal.

Zona Bentho-Litoral

Zona bentho-litoral (intertidal) atau  zona pasang-
surut (Pasut) adalah bentang lingkungan  pantai yang terle-
tak antara paras air tertinggi dari pasut purnama (Highest 
High Water Spring tides, HHWS) ke arah daratan dan paras 
air terendah dari pasut purnama (Lowest Low Water Spring 
tides, LLWS) ke arah laut.

Menurut tingkat perendaman air dan pengeringan oleh 
pasang surut air laut (pasut),  zona litoral dapat dibagi seba-
gai berikut :
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(a) Mean High Water Springs (MHWS) atau air pasang rata-
rata pada Pasut purnama, yang berarti tinggi rata-rata dari 
air pasang pada Pasut purnama untuk jangka waktu lama. 
Zona ini akan terendam sepanjang waktu pada saat Pasut 
Purnama.

(b) Mean High Water Neaps (MHWN) atau air pasang rata-rata 
pada Pasut bulan-tengah, yaitu tinggi rata-rata air pasang 
pada saat Pasut bulang-setengah untuk jangka waktu lama. 
Zona ini akan terendam air seanjang waktu pada saat 
terjadinya pasut bulan tengah.

(c) Mean Tide Level (MTL) atau paras Pasut rata-rata, yaitu 
rataan dari air pasang rata-rata dan air surut rata-rata 
untuk jangka waktu lama.

(d) Highest Low Water Neaps (HLWN) atau air surut tertinggi 
pada saat Pasut bulang-tengah, yaitu paras air tertinggi 
dari air surut pada pasut bulan tengah dalam jangka waktu 
lama. Ini merupakan garis air terendah dari  zona litoral 
yang akan mengalami pengeringan pada setiap air surut 
saat Pasut sepanjang tahun.

(e) Mean Low Water Neaps (MLWN) atau air surut rata-rata 
pada Pasut bulan-tengah, yaitu paras rata-rata dari air 
surut pada saat pasut bulan-setengah untuk jangka waktu 
lama.

(f) Mean Low Water Springs (MLWS) atau air surut rata-rata 
dari Pasut purnama, yaitu paras rata-rata pada saat air surut 
sewaktu terjadi pasut purnama untuk jangka waktu lama.

Berdasarkan pengaruh Pasut, menurut bagian yang terkena 
perendaman air dan pengeringan,  zona litoral dapat dibagi 
lagi menjadi 3   mintakat utama yang menghubungkan daratan 
dengan lautan, yaitu: (1)  zona intertidal, (2)  zona atas-intertidal 
(supratidal), serta (3)  zona bawah intertidal (subtidal). Zona 
supra-tidal merupakan bentangan  pantai di atas  zona  lntertidal. 
Mintakat ini dapat terendam air laut hanya pada pada saat pasang 
tinggi. Sedangkan  zona  sublitoral merupakan bentangan  pantai 
di bawah  zona intertidal dan selalu terendam air laut, baik pada 
saat pasang maupun surut. Luas  zona  lntertidal sangat bergantung 
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pada kelandaian daratan yang bersambung ke laut. Jika daratan 
melandai secara berangsur-angsur (gradien rendah) ke laut maka 
 zona intertidal menjadi sangat luas.

Berdasarkan frekuensi siraman (rendaman) air karena penga-
ruh pasut tersebut, dapat dikelompokkan  zona  pesisir sebagai 
berikut:

Pertama, Mintakat I, yaitu  zona tertinggi dan terkering, ka-
dang-kadang disebut   mintakat siraman atau   mintakat litoral atas. 
Mintakat ini mengalami kekeringan di sebagian besar waktu. Zona 
ini hanya terendam air pada saat pasang purnama. Lingkungan ini 
banyak dihuni oleh keong Littorina, yaitu jenis keong yang menem-
pel pada batuan cadas dan tahan kekeringan. Keong ini akan 
kesulitan bernafas jika terendam air terlalu lama. Di   mintakat I ini 
juga dihuni oleh teritip (Balanus spp dan Cthamalus spp.).

Kedua, Mintakat II, yaitu daerah  pantai yang biasanya 
mengalami kekeringan 2 kali sehari selama air surut. Mintakat ini 
membentang antara garis air surut rata-rata teratas dan garis air pa-
sang rata-rata teratas. Lamanya setiap periode pengeringan antara 
4 sampai 6 jam. Pada   mintakat ini banyak dihuni oleh   organisme 
sessil, antara lain: teritip baran (acorn barnacle) dan limpet.
Ketiga, Mintakat III, yaitu daerah  pantai ( pesisir) di sebagian besar 
waktu. Mintakat ini membentang antara garis surut rata-rata teratas 
dan garis surut rata-rata terbawah. Waktu pengeringan di   mintakat 
ini sangat pendek, biasanya antara satu sampai tiga jam. Pada 
  mintakat ini banyak dihuni teritip bertangkai serta bintang laut. 
Keempat, Mintakat IV, yaitu   mintakat yang terletak di bawah air 
surut rata-rata dan mengalami kekeringan hanya pada saat air 
terendah saat pasut purnama. Lama waktu pengeringan sangat 
pendek, yaitu antara satu sampai dua jam.

Mintakat EKosistem  Pesisir yang Tidak Tergenangi Air 
 Ekosistem  pesisir yang tidak tergenangi air (uninundated 

coast) terdiri dari 2 formasi, yaitu: (1) Formasi Pescaprae, dan 
(2) For masi Baringtonia. Formasi Pescaprae: merupakan ekosistem 
 pesisir yang posisinya berada di belakang  pantai berpasir atau 
sand-dune. Formasi ini (gosong  pantai berpasir) didominasi oleh 
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tumbuhan pionir, terutama kangkung laut (Ipomoea pescaprae). 
Formasi Baringtonia: merupakan ekosistem yang membentang 
pada  pantai berbatu tanpa deposit pasir dimana formasi pescaprae 
tidak dapat tumbuh. Habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas 
rerumputan dan semak belukar yang dikenal sebagai formasi 
Baringtonia. Komposisi komunitas di dalam ekosistem ini sangat 
seragam di daerah tropis. Di daerah tropis, komunitas biota yang 
menonjol pada ekosistem ini terdiri dari berbagai macam  spesies 
rerumputan dan semak belukar, terutama berbagai jenis tumbuhan 
atau pepohonan seperti Cemara Laut (Casuarina equisitifol) dan 
Perdu laut (Callophyllum sp) serta pandan laut (Pandanus sp).

Komunitas Biota Renik Penghuni  Ekosistem Laut

Plankton
Secara sederhana plankton diartikan sebagai hewan dan 

tumbuhan  renik yang terhanyut di laut. Nama plankton berasal 
dari akar kata Yunani “planet” yang berarti pengembara. Istilah 
plankton pertama kali diterapkan untuk   organisme di laut oleh 
Victor Hensen direktur Ekspedisi Jerman pada tahun 1889, yang 
dikenal dengan “Plankton Expedition” yang khusus dibiayai untuk 
menentukan dan membuat sitematika   organisme laut (Charton 
dan Tietjin, 1989). Plankton terdiri dari dua kelompok besar 
  organisme akuatik yang berbeda yaitu   organisme fotosintetik atau 
fi toplankton dan   organisme non fotosintetik atau zooplankton.

Fitoplankton adalah tumbuhan mikroskopik (bersel tunggal, 
berbentukfi lamen atau berbentuk rantai) yang menempati bagian 
atas perairan (zonafotik) laut terbuka dan lingkungan  pantai. Nama 
fi toplankton diambil dari istilah Yunani, phyton atau “tanaman” dan 
“planktos” berarti “pengembara” atau “penghanyut”. Walaupun 
bentuk uniseluler/bersel tunggal meliputi hampir sebagian besar 
fi toplankton, beberapa alga hijau dan alga biru-hijau ada yang 
berbentuk fi lamen (yaitu sel-sel yang berkembang seperti benang).
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Gambar 4.  Beberapa Jenis Fitoplankton 
 (Sumber: Koesoebiono, 1992)

Koloni diatom dan dan alga biru-hijau juga memproduksi 
rangkaian sel yang saling berhubungan. Tidak seluruh   organisme 
fotosintetik pelagis bersifat mikroskopik, sebagai contohnya 
adalah alga multiseluler makroskopoik Sargassum spp, yang 
merupakan hasil biomasa utama di Laut Sargasso di Atlantik Utara. 
Selain digolongkan berdasarkan taksonominya, fi toplankton bisa 
digolongkan berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukurannya ada 
beberapa golongan fi toplankton. Lebih dari separuh fi toplankton 
termasuk dalam ultraplankton dan nanoplankton. Untuk keperluan 
praktis para ahli sering membedakan alga-alga mikroskopik ke 
dalam net plankton dan nanoplankton ditentukan oleh ukuran mata 
jaring plankton net yang digunakan dilapangan. Pada perairan 
 pantai sampel net plankton yang dapat tertahan pada plankton 
net dengan ukuran mata 64 μm lebih didominasi oleh jenis diatom 
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dan Dinofl agellata. Nanoplankton yang lolos dari plankton net 
meliputi sejumlah besar coccolithipohore dan  spesies kecil dari 
diatom. Secara taksonomi ada beberapa kelas dari fi toplankton. 
Empat kelas diantara 13 kelas yang ada tersebut merupakan 
kelompok penting dalam ekosistem laut yaitu Bacillariophyceae, 
Dinophyceae,Haptophyceae dan Chlorophyceae (Gambar 4).

Zooplankton merupakan plankton hewani yang terhanyut 
secara pasif karena terbatasnya kempuan bergerak. Beberapa 
contoh jenis zooplankton dapat dilihat pada Gambar 5. Berbeda 
dengan fi toplankton, zooplankton hampir meliputi seluruh fi lum 
hewan mulai dari protozoa (hewan bersel tunggal) sampai fi lum 
Chordata (hewan bertulang belakang). Para ahli kelautan juga 
mengklasifi kasikan zooplankton sesuai ukuran dan lamanya hidup 
sebagai plankton.

Gambar 5.  Beberapa Jenis Zooplankton disusun berdasarkan 
Ukuran dan Kemampuan Pergerakan (Sumber: Koe-
soebiono, 1992)
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Ada tiga katagori ukuran zooplankton yang dikenal dengan 
mikro zooplankton, mesozooplankton, dan makrozooplankton. Mi-
krozoo plankton meliputi zooplankton yang dapat melewati plankton 
net dengan mata 202 μm dan mesozooplankton adalah yang tersang-
kut sedangkan makrozooplankton dapat ditangkap dengan plankton 
net dengan lebar mata 505μm. Berdasarkan  siklus hidupnya zoo-
plankton ada yang selamanya sebagai plankton (holoplankton) dan 
ada yang sebagian hidupnya (pada awal hidupnya) saja sebagai 
plankton (meroplankton). Organisme meroplankton terutama terdiri 
dari larva planktonik dan bentik invertebrata, bentik chordata dan 
nekton (ichtyoplankton). Kelompok holoplankton yang dominan 
antara lain copepoda, cladosera dan rotifera. Beberapa genera dari 
copepoda menempati perairan  pantai seperti Acartia, Eurytemora, 
Pseudodiaptomus dan Tortanus. Spesiescopepoda umumnya mendo-

minasi fauna holoplanktonik. Copepoda calanoid melebihi jumlah 
cyclopoid dan harpacticoid pada ekosistem estuaria. Cyclopoid 
umumnya litoral dan bentik tetapi beberapa merupakan  spesies 
planktonik.

Bentos
 Bentos adalah   organisme yang hidup di dasar laut, tidak 

aktif, memiliki jumlah sesile yang sangat banyak. Bentos dibagi 
menjadi dua berdasarkan cara hidupnya, yaitu epifauna dan 
infauna. Epifauna adalah   organisme yang hidup di permukaan, baik 
melekat ataupun bergerak bebas di permukaan. Sedangkan infauna 
adalah   organisme yang menggali dan membentuk terowongan atau 
liang pada dasar laut. Beberapa contoh bentos antara lain kerang, 
bulu babi, bintang laut, cambuk laut,  terumbu karang dan lain-lain 
(Gambar 6). Tubuh bentos banyak mengandung mineral kapur.
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Gambar 6.  Beberapa Jenis Bentos di dasar laut 
 (Sumber: Koesoebiono, 1992)

Nekton dan Neuston
Organisme nektonik (nekton) adalah   organisme yang memiliki 

pergerakan yang kuat dan mampu mempertahankan posisinya dari 
pengaruh arus. Kemampuan pergerakan ini merupakan ciri khas 
  organisme jenis ini sehingga   organisme ini dapat memperoleh 
makanannya dengan memangsa, menghindari pemangsaan, serta 
menghindari kondisi lingkungan yang tidak cocok bagi kehidupannya. 
Organisme nektonik, menurut Undang-undang nomor 45 tahun 2009 
tentang Perikanan adalah semua mahluk hidup yang habitatnya di 
dalam air, baik untuk sementara waktu ataupun sepanjang daur 
hidupnya. Sesuai terminologi ini maka nekton mencakup: semua 
jenis, mamalia air, ampibia, reptilia, krustasea, kekerangan dan 
moluska. Menurut pergerakannya, nekton dibagi menjadi nekton 
menetap (sedentary) dan nekton peruaya (migratory). Nekton yang 
sifatnya menetap atau menetap sementara, antara lain ikan lidah 
atau ikan mata sebelah serta kekerangan. Nekton peruaya dapat 
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dibedakan menjadi peruaya katadromik dan anadromik.  Peruaya 
katadromik adalah nekton yang  habitat hidupnya berpindah, dari 
lingkungan air tawar atau  payau pada fase kecil atau larva bergerak 
menuju lingkungan laut untuk keperluan kawin dan berpijah pada 
fase dewasa. Contoh dari peruaya katadromik adalah: ikan bandeng 
(Chanos chanos Forskal), ikan sidat (Anguilla sp) dan udang laut 
(Penaeus monodon Fabricius).  Peruaya anadromik adalah nekton 
yang  habitat hidupnya berubah, dari lingkungan laut pada fase kecil 
sampai dewasa, kemudian pada fase induk bergerak menuju  pantai 
dan hulu sungai untuk keperluan kawin dan berpijah. Contohnya, 
ikan salmon (Oncorhynchus sp). 

Organisme nekton bentik umumnya dari jenis   organisme 
yang hidup menancap, membuat lubang (burrowing) atau merayap 
di dasar perairan. Beberapa contoh   organisme menancap misalnya 
lamun, karang, teritip, tiram dan remis. Contoh   organisme pembuat 
lubang antara lain cacing, kima, kerang, dan keong. Beberapa jenis 
Krustasea seperti udang dan kepiting merupakan   organisme yang 
hidup merayap. Neuston adalah hewan yang berada di permukaan 
air laut. Hewan tersebut hidup atau hanya sekedar mencari makan 
saja. Misalnya, bakteri dan alga uniseluler, serangga atau burung 
pemakan ikan.

Rantai Makanan Pada   Mintakat  Oseanik
Proses saling memangsa antar satu dengan yang lainnya 

disebut rantai makanan (food chain) sedangkan rangkaian rantai 
makanan disebut jaring makanan (food web). Pada rantai makanan 
maupun pada jaring makanan fi toplankton menempati tempat yang 
terendah sebagai produser primer. Rantai makanan grazing di laut 
dimulai dari fi toplankton sebagai produser dan zooplankton sebagai 
konsumer (grazer). Apabila terjadi kematian baik fi toplankton 
maupun zooplankton maka akan menjadi mata rantai pertama 
dalam rantai makan detritus (detritus food chain). Kedua rantai 
makanan tersebut menjadi  siklus dasar dalam produksi di laut .

Secara garis besar tingkat trofi k dalam jejaring makanan 
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok produsen yang 
bersifat autotrof karena dapat memanfaatkan energi matahari 



21PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT BERBASIS  EKOSISTEM

untuk mengubah bahan-bahan anorganik menjadi karbohidrat dan 
oksigen yang diperlukan seluruh makhluk hidup, dan kelompok 
konsumen yang tidak dapat mengasimilasi bahan makanan dan 
oksigen secara mandiri (heterotrof).

Gambar 7.  Rantai Makanan pada Perairan Samudera 
 (Nybakken, 1992)

Nybakken (1982) mengelompokkan produsen yang terdapat 
pada jaring makanan karang adalah alga koralin, alga hijau alga 
coklat dan zooxanthella. Dari gambar diatas dapat diamati bahwa 
produser dikonsumsi oleh sejumlah   organisme avertebrata seperti 
bintang laut raksasa (Acanthaster planci) dan invertebrata seperti 
ikan kepe-kepe (Chaetodontidae). Terdapat juga   organisme yang 
memakan alga yang banyak terdapat di ekosistem karang seperti 
ikan famili Acanthuridae. Tipe pemangsaan yang ada adalah 
50-70 % karnivora. Goldman dan Talbot dalam Nybakken (1982) 
menyatakan bahwa banyak dari ikan karnivora di ekosistem 
 terumbu karang bersifat oportunistik. Mengambil atau memangsa 
  organisme apa saja yang tersedia dan berguna bagi kebutuhannya. 
Mereka juga memakan mangsa yang berbeda pada tingkatan trofi k 
yang berbeda dalam  siklus kehidupannya.
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Ada dua kelompok rantai makanan yang ada di ekosistem 
laut yaitu rantai makanan grazing (grazing food chain) dan 
rantai makanan detrital (detritus food chain). Kedua jenis rantai 
makanan tersebut saling melengkapi dan membentuk sebuah 
 siklus yang kontinus. Rantai makanan grazing dimulai dari proses 
transfer makanan pertama kali oleh   organisme herbivora melalui 
proses grazing. Makanan pertama itu berupa fi toplankton dan 
herbivor yang memanfatkan fi toplankton adalah zooplankton. Mata 
rantai pertama pada rantai makanan ini adalah fi toplankton yang 
merupakan sumber pertama bagi seluruh kehidupan di laut. Ujung 
dari rantai makanan ini adalah konsumer tingkat tinggi (seperti 
ikan dan konsumer lainnya) yang apabila mengalami kematian 
akan menjadi detritus pada ekosistem laut.

Gambar 8.  Rantai Makanan Grazing dan Detritus serta Pe-
ranannya dalam  Ekosistem Laut 

 (Sumber: Davis, 1980)
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 Ekosistem Vital di Pesisir dan Laut 

Pesisir dan laut merupakan kawasan yang memiliki peran 
penting dan sangat strategis bagi Indonesia. Hal itu dikarenakan 
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar 
(2/3) wilayahnya merupa perairan laut. Perairan laut Indonesia, 
selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut lokal dan 
internasional, juga memiliki sumberdaya  pesisir dan laut yang 
sangat besar dan bervariasi jenisnya, antara lain sumberdaya 
perikanan,  terumbu karang, padang lamun,  mangrove, bahan 
tambang, yang sebagian besar berada di kawasan  pesisir. Disamping 
itu, kawasan  pesisir dan laut juga memiliki panorama indah yang 
dapat dimanfaatkan sebagai asset wisata bahari. Perairan  pesisir 
dan laut juga berperan penting sebagai sumber dan pendukung 
kesinambungan plasma nutfah dari keanekaragaman hayati laut. 
Hal ini dikarenakan adanya  habitat atau ekosistem vital, seperti: 
 terumbu karang, padang lamun dan  mangrove, yang berperan 
penting sebagai  habitat vital yang menjaga kesinambungan daur 
hidup biota (tempat kawin, mijah, membesarkan anak-anaknya, 
tempat berlindung dan mencari makan). Mengingat arti pentingnya 
 pesisir dan laut bagi kehidupan manusia dan biota, maka sudah 
sepantasnya bahwa keberadaan serta perannya perlu dilindungi 
dan dilestarikan. Hal ini berarti, bahwa pemanfaatannya harus 
dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan 
generasi sekarang dan generasi mendatang. Agar lingkungan 
 pesisir dan laut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan 
dengan tingkat mutu yang diinginkan (tetap baik dan stabil), 
maka kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan 
 pesisir dan laut serta upaya pengawasannya sangat penting untuk 
dilaksanakan. Oleh sebab itu, supaya pengelolaan  pesisir dan laut 
dapat dilakukan secara optimal, diperlukan pengenalan mengenai 
zonasi dan profi l lingkungan  pesisir & laut.
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Karakter Habitat Vital Pesisir dan Laut 

Ditinjau dari karakteristik ekosistem vital, wilayah  pesisir 
dan laut merupakan lokasi berbagai ekosistem unik dan khas 
serta saling berkaitan, sangat produktif dan dinamis. Beberapa 
ekosistem utama yang berperan sebagai  habitat vital di wilayah 
 pesisir dan laut yang diuraikan secara singkat di sini dibatasi 
pada ekosistem : (1) Gumuk Pasir (Sand-dune), (2) Pantai Pasir 
Berbatu, (3) Terumbu Karang, (4) Padang Lamun, (5) Estuaria, (6) 
Mangrove., (7) Pulau-pulau kecil.

 Ekosistem Gumuk Pasir (Sand-Dune)
Gumuk pasir (sand-dune) merupakan akumulasi pasir lepas 

berbentuk gundukan teratur atau perbukitan pasir, yang terbentuk 
oleh sinergi kerja arus, gelombang samudera dan angin yang bertiup 
searah dan terus menerus pada suatu daerah  pesisir. Di Jawa 
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, gumuk pasir terdapat 
di  pantai selatan Purworejo (Jatimalang dan Grabag), Kebumen 
dan Parangtritis (DIY). Bentuk ekosistem gumuk pasir dipengaruhi 
oleh beberapa hal, antara lain: (a) jumlah dan kesinambungan 
material pasir yang diendapkan ke  pantai, (b) arus dan ombak yang 
memindahkan pasir dari laut ke darat, (c) intensitas sinar matahari 
yang mengeringkan pasir di  pantai, (d) besarnya kekuatan angin 
dan kesinambungannya dalam memindahkan material butiran 
pasir, (e) keberadaan tebing atau komunitas vegetasi penghambat 
gerak angin dan sebaran pasir.

Menurut tipe atau bentuknya, gumuk pasir dapat dibagi 
menjadi: (1) Barchan, bentuknya mirip bulan sabit, (2) longitudinal, 
(3) parabolik, dan (3) Sisir. Di  pantai Parangtritis-DIY, terdapat 
sekitar 190 bentukan sand-dune, yang terdiri dari barchan 70 buah, 
longitudinal 80 buah, parabolik 30 buah, dan sisir 10 buah. Masing-
masing bentukan sand-dune memiliki cara dan faktor pengontrol 
pembentukan yang berbeda. Bentuk parabolik dan sisir dipengaruhi 
oleh vegetasi yang memotong arah angin yang bertiup, sehingga 
kecepatan angin di belakang vegetasi berkurang. Sedangkan 
bentuk barchan dan longitudinal disebabkan oleh aktivitas angin 
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yang bertiup keras.
 Ekosistem gumuk pasir merupakan  habitat vital yang memi-

liki peran penting secara ekologis, diantaranya adalah:
• Sebagai penyangga dan perisai daratan  pantai dari ancaman 

gelombang samudera
• Sebagai  habitat fl ora dan fauna tertentu yang sanggup 

beradaptasi pada lingkungan berpasir (biota psammophyll) 
yang kering dan berfl uktuasi suhunya

• Sebagai  habitat pemijahan (spawning ground) biota 
tertentu, misalnya penyu, biawak, serta ketam pasir.

• Sebagai penahan laju intrusi air asin dari laut/samudera
• Sebagai pemecah atau peredam kekuatan angin dari 

samudera yang sangat kuat (wind breaker), sehingga 
kekuatan angin dapat diredam dan memungkinkan pengem-
bangan pertanian dan atau pemukiman di belakang sand-
dune. 

 Ekosistem  Pantai Berpasir dan Berbatu
 Ekosistem  pantai pasir berbatu merupakan satu dari 

lingkungan  pesisir dan laut yang vital bagi kehidupan biota dan 
keutuhan/stabilitas daratan  pantai. Kombinasi substrat yang keras 
untuk penempelan, seringnya terjadi hantaman gelombang, dan 
perairan yang relatip jernih memberikan suatu lingkungan atau 
 habitat yang menguntungkan bagi biota akuatik di  pesisir dan 
laut. Pantai berbatu dan berpasir menjadi  habitat bagi biota 
tipe Psammophill (menyukai lingkungan berpasir) dan Lithophill 
(menukai lingkungan berbatu), terutama untuk keperluan memijah 
(spawning ground) dan membesarkan anak-anaknya (nursery 
ground). Diantara berbagai biota yang menyukai lingkungan 
 pantai berpasir dan berbatu adalah: moluska (kerang), bintang 
laut, kepiting, anemone, ikan psammophill dan lithophill (Ikan 
Gelam atau kakap mata kucing: Psammoperca waigiensis), serta 
ganggang/rumput laut. 

Pola umum zonasi  pantai berbatu adalah sebagai berikut:
• Zona litho-supralitoral: terletak pada hamparan  pantai 

berbatu di atas air pasang yang masih menerima percikan 
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air laut saat pasang tinggi. Zona ini dihuni oleh siput 
(keong) laut Littorina yang bersifat psammolithophyll 
(menyenangi  habitat berpasir dan berbtu), serta epiphelic 
algae seperti Cyanobakteri Calothrix, serta alga merah 
Porphyra atau alga coklat Facus.

• Zona litho-eulitoral: berada pada hamparan  pantai berba-
tu antara air pasang dan surut. Zona ini dihuni oleh biota 
tipe lithophyll (menyenangi  habitat  pantai berbatu) 
seper ti Teritip (barnacle) Balanus, kerang Mytilus, siput 
gastropoda limpet (gastropod snail), kepiting/ketam 
Carcinus dan Bulu Babi (sea-urchin).

• Zona litho- sublitoral: berada pada hamparan  pantai 
berbatu di bawah muka air surut. Pada  zona ini dihuni bera-
gam   organisme tipe p[sammolithophyll, antara lain: alga 
koralin, tunicata, dan ikan tipe lithophill dan psammophill.

 Ekosistem  Terumbu Karang
Terumbu karang (coral reefs) merupakan suatu ekosistem 

khas dan mempunyai peran penting di wilayah  pesisir dan laut. 
Pada dasarnya terumbu dibentuk dari endapan-endapan masif 
kalsium karbonat, yang dihasilkan oleh hewan karang pembentuk 
terumbu (karang hermatipik) dari fi lum Cnidaria-ordo Scleractinia 
yang hidup bersimbiosis dengan zooxanthellae (Gambar 9), dan 
mendapat sedikit tambahan dari algae berkapur serta   organisme 
lain yang menyekresi kalsium karbonat.

Terumbu karang (Coral reef) merupakan masyarakat   organis-
me yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan 
kapur (CaCO3) yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. 
Sedangkan   organisme–  organisme yang dominan hidup disini adalah 
binatang-binatang karang yang mempunyai kerangka kapur, dan 
algae yang banyak diantaranya juga mengandung kapur. Berkaitan 
dengan  terumbu karang diatas dibedakan antara binatang karang 
atau karang (reef coral) sebagai individu organism atau komponen 
dari masyarakat dan  terumbu karang (coral reef) sebagai suatu 
ekosistem. Terumbu karang (coral reef) sebagai ekosistem dasar 
laut dengan penghuni utama karang batu mempunyai arsitektur 
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yang mengagumkan dan dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang 
disebut polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu 
polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan 
mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. 
Namun pada kebanyakan  spesies, satu individu polip karang 
akan berkembang menjadi banyak individu yang disebut koloni. 
Berdasarkan kepada kemampuan memproduksi kapur maka karang 
dibedakan menjadi dua kelompok yaitu karang hermatipik dan 
karang ahermatipik. Karang hermatifi k adalah karang yang dapat 
membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu 
dan penyebarannya hanya ditemukan didaerah tropis. Karang 
ahermatipik tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan 
kelompok yang tersebar luas diseluruh dunia. 

Gambar 9.  Kombinasi Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi 
Pertumbuhan Karang dan Zooxanthellae Serta Per  -
kem   bangan Terumbu (Sya’rani, 1980)

 
Perbedaan utama karang Hermatipik dan karang ahermatipik 

adalah adanya simbiosis mutualisme antara karang hermatipik 
dengan zooxanthellae, yaitu sejenis algae unisular (Dinofl agellata 
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unisular), seperti Gymnodinium microadriatum, yang terdapat 
di jaringan-jaringan polip binatang karang dan melaksanakan 
fotosistesis. Hasil samping dari aktivitas ini adalah endapan 
kalsium karbonat yang struktur dan bentuk bangunannya khas. 
Ciri ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau  spesies 
binatang karang. Karang hermatipik mempunyai sifat yang unik 
yaitu perpaduan antara sifat hewan dan tumbuhan sehingga arah 
pertumbuhannya selalu bersifat fototeopik positif. Umumnya 
jenis karang ini hidup di perairan  pantai /laut yang cukup dangkal 
dimana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan 
tersebut Disamping itu untuk hidup binatang karang membutuhkan 
suhu air yang hangat berkisar antara 25-32oC (Nybakken, 1992).

 Menurut Sya’rani (1980)  terumbu karang merupakan 
endapan massif (deposit) padat kalsium (CaCO3) yang dihasilkan 
oleh karang dengan sedikit tambahan dari alga berkapur (Calcareous 
algae) dan   organisme–  organisme lain yang mensekresikan kalsium 
karbonat (CaCO3). Dalam proses pembentukan  terumbu karang 
(Gambar 10) maka karang batu (Scleractina) merupakan penyusun 
yang paling penting atau hewan karang pembangun terumbu (reef 
- building corals).

Gambar 10.  Mekanisme Pembentukan Koloni Karang melalui 
Proses Coral Building (Nybaken, 1982)
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Karang batu termasuk ke dalam Kelas Anthozoa yaitu anggota 
Filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium polip. Kelas 
Anthozoa tersebut terdiri dari dua Subkelas yaitu Hexacorallia 
(atau Zoantharia) dan Octocorallia, yang keduanya dibedakan 
secara asal-usul, morfologi dan fi siologi. Hewan karang sebagai 
pembangun utama terumbu adalah   organisme laut yang efi sien 
karena mampu tumbuh subur dalam lingkungan sedikit nutrien 
(oligotrofi k). Sebagian besar  spesies karang melakukan simbiosis 
dengan alga simbion yaitu zooxanthellae yang hidup di dalam 
jaringannya. Dalam simbiosis, zooxanthellae menghasilkan oksigen 
dan senyawa organik melalui  fotosintesis yang akan dimanfaatkan 
oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik 
berupa nitrat, fosfat dan karbon dioksida untuk keperluan hidup 
zooxanthellae. Selanjutnya adanya proses fotosintesa oleh alga 
menyebabkan bertambahnya produksi kalsium karbonat dengan 
menghilangkan karbon dioksida dan merangsang reaksi kimia sebagai 
berikut: Ca (HCO3)        CaCO3 + H2CO3       H2O + CO2 Fotosintesa 
oleh algae yang bersimbiose membuat karang pembentuk terumbu 
menghasilkan deposit cangkang yang terbuat dari kalsium 
karbonat, kira-kira 10 kali lebih cepat daripada karang yang tidak 
membentuk terumbu (ahermatipik) dan tidak bersimbiose dengan 
zooxanthellae. Bengen (2002), mengemukakan bahwa ekosistem 
 terumbu karang adalah unik karena umumnya hanya terdapat di 
perairan tropis, sangat sensitive terhadap perubahan lingkungan 
hidupnya terutama suhu, salinitas,  sedimentasi, eutrofi kasi dan 
memerlukan kualitas perairan alami (pristine). Demikian halnya 
dengan perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global 
yang melanda perairan tropis di tahun 1998 telah menyebabkan 
pemutihan karang (coral bleaching) yang diikuti dengan kema-
tian massal mencapai 90-95%. Selanjutnya Nybakken (1992) me-
nge lompok kan  terumbu karang menjadi tiga tipe umum yaitu : 
Terumbu karang tepi (Fringing reef/shore reef), Terumbu karang 
penghalang (Barrier reef) dan Terumbu karang cincin (atoll). 

Diantara tiga struktur tersebut,  terumbu karang yang 
palingbanyak dijumpai di perairan Indonesia adalah  terumbu 
karang tepi. Penjelasan ketiga tipe  terumbu karang sebagai berikut 
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(Gambar 11) :
1) Terumbu karang tepi (fringing reef) ini berkembang di sepanjang 

 pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40m. Terumbu 
karang ini tumbuh ke atas atau kearah laut. Pertumbuhan 
terbaik biasanya terdapat dibagian yang cukup arus. Sedangkan 
diantara  pantai dan tepi luar terumbu, karang batu cenderung 
mempunyai pertumbuhaan yang kurang baik bahkan banyak 
mati karena sering mengalami kekeringan dan banyak endapan 
yang datang dari darat.

2) Terumbu karang tipe penghalang (Barrief reef) terletak di 
berbagai jarak kejauhan dari  pantai dan dipisahkan dari  pantai 
tersebut oleh dasar laut yang terlalu dalam untuk pertumbuhan 
karang batu (40-70 m). Umumnya memanjang menyusuri 
 pantai dan biasanya berputar-putar seakan – akan merupakan 
penghalang bagi pendatang yang datang dari luar. Contohnya 
adalah The Greaat Barier reef yang berderet disebelah timur 
laut Australia dengan panjang 1.350 mil.

3) Terumbu karang cincin (atol) yang melingkari suatu goba 
(laggon). Kedalaman goba didalam atol sekitar 45m jarang 
sampai 100m seperti  terumbu karang penghalang. Contohnya 
adalah atol di Pulau Taka Bone Rate di Sulawesi Selatan.

Gambar 11.  Tipe-Tipe  Terumbu Karang, Yaitu Terumbu Karang 
Tepi (Kiri), Terumbu Karang Penghalang (Tengah), 
dan  Terumbu Karang Cincin (kanan) (Sumber; Ny-
bakken, 1992).
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Karang berbiak dengan cara seksual dan atau aseksual. 
Pembiakan secara seksual terjadi melalui penyatuan gamet jantan 
dan betina untuk membentuk larva bersilia yang disebut planula. 
Kemudian planula akan menyebar dan menempel pada substrat 
yang keras, seterusnya tumbuh menjadi polip. Selanjutnya, polip 
tersebut akan melakukan pembiakan aseksual. Dalam hal ini, 
pembiakan dilakukan dengan cara  fragmentasi, sehingga terbentuk 
polip-polip baru yang saling menempel sampai terbentuk koloni 
yang besar dan kuat, dengan bentuk yang bervariasi sesuai jenisnya 
(Gambar 12).

Gambar 12.  Keterkaitan Simbiosis Mutualistik Antara Hewan 
Karang dengan Zooxanthellae Dalam Pembentukan 
Struktur Terumbu Karang (Sya’rani, 1980)
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Pada garis besarnya struktur  terumbu karang terdiri dari 3 
tipe, yaitu: (a) Terumbu karang tepi (fringing reefs), (b) Terumbu 
karang penghalang (barrier reefs), (c) Terumbu karang cincin 
atau atol. Terumbu karang tepi dan penghalang berkembang di 
sepanjang  pantai. Perbedaannya,  terumbu karang penghalang 
berkembang lebih jauh dari daratan dan berada di perairan yang 
lebih dalam. Sedangkan  terumbu karang tepi biasanya berada di 
perairan dangkal dan menyatu dengan daratan  pantai. Adapun 
 terumbu karang cincin atau atol merupakan  terumbu karang yang 
timbul dari perairan dalam dan jauh dari pulau atau daratan. 
Beberapa faktor lingkungan yang berperan dalam pertumbuhan 
dan perkembangan  terumbu karang, antara lain (Gambar 9):

• Temperatur air >18O C, tetapi untuk keperluan pertumbuhan 
yang optimum diperlukan suhu air dengan rentang 23 – 25O C, 
dengan suhu maksimum yang masih dapat ditolerir 36 – 40O C

• Kedalaman perairan <50 m, dengan kedalaman optimal 
untuk pertumbuhan sekitar 25 m.

• Salinitas air konstan, berkisar antara 32 – 35 ppt
• Kecerahan (transparansi) tinggi (jernih) dan tidak terganggu 

 sedimentasi
• Bebas dari pencemaran limbah padat (sampah) dan limbah 

cair.
Terumbu karang merupakan  habitat vital yang berperan 

penting sebagai berikut:
Pertama, sebagai penyangga atau pelindung  pantai dari hempasan 
ombak dan arus kuat yang berasal dari laut
Kedua, sebagai tempat untuk keperluan: berlindung, tumbuh dan 
memijah, asuhan, serta daerah mencari makan biota laut (baik 
jenis yang dikonsumsi maupun ornamental/ikan hias)
Ketiga, sebagai sumber plasma nutfah dan penyangga keaneka-
ragam an hayati biota laut
Keempat, sebagai sumber bahan pangan dan obat-obatan serta 
kosmetika asal laut.
Keempat, sebagai bahan bangunan (bila dikendalikan peman-
faatannya).
Kelima, sebagai obyek wisata karena jasa ekosistem dan keindahan 
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panorama dan kekhasan strukturnya.
Dewasa ini ekosistem  terumbu karang banyak terkena 

gang guan atau tekanan baik karena faktor alam ataupun ke-
giat an manusia. Faktor-faktor alam yang menjadi penyebab 
kerusakan  terumbu karang antara lain: (a) perubahan iklim dan 
dampak pemanasan global yang memicu terjadinya pemutihan 
 terumbu karang (coral bleaching). Kegiatan manusia yang dapat 
menimbulkan kerusakan ekosistem  terumbu karang dapat disebut-
kan dalam uraian berikut ini. Pertama, Penambangan  terumbu 
karang, menyebabkan kerusakan  habitat dan mengancam  pantai 
karena dapat meningkatkan daya gempur gelombang, menurunkan 
daya penyanga perisai  pantai dan menimbulkan  abrasi, Kedua, 
Pembuangan limbah padat (sampah) dan limbah cair dari industri, 
domestik (permukiman), agro (pertanian-perikanan-perkebunan), 
resort wisata dan hotel, rumah makan dan rumah sakit. Ketiga, 
Pembuangan limbah air panas atau buangan air balas (ballast 
water) dapat mengancam kehidupan hewan karang dan biota 
laut di  terumbu karang. Keempat, Penggundulan hutan di  lahan 
atas yang dapat meningkatkan  erosi dan  sedimentasi, sehingga 
mengakibatkan meningkatnya turbiditas dan menghambat respi ra-
si polip/hewan karang. Kelima, Aktifi tas wisatawan: dapat menim-
bulkan kerusakan terumbu pada saat mereka berjalan di paparan 
terumbu. Keenam, Pembuangan jangkar kapal dapat merusak 
terumbu. Keenam, Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang 
destruktif, seperti: bahan kimia beracun (potas/sianida), aliran 
listrik, serta bahan peledak (bom): dapat menghancurkan terumbu 
( habitat vital biota) dan punahnya telur serta larva biota laut.

Rangkuman Analisis Ekosistem  Terumbu Karang 
Telah diketahui, bahwa ekosistem  terumbu karang berperan 

penting baik bagi kehidupan biota laut maupun bagi perlindungan 
pulau dikarenakan fungsinya, antara lain sebagai: (a)  habitat vital 
bagi pemijahan (spawning ground), daerah asuhan anak-anak ikan 
(nursery ground), tempat berlindung dan mencari makan biota 
laut (feeding area), (b) peredam arus, gelombang dan penyangga 
(pelindung) daratan  pantai (pulau), (c) sumber bahan pangan dan 
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obat-obatan/kosmetika asal laut, (d) sumber plasma nutfah dan 
penyangga kelestarian keanekaragaman hayati laut, serta.(e) aset 
wisata bahari dikarenakan keindahan dan keunikan ekosistemnya. 
Agar peran yang amat vital dari  terumbu karang tersebut dapat 
dilestarikan maka diperlukan upaya untuk menjaga kemantapan 
ekosistemnya, seraya mencegah kerusakan akibat pencemaran 
dan/atau tekanan eksploitasi yang destruktif.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan 
pembangunan, ekosistem  terumbu karang terus mendapatkan 
tekanan akibat berbagai aktivitas manusia, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Beberapa aktivitas manusia yang beraki-
bat lansung dapat menyebabkan kerusakan  terumbu karang, 
di antaranya adalah: penangkapan ikan dengan menggunakan 
bahan peledak (bom) dan racun sianida (potas) serta aliran lis-
trik (setrum), pembuangan jangkar, perjalanan wisatawan di 
atas  terumbu karang, penambangan batu karang (untuk cendera 
mata, ornamen akuarium dan bahan bangunan), penggunaan alat 
penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (muro ami, jaring 
dasar, bubu dengan kamufl ase koral, serta pencemaran (limbah 
cair, buangan MCK, buangan aktivitas Agro/Sawah/Tambak, sam -
pah, dan  sedimentasi). Kerusakan pada ekosistem  terumbu karang 
juga dapat disebabkan oleh karena faktor alam, antara lain: 
gempa bumi, angin topan, badai, tsunami, pemanasan global, 
pemangsaan oleh hewan Bulu Seribu (Acanthaster plancii) atau 
CoTs (crown-of-thorns starfi sh). Ilustrasi berikut ini menunjukkan 
berbagai aktivitas manusia yang berpotensi merusak ekosistem 
 terumbu karang.

 Ekosistem Padang Lamun
Lamun (sea grass) adalah tumbuhan berbunga (Angiosper-

mae) yang telah menyesuaikan diri untuk hidup dan berkembang 
di bawah permukaan air laut. Tumbuhan ini hidup di perairan 
dangkal bersubstrat lumpur campur pasir. Meskipun demikian, 
hampir semua substrat dapat ditumbuhi lamu, mulai suibstrat 
lumpur-pasir di sekitar ekosistem estuaria atau, mangrove sampai 
substrat keras berbatu di sekitar ekosistem  terumbu karang. . 



35PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT BERBASIS  EKOSISTEM

Sama halnya dengan rerumputan di darat, lamun juga membentuk 
padang yang luas dan lebat di dasar laut yang masih mendapatkan 
cahaya matahari. Hamparan yang terbentuk ini dikenal dengan 
padang lamun atau sea grass beds. 

 Perairan  pesisir merupakan lingkungan yang memperoleh 
sinar matahari cukup yang dapat menembus sampai ke dasar 
perairan. Di perairan ini juga kaya akan nutrien karena mendapat 
pasokan dari dua tempat yaitu darat dan lautan sehingga merupakan 
ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya. Karena lingkungan 
yang sangat mendukung di perairan  pesisir maka tumbuhan lamun 
dapat hidup dan berkembang secara optimal. Lamun dianggap 
sebagai satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang 
mampu beradaptasi secara penuh di perairan yang salinitasnya 
cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam air dan memiliki 
rhizoma, daun, dan akar sejati (Gambar 13).. Beberapa ahli juga 
menyatakan lamun (Seagrass) sebagai tumbuhan air berbunga, 
hidup di dalam air laut, berpembuluh, berdaun, berimpang, 
berakar, serta berbiak dengan biji dan tunas.

Gambar 13.  Lamun Jenis Halophila sp Berdaptasi Penuh pada 
Dasar Laut Bersalinitas Tinggi (31-35 Promil) 

 (Sumber: Rejauw dkk., 2015)
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Karena pola hidup lamun sering membentuk hamparan maka 
dikenal juga istilah padang lamun (Seagrass bed) yaitu hamparan 
vegetasi lamun yang menutup suatu area  pesisir/laut dangkal, 
terbentuk dari satu jenis atau lebih dengan kerapatan padat atau 
jarang. Sedangkan sistem (organisasi)  ekologi padang lamun yang 
terdiri dari komponen  biotik dan  abiotik disebut  Ekosistem Lamun 
(Seagrass ecosystem). Habitat tempat hidup lamun adalah perairan 
dangkal agak berpasir dan sering juga dijumpai di  terumbu karang. 
 Ekosistem padang lamun memiliki kondisi ekologis yang sangat khu-
sus dan berbeda dengan ekosistem  mangrove dan  terumbu karang. 
Ciri-ciri ekologis padang lamun antara lain adalah: terdapat di 
perairan  pantai yang landai, di dataran lumpur/pasir, Pada batas 
terendah daerah pasang surut dekat hutan bakau atau di dataran 
 terumbu karang,serta mampu hidup sampai kedalaman 30 meter, 
dengan syarat perairan tenang dan terlindung, Kehidupan lamun 
sangat bergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam 
kolom perairan,  Vegetasi ini juga mampu melakukan proses meta-
bo lisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya terbenam di 
dalam air termasuk daur generatif, Mampu hidup di media air 
asin. Pada kondisi lingkungan optimal maka sistem perakarannya 
berkembang baik (Gambar 14).

Gambar 14.  Morfologi Lamun (Sumber: Koesoebiono, 1992)

Di wilayah perairan Indonesia, paling tidak terdapat 2 famili 
dan 12  spesies lamun, antara lain: marga Hydrocharitaceae dengan 
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spesiesnya Enhalus acoroides, serta Potamogetonaceae. Penye baran 
ekosistem padang lamun di Indonesia mencakup perairan Jawa, 
Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan 
Irian Jaya. Jenis yang membentuk komunitas padang lamun tunggal, 
antara lain: Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, Halophyla 
ovalis, Cymodacea serrulata, serta Thalassodendron ciliatum.

Padang lamun merupakan ekosistem yang sangat tinggi 
produktivitas organiknya, dengan produktivitas primer berkisar 
antara 900–4650 gC/m2/tahun.  Ekosistem padang lamun dihuni 
oleh berbagai jenis biota, antara lain: ikan, krustasea, moluska 
(Pinna sp, Lambis sp, Strombus sp), Echinodermata (Holothuria 
sp., Synapta sp., Diadema sp., Archaster sp., Linckia sp.) dan ca-
cing laut (polychaeta).  Ekosistem padang lamun, pada dasarnya 
bukan merupakan  entitas yang  soliter (terisolasi atau menyendiri), 
tetapi berhubungan atau berinteraksi dengan ekosistem lain di 
sekitarnya, Pola interaksi sinergistik yang amat penting (vital) 
bagi kelangsungan hidup biota dan mutu lingkungan laut, adalah 
interaksi antara ekosistem: padang lamun dengan ekosistem  te-
rumbu karang dan ekosistem  mangrove dan estuaria (Gambar 15).

Gambar 15.  Pola Interaksi Sinergistik antara  Ekosistem Padang 
Lamun dengan  Ekosistem Terumbu Karang dan 
 Ekosistem Mangrove dan Estuaria 

 (Sumber: Bengen, 2002)
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Fungsi padang lamun di lingkungan  pesisir sangat beragam, 
diantaranya dijelaskan pada uraian sebagai berikut. Pertama, 
menstabilkan dan memperkokoh dasar perairan  pantai/laut 
sebagai akibat adanya sistem perakaran lamun yang kuat dan rapat 
serta saling menyilang. Kedua, sebagai penangkap sedimen dan 
nutrien (sediment and nutrient trap) sehingga perairan menjadi 
subur (tetapi juga rawa pencemaran, akibat fungsinya juga sebagai 
pollutant trap). Ketiga, daunnya merupakan pakan alami bagi ikan 
duyung (dugong), penyu laut, bulu babi dan berbagai ikan herbivor 
di laut. Keempat, sebagai daerah perlindungan dan mencari makan 
(feeding ground) biota laut. Kelima, Sebagai tempat pemijahan 
(spawning ground) dan daerah asuhan anak-anak ikan (nursery 
area) bagi biota laut tertentu, terutama yang bertipe Phytophill 
dan Psammophyll. Keenam, sebagaii peredam arus dan gelombang 
yang menuju dan menekan  pantai sehingga dapat melindungi 
daratan dari ancaman  abrasi. Ketujuh, Sebagai bahan pangan dan 
pupuk, misalnya dibuat samo-samo, yaitu makanan tradisional 
yang dibuat dari lamun jenis Enhalus acoroides oleh masyarakat 
Kepulauan Seribu. Kedelapan, sebagai naungan pelindung (shading) 
bagi biota penghuni padang lamun dari sengatan cahaya matahari.

 Ekosistem Estuaria
Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di 

bagian hilir ( muara) sungai dan masih berhubungan dengan laut, 
sehingga memungkinkan terjadinya proses percampuran antara 
air tawar dengan air asin (air laut). Berdasarkan aliran air dan 
proses percampurannya, estuaria dapat dibagi menjadi tiga tipe. 
Pertama, estuaria berstratifi kasi sempurna atau estuaria baji 
garam: dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air tawar 
dan air asin. Estuaria tipe ini dijumpai di daerah-daerah yang 
dipengaruhi fenomena pasut, dimana aliran air tawar dari sungai 
besar lebih dominan daripada intrusi air asin yang berasal dari laut. 
Kedua, estuaria berstratifi kasi sebagian (parsial): merupakan tipe 
yang paling umum ditemui. Pada estuaria tipe ini, aliran air tawar 
dari sungai seimbang dengan air asin (dari laut) yang masuk melalui 
arus Pasut. Percampuran air dapat terjadi karena adanya turbulensi 
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yang berlangsung secara berkala oleh aksi pasang-surut. Ketiga, 
Estuaria campuran sempurna atau estuaria homogen vertikal: 
dijumpai di lokasi-lokasi dimana arus Pasut sangat dominan dan 
kuat, sehingga massa air di estuaria tercampur sempurna dan tidak 
terjadi stratifi kasi atau pelapisan massa air.

Pengaruh air hidrodinamika air laut dan air tawar pada estuari 
akan menghasilkan suatu komunitas yang khas, dengan kondisi 
lingkungan yang bervariasi, sehingga mempunyai karakteristik 
sebagai berikut :

1. Tempat bertemunya arus sungai dengan arus pasang surut, 
yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat 
pada  sedimentasi, pencampuran air, dan ciri-ciri fi sika 
lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. 

2. Pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan 
suatu sifat fi sika lingkungan khusus yang tidak sama dengan 
sifat air sungai maupun  sifat air laut.

3. Perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut 
mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara 
fi siologis dengan lingkungan sekelilingnya. 

4. Tingkat salinitas di daerah estuari tergantung pada pasang 
surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus-arus 
lain, serta topografi  daerah estuari tersebut.

Karakteristik hidrodinamik air tawar dan air laut di ekosistem 
estuari akan menciri pada fenomena biogeofi sik sebagai berikut: (a) 
Pola sirkulasi arus sangat khas, bolak-balik antara massa air pasang 
dari laut dan massa air tawar dari sungai (darat), yang terpola 
oleh gerakan pasang-surut, (b) Gradien atau perubahan salinitas 
sangat menonjol, (c) Mengandung sedimen dengan daya adsorbsi 
kuat (montmorilonite dan kaolinite), baik terhadap nutrien 
maupun pollutant, sehingga estuaria berperan sebagai penjebak 
hara maupun pollutan (nutrien & pollutant trap), (d) Biota 
yang hidup tahan terhadap perubahan : pola arus (euryrheotik), 
salinitas (euryhalin), osmolaritas (osmoregulator), temperatur 
(eurithermik), oksigen (respiroregulator), serta ketersediaan 
pakan alami (  euryphagic), (e) Struktur rantai makanan (food 
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chain dan food web) didominasi biota yang memiliki kemampuan 
bioakumulasi dan biomagnifi kasi (baik terhadap nutrien pakan 
maupun pollutan), (f) Pergerakan (ruaya) biota sangat khas, 
kebanyakan bertipe diadromous-migratory dan atau occasionally 
visitors (katadromous dan/atau anadromous).

Berdasar fenomena spesifi k tersebut dapat dinyatakan bahwa 
ekosistem estuaria memegang peran penting sebagai : (a)  habitat 
biota akuatik tipe ekoton (peralihan), baik yang bersifat eurihalin, 
euriphagic, eurithermal maupun euriheotik, (b) sumber penyedia 
nutrien (hara) bagi sejumlah biota akuatik yang disebarkan lewat 
percampuran dan sirkulasi arus Pasut, (c) tempat berlindung, 
memijah, membesarkan anak, serta mencari makan berbagai 
 spesies ikan/udang.

 Ekosistem Hutan  Mangrove
  Ekosistem  mangrove dapat menghuni   mintakat litoral 

atau supralitoral. Spesies  mangrove yang terdapat di suatu lokasi 
dapat berbentuk monospesies (tunggal) atau  spesies campuran 
yang paralel terhadap garis  pantai. Faktor utama yang menjadi 
acuan pemintakatan  mangrove masih menjadi perdebatan, namun 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan 
rambu-rambu pemintakatan hutan  mangrove didasarkan pada 
berbagai aspek. Pertama, suksesi tumbuhan, Pola pemintakatan 
spasial didasarkan pada sekuens suksesi  mangrove berdasarkan 
waktu sampai mencapai klimaks. Kedua, perubahan geomorfologi, 
asumsi yang digunakan adalah perkembangan pola pemintakatan 
berdasarkan waktu dan lokasi yang dinamis sebagai akibat dari 
perubahan fi sik dan lingkungan (misalnya, salinitas) pada  zona 
midlittoral seperti perubahan ukuran, konfi gurasi tata aliran air, 
topografi  dan geologi (substrat dasar dan kualitas air). Ketiga, 
ekofi siologi, Dasar pertimbangannya, setiap  spesies memiliki 
kebutuhan kondisi lingkungan yang optimum dan terbatas pada 
segmen tertentu untuk perubahan lingkungan yang terjadi, 
misalnya: jenis Avicenia memerlukan substrat berpasir dan 
bersalinitas tinggi (polihalin), sedangkan jenis Rhizophora 
membutuhkan subtrat yang mengandung lumpur dan tanah 
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liat serta salinitas tidak terlalu tinggi (oligo-miksohalin) sesuai 
karakter sistem perakarannya (Gambar 16). Keempat, dinamika 
populasi, dalam pengertian bahwa pemintakatan merupakan 
pola respons komunitas vegetasi  mangrove terhadap perubahan 
faktor  biotik seperti kompetisi interspesifi k, reproduksi tumbuhan, 
strategi kolonisasi, serta invasi alelopati dari hadirnya tanaman 
lain (misalnya, cemara laut, kedondong laut, waru, nyamplung, 
kelapa dan akasia). Kelima, faktor hidroklimat seperti: salinitas, 
 temperatur air dan udara serta banyaknya curah hujan, frekuensi 
pasang surut, intensitas dan lama waktu penggenangan air, serta 
karakter gelombang dan arus yang menekan akan menentukan 
jenis jenis  mangrove yang hidup dan tumbuh di suatu kawasan 
 pantai. 

Pengetahuan tentang pemintakatan (zonasi) bermanfaat 
secara ekologis dan manajemen silvikultur, dimana kebutuhan 
tentang posisi ekosistem hutan  mangrove untuk memilih  habitat 
yang sesuai untuk jenis-jenis pohon  mangrove tertentu dapat 
diketahui. Contohnya adalah Rhizophora apiculata ditanam 
menuju ke  zona darat untuk pengembangannya secara marginal. 

Gambar 16.  Sistem Perakaran  Ekosistem Mangrove 
 (Sumber: Bengen, 2002)



42 PENDAHULUAN

Dalam praktek yang berkembang secara umum di lapangan, 
pemintakatan yang diacu (Gambar 17) dibagi menjadi dua bagian 
utama. Pertama, pemintakatan dari ekosistem  payau ke arah 
laut dengan salinits pada pasang tinggi antara 10-30 promil dan 
menggenangi, sekali atau dua kali sehari dalam waktu 20 hari per 
bulan, 10-19 kali per bulan, 9 kali atau lebih sedikit per bulan, 
hanya beberapa hari per bulan. Kedua, pemintakatan dari sistem 
air asin (laut) ke arah eksistem terestrial (air  payau atau tawar), 
dengan memperhitungkan jangkauan air laut saat pasang tertinggi 
dan garis  pantai saat surut terendah. Sesuai amanat Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014, pengelolaan wilayah perairan  pesisir 
dan laut bervegetasi  mangrove mulai dari garis  pantai ke arah laut 
menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan hutan  mangrove yang 
berada pada ekosistem terestrial mulai garis  pantai saat pasang 
tinggi ke arah darat, kewenangan pengelolaannya berada pada 
Kabupaten dan Kota.

Gambar 17.  Pemintakatan  Ekosistem Mangrove 
 (Sumber: Bengen, 2002)
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Gambar 18.  Biota Perairan yang Hidup di Ekosistem Mangrove 
(Sumber: Bengen,2002)

Menurut Nybakken (1992), hutan  mangrove adalah sebutan 
umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas 
komunitas  pantai tropik yang didominasi oleh beberapa  spesies 
pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai 
kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin.  Ekosistem 
 mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya 
kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya dan diantara makhluk hidup 
itu sendiri, terdapat pada wilayah  pesisir, terpengaruh pasang 
surut air laut, dan didominasi oleh  spesies pohon atau semak yang 
khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/ payau (Santoso, 
2000).
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Gambar 19.  Jaring Makanan di Ekosistem Mangrove 
 (Sumber: Koesoebiono, 1992)

Mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu 
jenis tumbuhan yang membentuk komunitas di daerah  pesisir yang 
terkena pengaruh pasang-surut air laut.

Dengan demikian ekosistem  mangrove merupakan suatu 
sistem yang terdiri atas lingkungan  biotik atau biota (hewan dan 
tumbuhan) dan lingkungan  abiotik yang saling berinteraksi secara 
sinergistik di dalam suatu bentang alam  pesisir (Gambar 18 dan 
Gambar 19).

 Ekosistem Hutan Mangrove merupakan ekosistem yang khas 
terdapat di sepanjang  pantai atau  muara sungai yang dipengaruhi 
oleh pasang surut air laut. Dalam terminologi yang lebih luas, 
 mangrove sering disebut juga sebagai hutan  pantai, hutan pasang 
surut, hutan  payau dan hutan bakau. Istilah hutan bakau secara 
umum dikhususkan hanya untuk jenis vegetasi Rhizophora. 
Hutan  mangrove juga diistilahkan dengan ‘mangal’ dan untuk 
mempertegas istilah “mangal” digunakan apabila berkaitan dengan 
komunitas hutan dan asosiasi tumbuhan  mangrove yang mendapat 
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pengaruh air pasang dan surut. Mangrove tumbuh pada  pantai-
 pantai yang yang terlindung atau datar. Sebaliknya  mangrove 
sulit tumbuh di  pantai yang terjal dan berombak besar dengan 
pasang-surut yang kuat karena tidak memungkinkan terjadinya 
pengendapan lumpur dan pasir sebagai substrat yang diperlukan 
untuk pertumbuh-kembangannya. Di wilayah  pesisir litoral, 
 mangrove hidup di rentang level pasang naik tertinggi (maximum 
spring tide) sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut 
rata-rata (mean sea level).

 Ekosistem hutan  mangrove umumnya didominasi Rhizo-
phora, Avicennia, Bruguiera dan Sonneratia, disamping ditemukan 
Ceriops, Lumnitzera, Exoecaria, Nypa, Xylocarpus, Aegiceras dan 
Scyphyphora (Nybaken 1992; Bengen, 2002).  Vegetasi  mangrove 
terdiri atas pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili 
dan terdiri dari 12 genera vegetasi berbunga, yaitu : Avicennia, 
Sonne ratia, Rhizophora, Bruguiera, Xylocarpus, Lumnitzera, Ce-
riops, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda dan Conocar pus 
(Nybakken, 1992). Hutan  mangrove Indonesia memiliki keragaman 
vegetasi tinggi mencapai 89 jenis vegetasi  mangrove, terdiri dari 
35 jenis pohon, 5 terna, 9 perdu, 9 liana, 29 epifi t dan 2 jenis 
parasit (Nontji, 1987). Bengen (2002) menyatakan dari 89 jenis 
tersebut, hanya sekitar 47 jenis vegetasi yang spesifi k hutan  mang-
rove. Pada hutan  mangrove sedikitnya ada satu vegetasi  mangrove 
sejati yang dominan yang termasuk ke dalam 4 famili yakni: 
Rhizophoraceae (Rhizophora, Bruguiera dan Ceriops), Sonnera-
tiaceae (Sonneratia), Aviceniaceae (Avecinea), dan Melia ceae 
(Xylocarpus). Berdasarkan tingkatan dan rentang salinitas medium 
habitatnya,   mintakat ekosistem  mangrove dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 

Pertama, kawasan air  payau hingga laut bersalinitas 10 – 30 
promil sewaktu terendam air pasang, mencakup: (a) Kawasan yang 
terendam sekali atau dua kali sehari selama 20 hari dalam sebulan, 
hanya Rhizophora mucronata yang masih dapat tumbuh, (b) 
kawasan yang terendam l0-19 kali per bulan; ditemukan Avicennia 
(A. alba, A. lauta), Sonneratia griffi thii dan didominasi Rhizophora 
sp, (c) kawasan yang terendam kurang dari sembilan kali setiap 
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bulan, di dalamnya ditemukan Rhizophora sp.; Bruguiera sp. ; dan 
(d) kawasan yang terendam hanya beberapa hari dalam setahun 
dimana Bruguiera gymnorhiza dominan, dan Rhizophora apiculata 
masih dapat hidup. 

Kedua, kawasan air tawar hingga air  payau, dimana salinitas 
antara 0 - 9 promil, meliputi: (a) kawasan litoral (intertidal) atas 
yang masih dipengaruhi pasang-surut ditumbuhi Nypa, Typha, 
(b) kawasan litoral atas yang dipengaruhi pasang tinggi secara 
musiman didominasi Hibiscus dan Pandanus.

Proses kolonisasi vegetasi  mangrove diawali oleh vegetasi 
pionir yaitu Avicennia sp. (Av) dan Rhizophora sp.(Rz) dan disusul 
vegetasi  mangrove yang lebih sensitif seperti Bruguriera sp.(Bg), 
Sonneratia sp. (Sn) dan rumput Typha (Gs).

Penyebaran vegetasi  mangrove ditentukan oleh berbagai 
faktor lingkungan, antara lain kadar garam (salinitas) dan struktur 
substrat tanah dasar. Salah satu tipe zonasi hutan  mangrove di 
Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

Daerah yang paling dekat dengan laut lebih banyak ditumbuhi 
Avicennia (Api-api) dan Sonneratia. Sonneratia biasa tumbuh pada 
kawasan  pantai pasir-berlumpur yang kaya bahan organik.

Lebih kearah darat, hutan  mangrove biasanya didominasi 
oleh Rhizophora spp. (Bakau). Di  zona ini seringkali juga dijumpai 
Bruguiera (Tancang) dan Xylocarpus.

Zona berikutnya mengarah ke darat didominasi oleh 
Bruguiera spp. Selanjutnya terdapat  zona transisi antara hutan 
 mangrove dan hutan dataran rendah yang biasanya ditumbuhi oleh 
nipah (Nypa fruticans) serta pandan laut (Pandanus spp.)

   Vegetasi  mangrove mempunyai daya  adaptasi yang khas 
terhadap lingkungan. dalam bentuk :
1. Adaptasi terhadap kadar oksigen rendah (respiroconformer), 

menyebabkan  mangrove memiliki bentuk perakaran yang khas 
sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Bentuk-Bentuk Akar Udara pada  Vegetasi 
 Mangrove Sesuai Responnya terhadap 
 Oksigen Terlarut. 

No
Jenis-jenis 
akar nafas

Keterangan Contoh

1 Akar tunjang Akar kusut, terbuka 
menghadap udara, mun-
cul dari batang pohon/
cabang yang rendah 
serta memanjang keluar 
masuk tanah.

Pada semua 
jenis
Rhizophora

2 Akar lutut Akar horizontal seperti 
lekukan lutut di atas ta-
nah, memutar naik turun 
dengan struktur yang 
menonjol pada bagian 
puncaknya.

Bruguiera spp
terkadang dite-
mukan
Ceriops tagal

3 Akar pasak Bentuk akar seperti 
pasak/tiang atau keru-
cut yang menghadap ke 
atas, tegak lurus sub-
trat, merupakan perpan-
jangan akar horizontal.

Avicennia spp,
Sonneratia 
alba,
 S.Caseolaris

4 Akar papan Akar udara yang berben-
tuk seperti papan yang 
melebar secara radial 
dari dasar pohon

Xylocarpus 
granatum, dan 
Ceriopas tagal

Sumber: Kusmana, et al, (2003).
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Bentuk beberapa jenis akar vegetasi  mangrove sebagai 
upaya  adaptasi terhadap lingkungannya secara visual disajikan 
pada Gambar 20.

A. Akar cakar ayam (Avecennia spp. Sonneratia spp) Akar 
tongkat/penyangga (Rhizophora sp.)

B. Akar lutut (Bruguriera sp.) Akar lutut (Ceriops spp., 
Xylocarpus spp.)

Gambar 20.  Bentuk  Adaptasi Akar  Mangrove 
   (Sumber : Tuwo, 2011)
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2.  Adaptasi terhadap salinitas yang tinggi (Euryhaline-osmoregu-
lator) dikarenakan:
a. Adanya sel-sel khusus (Chloride cell) dalam daun yang 

berfungsi untuk menyimpan garam (elektrolit) dan pengatur 
transpor elektrolit.

b. Berdaun kuat dan tebal yang banyak mengandung air 
sebagai pengatur keseimbangan garam (elektrolit).

c. Daunnya memiliki struktur stomata khusus untuk 
mengurangi penguapan (evapotranspirasi).
Bentuk  adaptasi perakaran yang menonjol disebut akar nafas 

(pneumatofor). Sistem perakaran ini merupakan cara  adaptasi 
terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan 
anaerob. Bentuk  adaptasi daun (Gambar 21) memungkinkan 
vegetasi  mangrove mengeluarkan kelebihan kandungan garam 
melalui daun. Adaptasi  siklus reproduksi pada  mangrove, 
memungkinkan vegetasi  mangrove untuk berkembang biak 
dengan baik. Benih sudah berkecambah ketika masih di pohon 
sebelum lepas dari tangkainya sehingga pada saat jatuh dan 
menancap ke tanah dapat langsung tumbuh.

Gambar 21.  Bentuk  Adaptasi Daun (Kiri)) 
 (Sumber : Tuwo, 2011)
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3. Adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil bergantung kondisi 
struktur substrat dasar dan karakter pasang surut, dengan 
cara mengembangkan struktur akar yang sangat ekstensif 
dan membentuk jaringan horisontal yang lebar. Struktur akar 
tersebut untuk memperkokoh pohon dan juga berfungsi untuk 
mengambil unsur hara dan menahan sedimen. Pada umumnya 
sistem perakaran  mangrove juga berfungsi sebagai sistem 
pernafasan. Bentuk  adaptasi perakaran  mangrove berbeda-
beda antara berbagai jenis vegetasi  mangrove.

 Ekosistem  mangrove merupakan sumberdaya alam daerah 
tropika yang mempunyai manfaat ganda baik ditinjau dari aspek 
 ekologi maupun sosial ekonomi.  Ekosistem  mangrove memiliki fungsi 
antara lain sebagai : (1) pelindung  pantai dari gempuran ombak, 
arus dan angin, (2) tempat berlindung, berpijah atau berkembang 
biak dan daerah asuhan berbagai jenis biota (akuatik dan terstris), 
(3 penghasil bahan organik yang sangat produktif (detritus), (4) 
sumber bahan baku industri bahan bakar, (5) pemasok larva ikan, 
udang dan biota laut lainnya, (6) pendukung iklim mikro dan 
jasa amenitas (kenyamanan), (7) pengurang karbondioksida dan 
penghasil oksigen pada saat ada cahaya matahari, (8) penjebak 
hara dan polutan,serta (6) jasa lingkungan ekowisata.

 Ekosistem  mangrove secara fi sik dapat berfungsi sebagai 
hutan lindung yang mempengaruhi pengaliran massa air di dalam 
tanah. Sistem perakaran yang khas pada tumbuhan  mangrove 
dapat menghambat arus air dan ombak, sehingga menjaga ga-
ris  pantai tetap stabil dan terhindar dari pengikisan ( abrasi). 
Kemampuan  mangrove untuk mengembangkan wilayahnya ke 
arah laut merupakan salah satu peran penting  mangrove dalam 
pembentukan  lahan baru. Akar  mangrove mampu mengikat dan 
menstabilkan substrat lumpur, pohonnya mengurangi energi 
gelombang dan memperlambat arus, sementara vegetasi secara 
keseluruhan dapat memerangkap sedimen. Kawasan  pantai dengan 
kerapatan perakaran  mangrove yang relatif tinggi biasanya lebih 
efektif dalam menangkap sedimen serta meredam arus dan 
gelombang.
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Hutan  mangrove juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 
Kawasan  mangrove, potensial untuk dimanfaatkan untuk pertam-
bakan tumpangsari (Silvofi shery Brackishwater ponds), ekowisata, 
serta produk pangan dan obat-obatan dari buah dan daunnya. 
Nilai sumberdaya  mangrove dalam konsep dasar penilaian ekonomi 
(economic valuation) sumberdaya alam, ditentukan oleh fungsi 
dari sumberdaya itu sendiri. Nilai ekonomi atau total nilai ekonomi 
hutan  mangrove secara garis besar dapat dikelompokan menjadi 
dua yaitu nilai penggunaan (use value) dan nilai intrinsik (non-
use value). Nilai penggunaan atau nilai manfaat dapat dibagi lagi 
menjadi nilai penggunaan langsung (direct use ), nilai penggunaan 
tidak langsung (indirect use) dan nilai pilihan (option value).Nilai 
manfaat langsung, ML = ML1 + ML2 + ML3 + …+ MLn (dimasukkan 
ke dalam nilai rupiah), dimana : ML = Manfaat Langsung; ML1 = 
Manfaat Langsung Tambak, Bandeng; ML2 = Manfaat Langsung 
Tambak Garam; ML3 = Manfaat Langsung Bibit Mangrove. Manfaat 
tidak langsung adalah manfaat yang tidak dapat dirasakan secara 
langsung, seperti penahan  abrasi  pantai, pencegah intrusi atau 
penyedia bahan organik bagi mahluk hidup didalamnya, MTL 
= MTL1 + MTL2 + ....+ MTLn, dimana: MTL1 = Manfaat Tidak 
Langsung sebagai peredam gelombang (breakwater); MTL2 = 
Biota yang hidup di dalam hutan  mangrove. Keberadaan  mangrove 
akan menjadi kawasan pemijahan (spawning ground), asuhan 
(nursery ground) dan penyedia makananan (feeding ground) 
bagi ikan dan hewan laut lainnya (Soraya et al., 2013). Manfaat 
pilihan adalah suatu nilai yang menunjukan kesediaan seseorang 
untuk membayar guna melestarikan ekosistem  mangrove bagi 
pemanfaatan di masa depan. Nilai ini didekati dengan mengacu 
pada nilai keanekaragaman hayati (biodiversity) hutan  mangrove 
di Indonesia, yaitu US$ 1.500/km2/tahun atau US$15/ha/tahun. MP 
= MPb = US$ 15 per ha x luas hutan  mangrove (dimasukkan kedalam 
nilai rupiah). Manfaat eksistensi adalah manfaat yang dirasakan 
oleh masyarakat dari keberadaan ekosistem yang diteliti setelah 
manfaat lainnya (manfaat langsung, tidak langsung dan manfaat 
pilihan). 
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Berbagai kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dam-
pak atau perubahan mendasar pada ekosistem  mangrove, antara 
lainL1) egiatan penebangan atau konversi hutan  mangrove menjadi 
kawasan pertambakan, pemukiman, pelabuhan dan industry, 
(2) kegiatan pembuangan limbah (padat/sampah dan cair) dari 
aktifi tas: industri, wisata, pemukiman, pertanian, perikanan 
(budidaya tambak/laut dan pengolahan ikan), pelabuhan dan 
pertambangan

Dampak atau perubahan mendasar terhadap ekosistem 
 mangrove dapat terjadi melalui berbagai tahap sebagai berikut:

Pertama, usaha atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap 
 habitat, sehingga akan menyebabkan degradasi (kerusakan) 
 habitat vital  mangrove. Karena  habitat vital rusak maka efek 
lanjutnya akan menyebabkan: (a) sistem penyangga  pantai menjadi 
rapuh, daratan mudah terabrasi arus dan gelombang, akibatnya 
pemukiman penduduk menjadi terancam, (b) biota terestris dan 
biota akuatik yang hidup/bernaung di  habitat tersebut menjadi 
terganggu kehidupannya (misalnya, akibat kerusakan pada  habitat 
kawin, bertelur, membesarkan anakannya, atau tempat makan 
dan berlindung) sehingga populasinya dapat menurun. Akibatnya, 
penghasilan nelayan atau masyarakat yang memanfaatkan biota di 
 habitat tersebut menjadi menurun. Kerusakan  habitat  mangrove 
dan  terumbu karang juga akan berpengaruh terhadap kelestarian 
plasma nutfah dan keanekaragaman hayati biota  pesisir dan laut.

Kedua, usaha atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap 
biota dan rantai makanan alaminya, akibatnya terjadi deplesi 
sumberdaya biotis dan efek lanjutnya penghasilan dan tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang bergantung kepada sumberdaya 
itu menjadi berkurang.
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Perairan  pesisir dan laut merupakan lingkungan yang unik, 
bahkan pada saat tertentu dapat berubah menjadi ekstrem, di 
mana biota harus beradaptasi dengan banyak cara untuk bertahan 
hidup. Efek dari tekanan tinggi pada aspek seluler, seperti fl uiditas 
dari membran lipid, fungsi enzim dan transportasi tingkat seluler 
dan pertukaran O2 memicu  adaptasi, biasanya dalam struktur 
komponen selular, yang memungkinkan untuk mempertahankan 
proses kehidupan di bawah tekanan perubahn lingkungan yang 
tinggi. Efek tekanan lingkungan hidup tampaknya memiliki efek 
terbesar pada fungsi fi siologis   organisme perairan  pesisir dan laut 
dalam. Uraian di bawah ini membahas berbagai tipe atau pola 
 adaptasi biota perairan  pesisir dan laut sebgai bentuk respon 
terhadap perubahan pada lingklungan hidupnya. 

ADAPTASI BIOTA PESISIR DAN LAUT 
2
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Adaptasi terhadap Cahaya

Gelap gulitanya laut dalam (deep sea) telah diakui secara 
ilmiah oleh para ilmuwan. Menurut para ilmuwan, air tidak hanya 
merubah warna sinar matahari, tapi ia juga secara dramatis 
merubah intensitasnya (kekuatannya). Di laut terbuka yang 
jernih, cahaya tampak (spektrum cahaya yang bisa dilihat oleh 
mata manusia), berkurang 10 kali setiap penambahan kedalaman 
75 meter. Artinya, pada kedalaman 75 meter terangnya cahaya 
hanya tinggal 10% dibanding di permukaan, dan pada kedalaman 
150 meter hanya tinggal 1% saja.

Kondisi cahaya (Gambar 22 dan 23) akan mempengaruhi 
fungsi penglihatan manusia dan biota laut. Mata manusia, sebagai 
contoh, berfungsi dengan baik pada saat terang seperti siang 
hari hingga pada saat hanya terdapat bintang di langit, dengan 
kisaran kira-kira sebesar 12 orde magnitudo dimana setiap orde 
menyatakan 10 kali perbedaan. Jadi, secara teori, jika intensitas 
cahaya di laut berkurang 10 kali setiap penambahan 75 meter, 
maka mata manusia hanya akan mampu melihat hingga kedalaman 
900 meter saja. 
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Gambar 22.  Ilustrasi Dasar Bagaimana Cahaya dengan Warna-
Warna yang Berbeda Menembus Air Laut. 

 Air Akan Menyerap Warna-Warna Hangat Seperti 
Merah dan Jingga (Cahaya dengan Panjang Gelom-
bang yang Panjang) dan Menghamburkan Warna 
yang Lebih Dingin (Cahaya dengan Panjang Gelom-
bang yang Pendek). (Sumber: Ocean Explorer)

Sementara itu, mata ikan laut dalam diperkirakan dapat 
berfungsi hingga kedalaman 1000 meter. Namun demikian, 
mata ikan memiliki kemampuan  adaptasi yang sangat baik dan 
barangkali 10 hingga 100 kali lebih sensitif daripada mata manusia. 
Di kedalaman lebih dari 1000 meter, ada beberapa biota laut yang 
memiliki fungsi penglihatan yang mampu mendeteksi bioluminesens 
(emisi atau pendar cahaya oleh   organisme perairan).
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Gambar 23.  Pembagian  Zona Berdasarkan Cahaya 
 (Sumber: Koesoebiono, 1992)

Laut dalam gelap gulita, kecuali di bagian atas  zona 
mesopelagik di mana pada waktu atau kondisi tertentu masih 
ada sedikit cahaya matahari. Karena wilayah perairan ini gelap 
sepanjang masa atau intensitas cahaya sangat rendah,  fotosintesis 
tidak mungkin berlangsung. Bila di sini tampak adanya cahaya, maka 
cahaya ini dihasilkan oleh biota laut yang memiliki kemampuan 
biolumisensi.. Tiadanya cahaya mengakibatkan hewan laut dalam 
harus memiliki indra khusus untuk mendeteksi makanan dan lawan 
jenis bagi keperluan reproduksi, serta untuk mempertahankan 
bermacam asosiasi intra maupun inter  spesies.

Adaptasi Tubulik 

Adaptasi lain pada ikan laut dalam adalah mata berbentuk 
pipa (tubular). Beberapa famili ikan memiliki mata berbentuk pipa 
sehingga bentuk ikan ini sangat aneh. Mata ikan ini berbentuk 
silinder pendek berwarna hitam dengan sebuah lensa tembus 
cahaya berbentuk setengah lingkaran di puncak silinder.  Tiap 
mata mempunyai dua retina, yang satu di pangkal silinder dan 
yang satu lagi di dinding silinder. Rupanya retina di pangkal 
silinder berfungsi untuk melihat objek yang dekat, sedangkan yang 
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terdapat di dinding silinder untuk melihat objek yang jauh. Tidak 
diketahui sebabnya, mengapa mata seperti itu, yang jelas hanya 
terdapat pada ikan tertentu penghuni laut dalam. 

Di antara berbagai jenis invertebrata laut, terdapat cumi-
cumi dari famili Histioteuthidae yang memiliki suatu  adaptasi yang 
aneh, yaitu sebuah matanya lebih besar daripada mata lainnya. 
Cumi- cumi dari famili ini juga memiliki banyak organ penghasil 
cahaya yang dinamakan organ photophor. Biasanya, di lingkungan 
perairan  neritik dan  oseanik, posisi cumi – cumi di dalam air adalah 
lengan-lengannya mengarah ke bawah, sedangkan mata yang besar 
mengarah vertikal ke atas dan mata yang kecil mengarah vertikal 
ke bawah (Gambar 24). Hipotesis yang berkembang hingga saat ini 
menyatakan bahwa  adaptasi tubulik seperti itu berkaitan dengan 
respon terhadap cahaya, pakan alami dan predator pemangsanya. 
Dianggap bahwa mata yang besar “mengumpulkan” cahaya re-
mang-remang dari arah permukaan laut, sedangkan mata yang 
lebih kecil mengadakan respon terhadap cahaya yang dihasilkan 
photophor. Jenis cumi lain yaitu abraliopsis, memperlihatkan 
respon terhadap cahaya yang datangnya dari arah permukaan 
laut berupa dihasilkannya cahaya oleh organ photophor cumi. 
Intensitas cahaya yang dihasilkan organ photophor cukup untuk 
mengimbangi intensitas cahaya yang datang dari arah permukaan 
laut. Dengan demikian, cumi ini tidak akan terlihat bila dilihat dari 
bawah karena intensitas cahaya yang dihasilkan organ photophor 
mencegah terbentuknya bayang-bayang hitam.
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Gambar 24. Cumi – Cumi Laut Dalam 
 (Sumber: Deep Sea and Ocean Explorer)
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Adaptasi Olfatorik terhadap Cahaya 

Cahaya di laut dalam berasal dari dua sumber yaitu cahaya 
matahari dan   organisme itu sendiri (bioluminisens). Iluminasi 
cahaya matahari (dan pantulan sinar bulan) hanya menembus 
beberapa kilometer dalam laut. 

Bioluminisens merupakan bentuk  adaptasi   organisme untuk 
menghasilkan cahaya. Bioluminisens adalah emisi cahaya yang 
dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu 
(Wikipedia). Terdapat beberapa fungsi bioluminisens bagi hewan 
antara lain: 
1. Sebagai bentuk pertahanan diri

Setiap makhluk hidup yang mampu menghasilkan lumi-
nesensi untuk tujuan atau fungsi yang berbeda-beda. Sebagian 
makhluk hidup memanfaatkannya untuk pertahanan diri, 
seperti yang dilakukan kelompok dinofl agelata, ubur-ubur, dan 
beberapa jenis cumi-cumi yang berpendar untuk mengejutkan 
predator yang mendekatinya sehingga memberikan kesem-
patan kepadanya untuk melarikan diri dari predator. Beberapa 
jenis dekapoda, sefalopoda, dan ikan menggunakan pendaran 
untuk melakukan kamufl ase dalam menghindari predator. 
Mekanisme pertahanan seperti ini disebut dengan penyamaran 
dengan sinar (kontrailuminasi) yang membuat suatu makhluk 
hidup tidak terlihat atau tersamarkan di antara sinar lain di 
lingkungan perairan. Pada  spesies bintang ular laut, cacing 
laut, dan   organisme bioluminisens di daratan, mereka memi-
liki mekanisme pertahanan yang disebut aposematisme, yaitu 
menghasilkan pendaran untuk menandakan bahwa makhluk 
tersebut memiliki toksik (beracun) atau tidak enak dimakan 
sehingga predator akan menghindarinya. 

2. Predasi 
Selain sebagai mekanisme pertahanan, bioluminisens pa-

da makhluk hidup juga banyak dimanfaatkan untuk memburu 
mangsa (predasi), di antaranya adalah ikan angel dan hiu 
Isistius brasiliensis yang menggunakan luminesensi untuk 
menarik mangsa mendekat. Hiu I. brasiliensis memiliki bagian 
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bawah rahang yang berpendar dan tampak seperti siluet yang 
dihasilkan dari penyamaran dengan sinar, akibatnya cumi dan 
ikan akan mendekat karena mengira siluet tersebut merupakan 
penyamaran dari mangsa mereka. Setelah cumi atau ikan 
mendekati rahangnya, akan lebih mudah untuk hiu ini dalam 
menangkap makanannya. Hal serupa juga dilakukan oleh 
paus sperma (Physeter macrocephalus) yang secara intensif 
menghasilkan pendaran saat berburu mangsa di perairan laut 
dalam yang gelap. Mangsa yang berupa cumi-cumi akan datang 
mendekati bagian mulut paus sperma yang berpendar dan saat 
itulah paus ini menangkap mangsanya.

3. Sinyal kawin 
Sejenis cacing di lautan Bermuda yang disebut Odon-

tosyllis enopla juga menggunakan bioluminisens untuk mena-
rik pasang annya. Cacing betina akan mengeluarkan lendir ber-
pendar untuk menarik pejantan. Ketika cacing jantan datang, 
cacing betina akan mengeluarkan telur dan jantannya akan 
mengeluarkan sperma untuk melakukan fertilisasi.

Adaptasi Panoramik (Warna Tubuh)

Kondisi lingkungan hidup laut dalam memaksa   organisme 
penghuninya untuk mengadakan  adaptasi. Karena penelitian 
terhadap hewan metazoa laut dalam yang masih hidup dan dalam 
kondisi alami sangat sulit dilakukan. Dewasa ini hanya sedikit bukti 
langsung yang diperoleh tentang fungsi berbagai  adaptasi oleh 
hewan laut. Yang baru dapat dilakukan adalah menjabarkan fungsi 
berbagai  adaptasi ini dari kondisi laut dalam yang telah diketahui. 
Dewasa ini juga baru sedikit yang diketahui tentang  adaptasi 
fi sikologi dan biokimiawi. Hanya dengan menyempurnakanan 
kemampuan kita untuk menggunakan beragai hewan laut dalam 
pada percobaan, pengetahuan tentang fungsi berbagai adapatasi 
akan bertambah.

Salah satu  adaptasi yang dapat diamati pada biota meso-
pelagik adalah warna tubuh. Ikan mesopelagik khususnya cende rung 
berwarna abu–abu keperakan atau hitam kelam. Tidak terda pat 
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kontras warna seperti pada ikan epipelagik. Sebaliknya, inverte-
brata mesopelagik berwarna ungu atau merah cerah. Ubur-ubur 
mesopelagik misalnya, sering kali berwarna ungu kelam, sedang 
krustasea seperti kopepoda dan bermacam udang berwarna merah 
cerah. Karena   organisme–  organisme ini hidup dalam suasana ge-
lap,   organisme yang berwarna hitam tidak akan kelihatan. Ada-
nya hewan yang berwarna merah cerah adalah karena warna me-
rah adalah warna yang pertama diabsorpsi oleh air laut. Jadi, 
  organisme yang berwarna merah juga akan tampak hitam di laut 
dalam. 

Organisme yang hidup di  zona abisal dan batial sering ti-
dak berwarna atau berwarna putih kotor, dan tampaknya tidak 
berpigmen, khususnya hewan bentik. Bahkan, larva ikan sidat 
(Leptocephalus) yang berada di tengah laut berwarna bening 
sebagai bentuk  adaptasi panormik agar tidak diketahui oleh 
predator pemangsanya. Adaptasi lain yang terutama tampak pada 
ikan penghuni  zona mesopelagik dan batipelagik bagian atas adalah 
adanya sepasang mata yang besar. Jika dibandingkan dengan 
besarnya tubuh, ukuran mata ikan ini jauh lebih besar daripada 
ikan epipelagik. Secara umum ada korelasi antara ukuran mata 
yang besar dengan adanya organ penghasil cahaya (photophor 
organ). Ikan yang memiliki organ photophor berenang di bagian atas 
laut dalam di mana masih ada sedikit cahaya. Cukup banyak dari 
ikan ini yang mengadakan migrasi ke  zona epipelagik pada malam 
hari. Mata yang besar memberikan kemampuan maksimum untuk 
mendeteksi cahaya di dalam perairan yang intensitas cahayanya 
rendah, dan mungkin diperlukan pula untuk dapat mendeteksi 
cahaya berintensitas rendah yang dihasilkan oleh organ penghasil 
cahaya. Pada ikan laut dalam, memperluas permukaan mata hanya 
merupakan salah satu bentuk  adaptasi olfatorik sesuai kebutuhan 
untuk dapat mengindera  habitat gelap. Ikan ini juga memiliki 
peng lihatan senja yang peka karena adanya pigmen rodopsin dan 
tingginya kepadatan batang retina.

Kecenderungan lain ditunjukkan oleh ikan penghuni bagian 
laut dalam yang terdalam (abisal pelagik dan hadal pelagik). Banyak 
ikan abisal pelagik dan hadal pelagik memiliki mata yang sangat 
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kecil atau bahkan tidak bermata, karena untuk hidup di lingkungan 
yang gelap gulita, mata tidak diperlukan. Pada umumnya ikan yang 
hidup di kedalaman kurang dari 2000 m mempunyai mata, kadang 
berukuran besar. Ikan yang menghuni kedalaman lebih dari 2000 m, 
matanya kecil atau bahkan tidak bermata. Untuk keperluan meng-
indera  habitat dilakukan dengan mekanisme biolumenesensi. Uraian 
mengenai bagian ini akan disampaikan pada Bab berikutnya.

Adaptasi Hidrostatik

Dari semua faktor lingkungan hidup laut dalam, yang me-
nunjukkan kisaran terbesar adalah tekanan hidrostatik. Bertam bah-
nya kedalaman tiap 10 meter akan mengakibatkan meningkatnya 
tekanan hidrostatik sebesar 1 atmosfer. Karena kedalaman laut 
dalam berkisar antara beberapa ratus meter sampai lebih dari 
10000 meter (di palung tertentu), tekanan hidrostatik berkisar 
antara 20 sampai lebih dari 1000 atm. Sebagian besar laut dalam 
bertekanan hidrostatik antara 200 – 600 atm. Tidak ada  habitat 
bahari lain selain laut dalam dimana kisasran tekanan hidrostatik 
demikian besarnya atau memegang peranan yang secara potensial 
sangat penting dalam distribusi (penyebaran)   organisme. 

Sangat disayangkan bahwa informasi tentang akibat lang-
sung tekanan hidrostatik terhadap ekofi siologis biota laut da lam 
sangat terbatas. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan 
bahwa biota laut dalam yang berhasil ditangkap, mati atau ham-
pir mati sesampainya di kapal. Namun, kini telah dapat dibuat 
pe rang kap atau percobaan skala laboratorium, dimana tekanan 
hidrostatik dalam ruangnya dapat diatur, sehingga tekanan dalam 
ruang ini dapat dikendalikan pada suatu tekanan hidrostatik laut 
dalam tertentu. Dengan menggunakan perangkap atau percobaan 
laboratorium semacam ini, berbagai hewan metazoa telah dapat 
ditangkap dalam keadaan hidup. Beberapa hewan bahkan dapat 
diper tahankan hidup serta tumbuh, dan dengan demikian telah 
diperoleh informasi lebih banyak tentang dampak ekofi siologis dari 
tekanan hidrostatik.

Adanya pengaruh tekanan hidrostatik terhadap biota laut 
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dalam dapat disimpulkan dari beberapa percobaan terhadap 
suatu kelompok   organisme bakteri laut dalam. Bakteri laut dalam 
berhenti tumbuh dan berkembang biak pada tekanan hidrostatik 
yang rendah dan aktif tumbuh dan berkembang biak pada tekanan 
hidrostatik yang tinggi, sama dengan tekanan hidrostatik dalam 
habitatnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada   organisme ini 
terdapat  adaptasi khusus terhadap tekanan hidrostatik yang dapat 
mempengaruhi   organisme. Karena secara anatomik dan fi siologik 
hewan metazoa jauh lebih kompleks dari bakteri, dapat diharapkan 
bahwa sistem fi siologik hewan multiselular laut dalam akan lebih 
bergantung pada tekanan hidrostatik bila dibandingkan dengan 
sistem fi siologik bakteri laut dalam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Prophagating 
Phy siology Kagoshima University tentang sistem enzim dua jenis 
ikan katadromik yang secara taksonomik sangat berdekatan te-
ta pi hidup di kedalaman yang berbeda, menunjukkan bahwa 
per bedaan tekanan hidrostatik sebesar 100 atm atau bahkan 
lebih kecil, dapat mengubah sifat fungsional enzim yaitu dapat 
mengubah kemampuan enzim untuk mengikat substrat yang tepat 
dan merubah kecepatan reaksi pengikatan ini. Perubahan seperti 
ini dapat dikatakan sama dengan perubahan aktivitas enzim akibat 
perubahan suhu. Hasil penelitian ini jelas menunjukkan bahwa 
te kan an hidrostatik memegang peran yang sangat penting dalam 
proses  adaptasi terhadap lingkungan hidup laut dalam. 

Berbagai penelitian terhadap bermacam sel, mulai dari sel 
protoplasma sampai mamalia, telah membuktikan bahwa tekanan 
sangat mempengaruhi morfologi sel, termasuk kemampuan mem-
bentuk kumparan mitotik dan melangsungkan mitosis. Koesoebiono 
(1992) menyebutkan bahwa amoeba cenderung kehilangan pseu-
do poda dan merubah bentuk menjadi suatu bola. Sedangkan 
Tetrahymena kehilangan kemampuannya untuk bergerak dengan 
meng gunakan silia. Tekanan hidrostatik juga sangat berpengaruh 
terhadap proses fi siologik dan biokimia misalnya proses fi siologik 
otot tertentu. Pengaruh tekanan yang paling mencolok adalah 
terha dap berbagai molekul makro seperti protein. Dalam labora-
torium, sintetis dan fungsi protein sangat dipengaruhi oleh 
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tekanan hidrostatik, dan biasanya pengaruhnya buruk. Karena 
protein dalam bentuk enzim dan bahan pembentuk utama sangat 
vital bagi   organisme hidup, rupanya hewan laut dianugerahi ke-
mam puan untuk mengadaptasikan struktur dan fungsi proteinnya 
secara khusus sehingga hewan ini dapat bertahan hidup.

Hasil penelitian tentang pengaruh tekanan hidrostatik terha-
dap hewan laut dangkal yang telah dilaksanakan pada kondisi 
laboratorium, serta hasil pengamatan akibat tekanan terhadap sel 
dan molekul makro (protein), dan bukti yang diperoleh melalui 
berbagai percobaan dengan menggunakan bermacam hewan laut 
dalam, merupakan indikasi kuat bahwa sistem fi siologi dan distri-
busi hewan laut dalam sangat dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik 
perairan. 

Mirip dengan efek temperatur yang lebih rendah terhadap 
fl uiditas membran, tekanan hidrostatik yang lebih tinggi juga 
memiliki efek pada kerja enzim Na-K-ATPase pada membran sel, 
yaitu membuatnya lebih kental, atau kurang cairan, dibandingkan 
dengan membran di bawah tekanan hidrostatik yang lebih rendah. 
Mekanisme ini dapat memiliki efek yang sangat mengganggu 
bagi fungsi membran lipid sel, mempengaruhi proses enzimatik, 
seperti sinyal trans-membran, dan aktivitas membran lainnya 
yang berasosiasi dengan protein (Siebenaller dan Garrett, 2002). 
Fluiditas membran umumnya dikendalikan oleh jumlah relatif 
dari asam lemak jenuh dan tak jenuh yang membentuk lapisan 
ganda lipid. Sejumlah besar asam lemak jenuh akan menurunkan 
fl uiditas, dengan memungkinkan untuk berasosiasi dengan rantai 
lemak yang terdekat, sementara peningkatan asam lemak tak 
jenuh akan menyebabkan jumlah fl uiditas yang lebih tinggi, karena 
adanya ikatan ganda sepanjang rantai asam lemak.

Untuk melawan efek tekanan hidrostatik pada membran, 
maka jumlah asam lemak tak jenuh dipacu konsentrasinya agar 
lebih besar pada membran sel   organisme laut dalam. Djoko 
Soedarmo dan Anggoro (1991) menyatakan, bahwa pada biota 
luminesens yang menghuni laut dalam persentase asam tak jenuh 
tunggal ditemukan lebih besar dibanding biota yang menghuni 
laut dangkal, namun persentase asam lemak tak jenuh ganda 
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menunjukkan tidak ada perbedaan antara biota laut dangkal dan 
biota laut dalam. 

Adaptasi Enzimatik

 Tekanan tinggi telah terbukti mengubah afi nitas enzim dan 
laju reaksi enzimatik. Namun, efek pada laju reaksi adalah ganda: 
tergantung pada reaksi enzimatik, tekanan dapat menghambat 
atau meningkatkan reaksi, berdasarkan karakteristik reaksi. 
Secara khusus, jika ada perubahan volume positif antara substrat 
dan produk akhir, atau jika reaksi terganggu karena lingkungan 
sekitar, tekanan tinggi akan memiliki efek penghambatan pada 
reaksi.

Proses enzimatik yang biasanya terganggu oleh tekanan, 
terutama ligan (substrat, kofaktor, dan modulator). Seperti dalam 
kasus lipoprotein enzim Na-K-ATPase, respon dari enzim terlarut 
seperti laktat dehidrogenase (LDH) dan malat dehidrogenase 
(MDH) terhadap tekanan berbeda secara adaptif antara  spesies 
yang ditemukan pada kedalaman yang berbeda. Substrat enzim 
dan interaksi kofaktor enzim, yang digambarkan dengan konstanta 
Michaelis-Menten (Kin) menunjukkan bahwa sebagian besar tidak 
sensitif terhadap tekanan antara 1 atm dan 476 atm untuk LDHs dan 
MDHs dalam tubuh ikan laut dalam dan invertebrata. Sebaliknya, 
homolog LDHs dan MDHs pada   organisme di perairan dangkal 
sangat peka terhadap tekanan hidrostatik. Sebaliknya, ketika 
perubahan volume negatif yang dialami, tekanan hidrosttik tinggi 
akan memiliki efek rangsangan pada reaksi biokimiawi. Berkenaan 
dengan afi nitas enzim untuk substrat, tekanan hidrosttik tinggi 
telah terbukti memisahkan multimers protein yang berikatan 
dengan ikatan noncovalent, akibatnya, tekanan hidrosttik tinggi 
akan menyebabkan denaturasi protein multimerik dan enzim, 
serta menghambat afi nitasnya untuk substrat. 

Untuk melawan efek dari tekanan hidrostatik pada enzim, 
  organisme laut dalam dapat menunjukkan  adaptasi terhadap 
kinetika reaksi enzimatik, atau untuk struktur enzim itu sendiri. 
Pada dasarnya, setiap  adaptasi merupakan  adaptasi pada struktur 
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enzim, dimana struktur menentukan fungsi. Misalnya,  adaptasi 
terhadap kinetika melibatkan perubahan pada afi nitas enzim 
pada substratnya sehingga tekanan hidrostatik tinggi tidak akan 
mempengaruhi keseluruhan reaksi biokimiawi sistem penglihatan. 

Salah satu  adaptasi enzimatik, misalnya luciferase, pada 
  organisme laut dalam adalah penggunaan monomer enzim, bukan 
multimerik hormonal, yaitu, enzim terdiri dari unit polipeptida 
tunggal. Adaptasi lain ialah perubahan dalam ikatan noncovalent 
antar bagian dari polipeptida. Substitusi untuk berbagai asam 
amino dengan yang lainnya dapat mengubah kekuatan ikatan 
noncovalent, dengan ikatan kuat yang cocok pada lingkungan 
bertekanan hidrostatik tinggi sehingga dapat menghasilkan pendar 
cahaya (Soedarmo dan Anggoro, 1991)

Adaptasi Thermik 

Daerah dimana suhu cepat berubah dengan berubahnya 
kedalaman laut adalah suatu lapisan peralihan yang terletak 
antara massa air permukaan dengan massa air laut dalam. Daerah 
peralihan dengan gradien temperatur cukup tinggi ini dinamakan 
lapisan Termoklin (Mid Scattering Layer). Tebal  termoklin berkisar 
antara beberapa ratus meter sampai hampir satu kilometer. 

Di bawah daerah  termoklin massa air lebih dingin dan jauh 
lebih homogen dibandingkan dengan massa air  termoklin dan 
massa air di atas daerah  termoklin. Semakin dalam, suhu semakin 
turun, tetapi laju perubahannya jauh lebih lambat daripada laju 
perubahan suhu pada daerah  termoklin. Kedalaman melebihi 
3000–4000 m, massa air dapat dikatakan isotermal. 

Dilihat dari sudut  ekologi yang penting adalah suhu tidak 
berubah dalam jangka waktu yang panjang. Tidak didapatkan 
perubahan suhu musiman maupun tahunan. Mungkin tidak ada 
 habitat lain di bumi seperti di laut dalam dimana suhu demikian 
konstannya.

Terkait dengan kemampuan  adaptasi biota laut terhadap 
suhu media hidup, dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. 
Perta ma, biota laut yang memiliki kemampuan yang tinggi 



67PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT BERBASIS EKOSISTEM

melalukan  adaptasi termik (temperatur) disebut Eurithermik atau 
eurythermal. Kedua, biota laut yang kemampuan adaptasinya 
terbatas terhadap perubahan temperatur perairan, dikenal sebagai 
biota Stenothermik atau stenothermal. Biota stenothermik dapat 
dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: (a) biota polithermik, 
yang menyenangi hidup pada perairan dengan temperatur tinggi 
(misalnya, biota yang hidup di perairan yng mendapat limbah 
bahang PLTU, atau yang berada di dalam kawah gunung berapi 
bawah laut), (b) biota Oligothermik, yaitu biota yang menyenangi 
hidup di dalam perairan dengan temperatur rendah (misalnya, 
biota laut yang hidup di klutub Utara atau Kutub Selatan).

Adaptasi Respiratorik 

Terkait dengan kemampuan biota laut dalam merespon 
ketersediaan oksigen terlarut di alam, dikenal dua tipe. Pertama, 
biota laut Respiroregulator yang mempunyai kemampuan mengatur 
respirasi dan tingkat konsumsi oksigen sesuai ketersediaan 
oksigen di dalam perairan. Kedua, biota laut Respirokonformer 
yang kemampuannya terbatas dalam mengatur respirasi dan 
tingkat konsumsi oksigen. Biota tipe respirokonformer memiliki 
kemampuan distribusi lebih luas dari pada Respirokonfomer, baik 
menyebar secara horizontal maupun secara vertikal (berbagai 
kedalaman perairan).

Oksigen yang terdapat dalam massa air laut dalam masuk 
ketika massa air ini masih merupakan suatu massa air permukaan. 
Hampir seluruh massa air laut dalam berasal dari permukaan laut 
Arktika dan Antartika. Di sini massa air permukaan yang dingin 
tetapi kaya akan oksigen tenggelam dan kemudian mengalir ke 
arah utara dan selatan untuk menjadi bagian dari massa air laut 
dalam. Respirasi   organisme laut dalam dan tidak adanya penam-
bahan oksigen setelah massa air permukaan tenggelam, tidak 
menye babkan kadar oksigen sangat menurun. Hal ini disebab-
kan kepadatan   organisme laut dalam sangat rendah dan dengan 
demikian kebutuhan akan oksigen juga sangat rendah sehingga 
kadar oksigen laut dalam tidak sangat menurun. Terbukti bahwa 
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kadar oksigen menurun sekitar 20 m di atas dasar laut dalam dan di 
dekat dasar kepadatan   organisme laut dalam paling tinggi.

Hal yang aneh pada kadar oksigen di laut dalam adalah 
adanya suatu  zona oksigen minimum yang terletak antara keda-
laman 500 – 1000 m. Di bawah maupun di atas  zona ini, kadar 
oksigen lebih tinggi. Dalam  zona oksigen minimun, kadar oksigen 
mungkin kurang dari 0,5 ml/liter. Adanya  zona ini terutama 
disebabkan oleh respirasi   organisme yang sejalan dengan tiadanya 
penukaran massa air  zona oksigen minimum ini dengan massa 
air yang kaya akan oksigen. Terjadinya  zona oksigen minimum 
di kedalaman antara 500 dan 1000 m dan bukan di kedalaman 
yang lebih dalam adalah karena di kedalaman melebihi 1000 m 
kepadatan   organisme demikian rendahnya sehingga kadar oksigen 
disini tidak nyata menurun. Sebaliknya di kedalaman antara 500 
– 1000 m, kepadatan   organisme tinggi. Di kedalaman kurang dari 
500 m, kadar oksigen cukup tinggi sekalipun biomassa   organisme 
tinggi, karena adanya cadangan oksigen dari atmosfer serta dari 
hasil  fotosintesis tumbuhan dan distribusi vertikal lewat konveksi 
termohalin. 

Berkurangnya sediaan oksigen terlarut di lingkungan laut 
dalam, mengharuskan   organisme yang hidup di sana untuk me-
ngem bangkan pola  adaptasi respiratorik agar lebih efektif me-
nyerap O2 dan menggunakannya. Lewat regulasi respiratorik, 
  organisme laut dalam akan mengurangi aliran darah ke organ 
pernafasan dan menurunkan denyut jantung, sebagai bagian dari 
refl eks mereka guna mengurangi kebutuhan metabolik dan bisa 
menghemat oksigen. Beberapa   organisme laut dalam yang telah 
ditemukan menunjukkan respons yang sama, yaitu menunjukkan 
tingkat konsumsi oksigen yang sangat rendah, khususnya mid-
water krustasea, scavenging amphipods raksasa, ikan bentopelagis 
dan mikroba (Shirayama, 1992.). Penjelasannya, biota laut dalam 
tersebut melakukan  adaptasi respirokonformik untuk merespon 
sediaan oksigen yang rendah di habitatnya. Di sisi lain, beberapa 
 spesies bentik laut dalam dan perairan dangkal menunjukkan 
tidak ada perbedaan dalam tingkat metabolisme (ditemukan pada 
beberapa binatang berkulit lunak dan megafauna hidrotermal 
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vent). Simpulan yang dapat ditarik, pola  adaptasi respirasiratorik 
dalam lingkungan bertekanan hidrostatik tinggi terkait erat dengan 
 adaptasi enzimatik yang meningkatkan efi siensi transportasi dan 
tingkat konsu7msi oksigen.

Adaptasi Trofo-phagik 

Trofophagik adalah tingkatan atau potensi pakan alami 
yang tersedia bagi biota laut. Terkait dengan kemampuan 
biota laut dalam merespon ketersediaan pakan alami di dalam 
perairan, dikenal dua tipe. Pertama, biota laut Euryphagic yang 
mempunyai kemampuan memanfaatkan pakan alami berbagai je-
nis dan berbagai ukuran sesuai ketersediaan pakan alami di dalam 
perairan. Kedua, biota laut tipe Stenophagic yang kemampuannya 
terbatas dalam memanfaatkan pakan alami yang tersedia di alam. 
Biota stenophagic terdiri dari dua tipe, yaitu: (a) poliphagic, 
yaitu biota yang tabiat makannya menyenangi pakan alami yang 
brukuran besar, (b)  oligophagic, yaitu biota laut yang tabiat 
makannya menyenangi pakan alami yang berukuran kecil atau  renik 
(plankton). Biota tipe   euryphagic memiliki kemampuan distribusi 
lebih luas dari pada stenophagic, baik menyebar secara horizontal 
maupun secara vertikal (berbagai kedalaman perairan). 

Letak laut dalam jauh dari  zona fotosintetik dan di dalamnya 
tidak berlangsung produksi primer, kecuali daerah tertentu yang 
terdapat bakteri kemosintetik. Dengan demikian semua   organisme 
penghuni laut dalam pada akhirnya bergantung pada pakan yang 
diproduksi di tempat lain di mana dapat berlangsung  fotosintesis. 
Pakan ini kemudian diangkut atau terangkut ke laut dalam. Dengan 
demikian, laut dalam merupakan ekosistem bumi yang unik karena 
laut dalam tidak memiliki lokasi dimana produksi primer dapat 
berlangsung.

Bahan yang secara potensial dapat digunakan sebagai pakan 
sampai di laut dalam karena tenggelam dari massa air permukaan. 
Karena populasi   organisme di lapisan atas laut dalam sangat padat, 
sangat kecil kemungkinan bahwa masih ada pakan yang tenggelam 
hingga mencapai dasar laut dalam. Langkanya pakan alami di 
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laut dalam barngkali merupakan penyebab rendahnya kepadatan 
  organisme penghuni laut dalam. Tanpa adanya materi dan energi 
dalam jumlah besar yang berasal dari pakan alami yang tenggelam 
atau didistrubusikan dari lapisan atas, tidak mungkin sejumlah 
besar biota dapat bertahan hidup di dasar laut dalam.

Peluang suatu zarah pakan akan mengalami pembusukan 
atau dimakan oleh suatu   organisme selama tenggelam semakin 
besar dengan semakin jauhnya jarak tenggelam zarah tersebut. 
Dengan demikian semakin dalam suatu   organisme hidup, semakin 
sedikit pakan yang tersedia.

Mungkin sebagian besar zarah yang tenggelam dari  zona 
eufotik ke laut dalam bukanlah berupa bahan yang langsung dapat 
digunakan sebagai pakan alami, tetapi, misalnya berupa pe let 
tinja atau kulit krustasea yang lepas pada waktu ganti kulit. Ke-
banyakan   organisme tidak dapat mencerna kitin yang merupakan 
bagian dari kulit krustasea, tetapi bahan ini sesampainya di 
dasar laut dalam akan diserap oleh bakteri dan kemudian diubah 
menjadi pakan dalam bentuk protoplasma bakteri. Karena zarah 
ini lebih lama tinggal di dasar laut dalam daripada dalam kolom 
air, maka bakteri pada sedimen dasar laut dalam melimpah dan 
merupakan pakan bagi bermacam   organisme yang lebih besar. 
Bahkan, kelimpahan   organisme pemakan bakteri ini mungkin lebih 
besar daripada kepadatan   organisme pelagik di kedalaman yang 
sama. Melimpahnya   organisme pemakan bakteri menyebabkan 
berku rangnya kadar oksigen di daerah dasar laut dalam. 

Banyaknya pakan yang tersedia di laut dalam bergantung 
pada besarnya produksi primer di  zona eufotik di perairan 
permukaan atau jarak dari suatu sumber sekunder seperti serasah 
organik yang berasal dari  habitat terestrial. Pakan yang tersedia 
di laut dalam yang terletak di bawah massa air perimukaan yang 
produktif atau di dekat daratan, jauh lebih banyak daripada yang 
tersedia di laut dalam di bawah massa air permukaan yang tidak 
produktif atau jauh dari daratan.

Di laut dalam terdapat berbagai jenis sumber pakan. Ma-
teri yang langsung dapat dimanfaatkan sebagai pakan adalah 
bermacam   organisme laut dalam yang menghabiskan masa awal 
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hidupnya atau stadium larvanya di  zona fotik untuk kemudian 
bermigrasi ke laut dalam dimana ia akan menjadi mangsa para 
predator. Jenis sumber pakan lain yang juga langsung dapat 
dimanfaatkan adalah fragmen mamalia bahari dan ikan mati yang 
tenggelam ke laut dalam dan sampai disana sebelum dimakan 
seluruhnya oleh   organisme penghuni  zona perairan di atas laut 
dalam. Jenis pakan ini sulit diprediksi tersedianya di laut dalam, 
teta pi Isaacs dan Hessler dari Scripps Institution of Oceanography 
membuktikan bahwa bila jenis pakan ini tersedia,   organisme laut 
dalam dapat mendeteksinya dengan cepat dan para konsumen 
jenis pakan ini bahkan datang dari jarak yang jauh. Bukti – bukti 
diperoleh dengan percobaan berupa penempatan umpan di dasar 
laut dalam dan dikaji respon biota terhadap umpan tersebut.

Sumber pakan yang tidak dapat dimanfaatkan secara 
langsung, tetapi baru dapat dimanfaatkan setelah diuraikan oleh 
bakteri antara lain sisa tubuh hewan dan tumbuhan yang tidak 
dapat dicernakan. Misalnya kitin, kayu dan selulosa. Sumber pakan 
lain yang potensial adalah bahan organik yang larut atau berbentuk 
koloid dan bahan yang berasal dari plankton dan berbentuk gelatin. 
Dengan demikian, stok pakan alami sangat langka di laut dalam 
bila dibandingkan dengan  habitat lain. Di kedalaman yang sangat 
dalam, pakan semakin langka. Kelangkaan pakan ini merupakan 
penyebab rendahnya kepadatan   organisme di dasar laut dalam. 
Dilihat dari cara makannya, fauna laut dalam dikelompokkan 
dalam empat kategori :
1. Predator yang memakan hewan lainnya seperti ikan, udang, 

kepiting, gurita, dan cumi-cumi. 
2. Deposit-feeder dan scavenger yang memakan endapan (parti-

kel sedimen) dan bangkai. Misalnya Echinodermata (teripang, 
bintang laut), siput, cacing laut. Hewan tersebut merupakan 
“pembersih” laut karena mempercepat proses penguraian 
bangkai hewan laut maupun sampah di laut.

3. Hewan penyaring air (fi lter-feeder). Partikel atau makanan 
larut air akan tertahan pada sistem penyaring, kemudian 
diteruskan ke pencernaan. Contohnya adalah kerang (Bivalvia) 
dan Pogonophora (hewan dalam tabung). 
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4. Parasit. Namun, belum banyak diketahui parasit hewan laut-
dalam ini. Salah satu contoh adalah siput dari famili Eulimidae 
yang hidup menumpang pada Echinodermata (teripang).

Langkanya sediaan pakan alami (phagik) di perairan laut dalam 
mengakibatkan terdapatnya beberapa pola  adaptasi morfologik. 
Kebanyakan ikan laut dalam mempunyai mulut yang besar, relatif 
lebih besar daripada ukuran tubuhnya, dibandingkan dengan 
ikan penghuni  habitat bahari lainnya. Dalam mulutnya terdapat 
gigi yang panjang dan melengkung ke arah tenggorokan sehingga 
menjamin bahwa apa yang tertangkap tidak akan keluar lagi. Lebih 
aneh lagi mulut ini dihubungkan dengan tengkorak oleh suatu 
engsel yang memungkinkan ikan membuka mulut sangat lebar, 
bahkan jauh lebih lebar dari tubuhnya, sehingga memungkinkan 
menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya. Kemampuan 
untuk mencengkeram dan menelan pakan yang berukuran lebih 
besar dari tubuhnya merupakan suatu  adaptasi dari ikan laut dalam 
terhadap langkanya pakan. 

Respon lain terhadap langkanya pakan ditunjukkan antara 
lain oleh ikan pemancing (Ceratoidea) yang menjadikan dirinya 
suatu perangkap dengan menggunakan suatu bagian dari sirip 
dorsal yang telah mengalami modifi kasi sebagai umpan. Pada 
ikan pemancing, umpan berbentuk suatu organ penghasil cahaya. 
Umpan-umpan seperti ini terdapat pada banyak ikan laut dalam. 
Misalnya pada ikan stomiatoid terdapat benang-benang peraba 
yang berpangkal pada dagu

Langkanya pakan yang mengakibatkan sangat rendahnya 
kepadatan   organisme menimbulkan masalah sulitnya memperoleh 
pasangan dari jenis kelamin yang berbeda bagi keperluan 
reproduksi dalam  habitat yang sangat luas dan gelap gulita ini. 
Salah satu  adaptasi phagik tampak pada ikan pemancing, Ceratias. 
Pada ikan ini yang betina berukuran jauh lebih besar daripada yang 
jantan. Ceratias jantan sangat kecil dan hidup menempel pada 
betina sebagai parasit, sehingga yang jantan selalu ada untuk 
menyediakan sperma dan yang betina tidak perlu mencarinya. 
Sudah tentu Ceratias jantan harus dapat menemukan yang betina, 
dan kemudian menempel di tubuhnya. Dianggap bahwa Ceratias 
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jantan dapat menemukan betinanya melalui indra olfaktorik.
Ukuran tubuh   organisme laut dalam merupakan suatu 

paradoks. Karena pakan sangat langka, dapat diharapkan bahwa 
  organisme dan ikan laut dalam berukuran kecil. Kebanyakan ikan 
laut dalam yang berhasil ditangkap memang berukuran kecil, juga 
bila dibandingkan dengan kerabat mereka dari perairan bahari 
yang dangkal, sekalipun beberapa ikan besar berhasil diambil 
foto nya dengan menggunakan kamera bawah permukaan air yang 
diberi umpan.

Sebaliknya kolompok invertebrata tertentu, khususnya 
amfi po da, isopoda, ostrakoda, misid dan copepoda berukuran jauh 
lebih besar daripada kerabat mereka yang hidup pada perairan laut 
dangkal. Keadaan dimana ukuran membesar dengan meningkatnya 
kedalaman dikenal dengan istilah gigantisme abisal. Ukuran yang 
dapat dicapai “raksasa abisal” ini benar-benar mengagumkan. 
Bathy no mus giganteus, suatu isopoda panjangnya 42 cm, sedangkan 
Alicella gigantea, suatu amfi poda dapat mencapai panjang 15 cm. 
Penampang tubuh ostrakoda raksasa dari genus Gigantocypcis yang 
menghuni perairan mesopelagik berdiameter beberapa sentimeter. 
Gaudia princeps, suatu Copepoda, panjangnya 10 mm, atau hampir 
sepuluh kali Copepoda kalanoid.

Terdapat dua teori utama tentang gigantisme abisal ini, 
sekalipun belum ada kesepakatan di antara para ilmuan tentang 
faktor penyebabnya. Teori pertama, mengatakan bahwa tekanan 
hidrostatik yang tinggi mengakibatkan kelainan pada metabolisme 
biota akuatik. Teori kedua beranggapan bahwa ada tekanan yang 
menghambat sekaligus memacu pertumbuhan secra lambat pada 
biota tersebut di atas. Laju pertumbuhan yang lambat ini tidak 
hanya akan memperpanjang waktu pencapaian tingkat dewasa 
seksual, tatapi juga memperpanjang jangka waktu dimana hewan 
mencapai tingkat dewasa seksual, sehingga tercapai suatu ukuran 
yang besar. Perwujudan ekstrem dari kombinasi ini adalah seekor 
hewan abisal berukuran raksasa.

Ukuran besar yang dapat dicapai biota tertentu kemungkinan 
juga merupakan hasil seleksi alamiah. Besarnya ukuran, panjangnya 
jangka waktu hidup dan tertundanya tingkat dewasa seksual 



74 ADAPTASI BIOTA PESISIR DAN LAUT

merupakan hal yang menguntungkan bagi   organisme laut dalam. 
Keuntungannya, antara lain, telur yang dihasilkan besar serta 
daya tetas dan sintasan hidup larvanya lebih terjamin. Demikan 
pula anak-anak yang ditetaskan berukuran besar, sehingga dapat 
memanfaatkan pakan alami dari berbagai jenis dan ukuran. Biota 
berukuran besar juga lebih kuat serta mampu menjelajahi wilayah 
yang luas, yang memberi kemudahan dalam mencari pasangan 
ba gi keperluan reproduksi dan memperoleh pakan alami. Jangka 
hidup yang panjang berarti bahwa periode dewasa seksual juga 
panjang, sehingga cukup waktu untuk mencari pasangan hidup 
untuk keperluan reproduksi.

Kebanyakan infauna bentik laut dalam (cacing polikaeta, 
krustasea dan molusca) berukuran jauh lebih kecil dari kerabatnya 
yang hidup sebagai infauna dasar laut yang dangkal. Ukuran 
invertebrata bentik yang sangat kecil inilah merupakan ciri 
utama yang sebenarnya dari fauna laut dalam, bukan gigantisme. 
Mengingat luasnya laut dalam, maka diharapkan adanya hewan 
berukuran raksasa. Ini pun didapat di laut yang dangkal, misalnya 
kerang raksasa (kima, Tridacna sp) yang hidup di  terumbu karang.

Pada umumnya dasar laut dalam terdiri dari sedimen yang 
sangat halus. Organisme yang hidup di dasar laut dalam cenderung 
bertubuh lembut dan rapuh, memiliki kaki panjang atau pada 
hewan sesil memiliki anggota tubuh tertentu yang penjang dan 
memungkinkan hewan ini dapat mengangkat tubuhnya di atas 
permukaan sedimen lunak. Terdapat pula ikan laut dalam yang 
memiliki sirip panjang dan sempit, yang juga berfungsi untuk 
mengangkat tubuhnya bergerak di atas permukaan sedimen lunak.

Adaptasi Morfologis

Beberapa jenis ikan penghuni laut dalam umumnya berwarna 
monokrom atau bahkan albino, karena pigmen mereka tidak 
tersentuh sinar matahari. Sinar matahari tidak mampu menembus 
lapisan laut sampai kedalaman 650 m atau lebih. Dengan absennya 
sinar matahari, maka daur  ekologi tidak lagi berlaku dengan 
absennya produsen. Makhluk di laut dalam hanya mengandalkan 
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“remah-remah” dari lapisan di atasnya. 
Karena minim cahaya dan stok makanan, maka makhluk 

di “alam” ini mengembangkan evolusi mereka sebagai predator 
pasif. Mereka hanya menunggu dengan diam lama. Jumlah populasi 
juga tidak banyak karena akan makin memperketat kompetisi 
memperoleh makanan. Kondisi itu juga menyebabkan mereka 
mengembangkan kemampuan hermafrodit untuk berkembang 
biak. Bentuk  adaptasi fi siologis lain adalah   organisme laut dalam 
mempunyai kapasitas untuk mengolah energi yang jauh lebih 
efektif dari makhluk hidup di darat dan  zona laut atas. Mereka 
bisa mendaur energinya sendiri dan menentukan seberapa banyak 
energi yang akan terpakai dengan stok makanan yang didapat.

Evolusi morfologis biasanya terbagi menjadi dua. Satu pihak 
mengembangkan kemampuan predasinya. Mereka biasanya akan 
memangsa apa saja tanpa diet tertentu. Secara morfologis, senjata 
pembunuh seperti rahang, tengkorak dan dimensi mulut mengalami 
perubahan. Ciri umum adalah mulut yang melebar, rahang yang 
kuat dan gigi-gigi tajam. Mereka harus seoptimal mungkin mencari 
mangsa yang jarang di laut dalam. Praktek kanibalisme juga 
sering terjadi di beberapa  spesies. Sementara evolusi morfologis 
lain justru kebalikannya. Untuk  spesies non ikan seperti moluska 
dan sebangsanya akan adaptif untuk memakan mikroorganisme 
yang ada. Kelompok ini sulit bersaing dengan ikan yang ganas. 
Sebagai senjata untuk mempertahankan diri terhadap serangan 
hewan pemangsa, biota ini dibekali kemampuan berkamufl ase 
menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. 

Adaptasi Osmotik

Ditinjau dari aspek ekofi siologi,   organisme air dapat diba-
gi menjadi dua kategori sehubungan dengan mekanisme faali nya 
dalam menghadapi  adaptasi osmotik media (Anggoro dan Naka-
mura, 1996) :

Tipe pertama, Osmokonformer, adalah   organisme yang seca-
ra osmotik labil, karena tidak mempunyai kemampuan mengatur 
kandungan garam serta osmolaritas di dalam cairan internalnya. 
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Oleh sebab itu, osmolaritas carian tubuhnya selalau berubah dan 
menyesuaikan kondisi osmolaritas media hidupnya;

Tipe kedua, Osmoregulator, adalah   organisme yang mempu-
nyai mekanisme faali untuk menjaga kemantapan millieu interieur-
nya dengan cara mengatur osmolaritas (kandungan garam dan air) 
pada cairan internalnya.

Sesuai dengan respons osmotiknya, udang laut termasuk tipe 
osmoregulator. Kemampuan osmoregulasinya sangat bergantung 
kepada stadia hidup (tingkat perkembangan organ) serta tingkat 
salinitas medianya (Anggoro dan Nakamura, 1996).

Osmoregulasi adalah suatu sistem homeostasis pada udang 
untuk menjaga kemantapan millieu interiueur-nya dengan 
mengatur keseimbangan konsentrasi osmotik antara cairan intrasel 
dengan cairan ekstraselnya. Mekanisme osmoregulasi tersebut 
dapat terjadi lewat dua aktivitas (Potts dan Parry, 1963). Pertama, 
dengan mempertahankan kemantapan osmolaritas cairan ekstrasel 
tanpa harus isosmotik terhadap salinitas media. Kedua, menjaga 
kemantapan cairan intrasel agar tetap isosmotik dengan cairan 
ekstraselnya. Kedua aktivitas tersebut dilakukan dengan cara 
mengatur volume air di dalam cairan ekstrasel serta mengatur 
pertukaran ion antara cairan intrasel dengan cairan ekstrasel. 
Komponen yang terlibat dalam osmoregulasi adalah : (1) kendali 
hormonal (organ X/kelenjar sinus dan organ pericardial), (2) 
protein pada membran sel, yang berperan sebagai sistem pompa 
ion, pengemban (carrier) dan biokstalisator (enzim, Na-K ATPase), 
serta energi (ATP) untuk pengangkutan aktif. Adapun organ-
organ tubuh yang ikut berperan sebagai tempat berlangsungnya 
osmoregulasi adalah : insang, saluran pencernaan, integumen 
(kulit) dan organ ekskresi pada kelenjar antena. Khusus stadia 
telur dan awal larva, dengan organ sekresi belum berkembang atau 
belum berfungsi sempurna, peran endokrin (hormon) digantikan 
oleh ektoderm dan seperangkat enzim, baik oleh enzim yang 
terikat pada membran atau organel maupun enzim yang terdapat 
pada sitoplasma (Anggoro dan Nakamura, 1996).

Daur hidup udang windu di alam (Gambar 25) menunjukkan 
bahwa stadia dewasa (induk), telur dan larva awal merupakan 
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penghuni laut dengan media bersalinitas relatif tinggi (polihalin). 
Pada stadia itu, udang berada di dalam lingkungan media dengan 
osmolaritas mantap yang mendekati isosmotik dengan cairan 
internalnya. Sebaliknya pada fase estuaria, yaitu stadia pasca larva 
serta pra-dewasa, media hidup udang berada pada kondisi yang 
berubah osmolaritasnya sebagai akibat tidak stabilnya salinitas 
di estuaria. Agar dapat hidup dan tumbuh dengan layak pada 
kedua tipe lingkungan tersebut, cairan tubuh udang perlu dijaga 
dan dipertahankan baik konsentrasi ion maupun osmolaritasnya. 
Udang yang dipelihara di media buatan mempunyai masalah, 
karena osmolaritas media hidupnya belum tentu sesuai dengan 
osmolaritas cairan tubuhnya. Untuk mengatasi permasalahan os-
mo tik tersebut, udang dituntut untuk menjaga keseimbangan 
osmotik, dengan cara mempertahankan kemantapan osmolaritas 
cairan internal melalui mekanisme osmoregulasi..

Pada kondisi lingkungan yang hipertonik, cairan tubuh udang 
bersifat hipoosmotik terhadap media hidupnya. Oleh karena itu, 
air dari cairan tubuh cenderung untuk bergerak ke luar secara 
osmosis melalui saluran pencernaan, insang dan kulit (Mantel dan 
Farmer, 1983). Dalam kondisi seperti itu, udang akan berusaha 
mempertahankan osmolaritas cairan tubuh dengan cara agar cairan 
internal tidak keluar dari selnya serta mencegah agar cairan urin 
tidak lebih pekat dari hemolinfe-nya. Untuk keperluan itu, udang 
mengekstrak N2O dari medianya, dengan cara minum air atau 
memasukkan air lewat insang dan kulit (pada saat ganti kulit). 
Di dalam saluran pencernaan, air dan ion terlarut itu diabsorpsi. 
Kelebihan ion, terutama Na+ dan Cl-, yang diambil oleh hemolinfe 
akan dikeluarkan oleh insang melalui sel-sel epitel (salt secreting 
epithelium), sehingga diperoleh air bebas ion untuk pembentukan 
urin dan keseimbangan osmotik cairan tubuh udang. Pengaturan 
keseimbangan ion tersebut dilakukan dengan cara pengangkutan 
aktif. Untuk keperluan itu diperlukan sejumlah energi yang berasal 
dari simpanan ATP (Adenosin Tri-fosfat). Pada kondisi lingkungan 
yang hipotonik, cairan tubuh udang bersifat hiperosmotik terhadap 
media eksternalnya. Dalam kondisi seperti itu, air dari media 
eksternal cenderung untuk menembus masuk ke dalam bagian 
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tubuh yang berlapis tipis, antara lain insang, usus dan kulit (pada 
saat ganti kulit). Ion-ion cenderung berdifusi ke luar tubuh dan 
cairan internal akan terancam kekurangan ion melalui ekskresi. 
Untuk mengatasi hal itu, udang akan berusaha mempertahankan 
kemantapan osmolaritas cairan tubuh dengan mekanisme regulasi 
hiperosmotik, yaitu dengan cara :
(1) Meningkatkan absorpsi ion (garam) dari media eksternal 

melalui insang dan usus,
(2) Menghasilkan urin yang hipoosmotik melalui organ ekskresi 

(kelenjar antena) (Gilles dan Pequeux, 1983; Anggoro dkk, 
2018).

Dalam hal ini alat ekskresi berfungsi sebagai “pompa air”, 
sehingga kelebihan volume air di dalam cairan ekstrasel dapat 
dikeluarkan melalui urin yang hiposmostik.

Salinitas berperan pada peningkatan atau penurunan oksigen 
terlarut dan gas-gas lainnya dalam air. Pada salinitas yang lebih 
tinggi, daya larut oksigen dalam air semakin rendah, satuan 
volume air menjadi lebih berat, gravitasi specifi k lebih tinggi 
dan sifat mengapung yang lebih besar. Kira-kira 5,3 ml O2 dapat 
terlarut dalam satu liter air tawar pada temperatur 300C, tetapi 
pada salinitas 30-32 promil dengan volume yang sama hanya 4,4 
ml O2 yang terlarut (Anggoro, 1992). Salinitas mempengaruhi 
laju konsumsi oksigen pada udang. Pada Penaeus monodon, laju 
konsumsi oksigen minimum jika salinitas berada pada kondisi 
isosmotik. Perubahan salinitas akan menimbulkan bervariasinya 
tingkat kerja osmotis antara cairan tubuh dengan lingkungannya, 
serta menyebabkan perubahan laju konsumsi oksigen. Pada 
udang air tawar (Macrobrachium rosenbergii) dan beberapa  spe-
sies air  payau menunjukkan pengaturan hiperosmotis, yaitu 
mempertahankan konsentrasi garam-garam hemolim yang lebih 
tinggi dari medium lingkungannya, sedangkan pengaturan hipo-
osmotis terdapat pada udang yang hidup di air laut dan danau 
bergaram (Waterman, 1960).
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Gambar 25 .  Adaptasi Osmotik Udang sesuai Daur Hidup 
 di Pesisir dan Laut (Sumber: Aims, 2000)

 
Mekanisme Osmoregulasi Udang Saat Molting

Molting adalah proses pergantian cangkang pada hewan 
Crustacea : udang, kepiting, lobster, dll. dan terjadi ketika ukuran 
daging udang bertambah besar sementara eksoskeleton tidak 
bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku, sehingga 
untuk menyesuaikan hewan ini akan melepaskan eksoskeleton lama 
dan membentuk kembali dengan bantuan kalsium. Pertumbuhan 
larva dan pascalarva udang merupakan perpaduan antara proses 
perubahan struktur melalui metamorfosis dan ganti kulit (molting), 
serta peningkatan biomassa sebagai proses transformasi materi 
dari energi pakan menjadi massa tubuh udang. Pertumbuhan 
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal meliputi sifat 
genetik dan kondisi fi siologis dan faktor eksternal yakni berkaitan 
dengan lingkungan yang menjadi media pemeliharaan. Faktor-
faktor eksternal tersebut diantaranya yaitu, komposisi kimia air, 
substrat dasar, temperatur air, salinitas dan osmolaritas serta 
ketersediaan pakan (Anggoro, dkk. 2018).
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Penjelasan secara sederhana mengenai proses ganti kulit 
atau molting pada udang mengikuti alur proses sebagai berikut 
(Waterman, 1961; Anggoro dan Nakamura, 1996):
1. Mobilisasi dan akumulasi cadangan material metabolik, seperti 

Ca, P dan bahan organik ke dalam hepatopankreas selama 
akhir periode antar ganti kulit (intermolt akhir).

2. Pembentukan kulit baru diiringi dengan resorpsi material 
organik dan anorganik dari kulit lama selama periode 
persiapan (awal) ganti kulit (premolt). Ciri-ciri pada fase ini 
sebagai berikut): (a) meningkatnya mobilisasi dan akumulasi 
material metabolik dalam hepatopankreas., (b) penyiapan 
epidermis atau eksoskeleton baru, (c) akibatnya tekanan 
osmotik pada cairan ekstra seluler meningkat tajam dan 
bersifat hiperosmotik terhadap lingkungan, (d) melakukan 
regulasi hiperosmotik.

3. Pelepasan kulit lama pada saat ganti kulit dan diikuti dengan 
absorpsi air dari media eksternal dalam jumlah besar (molt). 
Ciri-ciri yang dapat dilihat pada fase molting adalah sebagai 
berikut 
a. Penglepasan kulit, ada absorpsi air dari lingkungan (miilieu 

exterieur)
b. Kerja organ X terhenti, hormon osmoregulasi dan MIH tidak 

disekresikan
c. Organ Y bekerja mensekresikan MAH (yang memacu ganti 

kulit)
d. Terjadi perubahan pola (Osmoregulator menjadi Osmokon-

former)
4. Kondisi lemah (tdak makan dan tidak beraktifi tas), jika media 

dalam keadaan jauh dari isosmotik, dapat terjadi Molt Death 
Syndrome (MDS);
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Gambar 26.  Proses Molting pada Udang 
 (Sumber: Waterman, 1961)
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5. Pembentukan dan pengerasan kulit baru dari cadangan 
material organik dan anorganik yang berasal dari hemolimfe 
(darah) dan hepatopankreas (sebagian kecil berasal dari 
media eksternal), yang terjadi pada periode setelah ganti kulit 
(postmolt). Ciri-ciri pada fase ini sebagai berikut : (a) kerja 
organ Y terhenti digantikan organ X, (b) hormon Osmoregulasi 
dan MIH disekresikan kembali, (c) sekresi MAH terhenti, (d) 
mekanisme osmoregulasi kembali berfungsi.

6. Pertumbuhan jaringan somatik selama periode setelah ganti 
kulit dan awal antar ganti kulit, fase dimana udang akan 
mengalami homeostasis kalsium yakni proses yang bertujuan 
untuk menyeimbangkan kandungan ion kalsium tubuh dengan 
ion kalsium diperairan (intermolt awal). Ciri-ciri pada fase 
ini sebagai berikut (a) pengerasan kulit (hardening), (b) 
cairan intra seluler isosmotik dengan Cairan ekstra seluler, 
(c) pertumbuhan sel otot meningkat tajam (dukungan sintesis 
protein/asam amino).

Ada dua faktor yang mempengaruhi molting pada krustasea 
yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 
diantaranya; adanya stressor, nutrisi, photoperiod dan temperatur 
sedangkan faktor internal terkait dengan produksi hormon 
ekdisteroid dan Molt Inhibiting Hormon (MIH). Pelepasan hormone 
ekdisteroid oleh organ-Y yang bervariasi berdasarkan stadium yang 
dilaluinya dalam  siklus ganti kulit dan juga tergantung pada kadar 
hormon ekdisteroid yang terdapat dalam hemolim.

Adaptasi Osmotik pada Ikan

Osmoregulasi merupakan suatu upaya pengaturan tekanan 
osmotik dan regulasi ion pada hewan air agar terjadi keseimbangan 
elektrolit (ion) antara cairan tubuh interna (millieu interieur) 
dan lingkungan perairan (millieu exterieur). Pengaturan tekanan 
osmotik dan keseimbangan ini dilakukan melalui mekanisme 
pertukaran air (H2O) dan ion-ion. Umumnya, sebagian besar 
  organisme yang hidup di dalam perairan melakukan osmoregulasi, 
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termasuk sidat (Anguilla sp). Tetapi mengingat sidat merupakan 
jenis katadromous yakni ikan yang sebagian hidupnya adalah di 
air tawar tetapi bermigrasi ke laut untuk memijah (spawning 
migration), maka sidat memiliki mekanisme osmoregulasi yang 
berubah disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungannya. 
Sidat bersifat osmoregulator-euryhaline, yakni memiliki toleransi 
yang luas terhadap perubahan salinitas media. Diduga, karena 
daya toleransi yang tinggi  inilah yang menyebabkan metabolisme 
dan daya tahan tubuh ikan ini menjadi tinggi sehingga kandungan 
nutrisinya pun tinggi. Ikan sidat dewasa akan bereproduksi di laut, 
selanjutnya anakan ikan ini akan bermigrasi mencari  muara dan 
menuju air tawar dan tinggal di hulu sungi selama bertahun-tahun 
sampai fasenya dewasa (Gambar 27). Setelah dewasa sidat akan 
kembali bermigrasi dari hulu sungai dan bergerak ke arah tengah 
laut untuk bereproduksi ((kawin dan memijah), begitu terus  siklus 
hidupnya.

 Gambar 27.  Daur Hidup dan Adaptasi Osmotik Ikan Sidat
 (Sumber: Aoyama, 2009)

Organ osmoregulasi sidat
Beberapa organ yang berperan dalam osmoregulasi 

antara lain insang, ginjal dan usus. Pada insang, sel-sel yang 
berperan dalam osmoregulasi adalah chloride cell yang terletak 
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pada lembaran insang. Insang berfungsi memompa ion chloride 
(Cl-), sodium (Na+) dan potassium (K+). Ion Na+ dibutuhkan 
dalam pemompaan NH4

+ dan H+ dari dalam tubuh ikan ke 
lingkungannya, sementara ion Cl- berperan dalam pemompaan 
HCO3

-. Kondisi inilah yang menyebabkan level ammonia 
dalam darah sangat rendah. Perubahan ion pada chloride 
cell oseanodrom berbeda dengan patadrom. Pada ikan sidat, 
membran dan mitokondria mengalami perubahan struktur yang 
besar sehingga mekanisme transport ion berubah, yakni saat di 
laut berfungsi seperti oseandrom dan begitu pula ketika di air 
tawar berfungsi seperti potandrom. Saat menjadi potandrom, 
keluar masuknya Na+ dan Cl- terjadi karena perubahan difusi 
sementara saat menjadi oseandrom semua ion yakni Na+, Cl-, 
NH4

+ dan HCO3
- bergerak keluar menuju media. 

Ginjal berfungsi mengekskresikan sebagian besar 
produk metabolism tubuh dan mengatur konsentrasi cairan 
tubuh. Pada saat berada di air tawar, ginjal sangat berperan 
dalam osmoregulasi. Karena konsentrasi cairan tubuh lebih 
tinggi dari lingkungan, air berdifusi ke dalam tubuh sehingga 
darah menjadi lebih encer. Agar konsentrasi cairan tubuh tetap 
stabil maka ginjal meningkatkan kerja penyaringan sehingga 
urine lebih banyak mengandung air. Kerja ginjal banyak ini 
dilakukan melalui transport aktif. Mekanisme pompa ion atau 
transport aktif tersebut diilustrasikan pada gambar 28. 
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Gambar 28.  Mekanisme Transport Aktif pada Nefron Ikan 
 Eurihalin (Sumber : Hickmand, 1969)

Organ lain yang juga berperan adalah usus, di mana 
saat air laut masuk ke dalam usus, dinding usus aktif mengambil 
ion-ion monovalen (Na+, K+ dan Cl-) dan air, serta membiarkan 
lebih banyak ion-ion divalent (Mg2+, Ca2+, SO4

2-) tetap di dalam 
usus sebagai cairan rectal agar osmolaritas usus sama dengan 
darah. Oide (1968) menyatakan bahwa ginjal dan usus sidat 
(Anguilla japonica) beradaptasi sesuai dengan medianya. 
Umumnya  spesies Eurihalin memiliki ginjal yang memiliki 
kinerja yang baik di salinitas rendah dan tinggi. Secara umum, 
ginjal mereka mirip dengan ikan air tawar. Namun fungsi dan 
struktur dipengaruhi oleh salinitas lingkungan. 

Hormon Osmoregulasi pada Ikan
Keterlibatan beberapa organ osmoregulasi pada ikan 

diatur oleh hormon. McCormick (2001) menyatakan bahwa 
sebagai penghubung utama antara perubahan lingkungan dan 
respon fi siologi   organisme, sistem neuroendokrin merupakan 
bagian penting dalam  adaptasi osmoregulasi. Diduga bahwa 
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hormon pertumbuhan (Growth Hormone) mengatur osmoregulasi 
pada ikan air laut, hormone prolactin lebih berperan di medium 
air tawar, adapun hormon cortisol berinteraksi dengan kedua 
hormon tersebut untuk menjalankan fungsi osmoregulasi. Pada 
Gambar 29, diilustrasikan kerja hormon-hormon tersebut. 

                      
Gambar 29.  Mekanisme Kerja Hormon dalam Proses Osmoregu-

lasi Ikan (Sumber : McCormick (2001)

Potts dan Parry (1963) menyatakan bahwa ada dua 
hormon yang sangat penting bagi perubahan osmoregulasi 
dari air tawar ke air laut yaitu kortisol dan prolaktin. Kortisol, 
suatu hormon kortikosteroid yang dirilis dari korteks adrenal. 
Ikan tidak memiliki kelenjar adrenal, jaringan corticoid 
mereka tersebar di daerah ginjal yang dikenal sebagai kepala 
interrenal yang mensekresikan kortisol. Interrenalectomy 
(pemindahan organ interrenal) menghambat smoltifi cation. 
Kortisol adalah hormon penting untuk memungkinkan  adaptasi 
terhadap kehidupan laut. Kortisol juga berperan dalam 
memfasilitasi  adaptasi terhadap air laut dengan meningkatkan 
penyerapan air di usus bersamaan dengan selektifi tas ion dan 
merangsang reabsorpsi air dari kandung kemih. Injeksi kortisol 
ke sidat kuning menginduksi peningkatan aktivitas Na + K + - 
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ATPase dalamchloride cell. Kortisol memfasilitasi  adaptasi 
terhadap air laut dengan meningkatkan penyerapan air di 
usus bersamaan dengan pengecualian selektif ion dan dengan 
merangsang reabsorpsi air dari kandung kemih.

Hormon prolaktin lebih banyak berperan bagi sidat 
untuk hidup di air tawar. Prolaktin menginduksi sekresi 
lendir yang mencakup fi lamen insang dan permukaan tubuh, 
menghambat keluar dan masuknya garam. Ini adalah dua 
persyaratan penting untuk sidat saat berada di air tawar 
karena mereka tinggal di lingkungan hyposmotic. Prolaktin 
juga mengatur air dan gerakan ion melalui saluran usus dan 
kencing. Prolaktin, karena itu, sangat penting dalam menjaga 
keseimbangan ion di air tawar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ocean Research 
Institute, University of Tokyo (2008) pada Anguilla japonica 
menyebutkan bahwa ada jenis hormone lain yang berperan 
dalam regulasi homeostasis sidat saat berada di air laut. 
Hormon tersebut adalah Atrial Natriuretic Peptide (ANP).  ANP 
merupakan hormone yang segera dikeluarkan sebagai respons 
terhadap peningkatan salinitas lingkungan, dan mengatur 
aktivitas berbagai organ osmoregulatory, memperbaiki 
kelebihan dalam plasma, meningkatkan konsentrasi Na+ dan 
mendorong  adaptasi terhadap air laut. 

Mekanisme osmoregulasi pada ikan
Semakin jauh perbedaan tekanan osmotik antara 

tubuh (milieu interieur) dan lingkungan (milieu eksterieur), 
maka energy metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan 
osmoregulasi semakin banyak. Terkait dengan konsentrasi ion 
yang berbeda pada tiap perairan, secara umum regulasi ion dan 
air pada ikan dibedakan menjadi tiga, yaitu regulasi hipertonik 
dan hiperosmotik. Regulasi hipertonik dan hiperosmotik 
merupakan pengaturan konsentrasi cairan tubuh yang lebih 
tinggi dari konsentrasi media secara aktif, terjadi pada ikan 
air tawar (potadrom). Regulasi hipotonik dan hipoosmotik 
adalah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang 
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lebih rendah dari konsentrasi media, misalnya pada ikan laut 
(oseandrom). Adapun regulasi serta isotonic dan isoosmotik 
terjadi jika konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi 
media, seperti yang terjadi pada ikan yang hidup di daerah 
estuaria Pada prinsipnya, regulasi osmotik pada potadrom dan 
oseanodrom seperti tampak pada gambar 30.

Gambar 30.  Regulasi Osmotik pada Potadrom dan Oseanodrom 
(Sumber : Maetz dan Garcia Romeu (1964) dalam 
Lagler et all., 1977)

Sidat (Anguilla sp) yang melakukan ruaya pemijahan 
dari air tawar ke air laut tentunya mengalami ketiga regulasi 
tersebut, di saat berada di media air tawar, mekanisme 
osmoregulasi yang bekerja adalah seperti potadrom, sedang-
kan saat berada di medium air laut, maka mekanisme 
osmoregulasinya berlangsung seperti pola oseanodrom. Secara 
spesifi k, mekanisme tersebut dapat dijelaskan dalam uraian 
berikut.

Regulasi Hipertonik atau Hiperosmotik 
Ikan air tawar menggunakan strategi hiperosmotik 

de ngan memproduksi urin encer  dalam volume besar 
yang relatif bebas dari ion monovalen. Efek diuretik dari 
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volume tersebut cenderung menarik beberapa ion. Gradien 
osmotik pada insang dan permukaan tubuh cenderung 
menarik ion monovalen dan divalen. Ini biasanya diganti 
dengan penyerapan pada insang atau dengan penyerapan 
dari makanan yang tertelan. Ginjal pada ikan air tawar 
terdiri dari penyaringan (fi ltrasi), pengeluaran (ekskresi) 
dan penyerapan unsur-unsur (absorbsi). Glomerolus ber-
tanggung jawab untuk penyaringan air, ion dan metabolit 
dari plasma. Melekat pada setiap glomerulus, terdapat 
sistem tubulus yang mampu mengeluarkan ion divalent 
(Mg2+, Ca2+, SO4

2-) dan penyerapan ion monovalen (Na +, K 

+, Cl-).
Regulasi Hipotonik atau Hipoosmotik

Saat di laut, sidat harus terus minum air laut untuk 
mengganti cairan tubuh yang hilang. Hewan-hewan ini 
dihadapkan dengan masalah menghilangkan ion yang 
diserap bersama dengan air. Saat berada di laut, sidat 
memproduksi sejumlah kecil urin yang sangat pekat, 
mengandung limbah dan kation divalen, demikian pula pada 
faecesnya. Ukuran dan fungsi glomerolus dikurangi untuk 
menghemat energi yang dibutuhkan untuk menyaring dan 
menyerap kembali ion monovalen dan penting zat organik 
plasma. Ini juga bertujuan untuk menghemat air. Hampir 
semua  spesies laut kehilangan segmen tubulus distal, 
daerah tersebut bertanggung jawab dalam menyerap 
kembali ion monovalen (Na +, K +, Cl-). Segmen yang tersisa 
dalam bentuk serupa dengan ikan air tawar adalah tubulus 
proksimal. Segmen ini bertanggung jawab untuk sekresi ion 
divalen  (Mg2+, Ca2+, SO4

2-) . Sebagian besar ion monovalen 
dan sebagian kecil dari ion divalen diserap. 

Regulasi Isotonik dan Isoosmotik
Pada saat berada dalam kondisi isotonic atau isoos-

motik seperti saat berada di estuary, osmoregulasi dengan 
transport aktif tidak dilakukan. Pada kondisi ini, konsentrasi 
cairan dan ion tubuh sama dengan konsentrasinya di 
lingkungan. Oleh karena itu, bagi diadromous, estuary 
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memiliki peran yang sangat penting bagi penyesuaiannya 
dari dan ke suatu lingkungan dengan salinitas tinggi, 
atau sebaliknya. Seperti ikan teleost lain, osmolalitas 
cairan tubuh sidat dipertahankan pada 300-400 mOsm. 
Osmolalitas air laut adalah 1000 mOsm pada salinitas  
35 promil. Dengan demikian, osmolaritas cairan tubuh 
sidat berada sekitar sepertiganya, yang dekat dengan 
osmolaritas medium air  payau. Hasil penelitian Ayuningtyas 
dkk (2015) meninjukkan bahwa titk isosmotik elver sidat 
berada pada media 250 sampai 440 mOsmol/l H20 atau 
setara dengan salinitas 4-5 promil. Ini berarti bahwa biaya 
energetik osmoregulasi sidat akan lebih rendah di air  payau 
dibandingkan pada lingkungan ekstrim seperti air tawar 
atau air laut yang bersalinitas tinggi. Banyak energi yang 
diperlukan untuk mengatur tekanan osmotik mereka untuk 
homeostasis (Aoyama, 2009). Osmoregulasi mengkonsumsi 
energi sehingga sidat harus mengkonsumsi makanan lebih 
banyak untuk mencegah penurunan pertumbuhan. Dari 
sudut pandang osmoregulasi dan ketersediaan pangan, 
tinggal di daerah estuari selama fase pertumbuhan lebih 
menguntungkan, dan mungkin menjadi alasan mengapa 
persentase sidat yang tinggal di  muara selama fase 
pertumbuhan lebih tinggi dan mengapa pertumbuhan sidat 
lebih cepat di air  payau daripada di air tawar. 

Hourdry (1995) menyebutkan bahwa sidat mengalami 
modifi kasi terkait dengan adaptasinya dari air tawar ke laut 
seperti ilustrasinya pada Gambar 31. Modifi kasi tersebut terjadi 
dalam aliran ion dan cairan tubuh selama transformasinya dari 
yellow eels (Y) ke silver eels (S). 
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Gambar 31.  Modifi kasi Osmoregulasi Anguilla dari Habitat 
Air Tawar ke Habitat Air Asin ( Laut), (Sumber : 
Hourdry, 1995)

Pada saat berada di medium air tawar (sungai), ion Na+, 
K+ dan Cl- berdifusi keluar menuju milieu exterieur melalui 
insang sementara air masuk ke dalam milieu internal secara 
osmosis. Penjelasannya: (1) Efek ini dibatasi oleh penyerapan 
ion melalui sel chlorida insang, (2) melalui ekskresi, urin 
diencerkan (3). oleh karena itu, tidak ada transit air melalui 
usus. Pada Silver eels (S)  di lingkungan laut, ion Na+, K+ dan Cl- 
menembus cairan tubuh melalui insang (1) dan setelah konsumsi 
air yang tinggi (2) di mukosa usus (3). Invasi ini dihindari melalui 
ekskresi ion yang dilakukan olehchloride cell insang (4). Usus 
menyerap air (3) dan menghindari dehidrasi osmosis melalui 
insang (1). Oleh karena itu, kehilangan air melalui ginjal (5) 
dan usus (6) tetap rendah.  Thomson dan Sargent (1977) dalam 
Hourdry (1995) menyebutkan bahwa saat modifi kasi tersebut, 
persentase chloride cell dalam insang juga berubah dalam 
rangka  adaptasi sidat terhadap air laut.  Persentase dalam 
Yellow eels (Y) meningkat, tapi tetap stabil dalam silver eels 
(S). Chloride cell telah ada pada silver eels (S) dari air tawar 
dan aktif selama  adaptasi dengan air laut.  Ilustrasi mengenai 
perubahan persentase chloride cell tersebut ditampilkan pada 
gambar 32.
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Gambar 32.  Perubahan Persentase Chloride Cell dalam Insang 
Sidat. Sumber : Hourdry (1995)

Selain perubahan pada mekanisme osmoregulasi, 
sidat dewasa yang bermigrasi ke laut juga mengembangkan 
penebalan dari lapisan kulit yang membantu mereka 
beradaptasi dengan lingkungan yang sangat hipertonik begitu 
mereka masuk laut. Ada juga yang hanya meningkatkan jumlah 
sel-sel jaringan insang yang mengeluarkan sel chlorida. Sel-
sel ini memungkinkan sidat untuk melawan invasi garam yang 
mengancam mereka di lingkungan laut. Perubahan juga terjadi 
pada smoltifi cation dengan peningkatan jumlah chloride cell 
karena mereka membutuhkan ekstrusi garam terhadap gradien 
konsentrasi, maka aktivitas Na-K-ATPase menjadi penting. 
Seperti keadaan aktif chloride cell, peningkatan pesat dalam 
sintesis protein juga terjadi dengan didukung oleh proliferasi 
ribosom. Dengan demikian, sel-sel ini mampu memompa 
keluar garam melalui mekanisme transpor aktif ke medium 
sekitarnya. 
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Warna keperakan yang muncul pada kulit sidat sebelum 
mereka migrasi ke hilir sungai disebabkan oleh pengendapan 
kristal purin, guanin dan hipoxantine pada lapisan kulit. 
Informasi ini memberikan penjelasan tentang mekanisme 
transpor aktif untuk memblokir masuknya garam atau elektrolit 
melalui kulit dalam lingkungan baru yang hypersaline. Melalui 
analisis pada perekaman otolith sidat, ternyata perbedaaan 
media hidup, yang tentunya terkait dengan fi siologinya 
memberi penampakan yang jelas pada otolith seperti pada 
Gambar 33.

Gambar 33.  Pemetaan Strontium pada Otolith Sidat Jepang 
(Anguilla japonicus) Sumber : Aoyama (2009)

Gambar 33 di atas menunjukkan kecenderungan tipe 
 habitat sidat. Warna biru gelap menunjukkan fase hidup di air 
tawar, biru terang menunjukkan fase hidup di media bersalinitas 
rendah yakni estuary adapun warna kuning dan oranye 
menunjukkan fase  habitat bersalinitas tinggi yaitu laut (Aoyama, 
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2009). Demikian beberapa informasi tentang osmoregulasi sidat 
terkait dengan ruaya pemijahannya, jelas memperlihatkan 
bahwa sidat (Anguilla sp.) memiliki toleransi yang sangat luas 
terhadap salinitas, sehingga dapat dinyatakan bahwa sidat 
bersifat osmoregulator-eurihalin. Artinya, perubahan media 
akan direspon secara fi siologis melalui mekanisme osmoregulasi 
dan regulasi ionik agar dapat bertahan hidup dan meneruskan 
regenerasi sesuai tuntutan daur hidupnya. Fenomena tersebut 
perlu diantisipasi dalam pengelolaan wilayah  pesisir terpadu, 
misalnya dalam membangun bendungan perlu diusahakan agar 
tidak menghalangi alur ruaya ikan sidat, baik larva ikan yang 
bergerak menuju hulu sungai ataupun induk-induk ikan sidat 
yang bermigrasi dari hulu sungai menuju tengah laut untuk 
keperluan kawin dan memijah.
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Defi nisi 

Bioluminisens atau “bioluminescence” (Bahasa Inggris) 
adalah suatu bentuk emisi (pancaran) energi biologi, yang terjadi 
karena adanya konversi energi kiwia menjadi energi cahaya pada 
berbagai mahluk hidup tertentu (Lehninger, 1965). Lebih lanjut, 
Harvey (1976) menyatakan bahwa bioluminesens sebenarnya 
berasal dari bahasa Yunani (bios = hidup; latris luminescere = 
menghasilkan cahaya), yang dapat diartikan sebagai pembentukan 
cahaya biologis oleh   organisme tertentu. 

Bioluminisens dapat terjadi baik di laut dalam maupun 
laut dangkal, bahkan dapat terjadi pada perairan tambak yang 
terjangkit wabah Baculovirus. Peristiwa biolumisesens di laut 
dapat dilihat dalam bentuk “fosforesens laut” yang terjadi oleh 
cahaya yang dihasilkan berjuta –juta dinofl agelata dan mikro-
  organisme dari famili Myctophidae (Gambar 34).  Bioluminesens 
umum terjadi pada malam hari di laut dangkal,sedangkan di laut 

3
FENOMENA BIOLUMINISENS SEBAGAI 

INDIKATOR  STATUS KESEHATAN 
EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 
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dalam bioluminesens mencapai perkembangan tertinggi dan paling 
komplek di lapisan dalam yang nircahaya atau kondisinya gelap. 

Gambar 34.   Bioluminescence   Organisme Laut  dari Family 
 Myctophidae dan Dinofl agellata 
 (Sumber: Encyclopedia Britannica, 1996)

Mekanisme Bioluminesens

Bioluminesens adalah produksi cahaya oleh   organisme 
hidup.  Mekanisme produksi cahaya telah diketahui dari penelitian 
terhadap hewan teresterial seperti kunang-kunang, dan mekanisme 
yang sama digunakan oleh   organisme akuatik.  Spektrum warna yang 
dihasilkan berbeda menurut species, tetapi secara menyeluruh 
meliputi warna – warna yang dapat dilihat oleh mata dari ungu 
sampai merah.

Biolominesens sebenarnya merupakan gejala kimia hayati, 
yaitu proses reduksi-oksidasi melalui serangkai an reaksi. Reaksi ini 
dapat terjadi bila tersedia se jumlah sustansi (bahan) dan energi 
di dalam organ lumi nesens (Photophor organ).  Substansi tersebut 
dikenal dengan substansi photogeni (Gambar 35) yang terdiri dari 
(Soedarmo dan Anggoro, 1991): (1) luciferin sebagai substrat, dan 
(2) enzim luci ferase sebagai katalisator. 
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Gambar 35.   Mekanisme Organ Bioluminesens 
 (Sumber: Encyclopedia Britannica, 1996)

Luciferin merupakan subs tansi organik yang akan dioksidasi 
dengan katalis Luciferase, sehingga akan menghasilkan cahaya. 
Untuk keperluan oksidasi tersebut diperlukan sejumlah oksigen yang 
diambil dari trachea (insang) atau lang sung dari molekul oksigen 
terlarut dalam air. Adapun sejumlah energi yang diperlukan dalam 
reaksi kimia diperoleh dari ATP pada sel luminesens (di photophor 
organ). ATP ini merupakan sumber energi utama yang terdapat 
pada sel organ luminesens (sel-sel photogeni). Molekul ATP yang 
kaya energi ini tidak dapat bergerak bebas dari satu sel ke sel 
yang lain, tetapi dibuat di tempat molekul itu akan digunakan 
(yaitu dalam sel- sel photogeni di organ photophor). Dalam proses 
bioluminesens ATP akan dihidrolisis menjadi adenosin monofosfat 
(AMP) dan pirofosfat (PPi), sehingga sejum lah energi dilepaskan. 
Energi yang dilepaskan dalam proses tersebut sebagian besar 
berbentuk energi cahaya yang dikenal dengan bioluminesens.

Secara sederhana reaksi umum bioluminesens pada biota 
laut dapat dituliskan sebagai berikut (Anderson, 1973; Harvey, 
1976) :
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LH2   +  ATP  +  O2                  AMP   +  PPi   +   CO2   + L(O)

LH2 ialah luciferin direduksi. L(0) : luciferin di oksidasi 
(oxylucsiferin), dan PPi adalah pirofosfat. Reaksi tersebut 
memerlukan energi ATP, Mg++(enjim AT-P ase) dan oksigen. 

Sebenarnya reaksi tersebut di atas merupakan 
penyederhanaan dari tahapan reaksi sebagai berikut (Anderson, 
1973) 

Organ Bioluminesens

Fenomena bioluminesens ini da pat dijumpai baik di udara 
(kunang-kunang) maupun di laut. Bahkan para awak kapal selam 
Jerman semasa perang dunia pertama pernah menyaksikan sinyal 
cahaya dari biota laut pada perairan yang sangat dalam, jauh di 
bawah daerah “deep scattering layer”, yaitu pada kedalaman 500 
sampai 2000 meter (Anderson, 1973). Hasil penemuan ter baru 
bahkan menyatakan bahwa bioluminesens pada biota laut justru 

Luciferase

Mg++

Aktifasi substrat 

reduksi 

+ E (luciferase) 

Mg++ 

 

L ( luciferin )                                  LH2 (1) 

 

LH2   +  ATP                                   E – LH2 – AMP (2) 

 

Reaksi (2) diteruskan dengan reaksi oksidasi sebagai berikut : 

 

E – LH2 – AMP + O2                       E – L (HOOH) - AMP (3) 

E – L (HOOH) – AMP                      E – L (O dianion) – AMP 
                                                   +  CO2 (4) 

E – L (O dianion) – AMP                      E + L (O) + AMP 
                                                         + Cahaya (5) 
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banyak terjadi di dalam perairan yang sa ngat dalam, yaitu di 
daerah abisal (2000 - 4000 meter) dan daerah hadal ( > 4000 - 7000 
meter) (Harvey, 1976).

Organ luminesens pada biota laut bentuknya ber variasi, 
demikian pula sistem kerjanya. Untuk lebih jelasnya pada uraian 
berikut ini dikemukakan berbagai tipe organ luminesens pada biota 
laut, baik hewan ting kat rendah (invertebrata) maupun tingkat 
tinggi (verte brata).

A.  Kelompok Krustasea
 

 Pada beberapa ikan dan krustasea, photophor tertutup oleh 
oleh suatu kelopak yang mampu menghidupkan dan mematikan 
pancaran cahaya.  Terdapat pula   organisme laut dalam yang dapat 
menggerakan photophor melalui aktivitas otot.

Dari delapan sub klas Krustasea tiga diantara nya mempunyai 
kemampuan bioluminisens. Tiga sub klas itu adalah Ostracoda, 
Copepoda dan Malacostraca. 

1. Ostracoda
Pada Ostracoda (Gambar 36) fenomena bioluminesens 

dilaku kan oleh organ luminesens yang dinamakan organ photo geni 
atau “photophor organ”. Organ ini berupa sel- sel yang bentuknya 
silindris memanjang dan terdapat pada bagian bibir atas. Sel-sel 
ini merupakan ke lenjar luminesens yang menghasilkan substansi 
photo geni berupa luciferin dan enzim luciferase. 

Gambar 36.   Ostracoda Acrocalanus Gracilis 
 (Sumber: http://www.oceana.org)
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Sebagal ilustrasi pada Cypridina Sp. terdapat 2 kelenjar sel 
luminesens. Kelenjar pertama berukuran agak besar (diameter 10 
mikron), berwarna kuning dan merupakan penghasil luciferin.

Sedangkan kelenjar kedua berukuran lebih kecil (diameter 
2 - 3 mikron), tidak berwarna, dan me rupakan penghasil enzim 
luciferase. Kedua ke lenjar tersebut akan bekerja dengan aktif bila 
keadaan lingkungan gelap atau remang-remang, cukup tersedia 
oksigen, pH dan salinitas air cukup tinggi (alkalis dan polihalin). 

2. Copepoda
Organ luminesens pada Copepoda (Gambar 37) mirip yang 

dimiliki Ostracoda (Cypridina sp). Perbedaannya terletak pada 
posisi organ terhadap anggota ba dan yang lain. Pada Copepoda 
(Gambar 38), kelenjar luminesens terletak pada segmen antenula, 
berwarna kuning, kadang-kadang menyebar di sepanjang antena 
dan di atas kepala. Berbeda dengan Ostracoda, pada Copepoda 
ini kelenjar luminesens ukurannya sama dan dapat menghasilkan 
substansi photogeni baik luciferin maupun luciferase. 

Gambar 37.  Copepoda (http://upload.wikimedia.org)
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Gambar 38.   Copepoda – Subgroup Harpacticoida: Canthocam-
pus (http://upload.wikimedia.org)

Substansi photogeni (Gambar39) akan diproduksi secara 
aktif pada kondisi perairan gelap, cukup oksigen, pH tinggi (alkalis), 
dan salinitas polihalin (di atas 30 ppt). Aktivitas bioluminisens ini 
akan memuncak pada musim pemijahan (spawning season) atau 
pada saat grazing (menarik mangsa).
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Gambar 39.  Beberapa Tipe Organ Photogeni (Photophor Organ) 
pada Biota Laut 

 (Sumber: Djoko Soedarmo dan Anggoro, 1991)

Keterangan: 
A :  Kelenjar luminesens pada Ostracoda dan Copepoda
B : Penampang melintang photophor organ pada Malacostraca 

(Euphausiacea). lu, c-sel luminesens, ref-refl ektor, fi -rod 
mass, l-lensa, c-sinus gland 

C : Penampang melintang photophor organ pada Decapoda 
(Sergestes sp).  bm-membran dasar, es-jaringan penghubung, 
11, 2, 3 permukaan lensa, le-epithel lensa, n-serabut syaraf, 
ph-sel-sel photo geni, r-refl ektor, pi-pigmen, th-capsula. 
(Sumber: Harvey, 1976)
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3. Malacostraca
Organ luminesens pada Malacostraca ter dapat di bagian 

maksila, yaitu pada segmen an tara mulut dan antena (pada 
kepala). Organ lu minesens ini dikenal dengan nama “photophores 
organ” (organ photophor) yang terdiri atas bagian-bagian : (1) sel-
sel lumine sens atau sel-sel photogeni, yang menghasilkan luciferin 
dan luciferase, (2) refl ektor, (3) rod mass yang berfungsi sebagai 
pengatur refl ektor, dan (4) lensa yang berperan dalam pengaturan 
besar kecilnya cahaya (luminesensi). Kerja dari organ photophore 
ini dikontrol oleh sistem hormon dan syaraf pusat, yaitu organ-X 
(yang mengeluarkan Gonad Inhibiting Hormone dan Molt Inhibiting 
Hormone) dan Organ-Y (yang menghasilkan Gonad Stimulating 
Hormon dan Molt Accelerating Hormone). Aktifi tas luminesens 
akan meningkat pada kondisi medium hiperosmotik atau pada saat 
musim pemijahan. Tipe ini ter dapat pada ordo Euphausiacea dan 
Mysidacea. 

Ordo dari Malacostraca yang lain, yaitu Deca poda, 
mempunyai organ photophor yang letaknya agak berbeda 
tergantung jenisnya, yaitu:
1. “Super facial photophor” yang dimiliki oleh udang Sergestes 

regalis, terdapat pada bagian kepala (dekat pangkal antena) 
di dekat mata;

2. “Antenulla photophor”, yang dimiliki oleh udang Parapandalus 
sp., terdapat pada ba gian ujung dan sekat-sekat antena;

3. “Linear photophor” yang dimiliki udang Oplophorus sp. 
terdapat pada segmen/bagian atas cephalothorax di dekat 
trachea (insang). 

Organ luminesens pada Decapoda ini pada garis besarnya 
terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut : (1) membran dasar, 
(2) ja ringan penghubung, (3) epidermis, (4) tiga lapis lensa, 
(5) epithel lensa, (6) syaraf pengendali luminesensi, (7) sel-sel 
photogeni yang meng hasilkan luciferin dan luciferase, (8) pigmen, 
(9) refl ektor, dan (10) Capsula. Sel-sel photogeni selain merupakan 
penghasil luciferin dan luciferase, juga merupakan penye dia ATP 
dan penerima suplai oksigen dari trachea (insang). Cahaya yang 
terbentuk berwarna kuning kehijauan. Pemancarannya diatur 
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dengan cara pemberian oksigen dari trachea ke sel-sel photo geni. 
Aktivitas bioluminisens pada Decapoda akan meningkat sejalan 
dengan meningkatnya aktivitas seksual (spawning activity) dan ak-
tivitas pemangsaan (grazing activity).

B. Kelompok Ubur-ubur dan Cacing Laut

Organ luminesens pada ubur-ubur (Gambar 41) terletak 
pada bagian permukaan payung (umbrella layer), yang terdiri 
atas granula luminesens. Granula luminesens ini dapat berpijar 
secara otomatis, terutama pada saat cuaca gelap atau saat musim 
pemijahan. Organ luminesens ini mirip yang di miliki oleh Noctiluca 
(sejenis fi toplankton laut). Pada Noctiluca (Gambar 40), granula 
luminesens itu tetap ber ada di dalam selnya. Granula luminesens 
ter sebut merupakan penghasil substansi photogeni, yaitu luciferin 
dan luciferase, yang berperan dalam reaksi bioluminisens.

Gambar 40. Noctiluca Scintillans (Macartney) 
 Kofoid et Swezy 1921 http://www.marecol.gu.se

Pada cacing laut perairan dalam (Gambar 42), yaitu 
Macellicephala hadalis, yang hidup di daerah hadal (kedalaman 
7000 - 7500 meter), mempunyai organ luminesens berupa kelenjar 
photogeni di bagian atas punggungnya (sepanjang segmen tubuh). 
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Kelenjar photogeni tersebut da pat mengeluarkan luciferin dan 
luciferase, terutama bila cukup tersedia oksigen dan ada dorongan 
untuk menarik mangsanya.

 
Gambar 41. Ubur-Ubur Pelagial (Physalia sp) dan Ubur-Ubur 

Abisopelagial (Dactylometra sp) Dactylometra pacifi ca 
 (Sumber: Amakusa Marine Biological Laboratory.)

Gambar 42.   Cacing Laut Hadal (Macellicephala sp) 
 (Sumber: Soedarmo dan Anggoro, 1991)
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C. Kelompok Cumi-cumi (Chepalopoda)
 
Photophor kebanyakan   organisme, khususnya ikan dan cumi-

cumi (Gambar 43),  terletak di bagian ventral tubuh   organisme.  
Hewan–hewan yang hidup di bagian atas  zona mesopelagik dimana  
beberapa cahaya yang berasal dari permukaan laut masih dapat 
menembus, akan tampak sebagai bayang-bayang hitam bagi seekor 
predator yang melihat hewan ini dari bawah.  Bila photophor 
berfungsi, intensitas cahaya yang dihasilkan sama besar dengan 
intensitas cahaya yang datang dari arah permukaan laut.  Akibatnya, 
bayang-bayang hitam hilang dan hewan penghasil cahaya ini tidak 
mudah dimangsa.  

Organ luminesens pada Cumi-cumi (termasuk juga Sotong 
dan Gurita) terdapat di bagian tentakel dan di dekat mulut.  
Organ luminesens ini merupakan sel-sel photophor yang dapat 
menghasilkan luciferin dan luciferase. Aktivitas sel-sel photophor 
ini akan meningkat pada saat memburu mangsanya pada keadaan 
gelap. Namun pada saat ada musuh (predator) yang meng ganggu, 
organ luminesens ini akan berhenti kerja nya. Sebagai gantinya 
Cephalopoda akan menyemburkan cairan berwarna hitam kebiruan 
untuk mengelabui musuhnya.

Gambar 43.   Loligo vulgaris: Organ Biolumisens Berada di Ba-
gian Tentakel (Soedarmo dan Anggoro, 1991)
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Jenis lain dari Cephalopoda ialah Genggeng (Nautilus sp). 
Genggeng (Gambar 44) ini memiliki organ luminesens berupa sel-
sel photophor yang terletak di daerah maksila (rahang bawah) di 
depan cangkangnya. Untuk meningkatkan bioluminisens, sel-sel 
photophor biasanya mendapatkan bantuan suplai oksigen dari 
ruangan cangkang yang bersekat-sekat dan penuh berisi udara. 
Udara pada sekat-sekat cangkang ini, selain ber peran sebagai 
cadangan oksigen juga berfungsi untuk mengatur berat jenis dan 
pergerakan verti kal (diurnal movement).

Gambar 44.     Bioluminisens pada Cephalopoda  A - Gurita (Octo-
pus sp) 

Keterangan: 
B - Cumi-cumi (Lolibo sp), C - Genggeng (Nautilus sp)
PO  : Organ luminesens (sel-sel photophor)
(Sumber:  Soedarmo dan Anggoro, 1991)
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Histioteuthis dispar suatu cumi-cumi laut dalam, mengalihkan 
perhatian suatu predator dengan menghasilkan segumpal “awan” 
bercahaya.  Hal ini berbeda dengan cumi-cumi yang hidup di laut 
dangkal, yang menghasilkan awan “tinta” hitam.  

Organ Luminesens pada Vertebrata (Ikan)

Berdasarkan bentuk dan fungsinya dikenal dua tipe organ 
luminesens pada ikan-ikan laut, yaitu: pertama, organ luminesens 
yang mandiri (bekerja tanpa bantuan mikroba/bakteri), kedua: 
organ luminesens tidak mandiri (hanya ber fungsi setelah 
mendapatkan simbion bakteri luminesen).

A. Organ Luminesens Mandiri
Tipe organ luminesens ini dimiliki oleh ikan- ikan laut yang 

hidup di perairan dalam, yaitu di daerah abisal (kedalaman 2000 - 
4000 meter) dan daerah hadal (kedalaman lebih dari 4000 meter) 
Ikan-ikan yang hidup di laut yang sangat dalam ini memiliki  habitat 
dengan ciri-ciri : (a) cahaya sangat redup sampai gelap gulita (b) 
tekanan hidrostatik tinggi (e) pH dan salinitas tinggi (polihalin) (d) 
suplai oksigen tergantung sirkulasi massa air.

Organ luminesens yang dimiliki oleh ikan- ikan yang hidup 
di daerah tersebut di atas ben tuknya sangat khas, yaitu seperti 
tongkat ber kait (seperti mata pancing) yang menonjol di bagian 
atas kepalanya (Gambar 45).
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 Gambar 45.   Organ Luminesens pada Ikan Himantolophus pauci-
fi losus (Football fi sh) pada kedalaman 1000 – 4000   
meter (Sumber:  http://upload.wikimedia.org)

Organ luminesens itu terdiri atas sel-sel photogeni dan 
dikenal dengan nama photophor organ. Photophor organ ini 
berperan secara mandiri, karena sepanjang waktu memancarkan 
cahayanya. Kekuatan cahaya yang dipancarkan nya sangat 
ditentukan oleh persediaan energi dari ATP yang terdapat pada 
sel-sel photogeni dan kadar (ketersediaan) oksigen pada oksi-
hemoglobin di pembuluh tapis insangnya. 

Sebagai ilustrasi, organ luminesens yang ter kenal adalah 
yang dimiliki oleh ikan-ikan :
(1) Ikan Lentera Siri (Melanocetus cirrifer), yang hidup pada 

kedalaman 4000 - 5000 m 
(2) Ikan Lentera Bisul (Lynophrene corimbifera) yang hidup pada 

kedalaman (2000 - 4000 m)  
(3) Ikan Lentera Palung (Bassogigas sp), yang hidup pada 

kedalaman 5600 - 7200 m 
Organ luminesens pada ikan-ikan tersebut secara umum 

terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: (1) tiga lapis lensa, (2) 
jaringan penghubung, (3) sel-sel epidermis, (4) sel-sel photogeni, 
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(5) epithel lensa, (6) serabut syaraf, (7) pig men, (8) refl ektor, dan 
(9) capsula (Gambar 46).

Gambar 46.  Organ Luminesens (Photophor Organ) pada Ikan- 
Ikan Perairan Dalam (Penampang Melintang) 

l1, 12, 13 : lensa (3 lapis) le: epithel lensa; bm: membran 
dasar; ph: sel-sel photogeni; r: refl ektor ; pi: pigmen; n: serabut 
syaraf; th: capsula; k: pembuluh darah yang berhubungan dengan 
pembuluh tapis insang (Sumber: Harvey, 1976)

Sel-sel photogeni selain menghasilkan subs tansi luciferin 
dan luciferase serta ATP, juga berperan dalam penerimaan suplai 
oksigen yang dibawa oleh pembuluh darah dari insang. Cahaya 
yang dipancarkan lewat organ luminesens terjadi terus menerus, 
tetapi intensitasnya akan meningkat tajam pada masa pemijahan 
dan pada saat mencari mangsa (makanan).
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B.     Organ Luminesens Tidak Mandiri
Tipe organ ini terdapat pada ikan Leweri Batu 

(Photoblepharon palpebratus) dan ikan Leweri Air (Anomalops 
kataptron) Keistimewaan ikan Leweri terletak pada “lentera” 
(organ luminesens) yang terdapat di bawah matanya (di bagian 
pipi). Organ ini berbentuk lonjong dengan panjang kira-kira 10 
mm, berwarna putih kekuningan dan menge luarkan cahaya terus 
menerus berwarna biru kehijauan. Tetapi yang tampak, lentera 
yang dibawa oleh Leweri Air selalu berkelap-kelip, 10 detik 
menyala diseling 5 detik padam, sedangkan pada Leweri Batu 
dalam keadaan nor mal lentera itu dipancarkan terus menerus.

Meskipun struktur jaringan organ lumi nesens pada kedua 
jenis ikan tersebut sama, namun terdapat perbedaan dalam 
mekanisme untuk memadamkan pendar cahayanya. Pada Leweri 
Batu, di sebelah bawah organ lumi nesens terdapat lipatan kulit 
berwarna hi tam, yang dapat ditarik ke atas sehingga menutupi 
cahaya yang akan dipancarkan ke luar. Jadi fungsinya mirip kelopak 
mata pada manusia. Pada Leweri Air, organ lumi nesens yang 
bentuknya lonjong itu dapat ber putar pada sumbu memanjangnya. 
Jika organ ini ditundukkan ke bawah dengan cara memu tarnya ke 
dalam (ke arah badan), yang akan tampak hanya bagian permukaan 
berpigmen hitam pekat sehingga cahaya tampak padam.

Cahaya yang dipancarkan oleh organ lumi nesens pada ikan 
Leweri sebenarnya bukan merupakan hasil kegiatan faali secara 
mandi ri, melainkan dipengaruhi (diaktivasi) oleh bakteri luminesens 
yang hidup menumpang se bagai simbion di dalam sel-sel organ 
luminesens itu. Bakteri luminesens ini ber bentuk batang dengan 
panjang 2 - 3 m. Bakteri ini berperan dalam memproduksi luciferin 
dan luciferase, sedangkan sel-sel organ luminesens berperan dalam 
penyediaan energi (ATP) dan oksigen. Oksigen diperoleh melalui 
suplai dari pembuluh darah yang menuju pembuluh tapis insang.

Peran Bioluminesens bagi Kehidupan Biota Laut

Meskipun publikasi-publikasi dan penelitian menge nai 
bioluminesens telah ada cukup lama dan semakin ber kembang, 
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namun informasi tentang peran apa yang sesung guhnya ingin 
dicapai oleh proses bioluminisens itu da lam beberapa hal masih 
meragukan.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh Anderson 
(1973), Shimomura et.al. (1973), dan Harvey (1976), dapat 
diformulasikan bahwa bioluminisens pada biota laut mempunyai 
peran sebagai berikut: (a) penginderaan  habitat (untuk menerangi 
tempat hidup), (b) komunikasi visual biota sejenis:, (c) untuk 
mengenali sesama jenisnya, (d) untuk memberi tanda peringatan 
bahaya, (e) untuk memperlihatkan tanda-tanda berahi/ ke-
matangan seksual (sex recognition), (f) untuk memberikan daya 
tarik (atraktan) seksual pada lawan jenisnya, (g) untuk memberi 
aba-aba pergerakan atau ruaya., (h) atraktan pemangsaan 
(grazing), dan (i) kamufl ase untuk mengelabui musuh (predator).

Penginderaan  habitat dengan cara bioluminisens ini 
dilakukan oleh biota laut tertentu yang hidup di perair an yang sangat 
dalam, yaitu di daerah : (1) abiso/bati  pelagial (150 - 2000 m), (2) 
abisal (2000 - 4000 m), dan (3) hadal (>4000 m). Karena habitatnya 
sangat gelap, biota yang hidup di kedalaman ini meneranginya 
dengan bioluminesens. Adanya cahaya biologis ini se lain dapat 
menerangi  habitat, juga memudahkan orienta si gerak, terutama 
dalam mengenali medan serta keadaan di sekelilingnya. Beberapa 
jenis ikan laut yang meng gunakan organ luminesens untuk orientasi 
dan penerangan  habitat ialah ikan Lentera dan ikan Leweri. Dalam 
hal ini kekuatan pendar cahaya sangat tergantung pada: (a) energi 
yang dikandung organ luminesensi, (b) ke tersediaan oksigen, dan 
(c) parameter kualitas air (seperti pH, Alkalinitas, Salinitas dan 
Kecerahan).

 Dalam  habitat yang gelap gulita sepanjang masa seperti 
laut dalam, pola penyebaran photophor di permukaan tubuh suatu 
  organisme akan tampak dengan jelas.  Khususnya pada ikan, pola 
ini sangat rumit, dan berbeda menurut species.  Dengan demikian, 
adanya pola penyebaran photophor ini akan memungkinkan 
  organisme untuk mengenal kerabat speciesnya.  Hal ini mungkin 
penting untuk menjaga agar individu – individu dari satu species 
tetap berada dalam kelompoknya dan juga untuk menemukan 
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pasangan bagi keperluan reproduksi.  
 Bahkan pada beberapa species ikan tertentu, pola 

penyebaran photophor pada ikan jantan berbeda dengan ikan 
betina.  Hal ini lebih menjamin pemilihan pasangan untuk keperluan 
reproduksi.  Menarik untuk dicatat bahwa William Beebe, salah 
seorang dari beberapa ilmuwan yang untuk pertama kalinya 
berhasil mengadakan pengamatan in situ pada ikan mesopelagik, 
dapat mengenali bermacam species ikan lentera yang berada di 
tempat gelapmelalui pelacakani pola sebaran photophor.  

Komunikasi Visual
Informasi sinyal visual oleh organ luminesens ke kuatannya 

tergantung pada potensi energetika biota dan keadaan lingkungan 
di sekelilingnya yang menunjang. Beberapa biota laut ternyata 
mampu berkomunikasi dengan sesama jenisnya dengan cara 
memancarkan sinyal cahaya yang khas. Informasi yang diubah 
dalam bentuk sinyal luminesens dapat ditanggapi oleh  spesies itu 
karena perbedaan ukuran, bentuk, intensitas, warna, gerakan, dan 
lama waktu pancar (Anderson, 1973; Harvey, 1976).

Kebanyakan transmisi sinyal bioluminesens dapat terhalang 
oleh : (a) pengadukan massa air (up-welling atau down-welling), 
(b) penetrasi cabaya matahari dan cahaya bulan. Oleh sebab itu 
biasanya transmisi ber langsung efektif pada malam hari atau pada 
keadaan gelap (di perairan yang sangat dalam). Sinyal cahaya 
biologis dapat diarahkan ke tempat penerima yang di tuju sehingga 
sinyal tersebut dapat dilihatnya.

Sebagai contoh sejenis Krustasea, yaitu Cypridina sp 
(Gambar 47), pada saat musim pemijahan (kawin) betinanya 
memberi sinyal (sex recognition) dengan cara meningkatkan 
intensitas cahaya yang dipancarkannya dan dikedip kedipkan. 
Pejantannya akan segera tanggap dan memberi jawaban dengan 
kedipan cahaya serupa, kemudian kedua nya bersama-sama 
bergerak ke daerah pemijahan (spawning ground) untuk melakukan 
perkawinan.
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Gambar 47.  Cypridina mediterranea 
 Sumber: (http://en.wikipedia.org)

Penerimaan bioluminensi sebagai sinyal visual ter gantung 
pada ketajaman mata biota penerima sinyal dan kecerahan 
perairan. Biota laut luminesens, terutama jenis Krustasea dan 
Ikan Lentera, memiliki modifi kasi mata sehingga dapat menambah 
kepekaannya agar lebih mudah berkomunikasi secara visual. Sinyal 
yang sudah diterima dapat merangsang beberapa tanggapan.

Karena kebanyakan sinyal berlangsung antar pasangan 
yang berahi, penerimaan sinyal menyebabkan saling ter-
tariknya pasangan itu. Biasanya betina diam di tempat nya sambil 
memancarkan sinyal cahaya (sex attraction dan sex recognition), 
kemudian pejantan akan menanggapi nya dan datang mendekat. 
Kemungkinan lain adalah perubahan sinyal yang dikeluarkan 
sebagai akibat tanggapan sinyal yang diterima, misalnya seekor 
betina yang se dang berahi berusaha menarik lawan jenisnya 
dengan me ngubah sinyalnya, sehingga memudahkan pejantan 
untuk mendekatinya. Pada akhirnya, karena sinyal ini adalah 
sinyal untuk kawin (memijah) maka efeknya dapat men jadi laten 
pada faal reproduksi biota laut luminesens.
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Sebagai ilustrasi dari fenomeua di atas terjadi pada ikan 
Lentera, yang mempunyai bentuk komunikasi seksual yang 
menarik. Karena sulit mencari jodoh di lingkungan yang sangat 
gelap, maka seringkali ditemu kan hubungan yang amat aneh 
antara betina dan yang jantan. Betina biasanya berukuran lebih 
besar dari pejantannya., Untuk mendapat kepastian pertemuan 
jodoh, maka sang jantan yang tidak pernah menjadi besar akan 
memberikan sinyal luminesens terlebih dulu. Pada saat itu bila ada 
betina yang matang kelamin, akan segera menanggapinya dengan 
memberi sinyal luminesens balasan, yaitu dengan menggerakkan 
dan memutar organ photogeninya.

Begitu terlihat ada betina yang memberikan tanggapan 
terhadap sinyalnya, ikan jantan akan segera memburu nya, dan 
sekaligus menempelkan dirinya pada tubuh ikan betina, sedemikian 
rupa sehingga merupakan parasit terhadap betinanya. Setelah 
menempel, ikan jantan tidak pernah lagi berusaha mengaktifkan 
organ lumine sensinya. Sehingga aktivitas bioluminisens akhirnya 
diambil alih oleh ikan betina. Ikan jantan hanya ber peran dalam 
menghasilkan sperma untuk membuahi telur yang dikeluarkan 
betinyanya. Mulai saat itu sinyal luminesens hanya ditujukan untuk 
penerangan  habitat, komunikasi (pengenalan) sesama jenis dan 
untuk menarik hewan lain sebagai mangsanya.

Pada beberapa jenis Krustasea dan Cumi-cumi, sinyal cahaya 
juga dimanfaatkan untuk orientasi gerak dan ruaya. Dengan sinyal 
tertentu mereka akan ber sama-sama (seperti diberi komando) 
melakukan gerak nocturnal di malam hari atau ruaya polihalin 
pada saat salinitas perairan rendah.

Atraktan Mangsa
Bioluminisens sering dipakai oleh biota laut ter tentu, 

seperti beberapa jenis Krustasea, Cumi-cumi dan Gurita serta ikan 
Lentera, untuk menarik hewan lain untuk dijadikan santapannya.

Pada ikan Lentera misalnya, bila melihat mangsanya akan 
segera menggerakkan organ luminesensinya men dekati bagian atas 
mulutnya. Dengan cara ini hewan mangsa (prey) akan mendekat 
dan dengan mudah akan dimangsanya. Pada umumnya hewan lain 
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yang di jadikan mangsa adalah yang mempunyai sifat fototaksis 
positip.

Gambar 48.   Pendar Cahaya pada Ikan Chauloidus luminesens 
 (Sumber:  http://upload.wikimedia.org) 

Pada ikan pemancing (Ceratoidea), organ penghasil cahaya 
(esca) di sirip dorsal (illicium) berfungsi sebagai umpan agar 
  organisme yang dimangsa mendekat sampai jarak jangkauan 
terkaman. Photophor juga berguna untuk menerangi daerah 
sekelilingnya sehingga suatu predator dapat melihat mangsanya.

Mengelabui Musuh (Predator)
Cahaya biologis seringkali digunakan oleh biota laut 

tertentu, seperti Krustasea, Cumi-cumi dan Zooplankton tertentu, 
untuk melindungi diri dari serangan predator (pemangsanya). 
Caranya adalah dengan memancarkan cahaya yang mirip dengan 
cahaya biologis yang dikeluarkan oleh   organisme lain. 

Pada Krustasea tertentu, seperti Mysidacea, Euphausiacea 
dan Decapoda, bila dikejar musuh sering mengeluarkan sinyal 
cahaya yang menyerupai cahaya biologis yang dikeluarkan oleh 
Noctiluca (fi toplank ton) atau Ubur-ubur. Akibatnya predator akan 
kebi ngungan dalam menetapkan sasaran yang akan dimangsa nya. 
Sedangkan Cumi-cumi, akan mengelabui musuh atau predatornya 
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justru dengan cara memadamkan organ luminesensinya dan sebagai 
gantinya di semburkan suatu cairan berwarna gelap kehitaman.

 Photophor dapat pula digunakan untuk menghasilkan suatu 
“cahaya kilat” yang menyilaukan dan dengan demikian dapat 
melumpuhkan sejenak predator, sehingga   organisme penghasil 
cahaya, seperti Salmoura sp,  dapat menghindarkan diri dari pe-
mang saan (Gambar 49).  

Gambar 49.  Bioluminesens dari Salmoura 
 (Sumber: http://www.oceana.org)

Implikasi Bioluminesens dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut

Diketahui fenomena bioluminesens hanya akan muncul 
billa beberapa syarat berikut ini terpenuhi (Soedarmo dan 
Anggoro, 1991). Pertama, adanya organ luminesensi pada biota 
akuatik seperti: organ fotofor, luciferis dan enzim luciferase. 
Kedua, tersedianya substrat yang mendukung proses pendar 
cahaya berlangsung optimal, antara lain: salinitas (harus diatas 



118 FENOMENA BIOLUMISENSI SEBAGAI INDIKATOR  
STATUS KESEHATAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 

30 permil), pH (harus di atas 6.5), cahaya (harus remang-remang 
sampai gelap), kandungan elektrolit seperti Cl, Na dan Mg (harus 
berada dalam kondisi mendekati isosmotik atau io-ionik). Agar 
persyaratan tersebut terpenuhi maka dalam pengelolaan  pesisir 
terpadu harus mampu menjamin agar hidrodinamika dan kualitas 
air berada pada kondisi layak bagi kehidupan biota yang kebutuhan 
hidupnya memerkukan mekanisme pendar cahaya. Oleh sebab itu, 
segala bentuk aktivitas pembuangan limbah (padat dan cair) baik 
di hulu maupun hilir serta aktivitas penambangan di laut perlu 
dikendalikan agar tidak mencemari lingkungan atau menyebabkan 
penyuburan berlebih (eutrofi kasi). Berikut ini diperlihatkan 
beberapa jenis biota laut yang memiliki kemampuan pendar cahaya 
dan sangat peka terhadap pencemaran perairan (Gambar 50).
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Canthigaster sp Ceratoidei sp.

Linophrynidae sp.

Acanthuridae sp

Sterroptyx sp.

Ceratoidei sp

Gambar 50 .  Beberapa Jenis Ikan yang Peka dan 
 Meres pon Pollutan dengan Biolumesens 
 (Sumber: http://www.oceana.org}
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PENGEMBANGAN BUDIDAYA 
PERAIRAN BERBASIS EKOSISTEM 
DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

4

Budidaya Perairan Berkelanjutan

  Produksi perikanan budidaya dunia mengalami tren 
peningkatan yang signifi kan yaitu lebih dari 1000% dalam kurun 
waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, di mana FAO 
memprediksi ke depan perikanan budidaya akan menjadi andalan 
bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat global (FAO, 2017).

Namun disisi lain, perikanan budidaya juga dihadapkan 
pada suatu tantangan besar yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan 
pangan yang kian meningkat ditengah permasalahan penurunan 
kualitas sumberdaya alam, daya dukung ekosistem dan perubahan 
lingkungan global. Kondisi ini sudah barang tentu akan berpengaruh 
besar terhadap perwujudan ketahanan pangan masyarakat 
global (global food security) yang justru ke depan akan semakin 
bergantung pada sumber gizi ikani.
  Tantangan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam buku 
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“Challenging the Aquaculture Industry on Sustainability”, edisi 
Maret 2008 yang diterbitkan Greenpeace International, justru 
menyampaikan fakta bahwa industri perikanan budidaya turut 
memberikan kontribusi potensi dampak negatif terhadap fenomena 
perubahan lingkungan global saat ini. Dampak negatif tersebut 
antara lain berkaitan dengan alih fungsi  lahan (land conversion) 
 mangrove dan  terumbu karang, peningkatan emisi karbondioksida, 
penurunan biodiversitas, pencemaran akibat polutan (nutrien, 
dan bahan kimia), dan isu lain yang berkaitan dengan konfl ik 
pemanfaatan sumberdaya air. 
 Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan terse but, 
FAO (1989), mendefi nisikan “Pembangunan Perikanan Berkelan-
jutan” adalah Pengelolaan dan konservasi berbasis ekosistem 
dan sumberdaya alam, serta orientasi perubahan teknologi dan 
kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpuaskannya 
kebutuhan manusia generasi saat ini maupun mendatang. 
Pembangunan perikanan berkelanjutan mengkonservasi perairan, 
sumberdaya genetik tanaman maupun hewan secara rasionl, 
tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak secara 
ekonomis, dan diterima secara sosial. 

Sub sektor perikanan budidaya sebagai bagian dari sumber-
daya alam harus dipandang bukan hanya sebagai sebuah sumber 
ekonomi semata, namun harus dimaknai sebagai sumberdaya yang 
perlu dikelola secara bertanggungjawab, karena faktanya aktivitas 
budidaya juga tidak terlepas dalam memberiikan kontribusi 
terhadap perubahan lingkungan, sama halnya dengan sektor lain 
sejenis seperti pertanian terutama pada aktivitas budidaya sebagai 
sebuah industri.

Sebagaimana dituangkan dalam FAO-Code of Conduct for 
Fisheries Responsibility (1995), bahwa prinsip budidaya berke-
lan jutan seharusnya dilihat dalam perspektif pembangunan 
berkelanjutan yang menitikberatkan pada 5 (lima) dimensi 
yaitu  ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan infrastruktur, serta 
kebijakan dan kelembagaan. Ke-lima dimensi tersebut seharusnya 
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menjadi bahan acuan bagi pola pengelolaan budidaya perairan 
yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya 
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang didasarkan 
pada orientasi teknologi dan institusi guna memenuhi kebutuhan 
hidup generasi sekarang dan menjamin ketersediaan sumberdaya 
baik kuantitas maupun kulaitas untuk generasi yang akan datang. 
Prinsip pembangunan berkelanjutan (di sekor pertanian, kehutanan, 
perikanan) harus diupayakan untuk tetap melestarikan tanah/ lahan, 
sumberdaya air, tumbuhan, sumberdaya hewan, menjamin tidak 
terjadinya degradasi lingkungan, serta mempertimbangkan 
kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan kelayakan sosial (Code 
of Conduct for Responsible Fisheries - CCRF, FAO, 1995).

Merujuk pada apa yang dihasilkan dalam konferensi PBB 
tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Jenairo pada tahun 
1992, terkait prinsip utama pembangunan berkelanjutan, maka 
dapat dimaknai bahwa pengelolaan perikanan budidaya harus 
mampu menindaklanjuti beberapa prinsip yaitu : (1) Prinsip keadilan 
intra dan antar generasi, prinsip ini menjamin bahwa sebuah 
pengelolaan budidaya perairan harus dilakukan secara bijaksana 
dan tidak boleh mengorbankan masa depan generasi yang akan 
datang yaitu dengan memberikan jaminan ketersediaan sumberdaya 
baik kualitas maupun kuantitas. (2) Prinsip kehati-hatian, bahwa 
setiap perencanaan pengelolaan maupun aktivitas usaha budidaya 
perairan harus terukur dan mengedepankan analisis manfaatdan 
resiko sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi dampak 
yang ditimbulkan dari aktivitas usaha budidaya perairan, sehingga 
tidak berdampak negatip jangka panjang terhadap keberlanjutan 
fungsi ekosistem dan sumberdaya itu sendiri. (3) Pengelolaan 
budidaya perairan harus menjamin keanekaragaman hayati tetap 
terjaga, disamping itu peran budidaya perairan juga sangat stra-
tegis dalam mengembalikan keanekaragaman hayati yang mulai 
berkurang yaitu dengan mendorong penerapan bioteknologi 
perikanan budidaya yang ramah lingkungann. (4) Pengelolaan 
industri budidaya seyogyanya juga memasukan biaya lingkungan 
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ke dalam biaya produksi, dimana selama ini biaya lingkungan 
hanyalah faktor eksternal (external cost). Kedepan, sudah saatnya 
dilakukan internalisasi biaya lingkungan ke dalam proses produksi, 
ini penting sebagai bentuk tanggungjawab lingkungan (kompensasi 
jasa lingkungan).

Pengelolaan usaha budidaya perairan tidak dapat dikatakan 
berkelanjutan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan 
pelestarian fungsi ekosistem di dalamnya. Dengan kata lain, 
lingkungan dimaksud bukan hanya lingkungan yang terfokus pada 
on farm, tapi lingkungan dalam arti luas yang berkaitan dengan 
jaminan keseimbangan  siklus alamiah yang membangun suatu 
ekosistem yang mantap secara keseluruhan. 

FAO -Code of Conduct for Responsible Aquaculture 
(1995) telah memberikan acuan kepada negara-negara di dunia 
bagaimana melakukan pengelolaan budidaya perairan secara 
bertanggungjawab dengan menjamin kelestarian sumberdaya 
alam dan lingkungan. Merujuk pada apa yang telah diamanatkan 
dalam FAO-code of conduct di atas, dapat dipetakan interaksi 
antara budidaya perairan dengan dimensi lingkungan sebagai salah 
satu indikator keberhasilan pengelolaan usaha budidaya perairan 
berbasis ekosistem.

Dalam konteks pengelolaan  pesisir dan laut berkelanjutan, 
maka perlu ada perubahan paradigma pola pengelolaan budidaya 
perairan ke arah yang berbasis pada eko-akuakultur (merujuk pada 
istilah agroekologi). Prinsip eko-akuakultur adalah pendekatan 
yang berbasis pada upaya konservasi, dimana di dalamnya 
dimaknai sebagai upaya pelestarian sumberdaya dan lingkungan 
(save); pembelajaran/riset (study), dan rasionalisasi pemanfaatan 
untuk kesejahteraan (use for Prosperity). Adapun indikator eko-
akuakultur dalam kerangka prinsip sustainability harus mencakup 
beberapa butir isu utama, yaitu :
Pertama, kesesuaian dengan tata ruang, baik matra darat maupun 
matra laut. Hal ini berarti bahwa lokasi akuakultur harus sesuai 
alokasi atau pola ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
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Daerah tentang Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah atau 
RTRW (matra darat) maupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil atau RZWP3K (matra laut). Lokasi pengembangan 
akuakultur harus berada pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang 
dialokasikan untuk Budidaya Perairan sesuai ketetapan Perda 
RZWP3K, juga harus sejalan dengan ketetapan Perda RTRW tentang 
alokasi ruang Kawasan Budidaya. Ketentuan ini perlu dipatuhi agar 
terjadi sinergi dan harmoni antar matra, antar kegiatan, antar 
sektor, antar daerah, antar ekosistem (Daerah Aliran Sungai dan 
Bentang Alam Pesisir dan laut); 
Kedua, konversi  lahan (land conversion). Pengembangan kawasan 
akuakultur tidak boleh mengorbankan kawasan penyangga, 
kawasan konservasi  mangrove atau  terumbu karang, dan kawasan-
kawasan lain yang bersifat vital (misalnya, sempadan  pantai, 
Gumuk Pasir) sebagai penopang ekosistem secara keseluruhan. 
Dalam penetapan kawasan budidaya tambak, misalnya, maka 
pelaku usaha wajib menyediakan spare (pencadangan areal  lahan) 
minimal 20% dari total  lahan potensial untuk kawasan penyangga 
(buffer zone), begitupun dengan jenis budidaya perairan lainnya.
  Maraknya alih fungsi  lahan hutan  mangrove pada beberapa 
dekade yang lalu menjadi  lahan pertambakan intensif secara 
tidak terkendali, pada kenyataannya telah mendegradasi struktur, 
komposisi dan fungsi ekosistem alamiah yang ada. Kondisi ini pada 
akhirnya juga menjadi bumerang bagi aktivitas akuakultur dan 
menyisakan masalah berkepanjangan hingga saat ini. Merebaknya 
hama dan penyakit pada ikan dan udang merupakan bagian 
mata rantai sebagai akibat terabaikannya aspek ekologis yang 
membangun klemantapan ekosistem tersebut. Berbagai kasus 
alih fungsi  lahan juga dikhawatirkan para pakar. Menurut Byron 
and Costa-Pierce (2010), pertumbuh-kembangan yang cepat dari 
kegiatan akuakultur dapat menyebabkan terjadinya dampak  ekologi 
dan sosial sehingga dapat menimbulkan konfl ik ekoregion seperti 
kegiatan akuakultur akan bersaing dalam pemanfaatan ruang dan 
sumber daya terhadap tanah, air, dan hidroklimat  pantai. 
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Ketiga, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya du-
kung lingkungan secara umum diartikan sebagai “kemampuan 
lingkungan dalam menopang/mendukung perikehidupan makluk 
hidup”. Dalam konteks budidaya perairan, maka daya dukung 
lingkungan merupakan kemampuan lingkungan dalam menopang 
kehidupan ikan (kultivan) secara optimal. Sedangkan daya tampung 
lingkungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup merupakan “kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke 
dalamnya”.

Daya dukung lingkungan yang baik adalah pada kondisi 
dimana  siklus kehidupan dalam suatu ekosistem berjalan dengan 
normal dan stabil, sehingga mampu menopang perikehidupan 
kultivan yang dibudidayakan. Sangat disayangkan, manakala 
pelaku usaha budidaya perairan karena termotivasi meraup hasil 
produksi atau keuntungan yang tinggi kemudian melakukan usaha 
budidaya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada. 

Di perairan  pesisir dan laut berbagai masalah lingkungan 
kemudian muncul dan mengakibatkan dampak negatip pada usaha 
budidaya dan ekosistem perairan dan terestrial. Contoh konkrit 
di lingkungan terestrial adalah kasus degradasi lingkungan, 
eutrofi kasi dan kematian ikan secara massal pada perairan 
waduk Gajahmungkur di Kabupaten Wonogiri. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa masalah waduk Gajahmungkur yang mencapai 
titik klimaks adalah sebagai akibat terabaikannya aturan hukum 
yang dibuat, sayangnya Pemerintah sebagai regulator dalam 
hal ini justru kurang tegas dalam penegakan aturan, terutama 
dari aspek perencanaan, pengawasan, evaluasi dan sosialisasi 
penegakan regulasi di lapangan. Rusaknnya ekosistem DAS dan 
tidak terkendalinya aktivitas Karamba Jaring Apung adalah bukti 
lemahnya implementasi aturan, Secara hukum hal ini merupakan 
bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
yang ada, termasuk di dalamnya terkait aturan perijinan dan 
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zonasi/tata ruang. Jika regulasi/aturan yang ada dijalankan 
dengan baik, maka masalah eutrofi kasi dan kematian massal ikan 
di waduk Gajahmungkur dan perairan umum di Indonesia dapat 
ditnggulabgi dengan baik. Suatu regulasi/aturan dibuat seyogyanya 
disosialisasikan dan dilaksanakan, sebagai bentuk antisipasi dini 
(ke hati-hatian) yang merupakan bagian dari prinsip pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development).

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan 
pembangunan, modernisasi teknologi akuakultur yang berbasis 
industri kian cepat, disatu sisi merupakan bentuk keberhasilan 
dalam upaya meningkatkan produksi akuakultur, namun disisi 
lain tanpa disadari justru berpotensi melemahkan daya dukung 
ekosistem. Modernisasi teknologi budidaya perairan yang tidakk 
terkendali memicu penggunaan input produksi dan energi yang 
besar, dimana pada akhirnya akan menghasilkan beban limbah 
buangan budidaya yang tinggi, baik limbah padat maupun cair 
Penerapan padat tebar tinggi (high density) misalnya, akan 
memicu peningkatan penggunaan input pakan dan energi, 
sehingga menimbulkan dilema, disatu sisi belum adanya jaminan 
pengelolaan limbah yang efektif, atau lebih krusial lagi belum 
dilandasi kajian daya dukung lingkungan terlebih dahulu. Kondisi 
ini dapat dipastikan akan menimbulkan masalah lingkungan di 
kemudian hari.

Upaya beberapa negara-negara di dunia khususnya di Uni 
Eropa yang mulai menggeser paradigma pengelolaan akuakultur 
dari berbasis modernisasi teknologi kepada akuakultur yang 
berbasis ekosistem, patut menjadi bahan pertimbangan. Penerapan 
IMTA (integrated Multi Trophic Aquaculture) dan pengelolaan 
yang berbasis daya dukung ekosistem, sudah seharusnya 
diimplementasikan mulai saat ini. Pemetaan daya dukung  lahan 
pada sentral produksi dan kawasan potensial menjadi sesuatu 
yang mutlak untuk segera dilakukan, sehingga akan menjadi 
acuan rekomendasi bagi perijinan dan pengendalian pengelolaan 
akuakultur sesuai tingkatan teknologi yang aman untuk diterapkan.
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Ke-empat, proses domestikasi (domestication). Domestikasi 
adalah upaya penjinakan atau penumbuhkembangan biota liar 
menjadi kultivan budidaya melalui tahap : aklimasi, aklimatisasi 
dan kultivasi. Dalam dunia akuakultur, proses domestikasi suatu 
 spesies merupakan hal biasa dan bahkan diperlukan. Seiring 
perkembangan rekayasa teknologi akuakultur yang sudah 
sedemikian maju, domestikasi telah memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan produksi akuakultur saat ini. Sebagaimana 
dinyatakan IUCN (International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources) bahwa dalam konteks dimensi lingkungan, 
maka perlu ada semacam acuan terkait kegiatan domestikasi 
dimaksud, yaitu : (a) Selective breeding harus didorong sebagai 
upaya dalam menghasilkan  spesies yang unggul, namun demikian 
harus dirancang dalam meminimalisir potensi dampak terhadap 
biodiversitas; (b) sistem budidaya perairan harus dirancang sebagai 
upaya mengurangi pelepasan  spesies hasil rekayasa genetik ke 
alam liar (escape management); (c) pembuatan bank gen dari 
 spesies ikan liar harus didorong sebagai tempat sumber genetik 
atau sumber plasma nutfah.
Kelima, pakan (feed). Permasalahan pakan merupakan isu krusial 
yang seolah tidak ada habisnya, bayangkan lebih dari 60% dari 
total biaya produksi dikeluarkan untuk pengadaan pakan kultivan. 
Isu pakan juga menjadi isu strategis sebagai permasalahan utama 
dalam bisnis akuakultur global. Bukan hanya karena merupakan 
bagian terbesar penyusun biaya produksi, namun disisi lain dalam 
dimensi lingkungan, ternyata pakan berpotensi cukup besar dalam 
memberikan kontribusi terhadap permasalahan pencemaran dan 
degradasi lingkungan yang terjadi saat ini.
  Bahan baku pakan khususnya yang memiliki kandungan 
protein tinggi (high protein) masih mengandalkan pada tepung 
ikan yang didapatkan dari hasil tangkapan ikan laut nir- 
ekonomis. Kondisi ini tentunya sangat bertentangan dengan upaya 
mewujudkan kaidah keamanan pangan (food security), terlebih 
jika bahan baku pakan dihasilkan dengan cara-cara yang tidak 
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ramah lingkungan, yang justru mengancam kelestarian ekosistem. 
Terkait isu bahan baku pakan, maka beberapa rekomendasi yang 
perlu mendaptkan perhatian, yaitu : (a) sumber bahan baku pakan 
harus terjamin aspek keberlanjutannya, di mana sumber bahan 
baku pakan tersebut didapatkan dengan tanpa menggangu daya 
dukung ekosistem yang ada. Pada negara-negara eksportir tepung 
ikan seperti Chili, sertifi kasi keberlanjtan (sutainability) sumber 
bahan baku tepung ikan menjadi salah satu persyaratan ekspor. 
Salah satu sertifi kasi terkait tepung ikan misalnya yang dikeluarkan 
oleh IFFO (International Fishmeal and Fish Oil). Sertifi kasi IFFO 
merupakan sebuah bentuk legalitas terkait tanggungjawab 
terhadap kelestarian lingkungan; (b) mendorong penggunaan 
pakan melalui manajemen pengelolaan pakan secara efi sien; (c) 
mendorong adanya kajian terkait alternatif penggunaan bahan 
baku tepung ikan dan minyak ikan (fi sh oil) selain yang berasal 
dari hasil tangkapan ikan. Salah satu upaya yang layak dijadikan 
rujukan adalah memproduksi tepung ikan dari sisa (by product) 
industri pengolahan ikan sebagaimana yang telah dilakukan uji 
coba pada beberapa negara di Eropa; (d) dalam upaya mengurangi 
kebergantungan pada pakan berkandungan protein tinggi, maka 
sudah pada saatnya didorong budidaya ikan berbasis pada 
komoditas low-trophic level (IUCN, 2007); dan (e) mendorong 
akuakultur berbasis ekosistem (ecosystem-base aquaculture) 
dengan bertumpu pada ketersediaan dan kesesuaian pakan alami 
serta daya dukung lingkungan. 
Ke-enam, potensi limbah (pollutan). Industri akuakultur di satu sisi 
berpotensi dalam menghasilkan limbah pollutan. Pollutan tersebut 
berpotensi menimbulkan dampak negatip besar sebagai akibat dari 
pembusukan sisa pakan dan akumulasi bahan organik. Penggunaan 
pakan dan bahan organik lain yang tidak terkontrol (tidak efi sien) 
disinyalir akan mengakibatkan akumulasi bahan organik yang 
jika tidak ada penanganan yang efektif, akan mengakibatkan 
dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan kadan amoniak, 
karbondioksida dan BOD (biologycal oxigen demand) secara 
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signifi kan merupakan indikator terjadinya pencemaran lingkungan 
akibat sisa-sisa pakan yang membusuk.. 
  Limbah partikel organik yang berasal dari Karamba Jaring 
Apung (KJA) secara nyata berpengaruh terhadap lingkungan 
planktonik dan bentik. Ruiz et al. (2001) melaporkan bahwa beban 
sisa-sia pakan yang berasal dari budidaya ikan (30 KJA pada luasan 
7 ha dan kedalaman 20 m) akan berdampak pada gangguan serius 
bagi kehidupan padang lamun (Posidonia oceanica) seluas 11,29 
ha. Dampak lain limbah budidaya ini adalah terjadinya penurunan 
keane- karagaman infauna dalam sedimen dan degradasi dasar 
perairan, jika limbah menghasilkan deposit C organik melebihi 
0,7 kgC/m2/tahun (Gillibrand et al., 2002).  Menurut Beveridge 
(2004) sekitar 15-30% nitrogen (N) dan fosfor (P) dalam pakan akan 
diretensikan di dalam daging ikan, sedangkan sisanya terbuang ke 
lingkungan. Dalam hal ini, Folke et al. (1994) menyetarakan beban 
limbah budidaya perairan yang dihasilkan sama dengan beban 
limbah pemukiman yang didiami sebanyak 850 – 3.200 orang untuk 
memproduksi 100 ton ikan.

Efektivitas pengelolaan budidaya perairan yang menerapkan 
Best management Practices dalam pengelolaan dan pengendalian 
limbah buangan harus menjadi fokus utama. Perangkat IPAL (instalasi 
pengelolaan limbah) yang efektif menjadi syarat mutlak yang harus 
ada dalam aktivitas industri akuakultur berbasis ekosistem (eko-
akuakultur). Potensi polutan juga dapat berasal dari bahan kimia 
dan biologis yang digunakan dalam proses produksi akuakultur, oleh 
karena itu maka pengawasan dan kontrol secara intensif terhadap 
rangkaian proses budidaya perairan mutlak dilakukan. Industri 
akuakultur ke depan harus didorong agar melakukan inovasi yang 
mengedepankan teknologi/produksi bersih yang nir-limbah atau 
dengan kata lain menerapkan prinsip eko-efesiensi.
Ketujuh, Emisi (emission). Fenomena global warming sebagai 
akibat efek gas rumah kaca, pada kenyataannya tidak hanya 
disebabkan oleh aktivitas industri, namun demikian kontribusi 
sektor lain dalam hal ini agrikultur dan akuakultur juga memberikan 
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andil terhadap perubahan iklim global. Penggunaan pakan buatan 
(pabrikan) dan energi fosil merupakan unsur yang memberikan 
kontribusi besar pada emisi karbon. Bila mengacu dimensi 
lingkungan berkelanjutan, suatu pengelolaan usaha akuakultur 
yang masih mengandalkan energi fosil belum dapat dikatakan 
berkelanjutan.

Ada hal menarik, hasil carbon tracing terhadap aktivitas 
budidaya tambak intensif menyebutkan bahwa emisi karbon 
cukup banyak disumbangkan oleh penggunanan energi fosil dan 
pakan (terutama pakan pabrikan). Dalam produksi per ton udang 
vaname dengan teknologi biofl ok (intensif) menghasilkan dampak 
terhadap lingkungan dalam hal ini global warming potential (GWP) 
sebesar 7336,77 ± 1,46 kg CO2eq, dimana nilai tersebut berasal 
dari kontribusi penggunaan energi llistrik sebesar 43%, pakan 
udang 38% dan sarana produksi 18% (Ma’in et al., 2013). Berkaitan 
dengan hal tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan dalam 
meminimalisir dampak emisi yaitu ; (a) perlu dilakukan perbaikan 
manajemen pemberian pakan berbasis daya dukung kualitas 
air,serta peningkatan efesiensi pakan; (b) pengurangan konsumsi 
energi listrik; dan (c) pengadaan dan pengoperasian instalasi 
pengelolaan limbah yang efektif .
Kedelapan, keanekaragaman hayati (Biodiversity). Dalam 
pembahasan IBSAP (Indonesia Biodiversity Strategy and Action 
Plan) yang digagas Bappenas tahun 2014 yang lalu, diberikan 
arahan rekomendasi kepada institusi lintas sektoral, termasuk 
sektor Kelautan dan Perikanan, untuk turut serta dalam menjaga 
keberadaan serta kemantapan keanekaragaman hayati. Sub sektor 
perikanan budidaya mempunyai peran penting dalam menjamin 
kelestarian biodiversity, salah satunya melalui peran domestikasi 
dan pengembangan teknologi eko-akuakultur.

 Saat ini, sub sektor perikanan budidaya sudah semestinya 
didorong bukan hanya pada komoditas ekonomis penting yang 
berbasis pada pasar (market oriented), namun sudah harus 
fokus dalam mempertahankan dan mengembangkan komoditas 
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yang berbasis jenis ikan spesifi k lokal dan  spesies yang terancam 
kelestariannya. Di sisi lain, teknologi eko-akuakultur yang berkaitan 
dengan rekayasa genetik harus diantisipasi agar tidak berdampak 
negatif terhadap  spesies yang ada di alam (wild species) dengan 
memproteksi agar tidak terkendali dan lepas ke alam bebas. 
Sub sektor akuakultur juga harus berperan dalam memproteksi 
perkembangan  spesies- spesies ikan yang bersifat invasif serta 
melakukan kajian dampak terhadap biodiversity. Introduksi 
komoditas alien invasif species pada perairan umum melalui 
upaya peremajaan atau pengkayaan stok (restocking atau stock 
enhancement) harus dihindari, sebagai upaya menjaga kelestarian 
ikan endemik lokal. Para pakar akuakultur menyebutkan bahwa 
produksi jenis ikan alien invasif species menunjukkan tendensi 
peningkatan yang cukup signifi kan, sedangkan ikan endemik 
lokal dan non alien  spesies justru mengalami penurunan. Oleh 
sebab itu pengelolaan akuakultur yang bertanggungjawab harus 
mengedepankan prinsip kehati-hatian, yaitu setiap perencanaan 
pengelolaan harus terukur dan mengedepankan analisis resiko 
dan manfaat, sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi 
dampak yang ditimbulkan dari aktivitas usaha akuakultur. 
Kesembilan, penilaian lingkungan (Enviromental assesment). Isu 
lingkungan telah memasuki ranah lalu lintas perdagangan global saat 
ini, khususnya yang berbasis sumberdaya alam. Beragam standar 
dan persyaratan ekspor yang berkaitan dengan sertifi kasi produk 
telah banyak dikeluarkan baik bersifat privat standar maupun publik 
standar. Ketentuan ini, meskipun dirasa memberatkan tetapi harus 
diakui bahwa secara bertahap telah dimulai adanya komitmen dan 
kesadaran masyarakat global terkait pentingnya menerapkan prinsip 
sustainable development dalam budidaya perairan. 

Keberlanjutan dapat dicapai ketika kondisi lingkungan yang 
stabil dapat dipertahankan, dimana pengelolaan sumberdaya alam 
harus dilakukan dengan ramah lingkungan. Oleh karena itu setiap 
kegiatan termasuk pengelolaan usaha budidaya perairan sudah 
seharusnya memahami langkah-langkah rasional pengelolaan 
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sumberdaya  pesisir berkelanjutan, dimana didalamnya harus 
mempertimbangkan  aspek ekologis, aspek sosial, budaya, dan 
ekonomi. (Frankic and Hershner, 2001).
Sejalan dengan uraian di atas, Rogers et al. (2007) menyatakan 
bahwa terdapat tiga pilar utama dalam pembangunan berkelan-
jutan yaitu dimensi  ekologi, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. 
Dimensi  ekologi artinya optimalisasi manfaat ekologis tidak harus 
mengabaikan aspek ekonomi dan sosial. Dimensi sosial maksudnya 
tidak harus mengabaikan aspek ekonomi dan ekologis. Sedangkan 
dimensi ekonomi artinya tidak mengabaikan dimensi  ekologi dan 
sosial. Dengan demikian ketiga pilar tersebut harus digerakkan 
secara simultan dalam perencanaan dan implimentasi pembangunan 
dan pengelolaan wilayah  pesisir dan laut berbasis ekosistem.

Pembangunan berkelanjutan termasuk pengelolaan budidaya 
perairan berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar yaitu: ekonomi, 
sosial dan lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu kegiatan 
pembangunan termasuk budidaya perairan dikatakan berkelanjutan 
jika memenuhi kriteria diantaranya yaitu : (1) Suatu kondisi 
dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh 
masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak 
menurun sepanjang waktu (non-declining consumption), (2) 
keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola 
sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa 
mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya 
alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (non- 
declining), (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya 
alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya 
alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan 
dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi (Fauzi, 2004).

 Dimensi Keberlanjutan dalam Eko-akuakultur

Dalam konteks eko-akuakultur, prinsip keberlanjutan harus 
dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumberdaya akuakultur secara 
bertanggungjawab dengan tetap menjamin kualitas lingkungan 
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dan upaya konservasi sumberdaya alam serta pelestarian 
fungsi ekosistem. Pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat 
ditafsirkan sebagai perubahan positif pada alam melalui rekayasa 
pengelolaan sumberdaya ekonomi dibidang perikanan dengan tidak 
mengorbankan sistem  ekologi dan sistem sosial.

Menurut Fauzi dan Anna (2005), idealnya pembangunan 
perikanan berkelanjutan mengandung aspek-aspek :
1) Ecological sustainability (keberlanjutan  ekologi). Dalam 

pandangan ini memelihara keberlanjutan stok atau biomassa 
sehingga tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan 
kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi perhatian utama.

2) Socioeconomic sustainability (keberlanjutan sosio-ekonomi). 
Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan 
harus memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pe la ku 
perikanan pada tingkat individu. Dengan kata lain, memper ta-
hankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang 
lebih tinggi merupakan perhatian kerangka keberlanjutan ini.

3) Community sustainability, mengandung makna bahwa keber-
lanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat 
ha ruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang 
berkelanjutan.

4) Institusional sustainability (keberlanjutan kelembagaan). Da-
lam kerangka ini, keberlanjutan kelembagaan yang menyang kut 
pemeliharaan aspek fi nancial dan administrasi yang sehat meru-
pakan prasyarat ketiga pembangunan berkelanjutan di atas.

Keberlanjutan pengelolaan perikanan dalam lima dimensi, 
yaitu dimensi  ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi 
kelembagaan dan dimensi etika. Pada setiap dimensi dapat dipilih 
beberapa variabel atau atribut yang mewakili dimensi bersangkutan 
untuk digunakan sebagai indikator tingkat keberlajutan dari 
dimensi tersebut. 

Pertama, dimensi Ekologi. Dimensi ini merupakan elemen kunci 
karena arahan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan kesi-
nam bungan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan 



135PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT BERBASIS EKOSISTEM

bagi generasi mendatang. Keberlanjutan  ekologi terkait dengan 
mempertahankan integritas ekosistem, menjaga daya dukung 
lingkungan perairan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas 
dari ekosistem perairan menjadi perhatian utama. Dimensi  ekologi 
dipilih untuk mencerminkan bagaimana pemanfaatan sumberdaya 
perairan untuk budidaya laut berdampak secara ekologis terhadap 
keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan serta ekosistem terse-
but sehingga kegiatan pemanfaatannya dapat berlangsung secara 
berkelanjutan. Atribut ekologis dipilih untuk mencerminkan 
bagaimana pemaanfaatan sumberdaya perairan untuk budidaya 
laut berdampak secara ekologis terhadap keberlanjutan 
sumberdaya dan lingkungan serta ekosistem perairan tersebut, 
sehingga budidaya laut dapat berlangsung secara berkelanjutan. 
Pemanfaatan perairan untuk budidaya laut yang melebihi daya 
dukung perairan akan berpengaruh terhadap ketidak berlanjutan 
kegiatan tersebut.

Kedua, dimensi ekonomi. Berkelanjutan secara ekonomi mensya-
ratkan arti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat 
menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapasitas, 
dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efi sien. 
Dimensi ekonomi meliputi aspek permintaan (demand) dan 
penawaran (supply) komoditas yang dihasilkan, harga dan struktur 
pasar. Atribut ekonomi mencerminkan bagaimana budidaya laut 
berdampak secara ekonomis terhadap keberlanjutan kegiatan 
budidaya laut tersebut yang pada akhirnya akan berdampak 
pada keberlanjutan secara ekologis. Kegiatan budidaya laut 
yang menimbulkan kerugian secara ekonomis tentu tidak akan 
berlanjut dan mengandung potensi untuk merusak sumberdaya dan 
lingkungan sehingga juga mengancam keberlanjutan ekologis.
Ketiga, dimensi sosial. Pengertian berkelanjutan secara sosial 
mensyaratkan bahwa suatu pembangunan hendaknya dapat 
menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas 
sosial, kohesi sosial, pertisipasi masyarakat, pemberdayaan 
masyarakat, identitas sosial, kejadian-kejadian yang berpengaruh 
pada permintaan dan penawaran serta hubungan antara pelaku 
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ekonomi. Atribut sosial mencerminkan bagaimana kegiatan 
pemanfaatan sumbedaya perairan untuk budidaya laut berdampak 
terhadap keberlanjutan sosial komunitas setempat yang akhirnya 
juga akan berdampak terhadap keberlanjutan ekologis. Aspek 
sosial, ekonomi, dan lingkungan ( ekologi) merupakan aspek utama 
yang harus seimbang di dalam pembangunan berkelanjutan..

Keempat, dimensi kelembagaan. Dimensi kelembagaan sangat 
bergantung pada harmoninya tatanan kelembagaan, hak-hak 
dan kewajiban masyarakat, serta keefektifan aturan yang dibuat 
atau dirumuskan. Terkait dengan hal ini, ada tiga aspek penting 
yang patut diperhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) 
keterwakilan (representation) yang didefi nisikan sebagai tingkat 
petambak atau pembudidaya dan pemegang kepentingan lainnya 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) kecocokan 
(relevanse) yaitu tingkat peraturan yang berlaku dinilai cocok 
atau tidak dengan masalah-masalah yang dihadapi; (3) penegakan 
hukum (enforceability) yaitu regukasi atau aturan dapat ditegakkan 
secara adil dan bermartabat. Atribut kelembagaan mencerminkan 
seberapa jauh tersedia perangkat kelembagaan beserta tingkat 
penegakan, kepatuhan yang dapat mendorong keberlanjutan 
pemanfaatan sumberdaya perairan untuk budidaya perairan.

Kelima, dimensi teknologi. Aspek teknologi yang digunakan dalam 
budidaya perairan sangat bergantung pada jenis teknologi yang 
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan yang akan memberikan 
dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Kehadiran suatu 
teknologi membentuk pola interaksi antara pengguna. Jika suatu 
teknologi mensyaratkan adanya kerjasama antar pengguna, 
kerjasama itu akan terwujud karena kebutuhan. Sebaliknya, 
penggunaan teknologi tertentu dapat juga menjadi disinsentif 
bagi pengguna untuk bekerjasama yang seterusnya menentukan 
pola interaksi yang khas di antara mereka bukan saja pada saat 
pemanfaatan sumberdaya, tetapi juga pada saat perencanaan, 
perumusan cara-cara pemanfaatan, dan pengelolaan. Atribut 
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teknologi mencerminkan seberapa jauh penggunaan teknologi 
dapat meminimkan resiko kegagalan keberlanjutan pemanfaatan 
sumberdaya perairan untuk budidaya perairan.

Selanjutnya tanggungjawab pengelolaan perikanan 
budidaya berkelanjutan dilakukan secara sinergi oleh semua elemen 
yaitu Pemerntah, pembudidaya ikan, produsen dan pemasok hasil 
budidaya, para prosesor dan pedagang hasil budidaya, lembaga-
lembaga pembiayaan, para peneliti, asosiasi profesi, lembaga 
swadaya masyarakat dan stakeholders lainnya. Tugas utama 
adalah untuk menghasilkan komitmen untuk membangun dialog 
dan kerjasama yang efektif, antara mitra dalam pengembangan 
perikanan budidaya, pada tingkat lokal, nasional dan internasional 
khususnya ketika mempertimbangkan pemanfaatan sumberdaya di 
wilayah Pesisir dan Laut

Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2024 yang 
telah disesuaikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 
visi “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing 
dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sebagai 
upaya mengintegrasikan dengan pembangunan kelautan dan 
perikanan serta berlandaskan pemahaman dan penelaahan terhadap 
peluang dan potensi, serta permasalahan pengembangan perikanan 
budidaya di masa yang akan datang, maka Direktorat Jenderal 
Perikanan Budidaya melakukan penyesuaian visi sebagaimana 
berikut : “Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya 
Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 
Dengan visi tersebut. diharapkan dapat terwujud pengelolaan 
sumberdaya perikanan budidaya yang dapat memberikan nilai 
tambah pada produk perikanan budidaya sehingga memiliki daya 
saing tinggi dengan tetap melakukan pengelolaan sumberdaya alam 
secara berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
kesejahteraan pada masyarakat. 
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Melalui pembangunan perikanan budidaya yang berdaya 
saing, ingin diwujudkan usaha perikanan budidaya dalam bentuk 
sistem yang terpadu, dimana masing-masing sub sistem didalamnya 
secara konsisten mampu menghasilkan produk perikanan budidaya 
yang berkualitas, efi sien, serta memiliki daya saing baik di pa-
sar domestik maupun internasional. Sistem usaha perikanan 
budi daya yang efi sien akan mampu menghasilkan produk yang 
berdaya saing mampu menembus pasar yang pada gilirannya akan 
mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat 
pembudidaya ikan dan sekaligus pengurangi kemiskinan (pro-poor), 
peningkatan penyerapan tenaga kerja (pro-job), peningkatan 
pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Dengan pembangunan perikanan budidaya yang berkelan-
jutan, ingin diwujudkan sistem usaha perikanan budidaya yang 
memiliki komitmen kuat untuk memperhatikan daya dukung  lahan 
serta memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan 
hidup (pro-environment), sehingga usaha perikanan budidaya yang 
dikembangkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan 
bertanggungjawab.

Pengembangan Perikanan Budidaya 
Berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan 
industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis “blue economy” 
sebagai salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan 
yang dimulai pada tahun 2012. Industrialisasi kelautan dan 
perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk 
meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya 
saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara 
berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan 
terwujudnya percepatan pendapatan pelaku usaha kelautan 
dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui industrialisasi 
kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas 
produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya 
kelautan dan perikanan.
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Pada tahun 2010, Gunter Pauli memperkenalkan suatu 
pendekatan baru yakni Blue Economy melalui bukunya yang berjudul 
The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, and 100 million 
jobs. Konsep Blue Economy dimaksudkan untuk menantang para 
enterpreneur bahwa Blue Economy business model memberikan 
peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih 
menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, menggunakan 
sumberdaya alam lebih efi sien dan tidak merusak lingkungan, 
sistem produksi lebih efi sien dan bersih, menghasilkan produk dan 
nilai ekonomi lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, 
dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefi t kepada 
setiap kontributor secara lebih adil.

Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab 
tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif 
dan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya 
disebabkan oleh adanya limbah industri, akan tetapi kerusakan 
alam dan lingkungannya juga disebabkan oleh eksploitasi sumber-
daya alam yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam. 
Selama ini prinsip-prinsip resource effi ciency, low carbon, social 
inclusiveness telah berkembang, namun masih belum mampu 
mengatasi keserakahan manusia untuk mengeksploitasi sumberdaya 
alam lebih banyak (Pauli, 2010).

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan konsep 
green products and services, yaitu produk-produk dan jasa 
ramah lingkungan tidak dengan sendirinya sesuai harapan. Hal ini 
disebabkan green products and services yang dihasilkan harus dibeli 
dengan harga yang lebih mahal dan makin tidak dapat dijangkau 
oleh masyarakat miskin karena diperlukan nilai investasi yang 
lebih besar. Investor harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk 
menghasilkan produk yang aman serta jasa pelayanan pengolahan 
dan pemasaran, dan tambahan biaya ini pada akhirnya dibebankan 
kepada konsumen.

Merujuk apa yang telah diperkenalkan oleh Gunter Pauli ter-
kait konsep Blue Economy, maka Kementerian Kelautan dan Per-
ikanan mendorong implementasi konsep pengembangan indus-
trialisasi perikanan budidaya berbasis Blue Economy yang dilandasi 
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dengan prinsip-prinsip : (i) terintegrasi, yakni integrasi ekonomi 
dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi; (ii) berbasis 
kawasan, yakni berbasis pengembangan kawasan ekonomi potensial; 
(iii) sistem produksi bersih, yakni sistem produksi efi sien, hemat 
bahan baku, bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan; (iv) 
investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis 
dengan model blue economy; (v) berkelanjutan, yaitu keseimbangan 
antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Perairan

Daya dukung lingkungan perairan adalah suatu yang 
berhubungan erat dengan produktifi tas lestari perairan, artinya 
bahwa daya dukung lingkungan merupakan suatu mutu lingkungan 
yang ditimbulkan oleh interaksi dari semua unsur atau komponen 
(fi sika, kimia dan biologi) dalam suatu kesatuan sistem (Undang-
undang No. 32 tahun 2009). Daya dukung lingkungan menjadi 
basis atau dasar dalam pembangunan berkelanjutan. Daya dukung 
berkelanjutan ditentukan oleh banyak faktor yang berupa faktor 
biofi sik maupun sosial-budaya-ekonomi dan saling mempengaruhi. 
Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan 
merupakan kunci bagi perwujudan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 

Keberlanjutan budidaya laut sangat ditentukan oleh tingkat 
pemanfaatan sumberdaya tersebut yang tidak melebihi daya 
dukungnya. Menurut Dahuri (2002) daya dukung disebut ultimate 
constraint yang diperhadapkan pada biota dengan adanya keter-
batasan lingkungan seperti, ketersediaan makanan, ruang atau 
tempat berpijak, penyakit,  siklus predator, oksigen, suhu, atau 
cahaya matahari..

Konsep daya dukung yang diterapkan pada industri akuakultur, 
berawal dari kekhawatiran terhadap pesatnya pertumbuhan per-
ikanan budidaya baik itu perikanan darat maupun  pesisir dan 
perairan terbuka di seluruh dunia, terutama di Asia dan Amerika 
Latin. FAO memperkirakan pertumbuhan peningkatan budidaya 
untuk 2030 minimal 50 juta metrik ton, meningkatkan kekhawatiran 
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lebih lanjut atas penggunaan sumber daya dalam akuakultur (FAO, 
2014). Pertumbuhan yang cepat dari kegiatan akuakultur dapat 
menyebabkan terjadinya dampak  ekologi dan sosial sehingga dapat 
menimbulkan konfl ik seperti kegiatan akuakultur akan bersaing 
dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya, utamanya dalam 
pemanfaatan tanah, air, dan jasa lingkungan  pantai.. 

Pada tahun 2008, FAO menyarankan sebuah konsep mengenai 
budidaya perikanan dengan pendekatan  ekologi atau Ecological 
Approach to Aquaculture (EAA) dan didefi nisikan sebagai sebuah 
strategi untuk mengintegrasikan akuakultur dalam sebuah ekosis-
tem yang lebih luas dan mempertimbangkan keberlanjutan pem-
bangunan, kesetaraan dan mempertahankan hubungan antara 
sosial –  ekologi. Tujuan dari manajemen akuakultur adalah mem-
punyai sebuah alat bantu yang dapat memperkirakan dan meng-
ukur kapasitas atau daya tampung dari sebuah wilayah dalam 
mendukung kehidupan kultivan yang dibudidayakan.. 

Menurut Beveridge (1984) carrying capacity atau daya dukung 
lingkungan suatu perairan digunakan untuk menjabarkan produksi 
dari budidaya yang dapat berkelanjutaan dalam suatu lingkungandan 
kapasitas penyangga dalam lingkungan yang mengalami kerusakan 
memerlukan waktu pemulihan yang relatif lama. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa untuk menentukan carrying capacity dalam suatu 
lingkungan perairan budidaya dapat digunakan suatu pendekatan 
yaitu dengan menghitung beban limbah total fosfor dari suatu 
sistem budidaya yang terbuang ke lingkungan perairan terkait 
dengan infl ux nutrient, budget nutrient dan outfl ux nutrient.

Inglis et al. (2000) mendefi nisikan empat tipe daya dukung 
yang lebih khusus dan berhubungan dangan budidaya di kawasan 
 pesisir, yaitu :
Pertama, Daya dukung fi sik (physical carrying capacity), yaitu 
luasan kegiatan budidaya yang dapat ditampung pada  lahan yang 
tersedia dengan dibatasai oleh faktor-faktor tertentu, kondisi 
geografi s dan ketersediaan infrastruktur;
Kedua, Daya dukung sosial (social carrying capacity), yaitu keber-
adaan kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan dampak tidak 
diterima oleh lingkungan sosial;
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Ketiga, Daya dukung produksi (production carrying capacity), yaitu 
kemampuan maksimal produksi budidaya;
Keempat, Daya dukung  ekologi (ecological carrying capacity), 
yaitu keberadaan kegiatan budidaya yang berdampak pada kondisi 
 ekologi di luar batas kemampuannya.

Rangkuman secara umum, daya dukung lingkungan suatu 
wilayah bergantung pada dua komponen utama, yaitu ketersediaan 
potensi sumberdaya alam (supportive capacity) dan daya tampung 
lingkungan (assimilative capacity). Daya tampung lingkungan 
berkaitan erat dengan kapasitas lingkungan dalam menampung 
aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya alam pada suatu 
ekosistem tertentu. Sedangkan daya tampung dikonotasikan sebagai 
kemampuan lingkungan untuk menyerap berbagai material atau 
limbah, termasuk limbah antropogenik pada konsentrasi tertentu 
tanpa menyebabkan lingkungan tersebut terdegradasi. Kapasitas 
asimilasi atau daya tampung sesuai amanat Undang-undang No. 32 
tahun 2009, sebagai konsep dalam manajemen pencemaran dimana 
limbah yang masuk ke dalam lingkungan diimbangi oleh proses 
alam di lingkungan (misalnya difusi, pengenceran, penyebaran, 
penguraian, reaksi) untuk memelihara dampak lingkungan dalam 
skala yang masih diterima.

Daya tampung lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009, adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 
dimasukkan ke dalamnya. Daya tampung beban pencemaran air 
merupakan batas kemampuan sumber daya air untuk menerima 
masukan beban pencemaran yang tidak melebihi batas syarat 
kualitas air untuk berbagai pemanfataannya dan memenuhi baku 
mutu airnya Daya tampung mencerminkan sejauh mana kemampuan 
lingkungan untuk menerima atau mengasimilasi limbah yang masuk 
di dalamnya, sehingga dampaknya masih dapat diterima. Kapasitas 
asimilasi atau daya tampung serta daya dukung suatu lingkungan 
perairan  pesisir dan laut bisa berbeda antara satu lokasi dengan 
lokasi lainnya, serta dapat bervariasi antar waktu yang berbeda 
(berdasar daur lunar: saat pasang dan surut; atau daur solar: saat 
pagi, siang dan malam hari). 
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Daya tampung suatu perairan terkait dengan adanya cemaran 
yang masuk ke dalam lingkungan suatu perairan yang berasal 
dari kegiatan-kegiatan di sekitarnya. Menurut Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) defi nisi Pencemaran Lingkungan Hidup 
adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang 
telah ditetapkan. Sedangkan lebih spesifi k sebagaimana Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perubahan atas UU No 27 Tahun 
2007) mendefi nisikan Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen 
lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap 
Orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu 
yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat berfungsi sesuai 
dengan peruntukannya.

Untuk ekosistem tertentu yang berada di lingkungan perairan 
laut seperti ekosistem  terumbu karang,  mangrove dan ekosistem 
padang lamun ditentukan kriteria baku kerusakan terhadap 
ekosistem tersebut yang tercantum dalam Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku 
Mutu Kerusakan Terumbu Karang (Kepmen LH No 04 tahun 2001) 
dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 
tentang Kriteria Baku Mutu Kerusakaan dan Pedoman Penentuan 
Status Padang Lamun (Kepmen LH No 200 tahun 2004).

Secara garis besar terdapat dua moda atau cara bahan 
pencemar masuk ke lingkungan, yaitu secara alami dan melalui 
kegiatan manusia (anthropogenic). Selanjutnya disebutkan lagi 
bahwa jika dilihat dari sisi lokasi sumbernya, pencemaran  pesisir 
dan laut dapat bersumber dari : (1) ekosistem laut itu sendiri 
(marine based pollution), atau dapat pula bersumber dari (2) 
daratan (land based pollution). 

Beban limbah yang berasal dari kegiatan budidaya umumnya 
berupa limbah organik yang berasal dari sisa pakan yang tidak 
terkonsumsi oleh ikan budidaya dan sisa metabolisme ikan berupa 
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feses dan urine. Terutama dalam kegiatan budidaya laut dengan 
metode keramba jaring apung sangat mudah sisa buangan pakan 
dan metabolisme terbuang langsung ke lingkungan perairan. 
Sebagian besar berupa padatan atau dalam bentuk material 
partikulat dan kemudian tenggelam di sedimen dasar perairan.. 
Akibat adanya buangan limbah tersebut, maka berdampak bagi 
lingkungan perairan dimana besarnya dampak  ekologi tergantung 
pada : 1) ukuran unit tambak atau keramba yang beroperasi (jumlah 
keramba); 2) kepadatan ikan dalam tambak atau keramba; 3) durasi 
pengoperasian atau proses produksi tambak/keramba pada suatu 
tempat; 4) kondisi fi sik dan hidro-oseanografi  lingkungan perairan 
lokasi tambak atau keramba; 5) biota yang dikultivasi di tambak 
atau keramba; dan 6) kapasitas asimilasi dari ekosistem perairan. 

Buangan senyawa kimia terbesar dari kegiatan budidaya 
adalah unsur karbon (C), nitrogen (N) dan phosphor (P), dimana 
merupakan sisa metabolism yang dikeluarkan secara bersamaan 
melalui oksigen terlarut terserap oleh   organisme akuatik lain 
(IUCN, 2007). Patokan yang berlaku umum untuk budidaya ikan di 
tambak, menyebutkan bhwa phospor dalam pakan yang diberikan 
akan digunakan untuk pertumbuhan sebesar 30%, sisanya sebesar 
70% dikeluarkan dalam bentuk terlarut 16% dan bentuk partikulat 
54%. Sedangkan nitrogen dalam pakan akan dimanfaatkan untuk 
pertumbuhan sebesar 28% dan dibuang dalam bentuk terlarut 56% 
serta bentuk partikulat 16%. Hal ini menunjukkan bahwa limbah 
P sebagian besar berbentuk partikulat dan sebagian kecil bentuk 
terlarut. Sedangkan limbah buangan N sebagian besar berbentuk 
terlarut dan sedikit berbentuk partikulat. Unsur nitrogen (Total N) 
dan fosfat (Total P) yang dikandung dalam pakan ikan merupakan 
sumber pencemaran air yang dapat mendorong terjadinya 
eutrofi kasi disamping keberadaan BOD, yang dapat menyebabkan 
penurunan kadar oksigen terlarut. Hasil peruraian materi tersebut 
akan menghasilkan unsur yang toksik, seperti nitrit, amonia, dan 
sulfi de, sehingga menjadikan pencemaran air. Jika jumlahnya 
berlebihan akan menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan 
perairan.
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendayagunaan potensi 
wilayah  pesisir dan lautan sesuai dengan daya dukung lingkungan 
adalah setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu 
ditolerir oleh kemampuan dan daya dukung wilayah  pesisir dan 
laut.. Oleh karena itu, kebijakan yang harus ditetapkan adalah:

1) Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui 
ekstensifi kasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan 
khususnya sempadan  pantai.

2) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat pulih, 
tidak boleh merusak atau mematikan kegiatan pemanfaatan 
sumberdaya yang dapat pulih.

3) Seluruh akumulasi limbah yang dibuang ke perairan harus 
sesuaidengankapasitas asimilasi perairan.

4) Setiap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan (indus-
tri, pertanian,pertambakan, dan lainnya) harus ditem-
patkan pada lokasi yang secara biofi sik sesuai berdasarkan 
prasyarat yang dibutuhkan oleh kegiatan tersebut.

5) Setiap kegiatan yang akan mengubah kondisi fi sik perairan 
(proses-proses ekologis atau oseanografi s) seperti  rekla-
masi, pembuatan dermaga (jetty), dan lain-lain, harus 
meng ikuti karakteristik dan pola hidrodinamika perairan 
 pesisir dan lautan 

Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Budidaya Perairan

Dalam konteks pengembangan budidaya di  pesisir dan 
laut, maka faktor kesesuaian lingkungan perairan menjadi hal 
mutlak yang harus dipertimbangkan guna menjamin keberlanjutan 
aktivitas usaha budidaya. Lingkungan perairan dikatakan sesuai 
apabila karakteristik perairan mampu menjamin kelangsungan 
kehidupan kultivan budidaya dan ekosistem secara umum. 

Baku mutu air laut untuk biota laut di perairan Indonesia 
sudah dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air 
Laut. Mutu air yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan 
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dan kelangsungan hidup ikan antara lain adalah : suhu, kecerahan, 
kekeruhan, padatan tersuspensi, pH, salinitas, oksigen terlarut, 
senyawa nitrogen, fosfat dan logam berat.  

Ditinjau dari kesesuaian dan daya dukung lingkungan, Gerking 
(1978) menyatakan bahwa aspek fi sika-kimia- biotik perairan dapat 
dikelompokkan dalam 
berbagai kategori yaitu : 

a) Controlling factors yaitu faktor-faktor yang berperan 
sebagai pengontrol jalannya reaksi-reaksi biokimia di 
dalam ekosistem perairan, antara lain : suhu (temperatur); 

b) Limitting factors yaitu faktor-faktor yang sangat dibutuhkan 
dalam jumlah atau rentang tertentu, sehingga merupakan 
faktor pembatas bagi kehidupan dan pertumbuhan 
  organisme air, misalnya : oksigen terlarut (untuk respirasi), 
CO2 bebas (untuk  fotosintesis) serta beberapa nutrien 
biogenik untuk pembentuk protoplasma biota air (Nitrat, 
Fosfat dan Silikat); 

c) Masking factors yaitu faktor-faktor yang mampu melapis 
dan memodifi kasi perubah fi sika-kimia air lainnya 
menjadi satu kesatuan pengaruh yang berdampak osmotik 
bagi kehidupan   organisme air, misalnya : Salinitas dan 
Osmolaritas;

d) Directive factors yaitu faktor-faktor yang berperan dalam 
mengarahkan reaksi-reaksi biokimimiawi dalam ekosistem 
perairan, misalnya : pH (suasana asam atau basa), suhu 
(oligo atau polithermal), oksigen terlarut (suasana aerob 
atau an aerob).
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Eko-akuakultur Wanamina (Silvofi sheries aquaculture) 
sebagai Model Budidaya Berkelanjutan

Silvofi shery atau sering disebut sebagai wanamina adalah 
suatu bentuk kegiatan yang terintegrasi (terpadu) antara budidaya 
tambak air  payau dengan pengembangan  mangrove pada lokasi 
yang sama. Konsep wanamina ini dikembangkan sebagai salah 
satu bentuk budidaya perikanan berkelanjutan dengan input yang 
rendah. Pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan 
 mangrove ini memungkinkan untuk mempertahankan keberadaan 
 mangrove yang secara  ekologi memiliki produktivitas relatif tinggi 
namun memiliki ekosistem rawan,.

Eko-akuakultur pola wanamina bertujuan untuk konservasi 
dan memanfaatkan sumberdaya hutan  mangrove serta perairannya. 
Dengan adanya wanamina tersebut diharapkan peran hutan 
 mangrove dapat terjaga serta kerusakannya dapat dicegah. Model 
wanamina yang banyak diterapkan di Indonesia adalah model 
empang parit dan komplangan (Ditjen Perikanan Budidaya, 2014).

Wanamina merupakan pola pendekatan teknis yang cukup 
baik, yang terdiri atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan 
budidaya ikan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, 
pengelolaan dan upaya pelestarian hutan  mangrove. Sistem ini 
memiliki teknologi sederhana, dapat dilakukan tanpa merusak 
tanaman bakau yang ada dan dapat dilakukan sebagai kegiatan 
sela (antara), sambil berusaha menghutankan kembali kawasan 
jalur hijau di daerah  pantai yang kritis.. 

Menurut Budihastuti (2012) perairan di  pantai utara Provinsi 
Jawa Tengah didominasi oleh hutan  mangrove, dan cukup ideal 
untuk pengembangan perikanan budidaya, atau dengan lain 
perkataan kawasan hutan  mangrove di  pantai utara Provinsi Jawa 
Tengah sangat cocok dikelola untuk pertambakan dengan sistem 
wanamina / tumpangsari. Dalam pengembangan sistem wanamina 
di kawasan ekosistem hutan  mangrove ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan. :Pertama, rencana pengembangan dan pengelolaan 
kawasan harus didasarkan atas azas kelestarian, manfaat dan 
keterpaduan, dengan tujuan : (a.) menjamin keberadaan kawasan 
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ekosistem hutan  mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran 
proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi kawasan, termasuk 
fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk 
mencapai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang 
dan berkelanjutan; (c) mendukung pengembangan kapasitas dan 
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan 
berwawasan lingkungan sehingga menciptakan ketahanan sosial 
dan ekonomi. Kedua, revitalisasi fungsi kawasan hutan  mangrove 
untuk peningkatan nilai tambah, baik secara ekologis maupun 
secara ekonomis. Ketiga, pengembangan kegiatan wanamina 
dengan proporsi 80% kawasan untuk hutan dan 20% untuk usaha 
perikanan budidaya. 

Sesuai hasil penelitiannya, Budihastuti (2012) menyatakan 
bahwa pembudidayaan kultivan dengan sistem wanamina dapat 
dilakukan dengan kombinasi berbagai jenis kultivan yang sinergi 
dan harmoni sesuai relung ekologisnya, seperti kepiting bakau, 
ikan Bandeng, ikan nila merah dan udang. Dalam penerapannya, 
wanamina membutuhkan kebijakan dan penegakan hukum untuk 
dapat menjalankan fungsi ekologis dan ekonomis yang optimal, 
serta untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 

Silvofi shery yang dikembangkan di Indonesia memiliki 
2 pola, yaitu empang parit atau lebih dikenal dengan tambak 
tumpang sari, serta komplangan.

Pertama, Pola Empang Parit 
Pola empang parit merupakan model silvofi shery yang umum 

dikembangkan dengan membuat caren air tempat membudidayakan/ 
memelihara ikan ataupun udang (Gambar 51). Saluran air ini 
mengelilingi  lahan yang digunakan untuk silvofi shery, sedangkan 
tumbuhan  mangrove dapat ditanam di bagian tengah, sehingga 
terdapat perpaduan antara tumbuhan  mangrove (wana/silvo) dan 
budidaya ikan (mina/fi shery). Kondisi ini dapat diterapkan pada 
areal bekas tambak yang akan direhabilitasi dengan memanfaatkan 
pelataran tambak (bagian tengah) untuk ditanami  mangrove, 
sedangkan bagian caren atau parit tetap dibiarkan seperti semula. 
Penggunaan pola dengan sistem empang parit ini, maka  lahan 
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yang akan di-reforestasi dapat mencapai sekitar 80% dari luasan 
tambak. Penanaman  mangrove dapat dilakukan dengan jarak 
tanam 1 x 1 meter antar individu  mangrove pada sistem polikultur 
(Budi Hastuti, 2012).

Kepadatan  mangrove tersebut akan mempengaruhi 
kesesuaian sistem budidaya periran yang diterapkan, karena 
produktivitas tambak silvofi shery sangat bergantung pada bahan-
bahan organik yang berasal dari dekomposisi serasah tumbuhan 
 mangrove. Kepadatan vegetasi yang rendah cocok diterapkan 
untuk tambak ikan bandeng dan/atau ikan nila, sedangkan 
kepadatan vegetasi yang lebih tinggi sesuai untuk diterapkan pada 
budidaya udang dan kepiting bakau. Jenis  mangrove yang ditanam 
umumnya adalah bakau (Rhizophora mucronata) atau dapat juga 
menggunakan jenis api-api (Avicennia marina).

Gambar 51.  Wanamina Pola Empang Parit 
 (Sumber: Bengen, 2002)

Kedua, Pola Empang Parit yang Disempurnakan
Wanamina dengan pola empang parit yang disempurnakan 

(Gambar 52). Lahan untuk hutan  mangrove dan empang (petakan 
tambak) diatur oleh saluran air yang terpisah.
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Gambar 52.  Wanamina Pola Empang Parit Disempurnakan
 (Bengen, 2002)

Untuk memelihara ikan/udang kanal berukuran lebar 3-5 m 
dan kedalaman sekitar 40-80 cm dari muka pelataran digunakan 
modifi kasi disain dasar tersebut, maka luasan perairan terbuka yang 
dapat digunakan untuk memelihara ikan/udang dapat disesuaikan 
hingga mencapai 50%. Berbagai jenis ikan, seperti bandeng, nila, 
kerapu lumpur, kakap putih serta kepiting dapat dipelihara secara 
intensif di kanal (caren) tambak sistem empang parit tersebut.

Keuntungan dari tambak pola empang parit yang disem-
purnakan, antara lain: (a) Cahaya matahari yang menyinari cukup 
baik, (b) Biaya penyempurnaan empang parit dapat dilaksanakan 
secara bertahap pada setiap pemeliharaannya. Adapun kelemah-
annya adalah lebar parit relatif kecil (sempit) sehingga Peme-
liharaan ikan kurang terintegrasi (petak peme liharaan terpisah 
dengan petak  mangrove)

Ketiga, Pola Komplangan (Sistem Selang-seling)
Pola komplangan (Gambar 53) merupakan suatu sistem 

silvofi shery dengan desain tambak berselang-seling atau berse-
belahan dengan  lahan yang akan ditanami  mangrove. Lahan untuk 
 mangrove dan empang terpisah dalam dua hamparan yang diatur 



151PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT BERBASIS EKOSISTEM

oleh saluran air dengan dua pintu air yang terpisah. Luas areal yang 
akan digunakan untuk silvofi shery dengan model ini disarankan 
antara 2-4 ha, sehingga nantinya akan dikembangkan ukuran 
tambak yang standar untuk memelihara ikan/udang minimal 
adalah 1 ha (50%). Model ini merupakan suatu metode budidaya air 
 payau dengan input yang rendah dan menghasilkan dampak negatif 
yang minimal terhadap lingkungan (ekosistem).

Sistem komplangan yang diterapkan tegak lurus dengan garis 
 pantai (sejajar aliran sungai) memungkinkan sejumlah aliran air 
tawar menuju ke  mangrove di dalam areal greenbelt. Model ini 
juga dapat menjaga kelimpahan keanekaragaman sumberdaya 
alam hayati. 

Gambar 53.  Wanamina Pola Komplangan (Bengen, 2002)

Dari uraian tersebut, diketahui bahwa silvofi shery dengan 
pola empang parit dan komplangan dapat diterapkan untuk 
menjaga kelestarian dan fungsi kawasan  mangrove sinergi dengan 
kegiatan budidaya perairan. Keuntungan dari pola komplangan 
antara lain: (a) pencahayaan sinar matahari cukup baik, (b) 
dapat diterapkan budidaya semi intensif, serta (c) Perkembangan 
hutan dan ikan tidak saling menghambat. Adapun kekurangannya 
adalah membutuhkan biaya investasi lebih tinggi untuk pembuatan 
komplangan
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Berdasrkan pengalaman penelitiannya, Budihastuti (2012) 
menekankan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam 
mengembangkan polikultur silvofi shery, yaitu: (a) rasio antara 
 mang rove area dan area air kolam/tambak., (b) rasio antara 
area air dan panjang tanggul kolam (menunjukan luas area pro-
duksi dengan nilai ongkos investasi), (c) rasio lebar pintu untuk 
memasukan benih alam dan fl ushing (pencucian) petak tambak (50 
cm/ha), (d) tidal fl ushing rate dan tidal fl ushing range, (e) upa-
ya mengalirkan air pada petak tambak ketika air stagnan, yaitu 
saat terjadi kadar oksigen rendah terutama pada air bagian bawah 
di pagi hari, (f) proporsi ideal ukuran panjang dan lebar kanal 
(saluran tambak), (g) posisi lokasi, keadaan tanah, padat tebar 
dan kelimpahan stok kultivan. (h) keserasian jenis kultivan dalam 
memanfaatkan relung ekologis, serta (i) sistem penanganan dan 
pengolahan limbah ( buangan padat dan cair) pertambakan

Untuk meningkatkan keberhasilan budidaya tambak sistem 
wanamina, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

Pertama, menjaga kedalaman, kuantitas dan kualitas air 
tambak agar stabil pada kisaran 1 meter, dengan menggali dasar 
tambak dan mengurangi kebocoran. Apabila kebocoran tambak 
menjadi permasalahan utama, sekitar 30% dari luas tambak harus 
digali hingga kedalaman 1,5 meter, termasuk saluran ke pintu 
pembuangan. 

Kedua, mengurangi pergantian air ketika panen udang alam 
yaitu setiap 15 hari saat pasang purnama, atau menerapkan  siklus 
panen menjadi 45–60 hari bersamaan dengan pertukaran air pasang 
untuk mengisi tambak dan merekruit benih alam. 

Ketiga, meminimalkan efek yang merugikan dari pengerukan 
sedimen terhadap tambak dan lingkungan  mangrove. Idealnya 
tanah hasil pengerukan tambak seharusnya ditempatkan pada area 
diatas batas pasang surut untuk penanaman pohon dataran atau 
jenis tanaman lain. 

Dengan dilakukannya pengelolaan kawasan ekosistem 
 mangrove melalui pola wanamina maka didapat beberapa manfaat 
secara  ekologi dan ekonomi, yaitu:
Pertama, menjamin tetap eksisnya ekosistem hutan  mangrove 
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dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. 
Kedua, mengoptimalkan aneka fungsi serta jasa ekosistem di 
kawasan tersebut, termasuk fungsi konservasi, fungsi lindung dan 
fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial dan 
ekonomi yang seimbang secara berkelanjutan. 
Ketiga, meningkatan daya dukung kawasan sehingga memberi nilai 
tambah dari sisi ekologis dan ekonomis;. 
Keempat, mendukung pengembangan kapasitas dan keberdayaan 
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan ling-
kungan sehingga menciptakan ketahanan sosial ekonomi tanpa 
mengorbankan ketahanan ekologis.

Penanganan Limbah Pertambakan Sistem Wanamina

Karakter eko-akuakultur adalah : input padat tebar rendah 
dan penggunaan air serta pakan efi sien, bersih dalam proses 
dan keluarannya berupa produksi biomassa sehat dan nirlimbah. 
Agar air buangan pada saat panen dapat dinyatakan aman bagi 
lingkungan maka proses produksi harus sehat dan efi sien, dalam 
arti pakan dan kepadatan kultivan harus optimal, selanjutnya 
air limbah yang dikeluarkan harus diolah dulu sebelum dibuang 
ke saluran irigasi/sungai atau laut. Oleh sebab itu, di samping 
perlu petak tambak kultivasi, juga dibutuhkan petak tandon serta 
petak penampung dan pengolah air limbah. Berikut ini disajikan 
prototipe petak remediasi limbah (Gambar 54) sebagaimana 
pernah dicoba oleh Supito dan Anggoro (2011) serta Sugeng Nuraji 
dkk (2014) yang memanfaatkan makro-alga (Nitella sp dan Typha 
sp) sebagai biofi lter dan bioakumulator pencemar. Model ini dapat 
dimodifi kasi dan diimplementasikan sebagai alternatif menangani 
limbah pertambakan.
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Gambar 54.  Prototipe Unit Petak Fitoremediasi Limbah (Lindi 
Pertambakan) di Perairan Pesisir 

 (Sumber: Nuraji dkk, 2015).

Manfaat dan Keuntungan Tambak Wanamina

Tidak semua praktik silvofi shery di Indonesia menerapkan 
konsep budidaya tambak ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan 
pelaku usaha pertambakan masih menggunakan bahan baku 
produksi yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan 
pestisida dan atau antibiotik secara gegabah. Dikarenakan lokasi 
tambak-tambak di Indonesia umumnya berlokasi di  lahan pasang 
surut (daerah  mangrove) maka panduan ini membahas mengenai 
pengembangan konsep budidaya tambak ramah lingkungan di 
daerah  mangrove. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat ganda baik dari segi ekonomi maupun lingkungan, dalam 
arti produksi dapat meningkat dan menguntungkan petambak serta 
keseimbangan lingkungan dapat tercipta/terjaga. 

Beberapa manfaat atau kelebihan dari tambak wanamina 
berbasis ekosistem, diantaranya: (a) Biaya dan resiko produksi 
jauh lebih rendah dan dapat dioperasikan dalam skala kecil 
(rumah tangga), (b) dapat menghasilkan produksi sampingan dari 
hasil tangkapan alam seperti udang alam, kepiting, dan ikan-ikan 
liar; (c) pemulihan lingkungan (melalui penanaman/pemeliharaan 
 mangrove) dapat meningkatkan daya dukung (carrying capacity) 
tambak, sehingga mampu menjaga kualitas air dan menopang 
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kehidupan kultivan yang dibudidayakan; (d) produk ikan atau 
udang yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan 
memiliki harga yang lebih tinggi di pasaran internasional karena 
bersifat organik atau tidak mengandung bahan kimia berbahaya; 
(e) kawasan tambak ramah lingkungan lebih tahan terhadap 
serangan penyakit, akibat kemampuan  mangrove dalam menyerap 
limbah dan menghasilkan zat antibakteri.

Dari segi tekno-ekologis, beberapa keuntungan yang dapat 
diperoleh dengan menerapkan pertambakan pola wanamina, 
yaitu (1) kontruksi pematang tambak akan menjadi kuat karena 
akan terpegang akar-akar  mangrove dari pohon  mangrove yang 
ditanam di sepanjang pematang tambak dan pematang akan 
nyaman dipakai para pejalan kaki karena akan dirimbuni oleh 
tajuk tanaman  mangrove, (2) petambak dapat mengunakan daun 
 mangrove terutama jenis Rhizophora sp, sebagai pakan kambing 
sedangkan jenis Avicennia sp, Bruguiera sp, Ceriops sp kambing 
tidak menyukainya (ternak sebaiknya dikandangkan agar bibit 
 mangrove yang masih muda tidak mati dimakan/ diinjak ternak), 
(3) peningkatan produksi dari hasil tangkapan dari alam dan 
ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat petambak, (4) 
mencegah  erosi atau  abrasi  pantai dan intrusi air laut ke darat 
sehingga pemukiman dan sumber air tawar dapat dipertahankan 
kuantitas dn kualitasnya, .(5) terciptanya perisai sabuk hijau di 
 pesisir (coastal green belt) serta ikut mendukung program mitigasi 
dan  adaptasi perubahan iklim global karena  mangrove akan 
mengikat karbondioksida dari atmosfer dan melindungi kawasan 
pemukiman dari kecenderungan naiknya muka air laut, (6) vegetasi 
 mangrove akan mengurangi dampak bencana alam, seperti badai 
dan gelombang air pasang, sehingga kegiatan berusaha dan lokasi 
pemukiman di sekitarnya lebih terlindung dari bencana.
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Wilayah  pesisir merupakan daerah ekoton dan memiliki 
peran strategis, karena potensi sumberdaya alam dan jasa-
jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, serta posisinya yang 
terletak pada pertemuan antara wilayah darat dan laut. Kekayaan 
sumberdaya alam wilayah  pesisir Indonesia, antara lain, berupa 
bentangan garis  pantai sepanjang ±95.181.000 km, ±13.466 pulau, 
luas laut sekitar 5,8 juta km2, dan ekosistem  pesisir, seperti hutan 
 mangrove,  terumbu karang, padang lamun (sea grass beds) dan 
lain-lain, berikut sumberdaya hayati, nirhayati, dan plasma nutfah 
yang terkandung di dalamnya (Dahuri, 2013). Termasuk jasa-jasa 
lingkungan  pesisir yang tersedia dapat berupa panorama alam 
 pesisir untuk pariwisata, pelabuhan, dan pemukiman. Secara 
normatif, sumberdaya wilayah  pesisir tersebut dikuasai oleh Negara 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD 
1945). Selain itu, kekayaan ini harus pula dikelola sedemikian rupa 
sehingga memberikan manfaat, baik bagi generasi sekarang maupun 
bagi generasi yang akan datang (Pasal 4 UU No. 23 Tahun 1997).

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR 
DAN LAUT BERORIENTASI  TATA RUANG 

DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

5
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Namun pada kenyataannya, tingkat kesejahteraan masya-
rakat  pesisir, khususnya nelayan dan petambak yang bermukim 
di wilayah  pesisir, justru menempati strata yang paling rendah 
apabila dibandingkan dengan segmen masyarakat lainnya. 
Demikian pula, di beberapa wilayah  pesisir, fenomena pengelolaan 
yang melampaui daya dukung lingkungan sudah mulai muncul. 
Paradoks pengelolaan wilayah  pesisir tersebut, tentu saja harus 
diakhiri. Langkah itu dapat dimulai dengan mengembangkan sis-
tem pengelolaan wilayah  pesisir secara terpadu (Dahuri, R. 
2001). Dengan sistem pengelolaan wilayah  pesisir secara terpadu, 
diharapkan akan terwujud suatu sistem pengelolaan wilayah  pesisir 
yang optimal, efi sien, terkoordinasi, sinergis dan berkelanjutan, 
sebagaimana diisyaratkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

Sistem pengelolaan wilayah  pesisir terpadu tersebut, seyogya-
nya dilakukan secara sinergis, yang melibatkan kegiatan antar 
sektor, antar pemangku kepentingan, serta didukung kerjasama 
antar daerah. Akan tetapi, sejak Indonesia merdeka sampai 
sekarang, pemerintah belum sepenuhnya berhasil menerapkan 
kebijakan khusus pengelolaan wilayah  pesisir yang berorientasi 
pada kesejahteraan masyarakat dan berwawasan daya dukung 
lingkungan. Selama ini, kegiatan ekonomi yang berlangsung di 
wilayah  pesisir hanya dilakukan berdasarkan pendekatan sektoral 
berjangka pendek, sehingga hanya menguntungkan instansi, sektor 
dan dunia usaha tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Dampak pemanfaatan yang bersifat sektoral berjangka pen-
dek tersebut mulai muncul, khususnya terlihat pada laju kerusakan 
fi sik lingkungan  pesisir yang semakin meningkat. Jika dilihat 
ekosistem  pesisir sebagai satu kesatuan dengan ekosistem Daerah 
Aliran Sungai (DAS), maka meningkatnya laju  erosi tanah dari 
DAS hulu akibat pertanian  lahan kering serta industri, membawa 
sedimen dan residu bahan kimia pertanian serta limbah industri 
ke sungai/estuari dan wilayah  pesisir. Berdasarkan hasil penelitian 
85% pencemaran laut berasal dari daratan (Div.Kelautan KLH, 
2001). Demikian pula, pemanfaatan sumberdaya  pesisir, seperti 
ikan,  terumbu karang, padang lamun,  mangrove, dan pasir  pantai, 
telah berlangsung secara intensif di wilayah  pesisir tertentu. Over 
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eksploitasi akan menimbulkan kerusakan (degradasi) lingkungan 
yang terus-menerus.

 Semakin banyaknya pihak yang berkepentingan dalam 
memanfaatkan sumberdaya  pesisir dari jenis yang sama dan/
atau di wilayah  pesisir yang sama, khususnya di wilayah  pesisir 
yang mengalami pembangunan yang pesat. Masing - masing pihak 
yang berkepentingan memegang dasar hukum dan kebijakan 
dari instansi pusat masing-masing yang berwenang. Kebijakan 
tersebut, memuat tujuan dan sasarannya masing-masing, dalam 
memanfaatkan sumberdaya  pesisir. Oleh karena itu, biasanya 
untuk mencapai tujuannya, setiap instansi menyusun perencanaan 
sendiri, sesuai dengan tugas dan fungsi sektornya, tetapi kurang 
mengakomodasi kepentingan sektor lain, daerah, masyarakat 
setempat, dan lingkungannya. Perbedaan tujuan, sasaran, 
dan rencana masing-masing instansi dapat memicu kompetisi 
pemanfaatan dan tumpang tindih dalam pengelolaan wilayah 
 pesisir. Tumpang tindih perencanaan dan kompetisi pemanfaatan 
wilayah peisir dapat memicu konfl ik pemanfaatan dan konfl ik 
kewenangan.

Semakin meningkatnya kegiatan berbagai sektor peme-
rintah dan swasta di  pesisir, memicu terjadinya benturan antar 
kepentingan atau kompetisi antar pihak yang berkepentingan 
dalam pemanfaatan sumberdaya  pesisir. Kompetisi ini dapat 
menimbulkan konfl ik dan kerawanan sosial-ekologis yang 
dampaknya dapat mengancam kelestarian sumberdaya  pesisir 
serta persatuan dan kesatuan bangsa. Konfl ik yang terjadi dapat 
bersifat monosektor (misal: antar kegiatan penangkapan ikan di 
bidang perikanan), atau multi sektor (misal: tumpang tindihnya 
kegiatan industri, pemukiman, perhubungan, perikanan tangkap 
dan perikanan budidaya di suatu kawasan tertentu). Terhadap 
konfl ik yang sifatnya multi sektor, penyelesaiannya lebih rumit 
dan memakan waktu relatif lama. Berbagai aktivitas di wilayah 
 pesisir yang berpotensi memicu timbulnya konfl ik, antara lain: (a) 
perikanan (overfi shing, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah 
lingkungan, kompetisi ruang fi shing ground, tumpang tindih daerah 
penangkapan ikan (fi shing ground) dengan daerah pemijahan dan 
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asuhan ikan (spawning/nursery ground), konversi  mangrove untuk 
pertambakan, budidaya dan pengolahan ikan yang mencemari 
lingkungan), (b)  reklamasi  lahan  pantai untuk industri, pemukiman 
dan kawasan wisata, (c) penambangan pasir dan  terumbu karang, 
(d) pencemaran akibat limbah industri, agro dan domestik, (d) 
konstruksi bangunan di  pantai yang merubah pola arus alami 
sehingga menimbulkan  abrasi dan akresi di kawasan  pesisir.

Untuk menjaga agar konfl ik tidak meluas dan dampaknya 
tidak membesar diperlukan langkah-langkah penanganan konfl ik 
dengan metoda solusi yang tepat.

 Persoalan pengelolaan wilayah  pesisir semakin krusial 
menyusul diberlakukannya UU No. No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Undang - undang ini memberikan otonomi 
kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya 
pesisirnya; untuk wilayah daerah propinsi terdiri atas wilayah 
darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut, yang diukur dari garis 
 pantai ke arah laut. Kewenangan pemerintah daerah meliputi 
kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan 
sumberdaya alam, dan tanggung jawab untuk melestarikannya. 
Pemerintah daerah kabupaten atau kota memperoleh kewenangan 
sepertiga dari wilayah tersebut, atau sejauh 4 mil laut dari garis 
 pantai (saat surut terendah). Kewenangan tersebut menjelaskan 
bahwa kewenangan daerah yang diberikan ini tidak terbatas hanya 
berupa upaya eksploitasi, namun juga upaya menjaga kelestarian 
(konservasi dan/atau preservasi) sumberdaya kelautan yang ada. 
Kondisi ini berkaitan dengan munculnya kekuatiran bahwa daerah 
hanya akan mementingkan upaya eksploitasi saja dan mengabaikan 
aspek perlindungan atau kelestarian.

 Otonomi daerah di wilayah  pesisir tersebut telah 
menimbulkan perbedaan penafsiran, dimana sebagian Pemerintah 
daerah menerjemahkan seolah-olah kewenangan tersebut seba-
gai kedaulatan. Sehingga timbul kesan adanya pengkapling-ka-
plingan laut berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan 
daerah. Pelaksanaan otonomi ini masih mengalami kendala dalam 
penerapan perundang-undangan beserta peraturan pelaksa-
naannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia 
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usaha di wilayah  pesisir. Dengan diberlakukannya Undang-undang 
No. 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan atas perairan laut 
hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi, yaitu dari posisi 
garis  pantai saat pasang tinggi sampai perairan laut sejauh 12 
mil. Pemerintah Kabupaten dan Kota tidak memiliki kewenangan 
pengelolaan perairan laut, namun masih memiliki kewenangan 
dalam pngelolaan daratan  pesisir mulai garis  pantai saat pasang 
tinggi sampai batas administratif Kecamatan  pesisir. Nampaknya, 
belum semua pemangku kepentingan di Kabupaten dan Kota yang 
memahami dan memiliki persepsi yang sama tentang perubahan 
paradigma ini. Sehingga tidak mengherankan, di beberapa 
Kabupaten dan Kota seolah-olah melakukan pembiaran atau lepas 
tangan terhadap pengelolaan  pesisir dan laut di wilayahnya.

 Dalam rangka mengintegrasikan berbagai perencanaan 
sektoral; mengatasi tumpang tindih pengelolaan; konfl ik 
pemanfaatan dan kewenangan; serta mengoptimalkan pengem-
bang annya, maka diperlukan suatu model perencanaan dan peman-
faatan sumber daya  pesisir di kawasan  pesisir, melalui Rencana 
Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
merupakan salah satu dimensi perencanaan yang harus ada, hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-
undang No : 26 / 2007, tentang Penataan Ruang dan UU No. 
27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil. Namun pada saat ini, dari sebagian besar daerah yang sudah 
merumuskan rencana tata ruang wilayah; yang disiapkan atau 
di-Perdakan adalah arahan pemanfaatan ruang daratan (matra 
darat) dalam bentuk RTRW (kabupaten/Kota/Provinsi). Sedangkan 
arahan dan perencanaan pengelolaan serta pemanfaatan ruang 
perairan  pesisir dan lautan belum mendapatkan porsi prioritas 
sebagaimana mestinya. Akibatnya, perencanaan kegiatan-
kegiatan pembangunan yang berbasis pada sumber-sumber daya 
 pesisir dan kelautan dilakukan secara sendiri-sendiri (sektoral), 
sehingga pelaksanaannya jauh dari prinsip-prinsip perencanaan 
pembangunan yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial 
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maupun ekonomi. Pola penataan wilayah  pesisir dan lautan secara 
regional menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan No 34 Tahun 
2004 serta amanat UU No.27/2007 Jo Undang-undang No. 1 tahun 
2014, pada kenyataannya tidaklah sederhana, karena lautan 
adalah wilayah terbuka dan bersifat umum (common properties 
dan open access), artinya siapa saja boleh memanfaatkan dan juga 
wilayah lautan ini selalu berifat dinamis, yang berlainan dengan 
daratan/statis. Apalagi sumberdaya di dalamnya ada yang bersifat 
menetap (sedentary) dan bergerak (migratory). Oleh karena itu, 
perlu dilakukan penataan ruang dan pemanfaatan sumberdaya 
 pesisir dan laut pada tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai 
pedoman dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang 
laut,  pesisir, dan pulau-pulau kecil.

 Belum baiknya perencanaan kegiatan penataan, peman-
faatan dan pengembangan di wilayah laut juga menjadi sebab 
belum optimalnya sumbangan sumber daya kelautan sebagai 
salah satu sektor utama ekonomi nasional maupun daerah. Secara 
umum, sumbangan sumber daya kelautan masih sangat terbatas 
pada kontribusi sektor perikanan beserta pertambangan minyak 
dan gas bumi, sedangkan dari sektor-sektor kegiatan kelautan 
lainnya, seperti kegiatan pertambangan mineral, pemanfaatan 
energi gelombang, dan sebagainya belum memberikan sumbangan 
yang berarti. Padahal, secara nyata telah dibuktikan bahwa potensi 
pengembangan kelautan tidak hanya berupa pengembangan 
kegiatan perikanan, pertambangan minyak dan gas bumi saja, 
tetapi terdapat pula beberapa kegiatan penting lainnya yang dapat 
dan perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan 
dan pengelolaan sumber daya kelautan seperti pertambangan 
mineral, kegiatan perhubungan dan pelayaran, serta kegiatan-
kegiatan yang bersifat turisme dan/atau leisure.

Dalam UU. No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta 
Undang-undang No. 27 tahun 2007(direvisi dalam UU No. 1 Tahun 
2014) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil, 
dinyatakan bahwa pengaturan dan penetapan lokasi untuk investasi 
dilaksanakan di Kabupaten dan Kota berdasarkan Rencana Tata 
Ruang. Hirarki perencanaan tata ruang dikaitkan dengan sistem 
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pemerintahan terbagi atas tiga bagian, yaitu Rencana Tata Ruang 
Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Perencanaan yang ada selama 
ini masih didominasi pengaturan wilayah daratan saja (matra 
darat), belum sepenuhnya memprioritaskan pengaturan wilayah 
perairan/lautan (matra laut). Dalam pasal 6 juga disebutkan 
bahwa pengelolaan ruang laut akan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang tersendiri. Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa otonomi secara 
nyata untuk pengelolaan perairan  pesisir dan laut dilakukan di 
tingkat Provinsi. Hal ini, sering memberikan implikasi timbulnya 
benturan antar kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya 
wilayah  pesisir (baik antar daerah maupun antar sektor), sehingga 
perlu solusi untuk menangani permasalahan pemanfaatan dan 
penataan wilayah  pesisir sejalan dengan peraturan perundangan 
yang berlaku.

Mengacu pada Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025, “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” 
beserta delapan misinya, maka Kementerian Kelautan dan 
Perikanan beserta jajarannya merupakan bagian utama yang 
mempunyai tanggungjawab besar dalam pencapaian misi ke-6 yaitu: 
“mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari” serta misi ke-7 yaitu: 
“mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, 
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Beberapa butir 
penting dari misi ke-6 yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya 
kelautan, antara lain: (1) mengembangkan potensi sumberdaya 
kelautan yang dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, 
komprehensif, serta keterpaduan kebijakan dan pengelolaan antar 
sektor lautan dan daratan, (2) memperhatikan dan mengelola 
keragaman jenis sumberdaya alam yang ada di setiap wilayah, 
melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, 
mengedepankan aspek keberlanjutan dan pemantapan tata ruang 
wilayah sebagai pedoman pemanfaatan sumberdaya alam yang 
optimal dan lestari, (3) mengendalikan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak terarah, 
guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dalam 
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menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Adapun butir-butir 
penting dari misi ke-7 antara lain: (1) menumbuhkan wawasan bahari 
bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia 
berorientasi kelautan, (2) meningkatkan kapasitas sumberdaya 
manusia yang berwawasan kelautan, (3) mengelola wilayah laut 
nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, 
(4) membangun ekonomi kelautan (perhubungan laut, industri 
maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan mineral, bangunan 
laut dan jasa kelautan) secara terpadu dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Untuk 
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan arahan 
pembangunan dalam bentuk RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah 5 tahunan. Dalam RPJM tahun 2010-2014, arahan 
pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan penataan 
kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya 
peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan 
IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian, dengan sasaran: 
(1) industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri 
maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral 
dikembangkan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan, (2) 
berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi SDA dan LH dan 
menguatnya partisipasi masyarakat. Apakah refl eksi pembangunan 
berkelanjutan sudah mewujud sesuai arahan dan sasaran yang 
sudah dicanangkan, beberapa isu-isu pokok pembangunan yang 
terekam di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan pada uraian 
pada sub bab selanjutnya

Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Bockish (2012), terdapat tiga pilar pendukung 
sifat berkelanjutan, yang saling berinteraksi satu sama lain, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 55. Kebutuhan manusia disebut 
berkelanjutan jika kebutuhan baku dapat diperoleh dalam waktu 
yang panjang. Kebutuhan baku yang dimaksud meliputi udara, 
air, dan sumber daya alam lainnya di wilayah  pesisir dan laut. 
Dengan demikian wilayah  pesisir dan laut dapat menyediakan 
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atau memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial 
(bearable). Kebutuhan dasar manusia terhadap ekonomi disebut 
berkelanjutan jika memiliki kesamaan kesempatan (equitable) 
untuk mendapat pemenuhan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan 
kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tidak lepas dari ketersediaan 
lingkungan  pesisir dan laut, seperti udara, air, tanaman, hewan 
secara berkelanjutan dalam waktu yang lama (viabel).

Gambar 55. Tiga Pilar Pendukung Keberlanjutan 
 (Bockish, 2012)

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa setiap dimensi 
saling berhubungan dalam sistem ekologis  pesisir yang dipicu 
oleh kekuatan dan tujuan. Ketiga dimensi tersebut yaitu: (1) 
dimensi ekonomi untuk melihat pengembangan sumberdaya 
manusia, khususnya melalui peningkatan konsumsi barang dan 
jasa pelayanan; (2) dimensi lingkungan hayati dan nirhayati 
yang difokuskan pada integritas sistem  ekologi ; dan (3) dimensi 
sosial bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia, 
pencapaian aspirasi individu dan kelompok dan penguatan nilai 
serta institusi kelembagaan. 
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Pembangunan wilayah  pesisir dan laut berkelanjutan 
tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas 
dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup 
kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan 
perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 Pilar Pembangunan 
berkelanjutan). Konsep keberlajutan dapat dirinci menjadi 
tiga aspek pemahaman, yaitu : (1) Keberlanjutan ekonomi yang 
diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang 
dan jasa bahari secara kontinyu untuk memelihara keberlajutan 
pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan 
sektoral yang dapat merusak produksi dan industri agromarin; 
(2) Keberlanjutan lingkungan atau fungsi ekosistem diartikan 
bahwa sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu 
memelihara sumber daya  pesisir dan laut yang stabil, menghindari 
eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan 
yang berlebihan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan 
keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem 
lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; 
dan (3) Keberlanjutan sosial yang diartikan sebagai sistem yang 
mampu mencapai kesetaraan status serta penyediaan layanan 
sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas 
sosial-budaya-politik serta partisipasi pengelolaan wilayah  pesisir 
terpadu. 

Prinsip dan karakteristk pembangunan berkelanjutan yang 
harus diperhatikan dan diterapkan dalam melakukan pembangunan 
menurut Budimanta (2005) adalah sebagai berikut: (1) Cara berpikir 
yang integratif, pembangunan harus melihat keterkaitan fungsional 
dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di 
dalam merencanakan, maupun melaksanakan pembangunan; (2) 
Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka 
panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran 
para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka 
pikir jangka pendek; (3) Mempertimbangkan keanekaragaman 
hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia 
secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang; 
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dan (4) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini 
dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya 
pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya 
sumber daya  lahan dan faktor produksi yang lain.

Konsep pembangunan berkelanjutan dijabarkan dalam 
prinsip-prinsip yang selanjutnya dijabarkan dalam hukum ling-
kungan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pem-
bangunan berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam 
deklarasi dan perjanjian internasional UNCED (United Nations 
Conference on Enviromental and Development) di Rio de Janiero 
pada tahun 1992. Secara formal prinsip-prinsip utama pembangunan 
berkelanjutan yaitu :

Pertama, Prinsip Keadilan Antar Generasi. 
Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi umat 

manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati 
bumi bukan dalam kondisi buruk akibat perbuatan generasi 
sebelumnya. Edit Brown Weiss menyebutkan bahwa tindaan 
generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang 
yaitu : Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumberdaya 
berkualitas, sehingga membuat generasi mendatang harus 
membayar lebih mahal untuk in-efi siensi dalam penggunaan 
sumberdaya alam yang dilakukan generasi sekarang; Kedua, ada 
pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, dimana sampai 
sekarang belum diketahui manfaat terbaiknya, tetapi sangat 
merugikan generasi mendatang; Ketiga, pemakaian sumberdaya 
alam secara eksploitatif membuat generasi mendatang tidak 
memiliki keragaman sumberdaya alam. Berdasarkan masalah yang 
terdapat dalam hubungan antar generasi ssekarang dengan generasi 
mendatang ini, maka Edith Brown Wiess mengajukan konsep 
Prinsip Keadilan Antar Generasi (intergenerational equity). Prinsip 
keadilan antar generasi selanjutnya dijabarkan dalam kewajiban-
kewajiban yang pada garis besarnya adalah : (a) Kewajiban untuk 
mengurangi pencemaran sampai pada tingkat yang minimum; (b) 
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Kewajiban untuk mengembangkan teknologi yang tidak merusak 
lingkungan; (c) Kewajiban untuk mengambil langkah pencegahan 
dan kerusakan lingkungan.

Kedua, Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi
Prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational 

equity) merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan 
di dallam sebuah generasi umat manusia, dimana beban dari 
permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat 
dalam satu generasi. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan isu 
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena beberapa 
alasan L1) Beban dan permasalahan lingkungan dipikul oleh 
masyarakat lemah secara ekonomi dan sosial; (2) Kemiskinan 
mengakibatkan degradasi lingkungan, karena masyarakat yang 
masih pada taraf pemenuhan kebutuhan dasar pada umumnya 
terpaksa mengorbankan lingkungan hidup; (3) Upaya-upaya 
perlindungan lingkungan dapat memberikan dampak negatif pada 
sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, namun disisi lain bisa 
menguntungkan sektor lain; (4) Tidak semua anggota masyarakat 
memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan 
yang berdampak pada lingkungan.

Ketiga, Prinsip Kehati-hatian
Prinsip pencegahan dini (precautionary principle) mengan-

dung suatu pengertian bahwa apabila terdapat ancaman berarti, 
atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat 
dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang 
konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda 
upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 
Dalam menerapkan prinsip ini, pengambian keputusan harus 
dilandasi oleh : Pertama, evaluasi yang sungguh-sungguh untuk 
mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak 
dapat dipulihkan. Kedua, penilaian dengan melakukan analisis 
resiko dengan menggunakan beberapa opsi. Prinsip ini merupakan 
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respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional, dimana upaya 
pencegahan dan penangggullangan baru dapat dilakukan setelah 
resiko benar-benar terjadi dan terbukti secara meyakinkan.

Keempat, Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati
Keragaman hayati dikonsepsikan sebagai jumlah jenis 

yang variasinya besar. Makin besar jumlah jenis, makin besar 
pula keragaman hayatinya. Melalui proses evolusi, dengan terus 
menerus terjadilah jenis baru. Sebaliknya dengan terus menerus 
pula terjadi kepunahan jenis. Perlindungan keragaman hayati 
merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip 
keadilan antar generasi. Perlindungan keragaman hayati juga 
merupakan prasyarat terwujudnya keadilan dalam satu generasi. 
Berkurangnya keragaman hayati di dunia memberikan dampak 
signifi kan bagi ketersediaan bahan-bahan obat-obatan yang 
berguna bagi umat manusia. Bahkan manusia sesungguhnya belum 
tahu manfaat terbaik dari keragaman hayati yang dihabiskannya. 
Berlatang belakang inilah PBB dalam Earth Summit 1992 (Konperensi 
PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan) menerima konvensi 
keragaman hayati (United Nations on Biological Diversity). Konvensi 
tersebut telah diratifi kasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keragaman 
Hayati.

Kelima, Prinsip Pencemar Harus Membayar
Dalam jangka waktu yang lama, kerusakan lingkungan atau 

pencemaran lingkungan di wilayah  pesisir dan laut merupakan 
resiko yang harus ditanggung masyarakat dari kegiatan produksi. 
Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan tidak dianggap sebagai 
bagian dari proses produksi yang juga harus ditanggung oleh 
perusahaan atau pemrakarsa bagi yang lokasinya di bagian hulu 
atau hilir. Fenomena ini merefl eksikan ketidakadilan yang diterima 
masyarakat  pesisir selaku korban. Pelaku usaha (Perusahaan atau 
pemrakarsa) hanya melihat sisi keuntungan dari sebuah proses 
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produksi, tidak melihat pembuangan limbah (waste) sebagai bagian 
dari proses produksi yang juga harus dikelola oleh pengusaha. 
Oleh karena itu biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan 
ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
penggunaan sumber daya alam di wilayah  pesisir dan laut 
tersebut. Masalah lingkungan pada hakekatnya timbul karena 
adanya kegiatan ekonomi dan pembangunan. Konsekwensi lebih 
lanjut upaya penanggulangan kerusakan lingkungan seharusnya 
dapat pula dilakukan melalui pendekatan ekonomi. Kerusakan 
lingkungan dapat dilihat sebagai eksternal cost dari suatu kegiatan 
ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam 
kegiatan ekonomi tersebut. Secara langsung atau tidak langsung 
prinsip internalisasi biaya lingkungan menjadi pembenar adanya 
konsep tanggunggjawab sosial perusahaan (corporate social 
responsibility).
  Tingginya keragaman hayati ekosistem bahari akan 
menjamin berlanjutnya kehidupan di wilayah  pesisir dan laut, oleh 
karena itu adalah hal mutlak bagi setiap daerah dan individu untuk 
mempertahankan, mengembangkan, dan melindungi keragaman 
hayati ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, semakin jelas bahwa 
konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang 
universal, sehingga menjadi agenda bersama dalam pengelolaan 
wilayah  pesisir dan laut, meskipun action antar daerah berbeda.

Isu-isu Pokok dan Permasalahan Pemanfaatan dan Penataan 
Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Jawa Tengah 

Secara adaministratif, Provinsi Jawa Tengah memiliki 
35 Kabupaten Kota, 17 diantaranya merupakan Kabupaten/Kota 
yang berada di  pesisir dan mempunyai garis  pantai dan wilayah 
laut dengan rincian: 13 kabupaten/kota berada di  pantai utara 
(Pantura) dan 4 kabupaten berda di p[antai selatan (Pansel). 
Jumlah desa di wilayah  pesisir adalah 426 desa yang terbagi: 331 
desa di Pantura dan 95 desa di Pansel. Jumlah penduduk mencapai 
32.382,657 jiwa, kurang lebih 53%-nya berada di wilayah  pesisir. 
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Penduduk  pesisir Pantura 12.851,646 jiwa (6.392,372 laki-laki dan 
6.459,274 perempuan). Jumlah penduduk  pesisir Pansel 4.426.364 
jiwa (2.199.033 jiwa laki-laki dan 2.227,331 jiwa perempuan. 
Dengan kewenangan pengelolaan atas perairan laut sejauh 12 
mil (dihitung dari garis  pantai) maka luas wilayah perairan laut 
Provinsi Jawa Tengah adalah 3.25 juta ha, yang terdiri: (a) Pantura 
seluas 1.103,669 ha dan (b) Pansel seluas 627,844 ha. Panjang 
garis  pantai Jawa Tengah adalah 791,73 km, dengan rincian: (a) 
Pantura: 502,69 km, dan (b) Pansel: 289.04 km.  Ekosistem vital 
yang menonjol di Provinsi Jawa Tengah, antara lain: (1) Mangrove, 
dengan luas tutupan di Pantura 2.458,39 ha dengan 58 species 
dan 7.287,00 ha dengan 38 species di Pansel.  Ekosistem  terumbu 
karang dengan luas 2.290,69 ha yang mencakup: (1) Kepulauan 
Karimunjawa seluas 1.400 ha, (2) Jepara seluas 500,88 ha, (3) 
Rembang seluas 365,00 ha, (4) Tegal (Karangjeruk) seluas 19.53 
ha, (5) Batang (Karang Kretek dan Karang Maeso) seluas 4.50 ha, 
serta (6) Kendal (karang Kelops dan karang Rome-rome) seluas 
0.78 ha. Di Wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah tidak dijumpai 
karang hidup.  Ekosistem padang lamun hanya dijumpai di : (1) 
Rembang seluas 144.70 ha, (2) Jepara seluas 103,56 ha, serta (3) 
Kepulauan Karimunjawa seluas 248,26 ha, sehingga total mencapai 
435,04 ha. Luas wilayah penangkapan ikan (demersal dan pelagis) 
seluas 25.220,39 km2, terdiri dari: (a) Pantura seluas 13.758,66 
km2, serta (b) Pansel seluas 11.461,73 km2. (Sumber: Diskanlut 
Jateng, 2012). 

 Dengan jumlah penduduk yang bermukim di  pesisir cukup 
besar serta serta dukungan sumberdaya kelautan yang cukup besar 
(tetati relatif rawan gangguan) merupakan tantangan bagaimana 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 
kelestarian fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan. Dari 
penelusuran berbagai kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian 
serta pemantauan selama kurun waktu 2005-2013 dapat dirangkup 
beberapa isu dan permasalahan sebagai refl eksi pembangunan 
kelautan selama ini sebagaimana tertuang pada uraian berikut ini.
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1.  Konfl ik Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang
Adanya paradigma yang menyatakan bahwa sumberdaya 

 pesisir merupakan “common property resources” (sumberdaya 
milik bersama), sehingga wilayah  pesisir memiliki fungsi publik 
(tersedia untuk kepentingan umum). Di samping itu sumberdaya 
dan wilayah  pesisir juga merupakan “open access regime”, 
yang memungkinkan bagi siapapun yang mau dan mampu untuk 
memanfaatkan ruang serta sumberdaya  pesisir. Implementasi dari 
kedua pandangan ini seringkali menjadi pemicu timbulnya konfl ik 
pemanfaatan ruang dan sumberdaya  pesisir. Konfl ik dapat terjadi, 
baik antar sektor, antar daerah maupun antar pelaku usaha di laut 
(nelayan, petambak, petani ikan, serta pelaku usaha lainnya). 
Sebagai ilustrasi, Konfl ik pemanfaatan ruang  pesisir dan laut 
Kabupaten Batang, telah membenturkan kepentingan konservasi 
 terumbu karang dan  habitat perikanan dengan kepentingan industri 
berteknologi tinggi PLTU, juga membenturkan kepentingan sektor 
perikanan, pertanian dan ESDM. Juga konfl ik pemanfaatan ruang di 
teluk Semarang yang menaungi Kabupaten Kendal, Kota Semarang 
dan Kabupaten Demak, telah menyebabkan timbulnya benturan 
kepentingan antara sektor industri (KEK Kendal dengan perikanan 
tambak Kota Semarang, Kawasan Industri Wijaya Kusuma dengan 
Kawasan Pertambakan Tugu Semarang, dan KI Terboyo Semarang 
dengan Perikanan Tambak Kabupaten Demak).

Timbulnya konfl ik dalam pemanfaatan sumberdaya  pesisir dan 
lautan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

• Menonjolnya ego-sektoral dan ego-kedaerahan, yang meng-
anggap sektor atau daerahnya lebih berwenang atau lebih 
superior dari sektor atau daerah lain dalam pemanfaatan 
sumberdaya  pesisir. Pengelolaan kegiatan pemanfaatan 
sumberdaya  pesisir dan lautan selama ini lebih banyak 
dilakukan secara sektoral dan berorientasi pada keuntungan 
sesaat (jangka pendek) secara maksimal. Egoisme sektoral 
lebih dominan daripada kerjasama secara sinergis antar 
sektor untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya  pesisir 
secara optimal.

• Kurangnya pemahaman dan apresiasi dari sebagian pe-
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ren cana, pengambil keputusan, serta pelaku kegiatan 
pembangunan di kawasan  pesisir akan pentingnya nilai 
strategis sumberdaya  pesisir, baik yang sifatnya mudah atau 
sulit diperbarui, serta perlunya dijaga kebersihan/kein-
dahan lingkungan  pesisir bagi kelangsungan pembangunan;

• Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara para pihak yang 
berkepentingan dalam menyusun rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan kawasan  pesisir di tingkat daerah (Provinsi, 
Kabupaten dan Kota).

• Belum dipakainya pertimbangan daya dukung lingkungan 
dan daya lenting sumberdaya  pesisir sebagai rambu-rambu 
pembatas tingkat eksploitasi sumberdaya alam di kawasan 
 pesisir;

• Belum ada batas pengelolaan yang tegas dan jelas mengenai 
kawasan  pesisir dan laut yang menjadi kewenangan setiap 
Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk kerjasama secara 
sinergis antar daerah yang berbatasan.

• Lemahnya koordinasi serta kemampuan aparatur dan 
kelembagaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-
daya  pesisir dan lautan;
Secara sosio-anatomis, sesungguhnya konfl ik dalam pena-

taan dan pemanfaatan ruang  pesisir, dapat dikelompokkan ke 
dalam berbagai kategori berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, 
yaitu (Satria, 2002):

• Konfl ik kelas, yaitu konfl ik yang terjadi antar kelas sosial 
nelayan dalam memperebutkan ruang atau wilayah 
penangkapan ikan (fi shing ground), terutama pada jalur 
(Ia 0 – 3 mil) dan Ib (3 – 6 mil). Konfl ik itu dipicu akibat 
beroperasinya kapal/armada penangkap ikan, misalnya 
Trawl, di perairan  pesisir (jalur 1) yang sebenarnya 
merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional 
(skala kecil). Nelayan tradisional merasakan ketidakadilan 
dalam memanfaatan sumberdaya ikan akibat perbedaan 
kelas atau tingkat penguasaan kapital.

• Konfl ik orientasi, yaitu konfl ik yang terjadi antar nelayan 
yang memiliki perbedaan orientasi dalam pemanfaatan 
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sumberdaya  pesisir dan pulau-pulau kecil. Konfl ik tipe 
ini didasari oleh sifat altruistik yang dianut oleh masing-
masing pelaku usaha perikanan. Nelayan atau pelaku usaha 
penangkapan ikan yang menganut pola altruistik negatif 
akan cenderung mengikuti orientasi jangka pendek. Pelaku 
usaha tipe ini seringkali melakukan kegiatan yang bersifat 
destruktif atau melakukan penangkapan ikan berlebihan 
(over exploitasi), misalnya dengan menggunakan alat tang-
kap yang bersifat merusak lingkungan (bahan peledak, bahan 
kimia beracun, aliran listrik, serta jaring yang tidak selektif 
atau bersifat merusak). Sebaliknya, pelaku usaha yang 
menganut pola altruistik positif, cenderung berorientasi 
jangka panjang. Mereka melakukan penangkapan ikan 
secara terkendali (responsible fi sheries) pada musim dan 
lokasi yang tepat dengan menggunakan alat tangkap yang 
ramah lingkungan. Kelompok ini dalam pengoperasian alat 
tangkap akan selalu menghindari tempat pemijahan dan 
daerah asuhan ikan (spawning and nursery ground) serta 
musim pemijahan ikan (spawning season).

• Konfl ik agraris spasial, yaitu konfl ik yang terjadi akibat 
perebutan atau tumpang tindihnya pemanfaatan ruang 
perairan laut. Misalnya, tumpang tindih antara : fi shing 
ground (daerah penangkapan ikan) dengan spawning ground 
(daerah pemijahan), fi shing ground dengan kegiatan pe-
manfaatan lainnya (penambangan pasir/ terumbu karang, 
fi sh sanctuary,  terumbu karang buatan, alur pelayaran kapal 
niaga), antara spawning ground dengan penambangan pasir 
laut (contoh: kerusakan  habitat vital/spawning ground 
ikan Gelam/Phytophill, Psammopercha waigiensis, akibat 
penambangan pasir di Riau Kepulauan dan perairan Batam), 
antara  zona konservasi  terumbu karang/sempadan  pantai 
dengan wisata bahari minaboga di Kepulauan Karimunjawa, 
antara kawasan industri dan pelabuhan Kendal/Kaliwungu 
dengan pertambakan Mangunharjo Semarang. Akibat 
tumpang tindihnya kegiatan yang tidak sinergis tersebut 
menyebabkan timbulnya dampak yang tidak diinginkan, 
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antara lain: (a) kerusakan  habitat pemijahan dan penurun-
an stok udang jahe (Metapenaeus elegans) di Sega ra 
Anakan Cilacap, (b) kerusakan  habitat  terumbu karang 
dan terjadinya pencemaran air di Kabupaten Batang dan 
Jepara, (c) degradasi lingkungan ( abrasi) dan hilang/
hancur nya tambak seluas 180 ha di  pesisir Mangunharjo 
dan 128 ha di Sayung-Morosari Kabupaten Demak..

• Konfl ik primordial, yaitu konfl ik pemanfaatan ruang/
sumberdaya yang terjadi akibat menonjolnya egoisme/
kepentingan sektor, daerah, etnik, individu, kelompok, 
atau lainnya. Konfl ik tipe ini terlihat menonjol terutama 
setelah diberlakukannya desentralisasi (otonomi daerah) 
sebagaimana diamanatkan UU No. 32 tahun 2004.

2.  Degradasi Sumberdaya dan Lingkungan 
 akibat Dampak Pembangunan 

Berbagai kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak 
atau perubahan mendasar pada wilayah  pesisir dan pulau-pulau 
kecil, terutama  habitat vital/ekosistem  mangrove dan  terumbu 
karang, antara lain:

• Kegiatan penebangan atau konversi hutan  mangrove menja-
di kawasan pertambakan, pemukiman, pelabuhan dan 
industri menyebabkan rusaknya bentang alam, timbulnya 
 abrasi dan hilangnya hewan yang menghuni komunitas 
 mangrove. 

• Kegiatan penambangan dan konversi kawasan  terumbu 
karang untuk keperluan industri agromarin, budidaya laut, 
resort wisata, pertambangan, pelabuhan dan galangan 
kapal; dapat menyebabkan rusaknya daerah pemijahan 
dan asuhan ikan dan berkurangnya populasi ikan di laut;

• Penambangan pasir laut dapat menyebabkan rusaknya 
tempat pemijahan ikan, meningkatkan kedalaman air dan 
kecepatan arus/gelombang serta dapat memicu  abrasi 
 pantai;

• Pendirian bangunan yang menjorok ke laut, dapat mengha-
langi transpor sedimen dan membelokkan pola arus/
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gelombang, sehingga dapat menyebabkan  abrasi dan/
atau akresi  pantai. Kasus ini telah terjadi di Provinsi Jawa 
Tengah, antara lain berupa: (1)  abrasi yang menghancurkan 
tambak seluas lebih dari 120 ha serta kerusakan sempadan 
 pantai sepanjang 3.75 km di Mangunharjo Semarang sebagai 
akibat  reklamasi dan bangunan yang menjorok ke laut, (2) 
hancur dan hilangnya pematang tambak dan daratan litoral 
seluas lebih dari 150 ha di Sayung-Morosari Demak akibat 
 abrasi dan rob yang dipicu oleh bangunan  reklamasi yang 
menjorok ke laut dan perpanjangan bangunan pemecah 
gelombang yang menjorok di Teluk Semarang.

• Kegiatan pembuangan limbah (padat/sampah dan cair/
air balast) dari aktifi tas: industri, wisata, pemukiman, 
pertanian, perikanan (budidaya tambak/laut dan 
pengolahan ikan), pelabuhan dan pertambangan. Disiplin 
yang rendah dari sebagian masyarakat dalam menjaga 
kebersihan dan kualitas lingkungan merupakan potret 
yang menonjol dijumpai di permukiman  pesisir, terutama 
permukiman dan area aktivitas nelayan. Pembuangan 
sampah dan limbah ke sungai/laut merupakan peman-
dangan yang dapat disaksikan setiap hari. Akibatnya 
kualitas air sungai mengalami penurunan akibat tingginya 
beban cemaran. Indikasi penurunan kualitas air sungai/
laut, di samping dapat dilihat dari banyaknya parameter 
kunci  abiotik (DO, pH, BOD, COD) yang tidak memenuhi 
baku mutu, juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat 
kemantapan trofi k (H’) dan saprobitas perairan (IS). 

• Kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung-
jawab, misalnya menggunakan alat tangkap yang bersifat 
destruktif (menggunakan: bahan peledak, bahan kimia 
beracun, aliran listrik, atau alat tangkap yang merusak 
 habitat). Hal itu masih ditambah dengan operasional 
armada tangkap yang kurang tepat ditinjau dari segi 
lokasi (fi shing ground tumpang tindih dengan spawning/
nursery ground) serta waktu (penangkapan dilakukan pada 
saat ikan pada tahap rawan secara biologis/matang telur 
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mendekati pemijahan). Sebagai contoh, Karang Kretek yang 
merupakan Zona Inti di Kawasan Konservasi Laut Daerah 
(Taman Pesisir) di Kabupaten Batang ternyata sebagian 
rusak karena dijadikan daerah penangkapan jaring arad.

Dampak atau perubahan mendasar terhadap ekosistem 
 mangrove dan  terumbu karang di wilayah  pesisir dapat terjadi 
melalui berbagai tahap sebagai berikut:

1. Usaha atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap 
 habitat, sehingga akan menyebabkan degradasi (kerusakan) 
 habitat vital  mangrove atau  terumbu karang. Karena  habitat 
vital rusak maka efek lanjutnya akan menyebabkan: (a) 
sistem penyangga  pantai menjadi rapuh, daratan mudah 
terabrasi arus dan gelombang, akibatnya pemukiman 
penduduk menjadi terancam, (b) biota terestris dan biota 
akuatik yang hidup/bernaung di  habitat tersebut menjadi 
terganggu kehidupannya (misalnya, akibat kerusakan pada 
 habitat kawin, bertelur, membesarkan anakannya, atau 
tempat makan dan berlindung) sehingga populasinya dapat 
menurun. Akibatnya, penghasilan nelayan atau masyarakat 
yang memanfaatkan biota di  habitat tersebut menjadi 
menurun. Kerusakan  habitat  mangrove dan  terumbu karang 
juga akan berpengaruh terhadap kelestarian plasma nutfah 
dan keanekaragaman hayati biota  pesisir dan laut.

2. Usaha atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap 
biota dan rantai makanan alaminya, akibatnya terjadi 
deplesi sumberdaya biotis dan efek lanjutnya penghasilan 
masyarakat yang bergantung kepada sumberdaya itu 
menjadi berkurang.

3.  Pencemaran Perairan Pesisir dan Laut
Diketahui bersama, bahwa wilayah  pesisir selain menerima 

tekanan lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan dari 
lingkungan internal di  pesisir dan laut, juga menerima beban 
tekanan lingkungan eksternal dari kegiatan pembangunan 
atau aktivitas manusia dan alam yang berada di luar wilayah 
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 pesisir; baik yang berasal dari daratan  lahan atas (supralitoral. 
Upland areas) maupun yang berasal dari laut. Salah satu sumber 
pencemar perairan  pesisir dan laut adalah masuknya air balas pada 
ekosistem perairan  pesisir. Dari beberapa penelitian dan kajian 
menunjukkan bahwa beberapa lokasi  pesisir Jawa Tengah telah 
mengalami penurunan mutu (kualitas) lingkungan bila ditinjau 
dari parameter fi sika-kimia dan  biotik perairan (keanekaragaman 
biota dan saprobitas). Hampir seluruh  muara (estuari) di kota-
kota besar (Semarang, Batang, Pekalongan, Tegal, Jepara, Pati 
dan Cilacap telah mengalami penurunan kemantapan ekologis (H’ 
di bawah 0.75) kenaikan cemaran (BOD di atas 100 serta Indek 
Saprobik: IS di bawah 0.50). Kawasan perairan yang berdekatan 
dengan permukiman nelayan, TPI/PPI dan kawasan Industri 
memperlihatkan tingkat pencemaran air dan penurunan kualitas 
lingkungan lebih signifi kan, yaitu BOD di atas 250, H’ di bawah 
0.50 dan IS di bawah 0.25 dengan indikasi ekosistem goyah tidak 
mantap dan saprobitas mengarah pencemaran sedang ke arah 
berat (Meso-polisaprobik). Faktor penyebab utama tingginya 
pencemaran antara lain disebabkan rendahnya tanggungjawab 
serta kepekaan dan kepedulian masyarakat untuk menegakkan 
budaya malu guna hidup bersih & sehat bersahabat dengan 
lingkungan. Faktor  sedimentasi juga menjadi penyebab hilangnya 
fungsi ekosistem  terumbu karang. Sebagai contoh, 70% kawasan 
terumbu Karang Kretek dan 45% kawasan Terumbu Karang Maeso 
di KKLD Kabupaten Batang telah tertutup (terkubur) lumpur akibat 
tingginya  sedimentasi dari daratan. Persentase tutupan kedua 
ekosistem  terumbu karang tersebut juga menurun drastis dari 76% 
pada tahun 2005 menjadi 5-21% pada tahun 2012 (Kajian Ekologi 
Perairan Batang, 2013).

Arah Kebijakan Pembangunan
dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut 

Permasalahan yang sangat mendasar dan penting bagi 
pembangunan nasional ke depan adalah, bagaimana meningkatkan 
karakter- integritas manusia (pelaku pembangunan) serta kesadaran 
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ber-Bangsa untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara 
Maritim, yang memiliki keberdayaan di laut yang sesungguhnya. 
Hal tersebut harus menjadi patron pola pikir (mindset) pengelolaan 
Negara, yang menciri pada Kebijakan Pembangunan Nasional 
yang berorientasi kepada Pembangunan Kelautan Indonesia, 
yang ditetapkan melalui Keputusan Politik dengan visi dan misi 
kelautan, serta didukung dengan kebijakan operasional yang 
jelas –terarah serta memihak pada pro-poor, pro-job, pro-growth 
dan pro-environment. Kebijakan tersebut akan menjadi acuan 
bagi program-program sektoral dan kewilayahan. Hal tersebut 
hanya akan terwujud bila ada dukungan politik dan peranserta 
masyarakat yang saling memperkuat (sinergis). Dalam era reformasi 
dengan kehidupan demokrasi yang penuh keterbukaan, maka 
dukungan politik dan peranserta masyarakat sangat dimungkinkan 
memperkuat visi kelautan yang mengedepankan nilai pemikiran 
terbuka, akomodatif dan adaptif  terhadap perubahan serta 
interaktif dengan dunia luar.

Dalam RPJM 2015-2019 dikemukakan arahan pembangunan 
yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara 
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian 
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA 
dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. 
Adapun sasarannya adalah: (1) berkembangnya industri kelautan 
yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, 
wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral secara sinergis, 
optimal dan berkelanjutan, (2) berkembangnya proses rehabilitasi 
dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta 
menguatnya partisipasi masyarakat. Muara dari arahan dan sasaran 
tersebut sudah sangat jelas yaitu: (1) semakin membaiknya tingkat 
kesejahteraan masyarakat, serta (2) semakin meningkatnya daya 
dukung lingkungan bagi kelestarian fungsi ekosistem  pesisir dan 
laut. Sejalan dengan arahan pembangunan yang tertuang pada 
RPJM 2015-2019 tersebut, terutama untuk pembangunan ekonomi, 
adalah perlunya menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup di  pesisir dan laut, terutama dari ancaman atau 
tekanan eksplorasi/eksploitasi yang dapat merusak ekosistem 
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laut. Pengembangan industri kelautan perlu berorientasi pada 
tuntutan clean production, zero waste dan product (food) safety. 
Dari pemantauan yang terjadi di Jawa Tengah, perusakan dan 
pencemaran lingkungan  pesisir/laut lebih banyak disebabkan oleh 
faktor manusia. Dengan demikian kebijakan pembangunan kelautan 
harus bertumpu pada fi losofi  pro-growth, pro-job, pro-poor dan 
pro-environment. Dalam kurun waktu mendatang, kebijakan 
pembangunan kelautan perlu diarahkan pada terwujudnya 
usaha di sector kelautan yang berwawasan lingkungan, beretika 
dan bermoral, serta berbudaya industri. Perwujudan terhadap 
sasaran tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat, terutama para 
pelaku usaha di sektor kelautan dengan dukungan para pemangku 
kepentingan di kawasan  pesisir. 

Selanjutnya, terkait dengan beberapa permasalahan atau isu-isu 
pokok yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu, berikut ini 
disampaikan beberapa alternatif arahan pembangunan kelautan 
ke depan.

   
1.  Arahan Penanganan Masalah Tata Ruang Pesisir dan Laut 

 Penataan ruang  pesisir dan laut dimaksudkan untuk 
menyediakan suatu landasan perijinan yang mengatur ketentuan 
tentang asas dan tujuan, pemanfaatan dan perlindungan 
(konservasi) sumberdaya  pesisir dan laut, kewenangan, pembagian 
pe ran (hak dan kewajiban) antara para pemangku kepentingan 
(stakeholders), integrasi serta harmonisasi dengan penataan ruang 
darat dan udara (sebagaimana diamanatkan UU No. 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 1 
tahun 2014 tentang PWP3K, serta PP No 46 tahun 2016 tentang 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis), keterpaduan pola dan struktur 
ruang  pesisir-laut-darat, sanksi atas kegiatan yang menyimpang 
atau bertentangan dengan tata ruang. Sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 034 tahun 2002, bentuk 
rencana tata ruang  pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi, antara 
lain: 
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• Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional: merupakan bagian 
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan skala 
peta Rencana 1: 1.000.000

• Rencana Tata Ruang Pesisir Wilayah Propinsi, merupakan 
arahan pengembangan perlindungan dan pemanfaatan 
ruang  pesisir wilayah propinsi, dengan skala peta Rencana 
1:250.000

 Dari hasil pantauan sampai bulan September 2018, ternyata 
belum semua Provinsi mempunyai Rencana Tata Ruang Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil dalam bentuk Rencana Zonasi WP3K yang 
di-Perdakan. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, saat ini Perda 
tentang Rencana Zonasi WP3K telah terbit dan diberlakukan lewat 
Peraturan Daerah (Perda) Momor 13 Tahun 2018 tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2018-2038. 

Kenyataan ini menimbulkan implikasi bagi pengendalian 
pemanfaatan ruang  pesisir dan laut, serta memberi peluang 
timbulnya benturan/konfl ik antar kepentingan dalam pemanfaatan 
sumberdaya  pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai arahan solusi 
terhadap permasalahan ini perlu dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut:

• Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) perlu dikuatkan dengan Peraturan 
Daerah, selanjutnya diintegrasikan dan diselaraskan 
dengan RZWP3K Provinsi.

• RZWP3K yang telah disusun Provinsi atau di-PERDA-kan 
perlu ditindaklanjuti dengan Rencana Pengelolaan Pesisir 
Terpadu (Management dan Action Plan) sesuai hierarki 
yang berlaku dalam  siklus perencanaan penataan  pesisir 
terpadu.

• Perencanaan RZWP3K seyogyanya berbasis pada pende-
katan Ekoregion (terpadu antara ekosistem darat dan 
perairan) dan kepentingan masyarakat, antara lain dengan 
memperhatikan daya dukung lingkungan, daya lenting 
sumberdaya, serta adat istiadat dan status kepemilikan 
 lahan.
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• Dari segi penataan pemanfaatan sumberdaya, RZWP3K 
sebaiknya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan 
keadilan secara proporsional, terutama dalam penetapan 
pemintakatan (zonasi) untuk fungsi lindung (konservasi) 
dan budidaya (pemanfaatan), termasuk dalam penetapan 
Kawasan Strategis sebagaimana diamanatkan UU No. 26 
dan No. 27 tahun 2007 (diperbarui dalam UU No. 1 tahun 
2014) serta PP no. 60 tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumberdaya Ikan. Pemintakatan hendaknya benar-benar 
dapat menjamin keharmonisan dan keterpaduan antar  zona 
atau kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang kompatibel 
dapat dipilahkan dari kegiatan yang non-kompatibel, atau 
 zona lindung tidak tumpang tindih dengan  zona budidaya/
pemanfaatan umum.

• Dalam proses penyusunan RZWP3K perlu melibatkan seluruh 
stakeholder, baik pemangku kepentingan internal maupun 
eksternal, sedapat mungkin juga dikonsultasikan dengan 
daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) yang berbatasan.

• Perencanaan RZWP3K pada gugus kepulauan (misalnya 
Kepulauan Karimunjawa) sedapat mungkin dipadukan dan 
diselaraskan dengan RTRW Kabupaten/Kota di daratan 
pulau besar (misalnya Kabupaten Jepara).

• Rencana Zonasi WP3K Provinsi perlu diserasikan, diselaras-
kan,dan diseimbangkan dengan RTRW yang telah ada. 
Sebagai catatan, langkah langkah tersebut perlu diiringi 
kehati-hatian dengan upaya verivikasi dan validasi, baik 
pada zoning teks maupun zoning map-nya. Kenyataan yang 
pernah terjadi pada masa lalu, yaitu RTRW Provinsi Jawa 
Tengah yang sudah di-Perda-kan dengan Perda No. 6 tahun 
2010 tentang RTRW Prov.Jawa Tengah 2009-2029, ternyata 
masih terdapat inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara 
zoning teks dengan zoning map; misalnya, pada zoning teks 
tertulis di wilayah  pesisir-laut Ujung Negoro Kabupaten 
Batang diplot sebagai Zona Konservasi Taman Laut, namun 
pada zoning-mapnya ternyata kosong, yang muncul adalah 
 zona lindung sempadan  pantai. Kekurang-akuratan yang 
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lain, misalnya pada penetapan posisi koordinat beberapa 
ekosistem penting yang dilindungi (misalnya Karang Kretek 
dan Karang Maeso di Kabupaten Batang), setelah dicek 
ulang dengan GPS dan penyelaman Under-water GPS pada 
bulan April 2012 dan Mei 2013 ternyata posisinya tidak 
sesuai dengan lokasi sebenarnya.

• Rencana Zonasi/Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil perlu dirancang, dilegalkan, diimplementasikan, 
dipantau dan dievaluasi dampaknya dari sisi sosial-ekonomi 
dan  ekologi. Dalam RTRWP3K, diusahakan agar minimal 
30 persen dari total luas wilayah harus dialokasikan 
(dicadangkan) untuk kawasan lindung (konservasi). Hal 
ini diperlukan sebagai antisipasi menghadapi ancaman 
pemanasan global (global warming), terutama berkaitan 
dengan peningkatan paras (permukaan) laut (sea level 
rise) yang dapat memicu peningkatan gelombang pasang 
dan  abrasi  pantai. Pada sempadan  pantai perlu dibangun 
atau dikembangkan sabuk hijau (green belt)  mangrove atau 
vegetasi lainnya dengan lebar/ketebalan sesuai kondisi 
oseanografi s dan geomorfologi setempat. Ketetapan 
tentang garis  pantai yang dipakai sebagai acuan, harus 
sama antara RTRW dan RZWP3K (menggunakan garis  pantai 
versi Badan Informasi Geospasial tahun 2013 atau 2017); 
artinya harus ada sinergi dan harmoni antara tata ruang 
matra darat dengan tata ruang matra laut.

• Pada tataran nasional, perlu kebijakan penanganan yang 
tepat dan cermat atas berbagai permasalahan pulau-pulau 
kecil terdepan dan batas laut wilayah Negara (Delimitasi 
Batas Maritim) yang sampai saat ini banyak yang belum 
mencapai kesepakatan dengan beberapa Negara yang 
memiliki perbatasan laut dengan Indonesia. Masalah 
perbatasan wilayah laut dengan Negara-negara tetangga, 
baik yang terkait dengan batas wilayah laut territorial, 
ZEE, landas kontinen, maupun  zona tambahan perlu segera 
diselesaikan. Hal ini perlu, karena akan terkait dengan 
penegasan wilayah secara hukum yang memiliki implikasi, 
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baik pada dimensi politik, keamanan dan ekonomi. Pada 
dimensi politik dan keamanan, penegasan ini menjadi 
penting karena akan menjadi payung hukum implementasi 
kedaulatan dan hak berdaulat, terkait dengan ruang 
pengelolaan Negara dalam berbagai aspek, beserta upaya 
penegakan keamanannya. Pada dimensi ekonomi, langkah 
tersebut akan berguna sebagai penegasan ruang eksplorasi, 
eksploitasi dan konservasi sumberdaya alam laut Indonesia 
yang dikuasai Negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat.

2.  Arahan Penanganan Konfl ik Pemanfaatan 
 Sumberdaya Pesisir dan Laut

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya  pesisir dan lautan 
sedapat mungkin harus dapat menghindari atau memini malisasi 
terjadinya konfl ik di antara berbagai kelompok masyarakat yang 
berkepentingan memanfaatkan sumberdaya  pesisir yang tersedia. 
Seandainya konfl ik timbul maka harus ada upaya untuk mencari 
solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Dalam hal penanganan konfl ik antar pengguna sumberdaya 
 pesisir, terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

(1) permasalahan konfl ik yang berkaitan dengan sebab dan 
akibat terjadinya benturan antar kepentingan dari para 
pihak yang terlibat (stakeholder), yakni terkait dengan 
kebutuhan yang beragam dan daya dukung potensi 
sumberdaya  pesisir yang terbatas;

(2) permasalahan stakeholder yang terlibat dalam konfl ik, 
terkait dengan beragamnya pemahaman terhadap peman-
faatan sumberdaya  pesisir dari aspek sosial, ekonomi, dan 
budaya masyarakat lokal;

(3) permasalahan sifat atau karakter sumberdaya  pesisir yang 
selama ini masih dianggap sebagai sumberdaya milik umum 
(common properties) dan terbuka bagi semua orang untuk 
memanfaatkannya (open acces);
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(4) permasalahan belum siap atau belum dipatuhinya Tata 
Ruang Pesisir dan Laut sesuai amanat UU No. 27/2007 Jo 
Undang-undang No. 1 tahun 2014 serta persepsi yang belum 
sama mengenai kewenangan daerah dalam mengelola 
sumberdaya  pesisir dan laut sesuai UU No. 23 tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, arahan kebijakan dan strategi 
pelaksanaan solusi terhadap konfl ik  pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya  pesisir perlu dilakukan berdasar azas kebersamaan dan 
diimplementasikan secara terpadu dan partisipatif serta bersifat 
bottom up.

Sasaran kegiatan solusi konfl ik ini ditujukan kepada masyara-
kat pengguna sumberdaya alam (hayati dan nirhayati) dan  habitat 
di perairan kawasan  pesisir sebagai stakeholder utama serta 
pemegang otoritas perikanan dikawasan  pesisir, untuk mengarahkan 
masyarakat pemanfaat sumberdaya alam  pesisir agar bersikap arif 
dan bijaksana dalam melakukan kegiatan pembangunan di kawasan 
tersebut. Dalam perencanaan ini masyarakat (stakeholder) 
diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk berpartisipasi 
dalam melaksanakan perencanaan, implementasi dan monitoring 
pelaksanaan, serta evaluasinya. 

Oleh karena itu, dalam kegiatan ini pendekatan yang perlu 
dilakukan adalah dengan menggunakan konsep “Berbasis Ko-
mu nitas dan  Ekosistem”, dengan konsekuensi paradikmatis 
pe milihan pendekatan metodologis dengan partisipasi aktif 
masyarakat, dengan memanfaatkan Participatory Rural Appraisal 
(PRA). Tujuan peningkatan partisipasi masyarakat adalah untuk 
memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya 
alam  pesisir dan laut guna peningkatan taraf hidup mereka 
secara berkesinambungan. Pengelolaan berbasis komunitas secara 
esensial menuntut partisipasi aktif dan efektif dari masyarakat 
dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi), 
dan menghendaki adanya tanggung jawab dalam pengelolaan 
sumberdaya  pesisir. Tanggung jawab yang dimaksud adalah bahwa 
dalam pemanfaatan sumberdaya  pesisir harus didasarkan pada 
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prinsip-prinsip kelestarian, berwawasan daya dukung lingkungan, 
serta terhindarnya dari kemungkinan munculnya konfl ik antar 
pengguna sumberdaya, dan hambatan-hambatan lainnya.

Dalam praktek di lapangan, pengelolaan program berbasis 
komunitas yang terbaik adalah melalui pendekatan kelembagaan, 
dengan membentuk wadah/forum diiringi kampanye informasi 
edukasi (KIE). Melalui forum ini dapat dibentuk kelompok pekerja 
yang secara khusus menangani pengelolaan sumberdaya  pesisir, 
sehingga pengaturan dan pengontrolan terhadap sumberdaya yang 
ada dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-
sama.

Dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya  pesisir 
tersebut harus mampu menempatkan masyarakat atau pengguna 
sumberdaya dalam posisi pemegang kekuasaan yang memiliki 
tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengaturan kegiatan 
produktip serta kegiatan iringannya. Agar hal tersebut dapat 
terwujud, maka perlu adanya pemahaman terhadap harapan yang 
hendak dicapai, antara lain :

(a) Adanya kesadaran para stakeholder dan pemerintah 
bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya hayati dan nirhayati di perairan  pesisir 
akan mengarah pada kegiatan yang menguntungkan 
semua pihak yang berkepentingan.

(b) Kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan yang ada 
harus mendukung pola pengelolaan sumberdaya  pesisir 
yang berbasis komunitas ekosistem;

(c) Organisasi atau forum komunikasi masyarakat, ter-
utama nelayan pengguna sumberdaya  pesisir harus 
memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab 
pengelolaan sumberdaya hayati (ikan) dan habitatnya.

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka perlu adanya aliran 
komunikasi yang lancar antara masyarakat, pemerintah dan 
instansi terkait, yang masing-masing harus memiliki peran dan 
fungsinya dalam dua hal :

(a)  Menciptakan kesadaran di semua pihak untuk mening-
katkan partisipasi. Sedangkan peran utama LSM, ter-
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masuk pelatih dari relawan, adalah sebagai fasilitator, 
motivator dan dinamisator yang memiliki tanggung 
jawab atas pencapaian keluaran (out put) dan tujuan 
yang telah ditetapkan. 

(b) Mendorong terjadinya perubahan orientasi organisasi 
masyarakat dari ketergantungan terhadap pemerintah 
menjadi institusi yang swakelola dan mandiri. 

3.  Arahan Penanganan Masalah 
 Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Untuk menangani permasalahan konfl ik pemanfaatan fi shing 
ground (daerah penangkapan ikan) dan kelebihan tangkap (over 
fi shing), dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Rasionalisasi daerah penangkapan ikan, antara lain dengan 
cara memisahkan fi shing ground dan spawning ground (agar 
tidak tumpang tindih), serta menjauhkan  zona penangkapan 
ikan dari  zona lindung  pesisir (marine fi sh sanctuary);

• Mengembangkan regulasi akses terkendali (controlled 
access regulation) berdasarkan: 
(a)  pembatasan input (input restriction), yang membatasi 

jumlah nelayan, jumlah dan jenis kapal/perahu, serta 
jumlah dan jenis alat tangkap;

(b) pembatasan output (output restriction), yang mem-
batasi jenis dan jumlah hasil tangkapan ikan pada 
setiap daerah/wilayah penangkapan ikan atau setiap 
musim penangkapan;

(c)  pembatasan proses (process restriction), yang meng-
atur proses/tata cara penangkapan ikan (dengan cara 
yang ramah lingkungan), serta membatasi musim dan 
lokasi penangkapan ikan yang didasari pertimbangan 
ekologis (daya dukung  habitat dan daya lenting 
sumberdaya ikan), misalnya dengan cara: melarang 
penangkapan ikan pada saat ikan matang telur atau 
siap memijah (TKG IV), serta melindungi daerah 
pemijahan (spawning ground atau nesting area) dan 
daerah asuhan (nursery ground) ikan dari tekanan/
gangguan alat tangkap.
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4.  Arahan Mitigasi Dampak Degradasi Lingkungan 
 dan Deplesi Sumberdaya

Prinsip dasar penanganan (mitigasi) dampak adalah upaya 
untuk mengoptimalkan dampak positip dan mencegah atau me-
minimalkan dampak negatip yang telah, sedang atau akan timbul. 
Dalam hal penanganan dampak terhadap komponen lingkungan  pe-
sisir, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

a) Penanganan dampak harus memperhitungkan kemungkinan 
timbulnya dampak ikutan atau dampak sampingan, baik yang sifat-
nya interaktif-sinergistik maupun antagonistik terhadap komponen 
ekosistem lainnya;

b) Beberapa jenis dampak yang tidak atau kurang penting ter-
hadap komponen biota air dapat diabaikan penanganannya sean-
dainya tidak akan menimbulkan dampak interaktif sinergistik yang 
bersifat negatip penting terhadap komponen lingkungan vital di 
 pesisir dan laut;

c) Penanganan dampak harus layak ditinjau dari aspek teknis, 
ekologis, sosio-ekonomi, serta legal.

Untuk menangani dampak penting pada lingkungan  pesisir, 
dapat digunakan salah satu atau beberapa pendekatan konser-
vasi lingkungan, baik dengan pendekatan teknologi, sosial eko-
nomi ataupun institusi (kelembagaan). Penanganan dampak dapat 
dilakukan, baik pada sumber penyebab dampak (aktivitas atau 
kegiatan pembangunan) maupun pada komponen lingkungan yang 
terkena dampak.

Pendekatan teknologi, misalnya, merupakan penerapan 
metode atau rekayasa teknologi yang digunakan untuk menangani 
serta mengelola dampak penting terhadap komponen lingkungan 
tertentu (misalnya: udara, tanah, air atau biota), antara lain:

a) Dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak negatip, 
atau memperbaiki kualitas lingkungan, dapat ditempuh berbagai 
cara, antara lain:
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• Merehabilitasi  lahan kritis atau merevitalisasi  habitat vital 
yang tidak/kurang berfungsi di  pesisir dan laut

• Melindungi dan merawat daerah lindung, daerah resapan 
air, daerah aliran sungai (DAS) atau “catchment area” agar 
tidak terjadi  erosi,  abrasi,  sedimentasi dan akresi; misalnya 
dengan membuat Dam Kontrol, Terasering dan Penghijauan

• Memadukan rehabilitasi dan revitalisasi  habitat vital dan 
kritis, misalnya dengan membuat  terumbu karang buatan, 
rumah ikan atau rumpon perlindungan ikan, penanaman po-
hon pelindung/penghijauan dengan tanaman bakau, atau 
membuat petak/kolam tandon di tambak-tambak kawasan 
 pesisir. Pengembangan  terumbu karang, rumpon ikan de-
mersal dan rumah ikan di beberapa lokasi di Provinsi Jawa 
Tengah, seperti kawasan sekitar Karangjeruk-Tegal dan Ka-
rang Bapang (11 mil di utara Batang), terbukti mampu me-
ningkatkan/memperbaiki peremajaan stok ikan (restock-
ing) dengan indikasi meningkatnya spill-over larva ikan dan 
membaiknya hasil tangkapan ikan pada fi shing ground di 
sekitarnya, di samping tetap terpeliharanya fungsi lindung 
ekosistem  terumbu karang.

• Membangun atau menyediakan tempat pembuangan sam-
pah yang memadai di tempat-tempat yang strategis (tepat)

• Merancang, membuat dan mengoperasikan Unit/Instalasi 
Pengolah Air Limbah Domestik dan Limbah Industri

• Menyusun dan melaksanakan prosedur operasi baku (stan-
dard operation procedure) bagi setiap kegiatan yang ber-
potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan

• Membiasakan masyarakat untuk hidup bersih dan disiplin 
menjaga sanitasi lingkungan di kawasan  pesisir dan dae-
rah aliran sungai (DAS), melalui pendidikan/ penyuluhan/
kampanye informasi edukasi, baik lewat jalur formal atau 
informal.
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• Memantau dan mengelola tata ruang wilayah  pesisir & 
pulau-pulau kecil secara arif berbasis lingkungan dan ma-
syarakat

b) Dalam rangka penanggulangan pencemaran akibat limbah 
bahan berbahaya dan beracun, dapat dilakukan dengan cara:

• Membatasi atau mengisolasi sumber dampak yang mengelu-
arkan/menghasilkan limbah (padat/sampah, cair, gas),baik 
di darat maupun di laut, serta melokalisir areal persebaran 
dampak;

• Mendaur ulang limbah menjadi produk yang bermanfaat 
(pupuk organik, Lumpur aktif atau substrat budidaya ba-
hari)

• Menetralisasi limbah dengan cara  biotik dan atau menam-
bahkan zat kimia tertentu (cara fi sika-kimia), sehingga air 
buangan yang dihasilkan tidak membahayakan kehidupan 
ikan (  organisme air) dan manusia;

• Memanfaatkan perairan yang tercemar di  pantai dengan 
dengan kultivan (biota) tertentu yang cocok atau yang 
mampu menetralisir/mengurangi toksisitas bahan pence-
mar (misalnya dengan kerang hijau atau rumput laut), se-
hingga dapat memberikan nilai tambah bagi peruntukan 
perairan yang bersangkutan.

Dalam rangka penanganan dampak degradasi  pantai, misal-
nya Abrasi dan/atau akresi, perlu diusahakan agar setiap pemba-
ngunan tidak mengganggu fungsi sempadan  pantai. Perda RZWP3K 
harus dijadikan acuan dan dipatuhi bersama. Seandainya suatu ke-
giatan pembangunan terpaksa harus mengorbankan fungsi lindung 
sempadan  pantai, maka prinsip “Design and Construction friendly 
with nature” harus dipegang teguh. Dalam melakukan kegiatan 
rancangan (design) dan konstruksi atau modifi kasi bentang alam 
(morfologi  pantai) atau perairan  pesisir, seperti pembangunan 
dermaga (jetty), struktur pemecah gelombang (breakwater) dan 
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marina, harus disesuaikan dengan karakteristik ekosistem  pesisir 
(dinamika biogeofi sik dan hidro-oseanografi ) setempat, antara 
lain: pola arus, gelombang, pergerakan sedimen (longshore trans-
port), kerawanan  habitat vital (Sand-dune, Mangrove, Terumbu 
Karang) dan struktur geologi.

Dalam rangka optimalisasi dampak positip, dapat dilaku-
kan dengan cara meningkatkan nilai tambah dari dampak positip 
yang timbul. Sebagai contoh, adanya usaha budidaya ikan di  pan-
tai akan menambah kadar hara/nutrien biogenik sebagai penyubur 
perairan. Bila air di  pantai tersebut dimanfaatkan untuk keperluan 
irigasi tambak, maka dampak penyuburan tersebut akan mening-
katkan kesuburan  lahan  mangrove dan pertambakan serta mem-
perbesar produksi ikan bandeng atau udang di tambak. Pola ini 
dapat diintroduksikan pada pengembangan tambak wanamina (sil-
vofi shery) berbasis daya dukung pakan alami (trophic level).
 

5.  Arahan Pembinaan dan Penguatan Sumberdaya Manusia
Pembinaan dan penguatan karakter sumberdaya manusia 

merupakan suatu langkah yang sangat penting, karena SDM 
merupakan subyek/pelaku pembangunan perikanan dan kelautan. 
Pada aspek ini, pendidikan sebagai sarana pembangunan sumberdaya 
manusia, di samping secara substansial menitikberatkan kepada 
transaksi sains berbasis kompetensi, perlu didukung dengan pendi-
dikan dan pembinaan karakter bangsa yang berintegritas sebagai 
Bangsa Bahari, yang mengutamakan kejujuran dan ketauladanan 
untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara. Masalah ini menjadi 
sangat penting, karena kekuatan sumberdaya manusia (SDM) meru-
pakan hulu dan modal dasar dari spirit (kecintaan dan kebanggaaan) 
bagi tumpuan lahirnya visi kelautan. 

Kesadaran, pemahaman dan penghayatan Bangsa Indonesia 
tentang laut sebagai bagian terbesar dari wilayah negaranya, 
merupakan substansi penting dan mendasar sebagai inti jiwa 
bahari yang menjadi landasan berpijak dan orientasi pengabdian 
setiap warga Negara, apapun status serta profesinya. Beberapa 
kegiatan seperti Pecinta Alam Laut, Kepramukaan Bahari, outbond 
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dan camping ground di  pesisir/pulau kecil, voli dan futsal  pantai, 
olah raga renang-selam dan dayung, merupakan beberapa bentuk 
nyata pembinaan mental karakter Bangsa Bahari yang perlu 
ditumbuhkembangkan. Dalam pendidikan formal, perlu pengkayaan 
materi kurikulum tentang kelautan dan kebencanaan  pesisir pada 
berbagai jenjang pendidikan, dari tingkat dasar sampai perguruan 
tinggi. Kegiatan ko-kurikuler dan Kuliah/Praktek Kerja Nyata di 
 pesisir dan laut merupakan contoh introduksi materi kelautan 
dan mitigasi bencana dalam kurikulum berkarakter yang dapat 
dikembangkan di masa mendatang. Penguatan dan pengembangan 
SDM kelautan, dapat dilakukan lewat jalur pendidikan formal 
(TK, SD sampai Perguruan Tinggi) maupun melalui DIKLATLUH 
(pendidikan, pelatihan dan penyuluhan) bagi masyarakat pelaku 
usaha perikanan dan kelautan. 

Kegiatan di sektor kelautan di masa mendatang menuntut 
tersedianya tenaga profesional yang disiplin dan bermoral, ber-
tanggungjawab, beretos kerja tinggi, jujur dan berbudaya malu 
serta tahan uji. Ketrampilan dan keahlian (profesionalisme) dapat 
diperoleh melalui jenjang pendidikan dan pelatihan (formal dan 
non formal), sedangkan karakter akan tumbuh dan berkembang 
melalui pembinaan. 

Sumberdaya manusia yang profesional dan berkarakter se-
perti tersebut di atas terbina lewat pendidikan, baik di sekolah 
maupun lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (lewat 
jalur agama dan kepercayaan), terutama bila didukung oleh sua-
sana lingkungan yang kondusif berupa keteladanan panutan/pe-
mimpin dan penegakan hukum/peraturan-perundangan. 

Untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkarakter 
ini dapat ditempuh kerjasama secara sinergis antar sektor yang 
terkait dengan pendidikan dan pembinaan masyarakat  pesisir, 
misalnya Diskanlut, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Dae-
rah, Kantor Urusan Agama, Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan 
dan Perikanan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, 
serta Instansi terkait lainnya. Di bidang kepegawaian, pembinaan 
karakter dapat dilakukan melalui sistem rekruitmen yang jujur dan 
transparan, yang disertai dengan program pembinaan karakter se-
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cara kontinyu setelah bekerja. Bagi pelaku usaha perikanan skala 
kecil, kegiatan pelatihan dan penyuluhan secara berkesinambung-
an mutlak diperlukan.

Rangkuman Analisis
Mengingat demikian luas, kompleks dan pentingnya wilayah 

 pesisir dan laut dengan segala potensi kekayaan sumber daya serta 
kerawanan ekosistem di dalamnya maka penataan dan peman-
faatan sumber dayanya perlu dilakukan dengan arif dan seopti-
mal mungkin. Apapun kebijakan dan strategi pembangunan yang 
akan dilakukan perlu diarahkan pada tercapainya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi ekosistem, dis-
amping semakin kokohnya kedaulatan dan kesatuan wilayah NKRI. 
Untuk mencapai tujuan itu maka sinergi dan harmoni antara ta-
taruang matra darat dan matra laut perlu diwujudkan. Disamping 
itu juga diperlukan dukungan keterpaduan antar daerah dan antar 
sektor dalam implementasi pemanfaatan serta pengendalian pe-
manfaatan ruang. Uraian bahasan di atas diharapkan dapat mem-
berikan solusi segala permasalahan tentang pembangunan kelau-
tan, khususnya dalam perencanaan, penataan dan pemanfaatan 
wilayah  pesisir secara rasional. 
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Wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) merupakan 
daerah yang sangat strategis serta potensial untuk dimanfaatkan 
dan dikembangkan oleh berbagai sektor atau kegiatan. Tetapi perlu 
pula disadari, bahwa wilayah  pesisir merupakan kawasan yang 
dinamis akibat adanya fenomena hidroklimat dan hidrodinamika 
perairan yang khas, kondisinya sering dan mudah berubah serta 
sangat peka terhadap gangguan. Akibatnya, wilayah  pesisir dan 
laut merupakan kawasan yang peka serta rawan terhadap adanya 
gangguan atau tekanan faktor alam dan kegiatan manusia . Karena 
banyaknya sektor atau kegiatan yang berkepentingan, serta 
adanya berbagai keterbatasan kemampuan, maka pemanfaatan 
wilayah  pesisir belum dapat dilakukan secara optimal. Suatu 
kawasan seringkali dinilai sudah dimanfaatkan sangat intensif, 
bahkan sudah melampaui daya dukung lingkungan yang ada. 
Namun, wilayah lain pemanfaatannya masih rendah. Kurangnya 
koordinasi, serta lemahnya keterpaduan dan tanggung jawab, 
merupakan kendala yang menghantui optimalisasi pemanfaatan 
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dan berdampak negatif terhadap ketahanan ekosistem di wilayah 
 pesisir dan pulau-pulau kecil. Isu-isu mengenai degradasi lingkungan 
dan deplesi sumberdaya  pesisir seringkali justru diekpose secara 
lebih menonjol daripada manfaat yang diperoleh, baik ditinjau 
dari segi biogeofi sik maupun sosial-ekonomi-budaya. Belum lagi 
adanya dampak akibat faktor alam, seperti Tsunami, gempa bumi, 
 erosi/ abrasi,  sedimentasi/akresi, dampak pemanasan global yang 
memicu peningkatan paras air laut (sea level rise), gelombang 
pasang, penurunan paras tanah (land subsidence), rob dan banjir, 
ikut memberi andil dalam penurunan ketahanan daya dukung dan 
daya lenting lingkungan serta berkurangnya nilai daya guna  lahan 
 pesisir. Meskipun terancam oleh degradasi lingkungan, wilayah 
 pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia masih menyimpan potensi 
sumberdaya yang terbarui (renewable resources) khususnya 
potensi sumberdaya hayati laut yang belum dimanfaatkan secara 
optimal. Selain itu kawasan  pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) 
juga memiliki berbagai fungsi ekonomi antara lain digunakan 
untuk aktifi tas pemanfaatan sumberdaya perikanan; peternakan; 
pertanian; rekreasi dan pariwisata; kawasan bisnis & industri; 
pemukiman serta pelabuhan / transportasi. 

Ketahanan WP3K dapat terusik oleh faktor antropogenik 
dan faktor alam, terutama fenomena pemanasan global. Dampak 
utama yang disebabkan oleh pemanasan global adalah fl uktuasi 
curah hujan yang tinggi serta kenaikan suhu dan muka laut. 
Kenaikan permukaan laut yang membawa dampak luas bagi 
manusia; terutama bagi penduduk yang tinggal di dataran rendah, 
litoral dan supralitoral 

Kenaikan muka air laut secara umum akan mengakibatkan 
dampak sebagai berikut : (a) meningkatnya frekuensi dan intensitas 
banjir serta rob, (b) perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan 
 mangrove dan sistem perisai  pantai, (c) berubahnya garis  pantai 
serta meluasnya  erosi & intrusi air laut, (d) ancaman terhadap 
kegiatan sosial-ekonomi masyarakat  pesisir, dan (e) berkurangnya 
luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil. Kenaikan muka 
air laut selain mengakibatkan perubahan arus laut pada wilayah 
 pesisir juga mengakibatkan rusaknya ekosistem  mangrove. Apabila 



197PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT BERBASIS EKOSISTEM

keberadaan ekosistem  mangrove tidak dapat dipertahankan lagi, 
maka :  abrasi ( erosi)  pantai akan kerap terjadi karena melemahnya 
ketahanan perisai  pantai serta tidak adanya penahan gelombang, 
pencemaran dari sungai ke laut akan meningkat karena tidak 
adanya fi lter polutan, dan  zona budidaya aquaculture pun akan 
terancam dengan sendirinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan 
berkurangnya luasan kawasan  pesisir dan bahkan hilang atau 
tenggelamnya nya pulau-pulau kecil yang dapat mencapai angka 
2000 hingga 4000 pulau, tergantung dari kenaikan muka air laut 
yang terjadi (Diposaptono, 2015). 

Selain berdampak terhadap ekosistem  mangrove, 
pemanasan global juga berdampak terhadap ekosistem  terumbu 
karang. Pemanaan global menyebabkan terjadinya pemutihan 
karang (coral bleaching), seperti yang pernah terjadi pada tahun 
1997/1998 dan 2014-2016, suhu permukaan air laut naik secara tiba-
tiba, menyebabkan terjadinya pemutihan karang secara massal dan 
mematikan sekitar 16%  terumbu karang di seluruh dunia. Masalah 
yang dikhawatirkan adalah, sebagian besar  terumbu karang yang 
mengalami pemutihan telah berumur ratusan bahkan ribuan 
tahun. Bila hal tersebut tidak segera ditangani secara holistik dan 
terpadu oleh semua pemangku kepentingan, maka bahaya yang 
akan dihadapi bersama adalah melemahnya ketahanan ekosistem 
WP3K dalam menghadapi tekanan antropogenik serta perubahan 
alam global.

Potensi dan Kerawanan  Ekosistem Sebagai 
Basis Pengelolaan Pesisir dan Laut

Wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ekosis-
tem yang dinamis dan memiliki karakteristik yang khas (unik). 
Kemampuan homeostasis serta ketahanan dan kemantapan 
ekosistemnya sangat bergantung sejauh mana daya dukung 
lingkungannya masih mampu meredam tekanan atau gangguan 
yang mengenainya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penge-
lolaan wilayah tersebut untuk ditangani secara sinergis, terpadu 
dan bijaksana.
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Terkait dengan ketahanan ekosistem alami, karakteristik 
biofi sik WP3K, yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelo-
laannya, antara lain:

Pertama, secara fungsional terdapat keterkaitan hidrodina-
mik dalam satuan ekoregion  pantai (coastal cell), baik antar 
ekosistem di dalam wilayah  pesisir maupun antara kawasan  pesisir 
tertentu dengan ekosistem terestrial up land (daerah aliran sungai/
watershed  lahan atas) dan laut lepas (open sea). Perubahan yang 
terjadi pada suatu ekosistem atau segmen  pesisir tertentu, baik 
cepat atau lambat, akan mempengaruhi dan memicu terjadinya 
perubahan pada ekosistem atau segmen  pesisir lainnya. Demikian 
pula halnya, bila pengelolaan pembangunan di  lahan atas (upland) 
suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dilakukan dengan baik, 
efeknya akan menimbulkan perubahan mendasar pada aspek 
hidrodinamik sehingga menyebabkan dampak negatif yang dapat 
merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan  pesisir berikut 
 habitat vital dan biota di dalamnya. 

Demikian juga, adanya gangguan pada segmen  pesisir 
tertentu (misalnya karena penambangan pasir laut untuk  reklamasi 
atau pendirian bangunan ( reklamasi) yang menjorok ke laut, 
akan berakibat terjadinya perubahan mendasar pada perilaku 
hidro-oseanografi  (perubahan batimetri, pola arus dan gelombang) 
sehingga akan menimbulkan deformasi dan kerusakan  pantai di 
segmen lainnya pada skala yang luas. 

Kedua, dalam suatu kawasan atau ekosistem  pesisir tertentu, 
biasanya terdapat lebih dari satu tipe/macam sumberdaya, 
baik sumberdaya yang sifatnya menetap (sedentary) maupun 
yang bergerak (tidak menetap atau migratory), yang termasuk 
kategori mudah pulih (renewable resources) maupun yang sulit 
pulih (unrenewable resources), yang memerlukan penanganan 
khusus serta keterpaduan dalam pengelolaannya. Akibat adanya 
kegiatan pembangunan yang tidak ramah lingkungan, misalnya 
penambangan pasir laut dan pendirian bangunan yang menjorok 
ke laut, akan menyebabkan perubahan pola arus dan transpor 
sedimen sehingga dapat mengganggu atau merusak  habitat vital 
sumberdaya tersebut dan akan menimbulkan dampak negatip 
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penting bagi kehidupan biota laut.
Ketiga, secara biogeofi sik, daratan dan perairan  pantai 

merupakan ekosistem yang sangat dinamis karena adanya fenomena 
hidrodinamik  pesisir & laut yang khas. Oleh sebab itu, jika akan 
memperdalam alur atau menambang pasir dan mendirikan bangunan 
di  pantai (khususnya bangunan yang menjorok ke laut) harus hati-
hati supaya tidak menimbulkan perubahan drastis pada garis 
 pantai (akibat  abrasi atau akresi). Garis  pantai merupakan suatu 
komponen yang khas dan sangat dinamik, karena sangat dipengaruhi 
oleh berbagai fenomena hidro-oseanografi  seperti: arus (longshore 
current/ vertical drift) dan transpor sedimen (long shore transport), 
gelombang dan pasang-surut. Secara ala mi, arus, gelombang dan 
pasang-surut merupakan tenaga yang selalu mencari keseimbangan 
alami, misalnya dengan energi yang dibawanya akan menyebabkan 
 erosi ( abrasi) sehingga menggerus/mengurangi segmen daratan 
 pesisir tertentu dan membentuk garis  pantai baru, tetapi di lain 
tempat justru terjadi kondisi sebaliknya yaitu timbulnya atau 
bertambahnya daratan  pesisir sebagai akibat  sedimentasi (akresi) 
sebagai hasil transpor sedimen dari tempat lain. Dengan demikian 
kondisi fi sik  pantai merupakan manifestasi keseimbangan alami 
yang prosesnya berjalan setiap saat dalam akumulasi masa yang 
panjang. Dari kenyataan tersebut dapat memberikan sinyal serta 
rambu-rambu bagi para pelaku usaha di  pesisir, bahwa sel sedimen 
dalam satuan wilayan  pantai (coastal & watershed cell sediment) 
merupakan faktor pengendali aktivitas manusia (pembangunan) di 
 pesisir. Terusiknya sel sedimen akan mengubah sel sedimen lain 
dan akan merubah garis  pantai. Hal ini dikarenakan tenaga yang 
bekerja pada sel sedimen cenderung membentuk keseimbangan 
baru melalui fenomena  abrasi atau akresi.

Keempat, baik secara ekologis maupun sosio-ekonomis, 
pemanfaatan suatu kawasan  pesisir secara monokultur (single use) 
sangat rentan terhadap perubahan internal dan eksternal yang 
menjurus pada kegagalan usaha atau degradasi sumberdaya alam 
dan lingkungan. Apalagi jika pemanfaatannya tidak memperhatikan 
daya dukung lingkungan dan daya lenting sumberdaya yang 
dieksploitasi. Dengan demikian, pengelolaan  pesisir yang rasional 
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harus memperhatikan kelayakan, kerawanan dan keanekaragaman 
usaha/kegiatan yang terintegrasi, sinergis dan serasi, serta 
didasarkan daya dukung potensi sumberdaya lokal.

Kelima, kawasan  pesisir pada umumnya dianggap sebagai 
sumberdaya milik bersama (common property resources) yang 
terbuka pemanfaatannya untuk semua orang (open access). 
Padahal setiap pelaku usaha atau pengguna sumberdaya  pesisir 
biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan jangka pendek. 
Oleh sebab itu, wajar jika terjadi degradasi lingkungan dan 
deplesi sumberdaya serta konfl ik pemanfaatan ruang di kawasan 
 pesisir tertentu. Oleh sebab itu diperlukan prinsip kehati-hatian, 
keterpaduan, keterbukaan dan keefi sienan (hemat) dalam 
pemanfaatan sumberdaya  pesisir.

Keenam, dewasa ini ketahanan WP3K menghadapi tekanan 
luar biasa dari adanya perubahan iklim global (climate change) 
yang menimbulkan dampak terjadinya kenaikan suhu dan paras 
muka air laut (sea level rise). Perubahan iklim (climate change) 
berdasarkan beberapa studi menunjukkan sebagai sesuatu yang 
nampak dan jelas terlihat, khususnya perubahan suhu yang sangat 
mempengaruhi beberapa sistem fi sik dan biologi di WP3K seluruh 
dunia. Perubahan iklim merujuk pada beberapa perubahan di dalam 
iklim dari waktu ke waktu, baik yang disebabkan oleh variabel 
alam maupun sebagai hasil dari kegiatan manusia. Kegiatan 
manusia (terutama industri & transportasi) baik langsung maupun 
tidak langsung dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya 
konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, yang berakibat 
terjadi efek rumah kaca sehingga suhu udara di permukaan bumi, 
yang dikenal dengan pemanasan global (global warming) dan 
terjadinya perubahan iklim. 

Dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi, dapat 
menjadi ancaman secara global yang tidak mengenal negara maju 
ataupun negara terbelakang. Negara-negara kepulauan sangat 
rentan terhadap meningkatnya suhu, karena pulau-pulau tersebut 
bisa tergenang (inundation) akibat level permukaan laut yang 
semakin tinggi, begitu juga dengan penduduk kota-kota  pesisir di 
seluruh dunia. 
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Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi ancaman 
yang sangat serius akibat pemanasan global yang mengakibatkan 
kenaikan muka air laut. Indonesia menghadapi risiko kehilangan 
banyak pulau-pulau kecilnya dan penyusutan kawasan  pesisir 
akibat kenaikan permukaan air laut. Wilayah daratan perkotaan 
dan perdesaan WP3K akan berkurang akibat naiknya permukaan 
laut. Dampak kenaikan muka air laut akan memicu meluasnya rob, 
banjir,  abrasi serta akan mengurangi  lahan WP3K yang pada akhirnya 
akan menurunkan potensi pendapatan rata-rata masyarakat  pesisir 
(khususnya petani tambak dan nelayan). Kerusakan  pesisir dan 
bencana yang terkait dengan hal itu akan mengurangi pendapatan 
negara dan masyarakat dari sektor pariwisata. Sementara itu, 
negara harus menaikkan anggaran untuk menanggulangi bencana 
yang meningkat, mengelola dampak kesehatan, dan menyediakan 
sarana bagi pengungsi yang meningkat akibat bencana. Industri 
dan transportasi di kawasan  pesisir juga akan menghadapi 
dampak ekonomi akibat tergenang atau rusaknya jalan oleh rob.. 
Kesemuanya ini akan meningkatkan beban anggaran pembangunan 
nasional dan daerah.

Pemanasan global merupakan persoalan global yang sangat 
kompleks. Permasalahan ini melibatkan seluruh masyarakat 
WP3K sedunia dan tidak mudah menghadapi masalah ini, namun 
akan lebih buruk jika kita mengabaikannya. Merespon dugaan 
mengerikan mengenai perubahan iklim, ada beberapa upaya yang 
dapat dilakukan, sebagai bangsa, komunitas dan perorangan, 
untuk memperlambat dan mencegah laju pemanasan global dan 
membantu dunia mengatasi perubahan iklim yang terjadi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi 
emisi gas rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar fosil 
lebih efi sien, atau menggantinya dengan bentuk-bentuk energi 
terbarukan. Mengembangkan teknologi industri dan transportasi 
baru. Menjaga kelestarian dan selanjutnya memperluas hutan 
yang mampu membantu menyerap karbondioksida dari udara, 
tidak hanya hutan daratan supralitoral, tetapi juga hutan  pantai 
litoral dan hutan  mangrove beserta ekosistem  pesisir seperti 
 terumbu karang dan lamun. Diperlukan pula upaya mengubah 
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gaya hidup masyarakat dan kebijakan pemerintah serta aturan-
aturan untuk mempromosikan penggunaan energi lebih efi sien 
guna mengurangi pemanasan global. Perlu pula dikembangkan 
mekanisme yang rasional untuk mengurangi segala dampak negatip 
akibat pemanasan global.

Kerawanan  Ekosistem Pesisir Akibat Rob

Rob merupakan fenomena alam berupa banjir di dataran 
rendah  pesisir yang massa airnya berasal dari laut pada saat 
Pasang. Di  pantai selatan, banjir rob dikenal sebagai “bembeng” 
atau banjir genangan akibat meluapnya air laut ke daratan  pantai 
(litoral dan supralitoral). Ciri-ciri banjir Rob antara lain: (a) terjadi 
pada saat air laut Pasang, terutama pada saat Pasang Purnama 
(Spring Tide) atau saat Perigee (posisi bulan, bumi dan matahari 
membentuk garis lurus), (b) warna air tidak keruh, (c) rasanya asin 
atau  payau (salinitas di atas 2 permil), (d) terjadi baik di musim 
hujan maupun kemarau, (e) rutin terjadi di daerah dataran rendah 
yang masih terjangkau pengaruh Pasang air laut.

Air rob dampaknya lebih merusak dibanding banjir biasa. 
Sebagai kasus yang terjadi di kawasan perumahan di Semarang 
Utara dan Genuk, seperti diakui sendiri oleh sebagian besar 
warga yang bermukim di sana, sekitar lima belas tahun terakhir 
ini menjadi wilayah langganan banjir rob. Rob telah menjadikan 
keadaan berubah. Berkeliling di kawasan perumahan di sana tidak 
sulit menemukan rumah yang rusak, ambles dan porak-poranda. 
Dindingnya kumuh tidak terawat, pecah-pecah, bahkan nyaris 
runtuh. Sebagian rumah bahkan dibiarkan terbengkalai. Problema 
rob dan penurunan permukaan tanah di Semarang bukanlah 
masalah warga setempat saja. Subdirektorat Hidrogeologi Geologi 
Tata Lingkungan Bandung tahun 1994 dan Tim Peneliti FPIK Undip 
tahun 2009-2014 telah melakukan penelitian soal itu. Terungkap, 
penurunan permukaan tanah di Semarang Utara dan Genuk dalam 
beberapa tahun ini mencapai sekitar 20-40 cm dengan ketinggian 
air rob 50 sampai 100 Cm pada saat Pasang Tinggi. Kenaikan air Rob 
dan penurunan permukaan tanah, antara lain terlihat di daerah 
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Sriwulan-Bedono Kabupaten Demak dan telah menyebabkan air 
rob masuk sampai sejauh 1.5 sampai 5 km ke arah darat dengan 
ketinggian 40 sampai 125 Cm.. Hal ini diperburuk adanya limpahan 
air hujan dan banjir dari sungai. Permasalahan yang ada di 
Semarang ini sebenarnya merupakan bagian dari permasalahan 
di Satuan  Ekosistem Pesisir Teluk Semarang pada khususnya 
dan permasalahan daerah dataran rendah  pesisir di dunia pada 
umumnya. 

Mengapa Rob Terjadi?

Secara alami dalam kondisi normal, banjir pasang sebenarnya 
merupakan fenomena naiknya permukaan air laut akibat pengaruh 
gaya tarik (gravitasi) benda di angkasa luar (terutama bulan dan 
matahari) terhadap massa air di bumi. Dalam hal ini pengaruh bulan 
lebih dominan karena lebih dekat dengan bumi. Tinggi rendahnya 
kenaikan air pasang ditentukan oleh dua faktor. Pertama, posisi 
relatif bulan dan matahari terhadap bumi. Kedua, jarak bulan pada 
orbitnya terhadap titik pusat (inti) bumi. Besar kecilnya efek kedua 
faktor itu sangat menentukan gradien (perbedaan) permukaan air 
saat pasang dengan permukaan air saat surut. Bila rentang selisih 
tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata maka pasang itu disebut 
pasang konda (neap tide). Sebaliknya, bila rentang selisih air 
pasang dengan air surut lebih besar dari nilai rata-rata maka pasang 
itu disebut pasang purnama (spring tide). Dalam kondisi normal, 
pasang tertinggi (spring tide) terjadi setiap setengah bulan sekali, 
yaitu ketika bulan dan matahari membentuk (atau mendekati) 
garis lurus terhadap bumi (Gambar 56). Tetapi fenomena alam itu 
tidak akan menimbulkan masalah krusial atau bencana bila tidak 
disertai faktor-faktor lain yang menyebabkan ketinggian “spring 
tide” menyimpang atau melampaui kondisi normal dari nilai rata-
ratanya.
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Gambar 56.  Kedudukan Bumi-Bulan-Matahari Saat Pasang 
 Purnama (a) dan Pada Saat Pasang Perbani (b). 
 (Sumber : Triatmodjo, 2009)

Bagaimana bisa terjadi abnormalitas “spring tide” yang 
memicu terjadinya bencana Rob? berikut ini penjelasannya.

Pertama, terjadinya fenomena Perigean Spring Tide (PST) 
yang berkepanjangan. Secara umum diketahui bahwa kekuatan 
gaya gravitasi suatu benda (planet) di sistem tatasurya Bimasakti 
ditentukan oleh jarak antar planet. Demikian juga gaya gravitasi 
bulan, besarnya bergantung pada jarak dari bulan (garis orbit) ke 
pusat (inti) bumi. 

Diketahui bahwa orbit bulan berbentuk elip. Oleh sebab itu 
jarak bulan terhadap bumi tidak selalu sama. Jarak terjauh bulan 
dari pusat bumi saat berevolusi mengelilingi bumi disebut “apogee”, 
sedangkan jarak terdekat dikenal dengan istilah “perigee”. Jarak 
perigee terdekat adalah 356.375 km, sedangkan jarak apogee 
terjauh 406.720 km. Jadi, terdapat selisih jarak apogee dengan 
perigee sekitar 45.000 km. Selisih jarak itu memberikan pengaruh 
signifi kan terhadap efek gravitasi bulan di permukaan bumi.

Pada saat posisi bulan berada di fase perigee, efek gaya 
gravitasi bulan di bumi menjadi sangat besar (maksimum). Bila 
kondisi itu bersamaan dengan posisi bulan dan matahari berada 



205PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT BERBASIS EKOSISTEM

pada satu garis lurus dengan bumi, maka terjadilah air pasang 
yang sangat tinggi (dapat mencapai ketinggian 1.5 m) dan dikenal 
dengan sebutan “Perigean Spring Tide (PST)”. Air pasang jenis PST 
inilah yang sering menimbulkan masalah, bahkan bila angin kuat 
dapat terjadi bencana gelombang pasang di  pantai. Apalagi bila 
kejadiannya bersamaan dengan datangnya hujan deras serta banjir 
(air bah) dari hulu sungai. 

Kedua, faktor alam yang menguatkan efek PST terhadap 
ketinggian dan perluasan Rob yaitu pemanasan global (global 
warming) dan amblesan tanah (land subsidence). Pemanasan 
global yang dipicu oleh meningkatnya gas buang di atmosfi r dan 
efek rumah kaca telah menyebabkan mencairnya sebagian gunung 
es di kutub sehingga berdampak pada meningkatnya volume dan 
ketinggian permukaan laut (Sea Level Rise: SLR). Akibat semakin 
tingginya SLR menyebabkan kekuatan dan ketinggian gelombang 
pasang (PST) makin besar sehingga mengancam serta merapuhkan 
struktur  pantai dan berakibat terjadinya  erosi ( abrasi) serta banjir 
Rob di dataran rendah  pesisir, Amblesan tanah (land subsidence) 
terjadi karena berbagai faktor, antara lain: (a) konsolidasi dan 
dekomposisi tanah alluvial  pantai, (b) pemanfaatan (pengambilan) 
air tanah berlebihan, (c) tekanan dari bangunan dan kendaraan 
berat di  pantai, serta (c) pengikisan tanah dasar di daratan  pantai 
akibat  erosi ( abrasi).

Ketiga, faktor antropogenik (kegiatan manusia) yang 
memperparah terjadinya Rob, yaitu: (a) konversi rawa-rawa dan 
tambak/kolam tempungan air di  pantai (tampungan air hujan dan 
rob serta luapan banjir) menjadi peruntukan lain (real estate, dan 
kawasan industri), (b) sumbatan sampah dan cemaran (terutama 
logam berat) di sungai dan saluran air, (c) pembangunan dan 
pengoperasian bangunan  pantai yang menjorok ke laut (termasuk 
 reklamasi) dan menyebabkan gangguan pada pola arus & transpor 
sedimen di Coastal Cell Teluk Semarang, (d) penipisan green belt 
( mangrove) di  pantai, serta (e) pendangkalan dan penyempitan 
alur/ muara sungai.

Pasang akan mencapai ketinggian maksimum (spring tide / 
pasang purnama) ketika bulan dan matahari berada pada bidang 
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yang sama dengan bumi. Spring tides muncul setiap empat belas 
hari sekali pada bulan baru (new moon) dan bulan penuh (full 
moon), sedangkan pasang akan mencapai ketinggian minimum 
(neap tides / pasang perbani) ketika bulan dan matahari tidak satu 
garis dengan bumi (membentuk sudut). Neap tides muncul setiap 
empat belas hari sekali pada bulan seperempat atau bulan tiga 
perempat dimana bulan dan matahari pada saat itu membentuk 
sudut siku-siku terhadap bumi (Gambar 15)

Analisis Solusi Penanganan Rob

Didasarkan kedudukan dan posisi kota-kota di  pesisir Jawa 
Tengah, khususnya Kota Semarang yang berada dalam satuan 
sistem sel  pesisir (Coastal Cell) Teluk Semarang maka mau tidak 
mau penanganan rob harus dilakukan lewat kerjasama terpadu 
dari para pemangku kepentingan di Kota Semarang bersama 
dengan Kabupaten Kendal dan Demak. Keterpaduan ini di samping 
harus melibatkan antar pemegang otoritas (pemerintah kota 
dan Kabupaten) juga masyarakatnya. Di samping itu, diperlukan 
kerjasama secara global karena secara faktual telah diketahui 
bahwa faktor penyebab Rob, salah satunya dipicu oleh adanya 
pemanasan global yang mengakibatkan kenaikan paras muka air 
laut (sea level rise). Secara ekosistem, penanganan Rob juga harus 
terpadu antara hulu (Watershed Cell: sistem sungai & saluran air) 
dan hilir (coastal cell) di  pesisir Teluk Semarang.

Memperhatikan sumber pemicu dan faktor penyebab Banjir 
Rob, berikut ini ditawarkan beberapa konsep/alternatif untuk 
penanganan Rob secara terpadu, antara lain:

Pertama, secara global perlu ada langkah-langkah konkrit 
untuk menekan efek pemanasan global melalui upaya mengurangi 
emisi gas (cemaran udara) dari aktivitas industri, transportasi 
(terutama malam hari) serta rumah tangga;

Kedua, secara lokal dan regional, perlu melibatkan partisipasi 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di  pesisir Teluk 
Semarang (Semarang, Demak, Kendal) serta peranserta Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Rob. Beberapa alternatif 
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upaya yang sebagian telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Semarang dan dapat dilakukan pengembangannya sebagai solusi 
menangani rob di  pesisir Teluk Semarang, yaitu:

(1) Konsep keterpaduan hulu-hilir (Integrated Watershed & 
Coastal cell management), yaitu manajemen terpadu unuk 
melakukan pemanenan air hujan dari hulu (memperluas 
daerah resapan air, memperbanyak biopori, pembangunan 
& pengoperasian waduk), normalisasi sungai/saluran air, 
pembuatan dan pengoperasian pompa di daerah bawah, 
penguatan tanggul sungai dan dinding laut terpadu dengan 
perangkap sedimen (groin), membangun dan meng opera-
sikan polder di bagian hilir serta pembangunan pintu air 
(Tidal Gate) dan/atau bendung kembang-kempis (dari 
karet) di  muara sungai. Konsep ini dapat diselaraskan de-
ngan konsep Sabuk Pantai Multifungsi dari IKATEKSI Undip.

(2) Konsep “Water front city atau Sea front city” yang 
mengakomodasi atau mengadaptasi Rob, yaitu menjadikan 
air (sungai dan laut) sebagai beranda kehidupan sehari-
hari. Konsep ini dapat diterapkan pada daerah  pesisir yang 
memiliki tingkat amblesan tanah (land subsidence) tinggi 
(seperti Genuk dan Semarang Utara), antara lain dengan 
mengembangkan Rumah Panggung dan/atau Rumah Apung;

(3) Konsep “Integrated Coastal Co-management”, yaitu 
mengembangkan disiplin dan budaya hidup bersih dan sehat 
di lingkungan  pesisir dengan melibatkan tanggung-jawab 
bersama antara Pemerintah dan Masyarakat, misalnya 
dengan upaya konkrit “membersihkan” sungai dan laut 
(program bersih sungai dan  pantai) dari cemaran sampah/
kotoran setiap seminggu sekali. Mestinya kegiatan “Car 
Free Day” atau “Jalan Sehat” dapat disinergikan dengan 
kegiatan “Bersih Pantai/Sungai”.

(4) Upaya “Penyelarasan alokasi ruang” RTRW (Rencana 
Tata Ruang Wilayah: Kota Semarang, Kabupaten Demak, 
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah) dengan RZWP-
3-K (Rencana Zonasi Wiulayah Pesisir & Pulau Kecil) Provinsi 
Jawa Tengah, terutama yang terkait dengan sinkronisasi 
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dan harmoni penataan/pemanfaatan ruang di wilayah 
 pesisir Teluk Semarang dalam mengantisipasi bencana dan 
penanggulangan Rob.

Bencana banjir pasang (Rob) terjadi karena efek sinergis 
antara faktor alam dan kegiatan manusia. Faktor alam yang memicu 
terjadinya rob yatu: abnormalitas pasang tinggi (Perigean Spring 
Tide), kenaikan paras air laut (Sea Level Rise) akibat pemanasan 
global serta amblesan tanah (Land Subsidence) di  pantai. Faktor 
kegiatan manusia (antropogenik) yang ikut memicu terjadinya 
Rob, antara lain: makin menyempitnya daerah tampungan air di 
 pantai akibat konversi  lahan rawa tambak dan  reklamasi  pantai, 
pembangunan dan pengoperasian bangunan menjorok ke laut, 
pengambilan air tanah berlebihan, pencemaran yang meningkatkan 
daya hantar listrik serta sumbatan sampah di saluran air dan 
 muara sungai, makin mengecilnya daerah resapan air di hulu, 
serta pendirian bangunan berat di  pantai. Solusi penanganan Rob 
perlu dilakukan secara sinergis dan terintegrasi dalam harmoni, 
melibatkan pemangku kepentingan global, regional dan lokal. 
Penanganan Rob harus terpadu: antar pemangku kepentingan, 
antar daerah dalam satuan ekosistem Coastal Cell Teluk Semarang, 
antara hulu dan hilir (sistem sel  pantai dengan sistem sel sungai/
saluran drainase). Beberapa pendekatan penanganan rob seperti:: 
Integrated Coastal Cell-Watershed Cell management (Keterpaduan 
pengelolaan Hulu-Hilir), Water & Sea Front City, Integrated Coastal 
Co-management, serta penyelarasan (sinkronisasi dan harmoni) 
RTRW dan RZWP-3-K dapat dijadikan alternatif solusi menangani 
rob di Kota Semarang dan daerah sekitarnya.

Strategi Pengamanan Sistem Pendukung 
Ketahanan  Ekosistem Pantai

 Dalam rangka menanggulangi degradasi lingkungan dan 
deplesi sumberdaya WP3K akibat  abrasi ( erosi), banjir dan rob, 
dapat ditempuh beberapa strategi mitigasi untuk memperkuat 
ketahanan ekosistem  pesisir & pulau kecil. Pertama, pola 
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protektip yaitu dengan konstruksi bangunan  pantai yang mampu 
mencegah banjir rob dan  erosi supaya tidak meluas ke arah darat 
( pesisir & pulau kecil). Sistem atau pola ini bertujuan memproteksi 
(melindungi) permukiman, kawasan industri dan perdagangan, 
jalan raya, daerah wisata, pelabuhan, bandara dan terminal 
angkutan dari genangan air laut. Sistem protektip lain yang dapat 
dikembangkan adalah dengan restorasi melalui peremajaan  pantai 
dan rehabilitasi  mangrove (struktur lunak). Kedua, pola adaptip, 
yaitu menyesuaikan dengan perilaku faktor penyebab bencana 
(banjir rob,  erosi/ abrasi). Misalnya, rumah-rumah penduduk dan 
perkantoran di tepi  pantai (litoral & supralitoral) dibuat model 
panggung bertiang, supaya aman dari tekanan banjir rob. Sistem 
 adaptasi bangunan lainnya adalah dengan membuat fondasi apung 
sehingga bangunan dapat menyesuaikan naik atau turun mengikuti 
pergerakan air rob.Untuk sawah yang selalu tergenang banjir rob 
atau terintrusi air asin dapat disesuaikan menjadi kolam air  payau 
(tambak). Untuk tambak yang hilang karena  erosi/ abrasi  pantai 
dapat dimanfaatkan untuk budidaya dengan sistem karamba atau 
jaring apung. Ketiga, pola mundur (retreat), yaitu menghindari 
genangan rob atau  abrasi  pantai dengan cara merelokasi 
permukiman, kawasan industri serta kawasan peruntukan lainnya, 
dipindahkan ke tempat lain yang lebih layak. Ketiga sistem atau 
pola tersebut harus disinergikan dengan pola keempat, yaitu 
upaya non-fi sik, yaitu pembuatan peta resiko bencana (banjir 
rob,  abrasi, tanah longsor), rasionalisasi RZWP3K (Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil Provinsi), kampanye informasi-
edukasi (KIE), penyuluhan dan penyadaran masyarakat.

Dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya alam 
WP3K agar dapat lebih berperan dan memiliki kontribusi bagi 
pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan 
sejumlah tindakan nyata yang meliputi aspek teknis dan aspek 
kebijakan. Secara makro pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
 pesisir perlu memperhatikan aspek efi siensi teknis, dampaknya 
terhadap lingkungan, serta optimalisasi dan keberlanjutan 
usaha. Efi sien dalam arti mempunyai indikasi ke arah cara 
eksploitasi yang lebih menguntungkan dari segi investasi (cost), 
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optimal berarti mempunyai relevansi ke arah tingkat pemanfaatan 
yang berwawasan daya dukung dan daya lenting lingkungan, 
sehingga tidak mubazir atau justru menimbulkan dampak negatip 
penting terhadap lingkungan; sedangkan berkelanjutan berarti 
strategi yang dipakai harus berdimensi jangka panjang dengan 
memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. 
Penjabaran dari strategi untuk menjaga ketahanan ekosistem 
WP3K tersebut, antara lain dapat dilakukan melalui beberapa 
langkah berikut ini:
(1) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hayati dan nirhayati 

perairan WP3K dengan tetap memperhitungkan karakter 
sumberdaya serta kapasitas daya dukung dan daya lenting 
lingkungan;

(2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perairan WP3K non-
konvensional, antara lain:
(a) pemanfaatan natural products, yaitu upaya mendayagu-

nakan keanekaragaman hayati untuk menghasilkan pro-
duk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manu-
sia dan lingkungannya melalui pengembangan industri 
bioteknologi, yang memanfaatkan mikro-  organis me se-
ba gai biokatalis;

(b) penciptaan dan pengembangan teknologi budidaya 
tambak dan marikultur yang ramah lingkungan.

(3) Pengendalian pencemaran di lingkungan WP3K, dengan 
memberlakukan baku mutu kualitas limbah (cair, padat dan 
gas) secara ketat, serta memperhitungkan kegiatan di hulu 
(daerah upland) serta kegiatan di lingkungan perairan (laut) 
sebagai satu kesatuan pengelolaan ekosistem yang saling 
berinteraksi dan saling mempengaruhi. 

(4) Rehabilitasi  habitat kritis dan konservasi  habitat vital di WP3K, 
terutama yang berperan dalam menopang proses kelang-
sungan daur hidup biota laut (misalnya dengan membuat/me-
ngembangkan Terumbu Karang Buatan dan Kawasan Reservat);

(5) Penataan zonasi/tata ruang  pesisir dan pulau-pulau kecil 
serta pemetaan potensi  habitat- habitat vital dan komoditas 
unggulan asal laut. Dalam penataan tataruang hendaknya 
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lebih memihak pada kepentingan lingkungan dan pelestarian 
sumberdaya  pesisir. Untuk itu kawasan industri dengan tingkat 
cemaran berat seyogyanya tidak ditempatkan di wilayah  pesisir 
yang memiliki ekosistem rawan ( mangrove,  terumbu karang, 
padang lamun, spawning & nursery ground).

(6) Perlindungan alur ruaya ikan Katadrom, Anadrom dan Dia-
drom dengan menghindari pembuatan bangunan (Dam atau 
Bendungan tanpa Fish Way) di  pesisir yang dapat menghalangi 
alur ruaya serta memutus mata rantai daur hidup biota. 

(7) Sosialisasi dan kampanye informasi edukasi (KIE) untuk mening-
katkan kesadaran masyarakat tentang perlunya mengkonsumsi 
ikan/biota laut yang ramah lingkungan, antara lain:

• Mengingatkan para konsumen (baik di pasar maupun 
di rumah makan) agar membatasi diri atau tidak 
mengkonsumsi biota laut yang matang telur

• Menghindari perburuan, jual beli dan pemajangan 
awetan biota laut (terutama yang termasuk kategori 
langka dan dilindungi undang-undang)

• Menghindari komersialisasi transplantasi atau 
penambangan  terumbu karang serta produk olahannya 
yang berdampak negatip terhadap lingkungan.

(8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta program 
aksi di bidang kelautan, antara lain difokuskan pada upaya:
(a)  menggalakkan kegiatan penelitian (study it) terhadap 

sum berdaya laut (baik hayati maupun nirhayati), ter-
utama terhadap sumberdaya laut yang saat ini belum 
diketahui manfaatnya baik secara ekonomis maupun 
secara ekologis;

(b)  meningkatkan program restoking, baik melalui resto-
rasi/ re klamasi  habitat, pembuatan  habitat baru (rum-
pon dan  terumbu karang buatan), maupun upaya 
mengembalikan rekruit (anakan/larva ikan atau biota 
laut lainnya sebagai hasil pembenihan) ke lingkungan 
alami yang dilindungi.

(c)  melakukan kaji tindak IPTEK yang sesuai bagi pemanfaatan 
dan perlindungan sumberdaya  pesisir dan lautan, baik 
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secara mono maupun multi/interdisiplin keilmuan.
Dalam hal budidaya tambak dan budidaya laut, seda pat mungkin 
pembudidayaan ikan harus mampu menjamin kesi nam bungan fung-
si ekologis secara mantap guna mendukung keber lanjutan usaha 
budidaya yang ekonomis dan produktif di kawasan  pesisir dan laut. 
Kesinambungan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sum-
berdaya serta lingkungan hidup di WP3K. Berbagai kegiatan atau 
sistem pendukung budidaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi 
tuntutan itu antara lain:

Pertama, menggalakkan produksi bersih dalam sis tem 
budidaya kultivan di  pesisir untuk memelihara serta memperta-
han kan integritas tatanan ekosistem agar perannya dalam meno-
pang kehidupan biota tetap terjamin. Untuk memelihara dan 
menghindari gangguan terhadap tatanan ekosistem perairan  pesisir 
dapat dilakukan dengan cara: (a) menghindari konversi alam dan 
modifi kasi ekosistem perairan untuk usaha budidaya perikanan 
tertentu yang memiliki sifat destruktif atau berpotensi mencemari 
lingkungan, (b) mengendalikan/merehabilitasi  lahan kritis dan 
 habitat vital dengan memberlakukan baku mutu ekologis yang 
ketat dalam pengelolaannya, (c) melindungi atau mempertahankan 
keberadaan  habitat vital, seperti kawasan  mangrove dan  terumbu 
karang sebagai daerah pemijahan (spawning ground) dan daerah 
asuhan (nursery ground) dari tekanan limbah budidaya ikan, 
(d) mempertahankan dan melindungi jalur hijau atau kawasan 
penyangga budidaya perikanan sebagai kawasan lindung sabuk 
 pantai (minimal dengan ketebalan 100 meter atau 130 x tunggang 
pasang tertinggi diukur dari garis  pantai), (e) menghindari atau 
mengurangi penggunaan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan, 
seperti obat-obatan pemberantas hama/penyakit dan pakan 
yang mengandung antibiotik, (f) menekan sekecil mungkin agar 
limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan budidaya perikanan 
tidak melampaui daya tampung dan daya asimilatif ekosistem, (g) 
membatasi penangkapan induk udang dan bandeng serta biota/
ikan laut lainnya dari alam, (h) menganjurkan pada pelaku usaha 
perikanan di Hatchery udang atau ikan, untuk mengembalikan 
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sebagian dari larva atau benih ikan yang dihasilkannya ke perairan 
yang dilindungi (daerah reservaat; misalnya di daerah berterumbu 
karang, berhutan bakau atau berpadang lamun) untuk keperluan 
restocking. (i) mengatur dan membatasi daerah, musim dan 
intensitas penangkapan induk atau larva ikan sesuai potensi dan 
daya dukung lingkungan setempat.

Kedua, memelihara serta mempertahankan tatanan re-
lung (niche) pada ekosistem perairan  pesisir di mana proses 
ekofi siologis menggantungkan keberlanjutannya. Upaya yang dapat 
dilakukan adalah: (a) menjaga tetap tersedia dan berlangsungnya 
kesinambungan rantai makanan di dalam ekosistem  pesisir, (b) 
menghindari masuknya bahan pencemar atau unsur lain yang 
dapat merubah atau merusak rantai atau jaringan makanan 
di sistem budidaya tambak/laut,(c) menghindari pemakaian 
bahan kimia yang dapat merusak  habitat dan atau sumberdaya 
ikan (misalnya, pestisida, pupuk yang over dosis, pakan yang 
mengandung antibiotik),(d) menjaga agar jasad pengurai atau 
redusen (dekomposer) tetap eksis dan berperan dalam merombak 
bahan pencemar, serta (d) mempertahankan agar padat penebaran 
kultivan tidak melebihi kapasitas daya dukung lingkungan budidaya.

Ketiga, memberdayakan masyarakat akuakultur, khususnya 
pelaku usaha budidaya perairan, untuk tetap memegang teguh 
moral dan etika guna mengembangkan budidaya perikanan 
lestari yang berwawasan budipekerti. Berkaitan dengan masalah 
ini maka pengembangan budidaya dengan cara cara yang tidak 
rasional (misalnya: budidaya kelewat intensip tanpa memberi 
waktu istirahat bagi  lahan, penyiksaan kultivan untuk memaksa 
bereproduksi, serta manipulasi panen dengan rekayasa hiper-
hiposmotik) sebaiknya dihindarkan.

Kebijakan Penguatan  Ekosistem dan Pengamanan Pesisir 

 Berdasarkan karakteristik dan dinamika dari kawasan 
 pesisir dan laut, potensi dan permasalahannya, maka kebijakan 
pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan ketahanan 
kawasan  pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan hanya 
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dapat dilakukan melalui Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil secara Terpadu (PWP3KT). Sistem pendukung dan 
strategi penggelolaannya meliputi : 

Pertama, mewujudkan prinsip pengelolaan sumberdaya yang 
berkelanjutan. 
Bahwa suatu kawasan pembangunan yang berkelanjutan memiliki 
empat dimensi, yaitu : ekologis, sosial-ekonomi-budaya, sosial-
politik, dan hukum serta kelembagaan. Dimensi ekologis 
menggambarkan daya dukung suatu wilayah  pesisir dan lautan 
(supply capacity) dalam menopang setiap pembanguan dan 
kehidupan manusia, sedangkan untuk dimensi ekonomis-sosial 
dari pembangunan berkelanjutan mempresentasikan permintaan 
terhadap SDA (sumberdaya alam) dan jasa-jasa lingkungan dimana 
manfaat dari pembangunan wilayah  pesisir seharusnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal sekitar program 
terutama yang termasuk golongan ekonomi lemah. 

Kedua, mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang  pesisir & 
pulau-pulau kecil yang terintegrasi. 
Untuk mengatasi konfl ik perencanaan pengelolaan  pesisir, 
maka perlu diubah dari perencanaan sektoral ke perencanaan 
terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan 
masyarakat terkait di  pesisir. Semua instansi sektoral, Pemda 
dan stakeholder terkait harus menjustifi kasi rencana kegiatan 
dan manfaat yang akan diperoleh, serta mengkoordinasi kegiatan 
tersebut dengan kegiatan sektoral lain yang sudah mapan secara 
sinergis. Dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah (sesuai 
amanat UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) yang 
di dalamnya mencakup pengaturan kewenangan daerah dalam 
mengelola sumber daya kelautan ( pesisir dan laut), diharapkan 
dapat membawa angin segar sekaligus menjadi momentum untuk 
melaksanakan pembangunan, pendayagunaan, dan pengelolaan 
sumber daya kelautan dan perikanan secar lebih baik, optimal, 
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terpadu serta berkelanjutan.
Pendekatan pengelolaan wilayah  pesisir harus dilakukan secara 
terpadu (Integrated Coastal Zone Management :ICZM) sesuai 
amanat UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K, yaitu 
keterpaduan perencanaan yang menyeimbangkan kepentingan 
ekonomi, sosial budaya dan kelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup. ICZM merupakan pendekatan pengelolaan 
yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumberdaya  pesisir dan 
pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan 
berbagai perencanaan sektoral, berbagai tingkat pemerintahan 
dan sekaligus mengintegrasikan komponen ekosistem darat dan 
komponen ekosistem laut, serta sains dan manajemen.
Perencanaan pembangunan di WP3K yang berkelanjutan membu-
tuhkan informasi yang tepat tentang opsi penggunaan sumberdaya 
alam WP3K, pilihan teknologi yang digunakan, perubahan struktur 
sistem, pola konsumsi, tingkat kualitas hidup yang diinginkan dan 
status lingkungan yang menjamin tereduksinya tekanan ekologis 
oleh berbagai proses ekonomi. Pada level wilayah, operasionalisasi 
skema tersebut membutuhkan proses identifi kasi keterkaitan 
antara kapasitas sumberdaya, aktivitas pembangunan, kapasitas 
asimilasi, status lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
kualitas hidup yang diinginkan.

Sesuai amanat UU No. 1 tahun 2014 tentang PWP3K dalam 
melakukan pengelolaan wilayah P3K, maka perlu dipertimbangkan 
asas -asas pengelolaan secara terpadu yang meliputi pertimbangan 
sebagai berikut: (1) kelestarian sumberdaya; (2) prioritas 
pemanfaatan; (3) keseimbangan ekologis; dan manfaat bersama. 
Dalam pengelolaan secara terpadu tersebut mencakup:

(1) Keterpaduan wilayah/ ekologi: secara keruangan dan 
ekologis wilayahpesisir memiliki keterkaitan dengan 
 lahan atas (daratan) dan laut lepas. Oleh karena itu, 
pengelolaannya harus diintegrasikan atau dipadukan dengan 
wilayah daratan dan lautan serta sistem air (DAS) menjadi 
satu kesatuan dan keterpaduan dalam pengelolaan.

(2) Keterpaduan sektor : di wilayah  pesisir, lautan dan pulau-
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pulau kecil, banyak pihak, instansi atau sektor-sektor 
pelaku pembangunan yang ikutmemanfaatkan sumberdaya 
yang ada di wilayah tersebut, sehingga akibatnya terjadi 
tumpang tindih pemanfaatan antar satu sektor dengan 
sektor lainnya. Agar pengelolaan sumberdaya alam di 
kawa san  pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil dapat 
dilakukan secara optimal dan berkela njutan, maka 
dalam perencanaan pengelolaan harus memadukan 
semua kepentingan sektor. Oleh karena itu, penyusunan 
tata ruang dan panduan pembangunan di kawasan  pesisir 
sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara 
satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya atau 
dengan kata lain kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan 
mengganggu apalagi mematikan kegiatan disektor lain. 

(3) Keterpaduan disiplin ilmu : wilayah  pesisir, lautan dan 
pulau-pulau kecil memiliki sifat dan karakteristik yang unik 
dan din amis, termasuk sifat dan karakteristik sosial budaya 
masyarakatnya, sehingga dibutuhkan keterpaduan disiplin 
ilmu dalam pengelolaanya seperti  ekologi, oseanografi , 
ketektikan, ekonomi, hukum dan sosiologi. 

(4) Keterpaduan stakeholders: segenap keterpaduan di atas 
akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpa-
duan dari para pelaku dan pengelola pembangunan 
(stake holders) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat 
 pesisir dan pulau-pulau kecil, swasta/investor, dan juga 
LSM yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap 
pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah  pesisir, laut an 
dan pulau-pulau kecil. Penyusunan perencanaan penge-
lo  laan terpadu harus mampu mengkoordinir segenap 
kepentingan pelaku pembangunan sumberdaya wilayah 
 pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, 
perencanaan pengelolaan pembangunan harus mampu 
menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan 
“top down”dan pendekatan “ bottom up”
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Reklamasi sebagai Alternatif Penguat  Ekosistem Pantai 

Pengertian  reklamasi sebagaimana disebutkan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Tahun 2003 adalah upaya 
untuk memperluas  lahan yang kurang berfungsi atau tidak 
bermanfaat dengan cara pengurugan serta ditindaklanjuti dengan 
upaya penataan lingkungan untuk meningkatkan nilai daya 
gunanya. Sedangkan menurut terminologi kamus istilah teknik 
 pantai,  reklamasi berasal dari kata reclimate, yang berarti 
mengkondisikan atau memfungsikan kembali  lahan yang kurang 
bermanfaat melalui penataan lingkungan secara terpadu. Dengan 
demikian  reklamasi  pantai dapat diartikan sebagai bagian dari 
pengelolaan  pesisir terpadu dengan upaya memperluas  lahan 
 pantai melalui cara/proses pengurugan dan penataan lingkungan 
untuk meningkatkan nilai daya guna peruntukannya.

Sebagian masyarakat seringkali alergi (skeptis) atau 
mempunyai pandangan (persepsi) negatif terhadap  reklamasi. 
Menurut pandangan mereka,  reklamasi adalah pengurugan  pantai 
yang berdampak negatif karena menyebabkan terjadinya  abrasi 
dan akresi, tersumbatnya saluran/irigasi tambak atau sungai 
(oleh sedimen dan sampah) serta meluasnya areal genangan 
atau rob. Bahkan ada yang beranggapan,  reklamasi  pantai dapat 
menghancurkan perikanan karena  habitat vital biota dasar (bentos) 
akan rusak dan ikan-ikan dasar & peruaya menjadi punah. Pandangan 
seperti itu tidak sepenuhnya keliru, karena pada kenyataannya 
sebagian pelaku usaha/kegiatan  reklamasi memang kurang atau 
tidak memiliki wawasan lingkungan dan manajemen  pesisir dengan 
baik. Sehingga sangat wajar bila apa yang dilakukannya dalam 
kegiatan  reklamasi tidak didasari oleh kaidah-kaidah  ekologi 
 pantai serta aturan main  reklamasi sesuai tuntutan pengelolaan 
 pesisir yang benar, bahkan RKL & RPL (rencana pengelolaan & 
pemntauan lingkungan) Amdal tidak sepenuhnya dilaksanakan 
(tidak melibatkan partisipasi masyarakat terdampak).

Dari rangkuman hasil diskusi (konsultasi) publik selama 
proses Amdal Reklamasi di Kawasan Teluk Semarang, berikut 
ini disampaikan pokok-pokok ekspektasi masyarakat yang dapat 
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dijadikan pembelajaran dalam pengelolaan kawasan  pesisir yang di-
reklamasi. Pokok-pokok ekspektasi tersebut adalah, bahwa kegiatan 
perluasan  lahan lewat  reklamasi  pantai dapat dilakukan atau bahkan 
dianjurkan bila dapat memenuhi ketentuan berikut ini.

Pertama,  reklamasi harus dalam bingkai kebijakan 
pengelolaan  pesisir terpadu yang bertanggungjawab, ada payung 
hukum yang jelas (layak dari sisi aspek legal); yaitu harus 
bersifat constraint based development, dengan pengertian 
bahwa setiap kegiatan pembangunan di wilayah  pesisir (termasuk 
 reklamasi  pantai) harus memenuhi segenap kriteria pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development), yaitu: secara ekonomi 
efi sien dan optimal (economically sound), secara sosial-budaya 
berkeadilan dan dapat diterima masyarakat (socio-culturally 
accepted and just), secara ekologis tidak menyebabkan degradasi 
dan tidak melampaui daya dukung lingkungan, dan secara sosio-
politis tidak menyengsarakan masyarakat terdampak, serta dapat 
memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. 

Kedua,  reklamasi  pantai harus menganut prinsip “basic 
design and construction friendly with nature”, artinya kegiatan 
pembangunan, dalam hal ini  reklamasi  pantai, yang berpeluang 
akan merubah bentang alam  pantai harus memperhatikan 
karakteristik ekosistem daratan dan perairan  pesisir yang spesifi k-
dinamis serta satuan wilayah  pantai (Cell sediment) yang ada. 
Dalam melakukan kegiatan rancangan (design) dan konstruksi atau 
modifi kasi bentang alam (morfologi)  pantai, harus disesuaikan 
dengan karakteristik dan dinamika biogeofi sik setempat, khususnya 
pola arus, gelombang, pasang surut, transpor sedimen, struktur 
geologi, pola dan alur ruaya biota, ekosistem khas ( mangrove, 
estuari dan  terumbu karang) serta keberadaan kawasan lindung 
sempadan  pantai dan  habitat vital biota (terutama biota yang 
bersifat menetap/sedentary dan benthik).

Ketiga, kegiatan pengambilan material untuk pengurugan 
(baik di darat maupun dari laut) sedapat mungkin tidak mengganggu: 
(a) Daerah penangkapan ikan (fi shing ground) yang dapat 
menurunkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, (b) Daerah 
pembudidayaan ikan (di laut dan tambak) yang dapat menurunkan 
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produksi ikan dan pendapatan petambak, (c) Stabilitas  pantai yang 
dapat memicu/meningkatkan  erosi, (d) Stabilitas lereng bukit 
dan daerah resapan air (di sekitar penambangan: kasus di bukit 
Ngaliyan, Mangkang dan Tembalang Kota Semarang) yang dapat 
memicu/meningkatkan air larian dan debit banjir di sungai dan 
daerah rendah di hilir (kota bawah), (e) Transportasi di darat dan 
laut (yang dilalui truk pengangkut material  reklamasi), (f) Hasil 
perluasan dan penataan  lahan lewat  reklamasi sedapat mungkin 
harus lebih banyak memberikan dampak positip, antara lain:
� Dapat meningkatkan atau bahkan memperkuat sistem 

penyangga dan perisai  pantai, sehingga daratan  pantai 
memiliki daya tahan untuk menghadapi bencana alam 
seperti gempuran gelombang pasang (Tsunami) dan arus 
laut.

� Tidak mengganggu atau merusak  habitat vital, terutama 
daerah pemijahan (spawning ground), alur ruaya (migrasi) 
dan daerah asuhan (nursery ground) biota air (katadromus 
dan/atau diadromus), serta daerah penangkapan ikan 
(fi shing ground).

� Tidak menimbulkan  abrasi ( erosi) atau akresi ( sedimentasi) 
di tempat lain, atau bila terjadi  abrasi/akresi masih 
dapat ditanggulangi dengan teknik/rekayasa  pantai atau 
diberikan kompensasi (ganti untung) bagi masyarakat 
terdampak

� Serasi dan terpadu dengan pemanfaatan  lahan di sekitarnya 
sesuai peruntukan tataruang (zonasi)  pesisir (UU No. 1 
tahun tahun 2014 tentang Penge lolaan Wilayah Pesisir & 
Pulau-pulau Kecil),

� Dapat meningkatkan kemantapan dan nilai esteti ka/
keindahan bentang alam  pantai

� Dapat menghambat atau mengurangi intrusi air asin (laut) 
di daratan  pesisir

� Tidak mengganggu atau mematikan aktivitas lain yang 
telah ada (misalnya pertambakan, perko lam an, karamba 
pembudidayaan biota laut, persawahan/pertanian, dan 
perikanan tangkap)
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� Tidak mengganggu pola aliran air alamiah yang telah 
ada (hidrologi dan oseanografi ), misalnya: jangan sam pai 
saluran air (drainase, saluran tambak, sa lur  an irigasi) atau 
sungai yang ada menjadi tidak ber fungsi (karena tersumbat 
sedimen & sampah atau sengaja ditutup) setelah dilakukan 
 reklamasi  pantai

� Harus berorientasi atau memprioritaskan kepen tingan 
 ekologi dan masyarakat umum, bukan kepen tingan per-
orangan atau golongan, apalagi untuk kepentingan pe-
nguasa atau pengusaha tertentu.

Dalam perspektif manajemen sumberdaya  pesisir, kegiatan 
 reklamasi  pantai merupakan salah satu bagian atau bentuk dari 
upaya perluasan dan peningkatan manfaat  lahan  pantai dengan 
cara pengurugan  lahan dan penataan lingkungan, yang dapat 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positip 
maupun dampak negatif. Oleh sebab itu permasalahan  reklamasi 
 pantai harus disikapi secara arif, dengan memperhatikan 
aspirasi para pemangku kepentingan, agar dampak positip dapat 
dimaksimalkan manfaatnya dan sebaliknya dampak negatif dapat 
ditekan sampai seminimal mungkin. Selama kaidah-kaidah ekologis, 
teknis, sosio-ekonomis dan legal, diperhatikan dan dijadikan kendali 
dalam  reklamasi  pantai, maka timbulnya dampak negatif tidak 
perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Justru dengan penanganan 
  reklamasi  pantai pada lokasi yang tepat dengan cara yang benar, 
akan dapat meningkatkan sistem penyangga dan stabilitas perisai 
 pantai, mengurangi intrusi air asin serta memberikan nilai lebih 
pada aspek estetika dan nilai dayaguna  lahan  pesisir.

Strategi Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir 

Ketahanan wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) 
dalam menghadapi perubahan iklim global serta bencana alam 
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dan kegiatan antropogenik sangat bergantung pada kemampuan 
mengurangi resiko (R) yang diterima. Resiko (risk) adalah 
kemungkinan timbulnya kerugian pada WP3K pada kurun waktu 
tertentu, yang timbul karena suatu bahaya (B) menjadi bencana. 
Bahaya (B) adalah kejadian yang berpotensi menimbulkan kerusakan 
fi sik-ekologis dan/atau korban jiwa, yang tingkatannya sangat 
ditentukan oleh kerentanan (K) di WP3K. Adapun kerentanan (K) 
merupakan kondisi: bioekologis, geografi s, sosial-ekonomi-politik, 
serta teknologi suatu masyarakat di WP3K yang mengurangi 
kemampuan atau kapasitas (C) masyarakat atau wilayah untuk 
mencegah, meredam, menyiapkan diri dan menanggapi dampak 
lingkungan tertentu. Secara empiris, keterkaitan antara Resiko 
(R) (B) dengan Bahaya (B), Kerentanan (K) dan Kemampuan atau 
Kapasitas (C) dapat dituliskan dalam bentuk formula: R = B x K 
/ C. Bencana banjir pasang (Rob) dan degradasi di WP3K terjadi 
karena efek sinergis antara faktor alam (perubahan iklim global) 
dan kegiatan manusia (antropogenik). Faktor alam yang memicu 
terjadinya rob yatu: abnormalitas pasang tinggi (Perigean Spring 
Tide), kenaikan paras air laut (Sea Level Rise) akibat pemanasan 
global serta amblesan tanah (Land Subsidence) di  pantai. Faktor 
kegiatan manusia (antropogenik) yang ikut memicu terjadinya 
Rob, antara lain: makin menyempitnya daerah tampungan air di 
 pantai akibat konversi  lahan rawa tambak dan  reklamasi  pantai, 
pembangunan dan pengoperasian bangunan menjorok ke laut, 
pengambilan air tanah berlebihan, pencemaran yang meningkatkan 
daya hantar listrik serta sumbatan sampah di saluran air dan 
 muara sungai, makin mengecilnya daerah resapan air di hulu, 
serta pendirian bangunan berat di  pantai. Solusi penanganan 
Rob atau ancaman perubahan iklim global, baik dengan cara 
mitigasi atau  adaptasi, untuk meningkatkan ketahanan WP3K; 
perlu dilakukan secara sinergis dan terintegrasi dalam harmoni, 
melibatkan pemangku kepentingan global, regional dan lokal. 
Penanganan bencana di WP3K harus terpadu: antar pemangku 
kepentingan, antar daerah dalam satuan ekosistem Coastal Cell, 
antara hulu dan hilir (sistem sel  pantai dengan sistem sel sungai/
saluran drainase). Beberapa pendekatan penanganan resiko akibat 
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bencana  pesisir seperti:: Integrated Coastal Cell-Watershed 
Cell management (Keterpaduan pengelolaan Hulu-Hilir), Water 
& Sea Front City, Integrated Coastal Co-management, serta 
penyelarasan (sinkronisasi dan harmoni) RTRW dan RZWP-3-K dapat 
dijadikan alternatif solusi menangani bencana di wilayah  pesisir 
dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sesuai formula empiris R = B 
x K /C, maka ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan sebagai 
strategi untuk meningkatkan ketahanan dan sekaligus mengurangi 
resiko. Pertama, dengan strategi R = B/C x K; artinya bahaya (B) 
dapat direduksi dengan meningkatkan kapasitas (C), misalnya 
dengan membangun bangunan untuk memperkuat perisai  pantai 
(tanggul laut, pemecah gelombang, sabuk  pantai./greenbelt). 
Kedua, dengan strategi R = B x K/C; artinya, kerentanan (K) 
dapat direduksi dengan upaya peningkatan kapasitas (C), misalnya 
dengan rasionalisasi tata ruang wilayah yang terintegrasi antara 
matra darat (RTRW) dan matra laut (RZWP3K), pemberdayaan 
masyarakat, penegakan tata-tertib dan aturan K3, pendidikan 
dan pelatihan kebencanaan bagi masyarakat sejak usia dini, serta 
penerapan tatabangunan yang mampu mengadaptasi bencana 
alam. Ketiga, menggabungkan pendekatan pertama dan kedua, 
yaitu: R = (B/C) x (K/C), artinya resiko dapat dikurangi dengan cara 
mereduksi bahaya (B) dan kerentanan (K) serta memaksimumkan 
kapasitas (C).
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LAMPIRAN

Lampiran  1.  Ikan Laut Dalam 

http://www.oceana.org

Chauliodus macouni 

Se han encontrado a profundidades de más de 4.000 met-
ros. Tienen más de 300 órganos que producen luz a lo largo de su 
cuerpo, boca y en el pedúnculo que algunas especies tienen en su 
aleta dorsal. 

La mandíbula es tan grande que debe dislocarla para poder 
tragar a sus presas. 

Tamaño: 25 centímetros.
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Melanocetus johnsoni 

Atrae a sus presas con una luz bioluminiscente sobre su ca-
beza. Su color rojo le hace virtualmente invisible. Los machos son 
infi nitamente menores que las hembras. En muchas especies de 
rapes de profundidad los machos acaban viviendo como parásitos 
de las hembras. 

Tamaño: Hembras 15 centímetros; machos menos de un 
centímetro.
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Myctophidae sp Linophrynidae sp
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Canthigaster sp

Sterroptyx sp.

Ceratoidei sp

Ceratoidei sp.

Linophrynidae sp.

Acanthuridae sp
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Anguilla marmorata Anguilla marmorata
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Lampiran 2.  Jasad Renik

http://www.oceana.org
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Lampiran 3.  Biota Bawah Laut (Echinoderm)

http://www.oceana.org
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SiriCaranguejo
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Peixe morcego

Estrela-do-mar

Enguia

Isópode gigante
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Lampiran 4.  Rumus Bangun Dehydroluciferin, 
          Oxyluciferin dan L(0-Dianion)

Sumber : Anderson (1973)
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Lampiran 5. Mekanisme Bioluminesens

Synthesis of Cypridina luciferin analogue
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Tahun 1984 Penulis diterima sebagai ma-
hasiswa Jurusan Perikanan Fakultas  Peter-
nakan  Universitas Diponegoro. 
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pada tahun 2015 mendapat amanah sebagai Sekretaris Departemen 
Sumberdaya Akuatik serta sebagai Koordinator Laboratorium Penge-
lolaan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan sampai saat ini di Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip, serta aktif dalam penulisan 
jurnal nasional maupun internasional. 

Suryanti



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


